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ABSTRAK

KARTINI. Dimensi Infernal Confrol dan Internal  Auditor dalam
Accountabiliy dan Fraud Prevention, (dibimbing oleh Basri Hasanuddin
sebagal promotor, Gagaring Pagalung dan Darwies Said sebagai
ko-promotor)

Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah dimensi infernal contro/
dan internal auditor berpengaruh signifikan terhadap accountabilily dan
fraud prevention pada pemerintah provinsi,

Panellian ini termasuk penelitian explanatory research dengan unit
analisis organisasi, yaitu satuan kerja perangkat daerah provinsi Sulawesi
selatan. Jumiah sampel sebanyak 13 SKPD yang ditentukan secara
purposive sampling, masing-masing dinas bina marga, dinas kebudayaan
dan pariwisata, dinas kehutanan, dinas kelautan dan perikanan, dinas
kesehatan, dinas pendapatan daerah, dinas perhubungan, kemunikasi
dan informatika, dinas perkebunan, dinas pertanian tanaman pangan dan
holtikultura, dinas petemakan dan kesehatan hewan, dinas sosial, dinas
pendidikan, serta inspekiorat provinsi. Jumlah responden 167 orang.
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara.
Teknik analizis yarg digunakan untuk pengujian hipotesis yakni analisis
structural equation modeling (SEM).

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam satuan kerja perangkat
daerah provinsi Sulawesi Selatan, internal confrol dan internal auditor
berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas. Hipotesis  lain
membuktikan bahwa infernal control dan  infernal  auditor tidak
berpengaruh signifikan terhadap fravd prevention, akan tetapl secara
tidak langsung infermal control dan internal auditor berpengaruh signifikan
terhadap fravd prevention bila melalui akuntabilitas,

Kata kunci: internal control, internal auditor accountability dan fraud
prevention




ABSTRACT

KARTINL. The Dimension of Intemal Control and Infemal Auditor in
Accountability and Fraud Prevention (supervised by Basrd Hasanuddin, Gagaring
Pagalung, and Darwis Said)

The aim of the research is to find out whether the dimension of internal
control and internal auditor have a significant influence on accountability and
fraud prevention in provincial government.

The research was an explanatory research in which analysis unit is
organization, i.e. local work unit of South Sulawesi Province. The sample
consisted of 13 local work units determined by using purposive sampling method,
They were highway construction department, culture and tourism department,
forestry department, marine and fishery department, health department, regional
revenue department, transportation department, communication and information
department, estate department, agriculture and horiculture department, animal
husbandry and animal health department, social depariment, education
department, and provincial inspectorate. The respondents consisted of 167
people. The data were obtained through questionnaire and interview. They were
analyzed by using structural equation modeling (SEM) analysis.

The results of the research reveal that in one local work unit of South
Sulawesi Province, internal control and internal auditor have a significant
influence on accountability. The other hypothesis proves that intemal control and
internal auditor do not have a significant influence on fraud prevention. However,
internal control and intemal auditor indirectly have a significant influence on fraud
prevention through accountability.

Key words : internal control, internal auditor, accountability, fraud prevention
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia akuntabilitas merupakan semboyan yang paling
menonjol dalam pengelolaan administrasi publik saat ini, Tuntutan yang
dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada
pemerintah daerah yaitu keharusan menerapkan akuntabilitas bukan tanpa
alasan, Terdapat beberapa alasan pentingnya mewujudkan akuniabilitas
dalam pemerintahan yakni : perfama, Kekakuan Birokrasi Hasil survey
Political and Economic Risk Consultancy (FERC) terhadap eksekutif bisnis
asing tahun 2010 menunjukkan birokrasi Indonesia memperoleh skor 9,27
(PFERC Annual Report 2010). Senada dengan survey yang dilakukan PERC,
Transparency International juga melakukan survey terhadap Corruption
Perception Index (CP{) 2010. Hasilnya Indonesia menempati urutan paling
terakhir dari beberapa Megara anggota ASEAN dengan skor 2,8 jauh
dibawah Singapura dengan skor 9,3 Brunel 5.5 dan Malaysia dengan skor
4.4 (www.iransparency. org).

Kedua, masih tingginya biaya tata kelola pemerintahan di Indonesia
yang disebabkan adanya pungutan liar {pungli) yang dilakukan oleh oknum
birokrasi pemerintah. Hasil studi dari Pusat Studi Asia Pasifik Universitas
Gadjah Mada bekerja sama dengan United State Agency for Intemational

Development (USAID,2004) untuk sejumlah perusahaan dari Jawa, Sumatra
1



dan Bali menunjukkan hasil bahwa pungli mencapai 7.5% dari biaya ekspor,
Penelitian ini juga menyebutkan pungli paling sering terjadi di jalan yaitu
sebesar 48% dan teradi di pelabuhan 35%. Survei itu juga menemukan
bahwa 24% responden menyatakan pungli paling senng dilakukan oleh
oknum polisi, 21% dilakukan oleh oknum bea cukai dan sisanya dilakukan
oleh aparat oknum pemerintah daerah (FEMDAj yang selama ini disebut-
sebul sering mempersulit pengurusan,

Ketiga, dampak dari buruknya akuntabilitas akan dirasakan oleh
masyarakal. Pelayanan publik yang kurang baik tidak akan memberikan
kesejahteraan dan tidak akan membawa keadilan dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Penalitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Fakullas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-
FEUI) dalam Falaakh (2003) menunjukkan bahwa keluarga miskin yang tidak
memiliki akses terhadap listrik harus membayar enam kali lebih tinggi untuk
pengeluaran energinya daripada mereka yang memiliki akses terhadap listrik.
Penelitian ini mengungkap bahwa dengan pasokan listrik yang baik akan
membantu menurunkan biaya hidup masyarakat yang pada gilirannya dapat
menurunkan tingkat kemiskinan.

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah  yang selama ini
diterapkan fidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah,
Karena itu, tuntutan masyarakat untuk menerapkan akuntabilitas merupakan
hal yang wajar dan seharusnya dapat direspon oleh pemerintah dengan

metal;.ukan perubahan-perubahan yang terarah dan berkesinambungan.



Untuk mewujudkan akuntabilitas, dibutuhkan kesepakatan dan semua
pihak, pemerintah dan masyarakat, Akuntabilitag yang efektif menuntut adanya
aligment (keseimbangan) yang baik dan interpretasi serta efos kerja dan moral
yang tinggi (BPKP, 2000). Dengan demikian penerapan akuntabilitas sebagai
prakiek yang baik dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara
marupakan tanggungjawab para penyelenggara negara untuk  segera
diwujudkan.

Terselenggaranya akuntabilitas merupakan prasyaral utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa
dan negara. Dalam rangka itu, dipadukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasi guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, periu diperhatikan adanya mekanisme akuntabilitas
pada sefiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas instansi
parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat
luas. Sistem akuntabiliias instansi pemerintah merupakan suatu sistem yang
masih sangat baru dalam penerapannya. Sistem ini merupakan sesuafu yang
sangat penling dan mendasar karena akan mengubah pola pikir, sikap, dan
pola tindak terhadap pertanggung jawaban bukan hanya atas tugas, fungsi,

wewenang dan tanggung jawab yang diemban suatu instansi tetapi juga



pertanggung jawaban atas hasil apa yang telah diberikan organisasi kepada
masyarakat,

Para ahli maupun pelitisi selalu mendengunkan "demi kebaikan dan
kesejahteraan masyarakat, kita harus dan selalu mempertanggung jawabkan
sefiap amanah yang kita terima®. Pada dasamnya obyek dar sistem
akuntabilitas adalah hubungan dari pemberi amanah dengan penerima
amanah, dan akuntabilitas tersebut bermanfaat bagi kehidupan bernegara dan
berbangsa. Hal inilah yang mengharuskan penerima amanah berfanggung
jawab pada pihak yang berkepenfingan (sfakeholder). Dengan demikian ;':iam
pemegang kekuasaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya, serta
memberi laporan atas pelaksanaan langgung jawab tersebut,

Untuk menilai keberhasilan kinerja pemerintah, pada tanggal 13 Juni
2005 pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 24 t;hurl
2005 mengenai Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP). Dengan landasan ini
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah mempunyai acuan di
dalam penyusunan laporan akuntabiitas kineda instansi pemerintah
Keberhasilan penerapan akuntabilitas tentunya tidak terlepas dari dukungan
pengendalian intern, disamping itu juga dipedukan pengawasan dari aparat
institusi pemarintah.

Fenomena masih lemahnya pengendalian yang merupakan salah satu
elemen pokok dari fungsi manajemen yang selama ini dinilai lemah dan
banyak dikeluhkan (Falaakh, 2003). Pengendalian tidak lagi dapat
dilaksanakan secara efektif hanya dengan memperahankan cara lama den;_gﬂn
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lumpuan secara langsung hanya pada pimpinan saja. Harusnya dipahami
bahwa pengendalian sebagai bagian dari aktivitas organisasi yang berada
pada semua bagian dalam tingkatan organisasi dan berkenaan dengan
individu-individu  yang beragam wewenang dan tanggungjawabnya.
Pengetahuan dan kemampuan yang dimilikipun cenderung terbatas dan belum
ada jaminan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan atau penyimpangan.

Hasil survel yang dilakukan oleh KPMG dalam "KPMG 1998 Fraud
Survey” (New York: KPMG 1998, sebagaimana dikutip Tunggal, 2000:103)
menunjukkan, bahwa lemahnya pengendalian intern merupakan penyeiaab
tertinggi (48%) terjadinya kecurangan (fraud), disusul oleh manajemen yang
mengabaikan pengendalian intern (26%) dan kolusi di antara para pegawai
(219} dan sisanya pihak ketiga.

Pengendalian intemn (infernal control] yang dijalankan khususnya oleh
pimpinan pemerintah daerah, didesain untuk memberikan keyakinan yang
memadai tentang pencapaian tiga dimensi tujuan yaitu : (a). keandalan
pelaporan keuangan, (b) efektiw.ril;as dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan
t-erhadap hukum dan peraturan yang berlaku (lAl, 2001:319.2). Den:gan
melihat pentingnya peran internal control tersebut, membuat peneliti rnETIEIEa
terpanggil untuk melakukan kajian khususnya untuk melihat pengaruh
keberadaan infemal control terhadap pencegahan kecurangan di instansi

pemearintah daerah,



e

Pemerintah Rl melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
SHFMK.06/2005 tertanggal 20 Juli 2005 tentang Sistemn Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan sedikit penyesuaian dalam
susunan iujuannya, mengadopsi konsep pengendalian intern dari the
Commitlee of Sponsoning Organization (COS0), Dalam Peraturan Menter|
Keuvangan tersebut, pengendalian intern didefinisikan sebagai “suatu proses
yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai pencapaian ketiga
dimensi tujuan pengendalian intern yang telah disebutkan, pimpinan
pemerintah daerah memerukan jasa auditor intern (infernal audifor) dalam
satu wadsh organisasi bernama inspektorat yang bertanggungjawahb
langsung kepada pimpinan pemerintah daerah,

Keberadaan inspeklorat pada pemerintah  daerah {provinsi,
kabupaten dan kota) sebagal audifor infemn yang memiliki kompetensi,
independensi  dan  obyektifitas, dapat memberikan jasa keyakinan
{#ssurance) dan konsultasi (consulting) kepada pimpinan pemerintah daerah.
Keberadaannya diharapkan memberikan nilai tambah (value added) dan
dapat memperbaiki serta meningkatkan operasional pemerintah daerah yang
baik. Hal tersebut sejalan pula dengan Sawyer (2003:7) audifor intem,
membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan pendekatan yang

sistemalis dan interdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan
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manajemen risiko, pengendalian dan proses lala kelola (govemance)
organisasi yang batk,

Keberadaan inspektorat pada pemerintah daerah diatur berdasarkan
peraturan daerah (Perda) masing-masing pemerintah provinsi  dan
kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam otonomi daerah, pemerintah
daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (DPRD) berhak
menentukan struktur crganisasi dan tala kera (SOTK) Badan/Dinas di
lingkungannya masing-masing. Hal ini memungkinkan organisasi inspektorat
masing-masing pemerintah daerah tidak sama.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peran aparat
pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian intern dan aparat pengawas
internal pemerintah yang bekerja secara profesional dengan kompetensi dan
independensinya dapat mencegah terjadinya berbagai macam kecurangan
yang selama ini tumbuh subur dilingkungan pemerintah daerah. Laporan
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam 2008 Report fo the
Nafion, menunjukkan bahwa 23,3% fraud terungkap karena adanya petunjuk
dari infemal confrol dan 19,4% dari adanya petunjuk infemal auditor
Walaupun hasil kajian tersebut menemukan bahwa paling sering (46%) fravd
terungkap karena ada petunjuk yang dilaporkan secara informal {fip off) dan
berikutnya (20%) fraud terungkap secara kebetulan (by accidenf), namun
peran infernal confrol dan intemal avdifor tentu tidak boleh dikesampingkan.
hasil kajian secara lengkap dapat dilihat pada gambar  berikul

{Tuanakaotta, 2010,215)
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==} 2006

Sumber : Report fo the Nalion 2008, ACFE (Tuanakotta, 201 0)

Gambar 1.1 Bagaimana Fraud Terungkap

Masyarakal menyaksikan secara gamblang berbagai tindak
kecurangan yang terjadi di Indonesia baik di pusat maupun di daerah (tabel 1
halaman 8) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, Proyek pengadaan
barang dan jasa pemerintah dijadikan ladang korupsi. Data kasus korupsi
yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang tahun 2004 — 2010
menunjukkan bahwa, dari 196 kasus korupsi yang ditangani, kasus korupsi
dalam pengadaan barang dan jasa merupakan yang terbesar yaitu BB kasus
(43%). Kasus terbesar kedua adalah penyuapan 57 kasus (29%) dan disusul
penyalahgunaan dana APBN/APBD 31 kasus (15%), sisanya adalah kasus
perizinan dan pungutan liar. Kecurangan (fraud) tersebut terjadi pada hampir

semua instansi, mulai dari DPR, pemerintah provinsi, kementerian/Lembaga,

Eadan Usaha Milik Negara/Daerah hingga pemerintah kabupaten / kola,




Pelaku-pelaku fraud yang tersebar di berbagai instansi mencari

berbagai alasan bahwa tindakan yang dilakukannya bukan merupakan fraud,

karena pelaku merasa bahwa fraud yang dilakukannya juga dilakukan oleh

sebahagian masyarakat lainnya yang punya kesempatan, sahingga inilah

dipersepsikan terkorup (TI, 2010).

i

Tabel 1. Beberapa Fraud di Indonesia

salah satu penyebab Indonesia termasuk  kelompok negara-negara yang

InstansifPerusahaan Kasus Tahun
Dep Perhubungan Proyek pengadaan kapal patroli 2003
Bupati Supiori Penyala hgunaan Dana APBD 2006-2008
Bank Mandiri Tt Kredit Macet Rp, 25.2 trifiun 2005 |
Departemen Agama | Penyelenggaraan Ibadah Haj 2005
Bank BNI Tbk Kasus LIC Fiktif & Pembobolan di 2004
beberapa Cabang BNi
Dept. Hukum & HAM Pengadaan alat automatic fingerprint 2004
! indentification system
Pertamina Kichack Commission 2004
' KPU Pengadaan Kotak Suara 2004
Gubarnur Kal-Sel Penyalahgunaan Dana APBD 2002-2003
Kimia Farma Tbk Penggelembungan laba perusahaan 2002
PT.Telkom Tbk Voice over Internet Protocol (VolP) 2002
“Indofarma Tbk Fradulent Financial Statement 2002
Builog Penyelewengan Dana untuk Membantu 2000

Rakyat Miskin

sumber ;: Data diolah
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Fraud yang terjadi di pemerintah provinsi dan dibeberapa kota
kabupaten di Sulawesi Selatan menunjukkan berbagal macam pola dan
bentuknya, beberapa bentuk kasus fraud seper penyalahgunaan wewenang
yang pada akhimya dapat merugikan keuangan daerah kerap kal dilakukan
oleh pejabat kabupaten/kota.  Di Kabupalen Jeneponto terkait dugaan
penyalahgunaan dana Badan Amal Zakat (BAZ) yang berlangsung sejak
tahun 2001 sampai 2010 dan pengadaan laboratorium komputer. Di
Kabupaten Bulukumba ada kasus dugaan penyimpangan dalam proses
tender pengadaan buku ielalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 dan
kasus dugaan pengurangan bobot pin legislator DPRD. Kasus
penggelembungan biaya pengadaan alat elekironik atay ICT pada tahun
2008 di tubuh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulsel, kasus korupsi
dana APBD Tana Toraja tahun 2002 - 2003 oleh sejumlah anggota DPRD. Di
kabupaten Pangkep ada kasus dugaan penyelewengan anggaran beberapa
proyek DPRD. Di Kabupaten Pinrang yang menarik adalah kasus dugaan
penyelewengan dana workshop Badan Pembinaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPM-PD) untuk tahun anggaran 2010 yang diiaki.;han
atas kerjasama dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Diperkirakan masih banyak fraud dengan berbagai macam modus
operandinya. Dengan melihat data yang dikeluarkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dugaan kecurangan (fraud) oleh para pejabat
di Sulawesi Selatan selama tujuh tahun terakhir, sejak tahun 2004 hingga

maret 2011, tercatat 1416 laporan. Meskipun laporan tersebul masih
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membutuhkan penelaahan dan proses pembuktian dari kebenaran fraud

yang dilakukan oleh pejabat diinstansi pemerintah kKhususnya di Sulawesi

Selatan, namun fenomena ini selayaknya mendapat perhatian serius dari

seluruh kalangan masyarakat, termasuk kalangan akademisi

Dari beberapa laporan fraud dengan modus operandi di atas dan
berdasarkan pengamatan peneliti atas fenomena yang terjadi, berikut
beberapa modus operandi fraud di pemerintah dagrah di Indonesia -

» Panitia pengadaan barang dan jasa membuat spesifikasi yang mengarah
ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan
tertentu dan melakukan mark-up nilai kontrak,

* Pimpinanipejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan
dan menggunakan dana/anggaran yang ftidak sesuai dengan
perunfukannys, kemudian  mempertanggungjawabkan pengeluaran
tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif,

* Kepala daerash memberikan dana kepada DPRD dalam proses
penyusunan APBD.

* Pengusaha mempengaruhi pimpinan/pejabat  untuk mengintervensi
proses pengadaan barang dan jasa agar rekanan tertentu memenangkan
tender atau ditunjuk langsung.

Fraud yang terjadi di instansi pemerintah atau didalam organisasi
prival sering kali dilakukan untuk kepentingan instansi atau organisasi
tersebut. yang tentunya dapat memberikan keuntungan bagi instansi atau

organisasi, namun tidak sedikit justru merugikan instansi atau organisasi
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tersebut. Pelakunya bisa dilakukan oleh orang dalam seperti pimpinan atau
staf atau juga oleh orang luar instansi atau organisasi, misalnya suplier. Hasil
survei yang dilakukan oleh KPMG (2004) tentang pelaku fraud pada sekior
prival, menunjukkan 51% fraud dilakukan oleh orang dari dalam organisasi
perusahaan itu sendiri yaitu staf, kemudian disusul oleh manajemen yaitu

sebesar 17%, hasil dari survel KPMG seperti nampak dalam gambar berikut:

Perpetrator of froud

S iadan e e == ——
Staff (51%; 35%) e —
Maonogement [17% ; 41%) I ——

Customers [13% ;9%] =||

Supplier (3% ; 6%) "'._.'_.l
——— — J_
Others (such os ogents] (16% ; 9%) E__J""‘J B i i |

== 002

Sumber : Fraud Survey 2004, KPMG Forensic, www.kpmg.com

Gambar 1.2 Pelaku Fraud

Terkait dengan kecurangan tersebut pemerintah Indonesia dan komisi
pemberantasan korupsi dewasa ini sedang giat-giatnya melakukan berbagai
upaya dalam rangka memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada era
keterbukaan saat ini, sfakeholders yang semakin kritis juga menuntut
pemerintah mampu mengungkap berbagai kecurangan (fraud) yang merebak

di berbagai institusi di Indonesia. Untuk mencegah teradinya fraud yang
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jelasjelas merugikan banyak pihak, penegakan akuntabilitas pemerintah,
pengawasan oleh pimpinan, dan fungsi internal auditor di berbagai institusi
pemerintah merupakan hal yang sangal penting dan menjadi suatu
kebutuhan mendesak untuk ditangani,

Arens (2008) menjelaskan bahwa fraud timbul ketika seseorang
mendapatkan tekanan untuk melakukan fraud (pressure), rasionalisasi untuk
membenarkan perilaku fraudwlent (rationalization), dan peluang unluk
melakukan fraud (opportunity). Ketiga faktor situasional ini secara bersama
dikenal sebagai “fraud frangle” Terdapat bukti empifis  yang
menghubungkan masing-masing dari ketiga faktor dengan timbulnya fraud,
akan telapi secara luas masih bersifat anekdot dan seringkali berdasarkan
pada pengamatan studi kasus, yang pada akhimya akan membatasi
generalisasi dari penemuan terdahulu. (KPMG Forensic, 2004).

Fraud trangle juga menyatakan bahwa fraud dapat berkembang
semakin kompleks dan merupakan fungsi dari kombinasi faktor-faktor
situasional, Baker (1990) berpendapat bahwa dalam beberapa kasus,
walaupun pengendalian internal lemah, tidak ada kemungkinan fraud,
sementara dalam beberapa kasus lainnya, bahkan ketika pengendalian
infernal yang baik telah berangsung, pegawai dapat mengatur  untuk
mematahkan pengendalian internal dan melakukan fraud, Baker juga

berpendapat, bahwa kesempatan dan motivasi untuk melakukan Ffraud

adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi timbulnya fraud, sehingga




sebuah organisasi akan lebih mudah terkena fraud, ketika kesempatan dan
motivasi lersebut berlangsung secara bersamaan.

Keutamaan pengendalian internal, umumnya dianggap sebagai kunci
pencegahan fraud. Menurut Commitiee of Sponsoring Organization (COSO,
2004) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh
pimpinan dan personil lainnya dalam suatu organizasi berpolensi mencegah
fraud melalui pengawasan dan peningkatan organisasi dan proses
pelaporam keuangan, dengan menjamin kepatuhan yang berhubungan
dengan hukum dan peraturan,

Fungsi internal auditor memainkan peranan penting dalam mencegah
dan mendeteksi fraud dalam organisasi dengan menjamin audit terencana
dan kempetensi yang dimiliki (Perry dan Bryan, 1887). Peningkatan
kompetensi dapat membantu mengenali pengendalian intern yang lemah,
mengendalikan, kemudian meminimalkan fraud), pegawai yang secara
continue dilatih, menjadi lebih akurat dalam mengenali ancaman terhadap
organisasi yang memiliki pengendalian internal lemah (Baker, 1895).

Penelitian terdahulu atas pengendalian intern telah berkembang
secara meluas (Meiners, 2005) terutama untuk organisasi yang tujuan
pendiriannya mencari  keuntungan, dengan memperhatikan aspek [
komponen dari pengendalian internal, namun masih sangat terbatas untuk
organisasi  sektor publik / pemerintah, khususnya penelitian yang
memperhatikan aspek / komponen pengendalian intern bila dikaitkan dengan
perilaku fraud. Peneliti merasa bahwa hal tersebut sangat penting mengingat
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fraud yang terjadi pada instansi pemerintah perkembangannya semakin
meningkat sesuai dengan penelili uraikan sebelumnya. Pemilihan komponen
pengendalian intem dari COSO, dipandang sebagai elemen yang dapat
mengungkap perilaku  fraud yang lerjadi pada organisasi. COSO
menawarkan sulusi untuk mencegah terjadinya fraud pada organisasi,
demikian pula sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) vyang
mengadopsi komponen COS0, yang dikeluarkan melalui PP.No 60 tahun
2008, diharapkan dapat meminimalisasi fraud yang terjadi pada institusi
pemernntah, namun kenyataanya fravd semakin berkembang bahkan 35-45%
APBN di korupsi melalul kegiatan pengadaan barang dan jasa (KPMG,
2005).

Dari uratan-uraian tersebut peneliti memiliki keingintahuan dan merasa
terpanggil untuk melakukan penelitian secara langsung apa dan bagaimana
sebenarnya institusi pemerintah khususnya pimpinan selaku stewards
menjalankan amanah dari principal. Rasa penasaran peneliti semakin tidak
terbendung manakala hasil-hasil riset (Tegiman:2000), (Lawrence:2000) dan
(Cattrysse: 2002) mendukung teori dan konsep pencegahan fraud
sementara fakia dilapangan fraud terjadi pada hampir disetiap level dalam
organisasi / satuan kerja perangkat daerah (BPKP, 2008)

Karena itulah penelitian ini akan mencoba untuk mengungkap
keberadaan sistem pengendalian intern pemerintah, inspeklorat sebagai
infernal auditor, dan akuntabilitas instansi pemerintah pengaruhnya terhadap
penceqanan frawd, Adapun yang menjadi grand theory dalam penelitian ini
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adalah stewardship theory mengingat institusi pemerintah merupakan
inslitusi yang melakukan pelayanan (steward) yang lebih mementingkan
kepentingan prncipal (Donaldson and Davids, 1991). Hal ini dapat
dianalogikan antara pemda dengan rakyat atau juga antara pegawai’pejabat
pemda dengan kepala daerah. Perilaku steward tidak akan meninggalkan
organizasinya sebab sleward berusaha mencapai sasaran organisasinya dan
tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan walaupun dengan

| penghargaan yang tidak nyata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat
dirumuskan secara spesifik dan lebih rinci masalah-masalah penelitian
sebagai berikut :

1. Apakah infernal confrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap
accountabilify pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2. Apakah internal auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap
accounfability pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,

3. Apakah intemnal control berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud
prevention pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

4. Apakah internal auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud

prevention pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,

o

Apakah accounisbility berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud

prevertion pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,




G. Apakah internal confrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud
prevention melalui sccountability pada pemerntah provinsi Sulawesi
Selatan,

7. Apakah infernal auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud
pravenfion melalui accountability pada pemerintah provinsi Sulawesi

i Salatan.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

“ TR T

1. Maksud Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta secara empiris yang
! dapat dijadikan sebagai indikator mengenai pengaruh dimensi infemal control

dan infemal auditor terhadap accountability dan pencegahan fraud pada

pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan maksud penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk menguji dan menganalisis pengaruh
1. Intemal control terhadap accountability pada pemerintah provinsi Sulawesi
Selatan.

2. Infermal auditor terhadap accountability pada pemerintah provinsi Sulawesi

Selatan,




. Internal confrol terhadap fraud prevention pada pemerintah provinsi

Sulawesi Selatan.

. Internal auditor terhadap frawd prevention pada pemerintah provinsi

Sulawesi Selatan.

- Accountabilify terhadap fraud prevention pada pemerintah  provinsi

Sulawesi Selatan

- Infemal confrol terhadap fraud prevention melalui accountability pada

pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,

- Internal suditor terhadap fravd prevention melalui accountability pada

pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi pengembangan ilmu

(teoritik) maupun bagi operasional {praktis) sebagal berikut :

1. Kegunaan Pengembangan limu
a. Peneliian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk
pengembangan iimu (teoritis), terutama yang berkaitan dengan
slewardship theory, intemal control, intermal auditor, accountability
seria fraud prevention,
b, Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan kerangka teoritik

lentang konsep model fraud prevention pada pemerintah daerah.
13



¢. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan atau
referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih
lanjut terutama mengenai masalah infermal conirol, internal auditor
dalam accountability serta pengaruhnya terhadap fraud prevention
dengan menambahkan wvariable-variabel lain yang dalam

penelitian ini tidak dilakukan.

2. Kegunaan Operasional

a. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi di
bidang akuntansi sekior publik dalam pemecahan masalah khusus
yang berhubungan dengan infemal control, infemal auditor.
gccountabilify serta fraud prevention pada pemerintah provinsi
sulawesi selatan.

b. Bagi para Pimpinan Pemda untuk menelapkan kebijakan
pelaksanaan intemal control, internal audifor, accourtability serta
fraud prevention.

c. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi
organisasi  fungsional pemeriksa pemda khususnya forum
bersama Aparat Pemerksa Internal Pemerntah (APIP) dan
organisasi pengawasan lainnya baik pada instansi pemaerintah
maupun instansi lainnya terhadap pelaksanaan infermal control

internal audifor, accountability serta fraud prevention,
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori Penelitian
1. Stewardship Theory

Stewardship Theory diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan
tingkah laku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (mode! of a man),
mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah
organisast yang mempraklikkan kepemimpinan sebagai aspek yang
memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar
dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani
(sfeward) Donaldson and Davids {(1989-1991)

Lebih jauh Donaldson and Davids menggambarkan bahwa stewardship
theory didefinisikan sebagi situasi dimana para steward fidak mempunyai
kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal. Kondisi
ini didasari sikap melayani yang demikian besar dibangun oleh sleward. Sikap
melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan
pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan
(power). Dengan mengintegrasikan kembali pengurusan pekerjaan,
pemberdayaan, kemitraan dan penggunaan kekuasaan dengan benar, maka
tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya. Steward percaya
bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan kepentingan principal.
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Deonaldson and Davids (19591) mengemukakan inti sfewardship theory
bahwa manajemen (agenf) sebagai sleward akan berlindak sesuai dengan
kepe;'lt-ingan principal, dalam hal ini dapat dianalogikan antara pemda dengan
rakyat, atau juga antara pegawai/pejabat pemda dengan kepala daerah.
Stewardship iheory menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah
termativasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran
Lrta!;rla mereka untuk kepentingan organisasi, teor ini mempunyal dasar
psikologi dan sosiclogi dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi
untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak
akan meninggalkan organisasinya sebab sfeward berusaha mencapai sasaran
anganisasinya.

Stewardship theory berdasar pada pelayan yang memiliki perilaku
dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dengan
organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi
daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada sfewardship
theory terdapat suatu pilihan antara self serving dan pro-organisasi, perilaku
pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa
perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan principal dimana para
steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan self serving
untuk berperilaku kooperalif, sehingga meskipun kepentingan antara steward
dan principal tidak sama, sfeward tetap akan menjunjung tinggi nilai

kebersamaan. Sebab sfeward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih
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besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional
yang dapat diterima,

Mengacu pada stewardship theory, perilaku stewsrd adalah kolektif,
sebab sleward berpedoman dengan perilaku tarsebut tujuan organisasi dapat
dicapal, slewardship theory mengasumsikan bahwa ada hubungan yang
sangal kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan principal,
Steward melindungi dan  memaksimumkan shareholder melalui kinerja
organisasi, oleh karena itu fungsi utilitas steward dimaksimalkan,

Beberapa hal yang relevan dar Stewardship Theory diantaranya
motivasi, identifikasi dan penggunaan power dalam konteks hubungan hirarki,

Motivasi, Stewardship Theory difokuskan pads infrinsic reward
(penghargaan yang hakiki) yang fidak dapat diubah dengan mudah.
Penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan,
prestasi, asosiasi, dan aklualisasi diri, Pada titik terendah dalam hubungan
slewardship pada hakikatnya memotivasi untuk bekerja keras untuk
kep_antingan organisasi dengan penghargaan yang tidak nyata. Stewardship
lebih difokuskan pada tingginya kebutuhan pada hierarki Masiow (1870),
kebutuhan untuk berkembang (Alderfer, 1972) atas prestasi dan kebutuhan
untuk berkumpul oleh Mc Clelland (1975) dan Mc Cregor (1906). Dalam
hubungannya dengan mofovasi kerja, model karakieristik jabatan Hockman
dan Oldhan (1976, 1980) mengemukakan bahwa ada tiga keadaan yang
bersifal psikologi yaitu pengalaman memahami pekerjaan, pengalaman
bertanggung jawab afas hasil, dan pemahaman atas hubungan yang nyata.
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Sebagal penengah hubungan antara karakteristik tugas dan motivasi kerja
internal. Uniuk mencapai fasilitas yang layak maka job perlu didesain kembali
untuk menambah keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai,
kemandirian dan feedback.

Identifikasi, dalam Sfewardship Theory identifikasi terjadi dimana
manajer menetapkan sendiri dirinya sebagai anggota datam organisasi khusus
sesual dengan visi, misi dan fujuan organisasi. Melalui identifikasi suatu
organisasi menjadi eksistensi dar struktur psikologi  steward (Borwn,
1968,183). |dentifikasi memungkinkan manajer seolah-oleh mempercleh
penghargaan untuk kesuksesan organisasi dan pengalaman frustasi akan
kegagalan organisasi, hal ini dapat menambah hubungan kerja.

Penggunaan Power, Kekuasaan aspek penting yang menghubungkan
antara principal dan manajer, Manajer menerima kepuasan dar dan oleh
motivasi dengan menggunakan kekuasaan (Mc Clelland, 1970). Menurut Mc
Clelland dan Burhanm (1978), motif kekuasaan adalah daya gerak psikologi
yang diperukan untuk prestasi dan dapat mendukung tujuan organisasi,
Sistem pemberian inzentif dan pengakuan atas wewanang yang diberikan
merupakan gabungan prinsip yang diperlukan dalam pengawasan. Kekuatan
personal melekat pada individu dalam konteks hubungan antara individu, yang
tidak dipengaruhi oleh posisinya. Keahlian dan kelebihan kekuasaan

merupakan karakteristik personal power, dimana kelebihan sualu dalam

bekerja dibandingkan dengan indivudu lainnya. Kekuatan personal merupakan




dasar yang mempengaruhi dasar pertanggung jawaban hubungan dengan
principal,

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa tindakan sfeward tersebut
didasarkan pertimbangan rasional, yang lebih memperhatikan pada upaya
pencapaian tujuan organisasi, karena dengan pencapaian tujuan organisasi
dapat meningkatkan kemakmuran principal dan agent, Stewardship Theory
beranggapan bahwa kepentingan rakyat dapat dimaksimalisasi dengan
membagi (shared) wewenang, hak dan kewajiban diantara peranan pemeriksa
intern dan manajemen, Stewardship Theory menyatakan bahwa para
eksekutif cenderung akan semakin termolivasi untuk bertindak dalam
kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan mereka sendir
{Hunger and Wheelen, 2004:83).

Dengan demikian jika pihak prncipal dan agent memilih hubungan
kepengurusan (stewardship), hasilnya adalah hubungan yang benar-benar
penting yang dirancang untuk memaksimalkan potensi kerja kelompok,
demikian pula halnya pihak prncipal memilih untuk menciptakan suatu situasi
kepengurusan yang berorientasi pada pemberdayaan dan pelimpahan
wewenang yang cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik (Donaldson,
and Davis: 1991). Selanjutnya Stewardship Theory, auditor operasional adalah
merupakan upaya manajemen (agenf) dalam mengemban amanah dari
principal untuk menciptakan aktivitas organisasi yang hemat, efisien dan efektif
sehingga akan memberikan dampak terhadap efektifitas implementasi strateqi
dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan organisasi.
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Stewardship Theory bila dikaitkan dengan penerapan akuntansi
peranggungjawaban merupakan upaya manajemen puncak unfuk mendukung
efektifitas implementasi strategi melalui pendelegasian wewenang yang
memadai kepada manajemen yang lebih rendah yang memungkinkan mereka
memiliki wewenang yang cukup dalam pengambilan keputusan-keputusan
kunci berkaitan dengan pusal pertanggungjawaban, disamping dilakukannya
pelaporan kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas manajer pusat
pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan pihak principal yang berorientasi
pada pemberdayaan dan pelimpahan wewenang dalam mencapai tujuan
organisasi.

Agency Theory, menguraikan hubungan antara pihak principal dan
agen, dimana principal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada
agen. Principal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan
kepada agen dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam
suatu perjanjian kerja yang saling menguntungkan., Perusahaan modem
menciptakan pemisahan antara kepemilikan dan pengawasan kekayaan
(Berlee & Means;1932 dalam James; 1997). Principal menginvestasikan
kekayaan di perusahaan dan mendesain sistem yang kuat sebagai cara
memaksimalkan ufilitasnya, sementara agen menerima fanggung jawab
memenej investasi principal.

Jika fungsi utilitas - agen dan principal berkesuaian, tentu tidak
menimbulkan masalah, akan tetapi kefika kepentingan principal dan agen
berbeda, peluang yang ada memungkinkan agen akan secara rasional
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memaksimalkan utilitas yang dimilikinga. Walsh & SE;MEI'd (1990:44),
Stewerdship theory focus pada kemungkinan struktur pada pimpinan/manajer
lebih tinggi (Donalsen and Davis 1994), Davis berargumen bahwa CEO yang
seorang stewerds, tindakan mendukung organisasi adalah fasilitas terbaik
ketika sriuktur perusahaan kual memberikan mereka oforitas yang linggi dan
keleluasaan. Struktur ini akan dipandang sebagai disfungsi pada teori agency,
demikian stewardship theory terfokus pada struktur yang memfasilitasi dan
memberdayakan daripada memeonitor dan mengeontrol,

Beberapa peneliian empiris berusaha untuk memvalidasi apakah
agency theory atau sfewardship theory sebagal suatu cara terbaik untuk
organisasi yang kuat, berasumsi bahwa semua manajer/mimpinan adalah
agen atau sfewards. Hasil studi menghasilkan penemuan yang tidak jelas
antara keduanya sagency alau slewardship theory dalam menjelaskan
manajemen (Donalson and Davis 1994), Beberapa hal yang dapat
memberikan perbandingan antara agency dan slewardship theory diantaranya
untuk agency theory dilihat dari segi perilaku lebih kepada melayani diri
sendir, model manusianya berorientasi pada ekonomi, motivanya lebih kepada
keamanan, dan tujuannya individualistik; sedang untuk stewardship theory
dari segi perilaku lebih mengutamakan pada pelayanan kepada orang lain,
model manusianya berorientasi pada aktualisasi diri, motivasinya lebih kepada
prestasi dan aktualisasi dir, serta tujuannya lebih kepada kebersamaan.

Dari beberapa uraian di atas dan dengan memperhatikan nslitusi

pemerintah sebagai organisasi / lembaga yang melakukan pelayanan kepada
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masyarakat dengan mengutamakan pelayanan dan pencapaian tujuan
organisasi ketimbang tujuan individual, maka, peneiiti memilih landasan teori

adalah stewardship theory.

- Functionalism Structural Theory

Teon fungsionalisme sfrukiural adalah suatu teori yang berpangaruh
cukup besar dalam ilmu sosial. Sejumiah tokoh yang mencetuskan teori
fungsional tersebut antara lain August Comie, Emile Durkheim, Herbert
Spence,r Davis and Moore, Talcoot Parson dan Merton. Pemikiran sirucfural
fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap
masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari ofgan-organ yang
saling  ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau
konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hid up.

Sama halnya dengan pendekatan lainnya, teori struktural fungsional ini
juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional
berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim sangat
dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte menekankan
penalarannya dengan analogi organismik yang kemudian dikembangkan lagi
oleh Herbert Spencer dengan yang lebih membandingkan dan mencari
kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya
berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, dimana
ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis
fungsional.
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Dipengaruhi cleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat
terminology  organismik  tersebul,  Durkheim mengungkapkan bahwa
masyarakal adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian -
bagian berbeda, Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing
- masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling
interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak
berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem, Pemikiran inilah yang
menjadi sumbangsih Durkheim dalam leor Parsons dan Merion mengenai
struktural fungsional, Selain itu, antropologis fungsional-Malinowski dan
Radcliffie Brown juga membantu membentuk berbagai perspekiif fungsional
madern.

Selain dar Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi
oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua aspek dari studi Weber yang
mempunyai pengaruh kuat adalah visi substantif mengenai tindakan sosial dan
sirateginya dalam menganalisis strukiur sosial.

Femikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam
perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan
aktor dalarm menginterpretasikan keadaan,

Pendekatan struktural-fungsional adalah pendekatan teori sosiogi yang
diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam
masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan
sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu

mengakul adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Dan keragaman
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ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Keragaman
dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.
Misalnya, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada segmen anggota yang
mampu menjadi pemimpin, dan yang menjadi sekretaris atau anggota biasa.
Tentunya kedudukan seseorang dalam strukiur organisasi akan menentukan
fungsinya, yang masing-masing berbeda.

Perbedaan fungsi yang ada tidak untuk memenuhi kepentingan individu
yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan.
Tentunya, struktur dan fungsi ini fidak akan pemah lepas dari pengaruh
budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat ity
(Megawangi, 2001)

Berbicara tentang pendekatan structural-fungsionalisme, maka kita
terlebih  dahulu memulai dari keanekaragaman yang terdapal dalam
masyarakat sebagai fungsi-fungsi tadi. Keanekaragaman ini dapat dilihat
dalam struktur sosial masyarakat. Oleh sebab ity kita harus memulai dari
struktur sosial.

Istilah strukiur sosial digunakan sebagai pandangan umum untuk
menggambarkan sebuah entitas atau  kelompok masyarakat yang
berhubungan satu sama lain, yaitu pola yang relatif dan hubungannya di dalam
sistem sosial, atau kepada institusi sosial dan norma norma menjadi penting

dalam sistem sosial tersebut sebagai landasan masyarakat untuk berperilaku

dalam sistem sosial tersebut,




Masyarakat yang berfungsi adalah masyarakat yang stabil, harmoni dan

sempuma dari segala seqgi termasuk dari segi kerjasama, persatuan, hormat
menghormati dan  sebagainya. Singkatnya masyarakat fungsional ialah

masyarakal yang mempunyai sikap positif. Kehidupan masyarakat fungsional

senantiasa seimbang ' dan disenangi oleh yang lain. Mereka mudah beraaul
antara satu sama lain, Sebaliknya masyarakat tidak fungsional jalah
masyarakat yang tidak berfungsi. Masyarakat tidak, berfungsi merujuk kepada
masyarakal yang senantiasa mempunyai masalah seperti tidak puas terhadap
pemenntah, kacau balau, menunjukkan sikap ketidak samaan dan selaly porak
peranda. Mereka mempunyai sikap individualistik, Masyarakat juga tidak
menghormati orang tua maupun yang muda dan tidak memiliki nilai-nilai moral
yang baik, Mereka senantiasa bersikap negatif sepanjang kehidupan di alam
semesta,

Pada teori sosiologi dan politik, yang menonjol adalah David Easton dan
Talcott Parsons. Parsons melahirkan teori sistem yang berkaitan dengan
perspektif "struktural fungsional®. Dalam pandangan ini, sejumlah kebutuhan
harus dipenuhi kalau suaty masyarakat ingin hidup. Kebutuhan tersebut adalah
urtuk penyesuaian, pencapaian tujuan, integrasi. dan pemeliharaan pola-pola,
Maka itu, perlu empat subsistern dalam masyarakat, yaitu ekonomi, politik,
kebudayaan, dan sosialisasi. Masyarakal berkembang bila terjadi pertukaran

yang kompleks di antara subsistem-subsistem. Subsistem politik menghasilkan

sumber kekuasaan otoritas, yang kemudian melahirkan ekonomi berdasarkan




uang. Dengan otoritas yang diperolah dari negara, ekonomi menciplakan
modal, yang pada gilirannya menjalankan politik.

Pemikir fungsionalis menegaskan bahwa perubahan diawali oleh
tekanan, tekanan kemudian terjadi integrasi dan berakhir pada titik
keseimbangan yang selalu berlangsung tidak sempuma. Artinya teor ini
melihat adanya ketidakseimbangan yang abadi yang akan belangsung seperti
sebuah siklus untuk mewujudkan keseimbangan baru. Variabel yang menjadi
perhatian teon ini adalah struktur sosial serta berbagai dinamikanya. Penyebah
perubahan dapat berasal dari dalam maupun dan luar sistem sosis.

Struktur sosial sebagai hubungan antara entitas yang berbeda atau
pola-pola hubungan relatif yang penekanannya pada ide bahwa masyarakat
adalah kelompok yang termasuk ke dalam struktur hubungan kelompok yang
telah disetting oleh aturan-aturan dengan membedakan fungsi-fungsinya,
mekna serta tuyjuan, Sebagai contoh strukiur sosial misalnya ide tentang
tingkatan sosial (sociar stratification), yang mana idenya adalah membedakan
masyarakat ke dalam strata-strata, termasuk ras, kelas, dan gender. Socfal
treatment dari masing-masing individu dengan berbagai macam struktur sosial
akan dapat dimengerti jika dihubungkan dengan menempatkan individu-
individu atau kelompok ke dalam tingkatan (strata) sosial.

Teori Struktural fungsional dikembangkan lebih jauh oleh Talcott Parson
yang memulai dengan empat fungsi utama yang diperukan oleh sistem.
Keempat fungsi yang dikenal dengan AGIL secara imperatif bersama-sama
dalam sebuah sistem. Fungsi pertama adalah Adaptation {adaptasi); sebuah
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sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus
menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkuangan u
dengan kebutuhannya. Fungsi yang kedua adalah Gos! affainment
(pencapaian tujuan); bahwa sebuah sistem harus mendefinisikan dan
mencapai juan utamanya. Ketiga adalah fungsi infegration (integrasi), bahwa
suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi
komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi
penting lainnya. Dan fungsi yang ke empat adalah latency (laten atay
pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan
memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola cultural yang
menciptakan dan menopang motivasi,

Parson (Ritzet & Goodman; 2004) mengurai lebih jauh bahwa
siruktural fungsional dikontrol oleh sistem tindakan yang disebut dengan
organisme perilkau. Sistem tindakan lebih menjalankan fungsi adaptasi yang
menyesuaikan dan merubah lingkungan ekternal, Selain itu juga dikenalkan
apa yang diebutnya sistem keperibadian yang lebih berfungsi pencapaian
tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobiliasasi sumber daya
yang ada untuk pencapaiannya, Sistem sosial menanggulangi sistem integrasi
dengan mengendalikan bagian-bagian komponennya. Terakhir adalah sistern
cultural melaksaakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan actor
perangkat norma dan nilai yang memotivasi untuk bertindak.

Terkait dengan sistemn sosial sebagal dasar teorl Parsons {1968),

menekankan babwa stuktural fungsional selain perhatian pada slatus—peran,
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juga perlu memperhatikan komponen-komponen sistem sosial berskala luas
seperti kolektivitas, norma dan nilai. Sebagai analis strukural, Parsons telah
mendudukan pandangannya tentang sejumlah persyaratan fungsional dari
sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus terstrukbur (tertata) sedemikain
rupa sehigga biza beropersi sedemikian rupa dengan harmonis terhadap
sistem lainnya. Kedua, untuk dapal berlangsung dengan lama maka sistem
sosial harus mendapat dukungan dar sistem lainnya. Ketiga, sistem harus
dapat memenuhi harapan aktornya dalam proporsi yang signifikan, Keempat,
sistem harus mampu melahirkan partisipasi yYang memadai dari anggolanya.
Kelima, sistem sosial harus dapat mengendalikan perilaky yang berpotensi
mengganggu. Keenam, bila konflik menimbulkan kekacauan maka harus dapat
dikendalikan,. Ketujuh, untuk kelangsungan hidupnya maka sistem sosial
memerlukan bahasa.

Tinjauan terhadap aktor dan sistem sosial, Parson mengulas
perlunya usaha integrasi sistem melalul pemeliharaan  pola nilai dan
kecenderungan kebutuhan sistem. Untuk itu dibutubkan pengalihan norma dan
nilai sistem sosial kepada akior dalam sistem sosial itu, Dalam proses
sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai dinternalisasikan (imtemalized);
artinya norma dan nilai #tu menjadi bagian dari “kesadaran® aktor. Hal ini
penting karena aktor bergerak untuk mengabdi pada kepentingan sistem dan
bukan mengabdi pada kepentingan akior.

Teori struktural fungsional Parsons juga mengetengahkan banyak
hal mengenai sistem kultural, Kultur menurutnya adalah kekuatan utama yang
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mengikat sistem  tindakan. Kultur menengahi  interaksi  antar  akior,
mengintegrasikan  kepribadian, dan menyatukan sistemn sosial.  Kultur
mempunyai kapasitas khusus untuk menjadi komponen sistem yang lain,
Kultur mempunyai eksistensi yang terpisah dari sistem, seperti pengetahuan,
simbol-simbol dan gagasan-gagasan. Sistem kultur dipandang sebagai sistem
simbol yang terpola, teratur, yang menjadi sasaran orientasi aklor, dan pola-
pola yang terdembaga dalam sistem sosial,

Dalam konteks penelitian ini, fraud prevention bila dilihat sebagal suatu
sistem atau sebagai suatu organisme, yang menurut konsep functionalism
structfural theory, terdiri dari beberapa sub sistem (ergan-organ), maka untuk
mencapai fujuan dar sistem tersebut diperlukan dukungan dan kerjasama
antar sub sistem/organ. Usaha untuk mencegah terjadinya suatu fraud pada
instansi  pemerintah tentunya harus didukung melalui  akuntabilitas,
akuntabilitas yang dalam penelitian ini dimanifestasikan sebagai akuntabilitas
kinerja dan akuntabilitas keuangan harus dapat diwujudkan, demikian pula
terhadap infemal control yang dilakukan oleh pimpinan dan pejabat dijajaran
strukiural pemerintah, kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan
fungsinya dalam suatu organisme sangat dibutuhkan, Parsons dan Durkheim
menekankan pula bahwa fungsi yang ada tersebut tidaklah untuk memenuhi
kepentingan pimpinan yang bersangkutan akan tetapi untuk mencapai fujuan
organisme sebagai suatu kesatuan,

Internal auditor sebagai salah satu organ penyeimbang dan fungsional
dalam funcfionalism strucfural theory, tentu perannya sangat dibutuhkan,
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penekanan akan keseimbangan sistemiorganisme menurut feor] Farsons dan
Merion harus dipertahankan, sebab apabila salah satu organ finternal control,
infernal audifor dan akuntabilitas) yang tidak dapat melaksanakan fungsinya
secara optimal dalam pencapaian tujuan sistem, maka tentu akan merusak
keseimbangan sistem.  Keseimbangan menurut Parsons juga sangat
dipengaruhi oleh kultur, sebab kultur merupakan kekuatan utama yang dapat

mengintegrasikan prilaku-prilaku aktor / pimpinan.

3. Teori Organisasi

Penelili merasa periu untuk mengulas mengenai teor organisasi,
disebabkan karena unit analisis yang merupakan obyek peneliian adalah
saluan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD pemerintah Sulawesi Selatan
merupakan suatu unit organisasi tersendiri dengan mekanisme administransi
dan pertanggungjawaban masing-masing dilakukan oleh unit SKPD,

Istilah organisasi berasal dari kata Yunani *organon” vang bermakna
alat atau instrumen. Organisasi merupakan instrumen yang diciptakan untuk
mencapai sasaran akhir lainnya. Ide tentang tugas-tugas, tujuan dan sasaran
merupakan konsep yang mendasar dari organisasi. Instrumen merupakan alat
mekanik yang dikembangkan untuk membantu dalam melakukan beberapa
bentuk aklivitas yang berorientasi pada sasaran. Konsep organisasi
dimekanisasikan dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan mesin (Morgan,
1991.23). Istilah organisasi ini masih bersifat abstrak, karena hanya

menekankan pada aspek instrumen atau sebuah alat untuk mencapai tujuan
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dan sasaran, tanpa melihat adanya proses, manusia dan kerjasama di dalam
suatu organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka organisasi diartikan sebagai
sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk
mencapal tujuan tertentu (Sutarto, 2001,36). Pengertian ini sejalan dengan
definisi Dimock (1992:163) yang mengartikan organisasi sebagai penyatuan
secara sistematis bagian yang saling bergantungan bersama-sama guna
membentuk  suatu  keseluruvhan yang bulat, Adapun Simon (2004:12)
mengartikan organisasi sebagai suatu pola kumunikasi dan hubungan yang
kompleks dalam sekelompok manusia.

Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dar sebuah
proses evaluasi, Perkembangan atau evolusi teori-teori organisasi sebagimana
diielaskan oleh Wexley dan Yukl (1998:40), meliputi - (a) Teori organisasi

klasik, (b) Teor organisasi humanistik, dan (c) Teori organisasi kontijensi.

-a. Tipe Organisasi Klasik

Teon organisasi kiasik memandang organisasi sebagai alat mekanis
untuk mencapai tujuan, dengan perhatian dipusatkan pada pencapalan
efisiensi di dalam fungsi-fungsi intern organisasi. Fokus tipe klasik ini
adalah struktur (desain) organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip
manajemen, dengan nilaj yang ingin diwujudkan adalah efisiensi,
efektivitas dan rasionalitas. Tujuan teori organisasi klasik adalah wntuk

mencapal efisiensi intern organisasi dengan membagi tugas-tugas ke
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dalam peran spesislis, melengkapi dengan prosedur-prosedur  dan
peraturan-peraturan yang terinci serta menetapkan suatu intrik kekuasaan
dengan pengawasan yang ketat untuk menjamin agar peraturan-peraturan
dan prosedur dipatuhi. Beberapa ahli yang memberikan kontribusi
pen‘u:kin‘;lﬂ dalam paradigm klasik ini antara lain, seperi : Henry Fayol
(1848), Frederick Taylor (1916) dan Max Weber {1948),

Fredric Taylor seorang insinyur dari Amerika merupakan perintis dari
manajemen ilmiah. Adapun Henry Fayol dari Prancis melakukan
pengamalan aias dasar pengalamannya sebagai seorang praktisi
eksekulif. Perbedaan antara studi Taylor dengan study fayol terletak pada
focus perhatiannya. Taylor memusatkan perhatian pada tingkat yang
paling rendah dari organisasi dan manajemen, sedangkan Fayol mencoba
mengembangkan prinsip-prinsip umum yang dapat diaplikasikan pada
semua mangjer dari semua tingkatan organisasi dan menjelaskan fungsi-
fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Kontribusi utama juga
diberikan oleh Max Weber yang mengamati paraliel atau kesetaraan
diantara mekanisasi industry dan pengembangan bentuk-bentuk birokrasi
merupakan rutinitas dar proses administransi seperfi halnya rutinitas
mesin terhadap produksi.

Para tokoh klasik tersebut pada dasamya memberi perhatian pada
pencapaian efisiensi intern organisasi dengan membagi tugas-tugas
kedalam peran spesialis, melengkapi dengan prosedur-prosedur  dan
peraturan-peraturan  yang terinci  serta menelapkan suatu  hirark
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kekuasaan dengan pengawasan yang ketat untuk menjamin  agar
peraturan-peraturan dan prosedur dipatuhi. Fokus teor klasik ini adalah
struktur (desain) organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen,
dengan nilai yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas dan

rasionalitas.

b. Tipe Organisasi Humanistik

Teori organisasi humanistik menekankan hubungan informal dan
motivasi-motivasi non ekonomis di dalam organisasi, Dalam hubungan
dengan motivasi-motivasi tersebut, manusia berpotensi unfuk konfiik tetapi
potensi itu dapat menjadi kekuatan positif dalam menetapkan kinerja
kelompok. Oleh karena itu, dalam teori organisasi humanistic manajemen
dapat merancang hubungan dan peraturan yang formal dan sebagainya,
namun diciptakan juga pola hubungan status, norma dan persahabatan
informal yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan social para anggota
organisasi,

Tokoh humanistic yang sangat terkenal adalah : Chester Bernard
(1938), Douglas McGregor (1960), dan Warren Bennis (1969), Para tokah
ini member perhatian pada hubungan-hubungan manusia (human relation)
dan interaksi antara struktur organisasi dengan karakteristik manusia.
Fokus pengamatan paradigm humanistic terletak pada dimensi-dimensi
kemanusiaan dari sumber daya manusia dalam organisasi  dan
manajemen. Dimensi-dimensi kemanusizan yang dimaksud seperti -
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kebutuhan dan hasrat manusia, perubahan perilaku, serta aspek-aspek

social-psikologi manusia dalam organisasi.

. Tipe Organisasi Kontigensi

Teori organisasi kontigensi mempertimbangkan kecocokan antara
struktur orgenisasi dengan lingkungannya (teknologi), juga kecocokan
antara strukiur dan karakieristik pekerja. Teori organisasi kontigensi
berkonsentarsi pada sasaran, teknologi dan kefidakpastian lingkungan
sebagai variabel-variabel kontigensi utama yang menentukan struktur
yang tepat yang seharusnya berlaku bagi organisasi. Struktur yang sesuaj
dengan variabel-variabel kontigensi akan membantu pencapaian tujuan
organisasi. Sebaliknya, penerapan struktur yang salah akan mengancam
kelangsungan hidup organisasi. Paradigma ini memfokuskan pengamatan
dan analisanya pada keseluruhan dimensi organisasi secara utuh dan
terpadu, dan melihat kehadirannya dalam  interaksi dengan system
Iingl:ungannya,

Tokoh kontigensi Bums dan Stalker yakin bahwa strukfur yang
paling efektif adalah menyesuaikan diri pada kebutuhan lingkungan yang
berarti menggunakan desain mekanisme dalam suatu lingkungan yang
stabil dan pasti, dan suatu bentuk crganis dalam lingkungan yang kacau.
Tetapi mereka mengakui bahwa bentuk mekanistis dan omanis
merupakan jenis-jenis ideal yang saling bertolak belakang, Tidak ada
afgansasi yang murmi mekanistis alau mumni organis. Sifat lingkungan
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organisasi menentukan struktur mana yang paling baik. Katz dan Kahn
menyatakan bahwa salah satu karakleristik system terbuka adalah
pengakuan mengenai adanya saling ketergantungan di antar system dan
lingkungannya.

Dari berbagai uralan mengenal organisasi tlersebut, meskipun
definisi organisasi menekankan pada kerjasama dari sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan tertentu, namun karena organisasi terdin dan
berbagai macam individu dan kelompok seringkali kepentingan mereka
tidak bersifat identical, sehingga muncul konflik apabila kelompok terentu
mengejar kepentingannya sendii dan  mengorbankan kepentingan

kelompok-kelompok lain.

B. Internal Confrol
1. Pengertian Internal Confrol

Control (pengendalian) adalah suatu cara agar apa yang
direncanakan dapat teraksana dengan baik, pengendalian dalam arti luas
dapat mencakup pengendalian manajeamen dan pengendalian uperaai. Di
dalam penelitian ini, lebih banyak menekankan bagaimana pimpinan
tertinggi dapat mengendalikan organisasi seperli halnya yang dikatakan
Anthony dan Dearden (1990:12) adalah proses untuk meyakinkan bahwa

tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efeklif dan efisien.
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Pengendalian intern sebagai suatu sarana yang diciptakan oleh dan
untuk kepentingan organisasi sejalan dengan definisi yang dikemukakan
oleh Commitlee on Auditoring Procedure dari American institute of Certified
Fublic Accountants (AICPA) pada tahun 1949 (Sawyer, 2003: 81) sebagai

berikut :

Intemal Confrol comprises the plan of organization on and all
coordinate methods and measures adopled wihin a business to
safeguared ils assets, check the sccuracy and reliability of ifs
accounting data, promole operasional effeciency, and encourage to
prescribed managerial policies.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian  intarn
mempunyal pengertian yang luas yang di dalamnya termasuk pula
pengendalian lewat anggaran biaya standar, laporan pertanggungjawaban
kegiatan berkala, analisis statistik, program latihan pegawai dan suatu staf
pengawasan intern,

Sebagaimana pengertian pengendalian intern yang dikemukakan
Committee On auditoring procedure dari AICPA di Atas, pada tahun 1973
AICPA Mengeluarkan " Statement of auditoring standars (SAS)" no. 1 yang
membagi pengendalian intem menjadi dua bagian utama, (Sawyer, 2003:
62) (terjemahan ) yaitu “Administralive Control® dan * Accounting Canfrol”
dimana adminisirative control (pengendalian administratif) tidak dibatasi
pada; rencana organisasi, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang
berhubungan dengan proses otorisasi manajemen dalam proses

pengambilan  keputusan. Sedang accounting confrol  (pengendalian

40



akuntansi) meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur seria
catatan-catalan yang berhubungan dengan pengamanan hana kekayaan

perusahaan.

Keandalan rancangan (design) catatan- catatan keuangan harus
pula mendapat perhatian agar dapat memberikan keyakinan vang memadai
sehingga perlu memenuhi  persyaratan misalnya :  transaks yang
dilaksanakan harus memperoleh olorisasi organisasi dari manajemen baik
yang bersifat umum maupun khusus.Transaksi dicatat untuk keperluan: (1)
menyiapkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prflnsip
akuntansi yang diterima umum ataupun kriteria lain yang dapat diterapkan
pada laporan tersebut, dan (2} unfuk menekankan pertanggungjawaban
atas harta perusahaan; penguasaan atas harta perusahaan diperkenankan
hanya melalui otonsasi manajemen dan calatan—catatan mengenai harta
perusahaan dibandingkan dengan jumal fisik harta tersebut pada waktu
tertentu harus sesuai dan tindakan harus diambil jika ada perbedaan antara

keduanya.

The Commitlee of Sponsoring Organization (COS50) yang terdiri dari
the Amenika institute of Ceriified Public Accountants (AICPA), the Amsrf'can
Accounting Association (AAA), the Instifute of Infemal Auditorors (IIA), the
inslilute of Management Accountans (IMA), dan the Financial Execufives
Instifufe (FEI) pada tahun 1992, yang disempurnakan pada bulan Mel 1994,

memberikan pengertian infernal control sebagai berikut:
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Internal Control is, broadly de used as & process, effected by an entity
s board of directors, management, and other personnel, designed fo
proviode reasonable assurance regarding the acheivement of
objectives in the following calegories:
- Effectivenes and efficiency of oparations,
- Realibility of financial reporting, and
- Compliance with applicable laws and regulations (COS0, 1994:3)
Menurut COS0 sfudy, pengendalian infem adalah suatu proses
yang ada pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian integral
dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, ‘dan
pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses
manajemen, karena konsep dasar dan pengendalian internal meliputi : (a)
suatu kegiatan (a process); (b) dilaksanakan oleh manusia (is effecfed by
people); (c) diharapkan dapat mencapai tujuan (objecfives). Dengan
demikian COS0O memberikan suatu kerangka kerja pengendalian intern
umum yang didesain untuk memuaskan kebutuhan semua kelompok yang
berhubungan dengan pengendalian intern, yaitu manajemen ent!'ltas.
auditoror eksternal dan internal, mangjemen keuangan, akuntansi
manajemen, serta pemegang oforitas. Tujuan pengendalian intern menjadi
luas, mencakup tidak hanya untuk menjamin keandalan pE'EFI-éH’Eﬂ
keuangan, tetapi juga untuk efektivitas dan efisiensi operasi, sfarta
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Harold Keoontz dan Cyrl O'Donnell dalam Taliziduhu (2000, 195)
berpendapat bahwa control merupakan sistem sibernetik (cybemetic system) dan
sistemn masukan-balik (feedback system). Setiap sistem mempunyai naluri untuk

hidup, dan mengontrol dirinya sendiri melalui sistem komunikasi yang mentransfer
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informasi masukan-balik agar bahaya dapat diketahui dan langkah perlindungan
alau perbaikan segera dapat diambil. Sistem conirol ini disebut cybemetics.
Conlrol dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu
organisasi atau kelompok masyarakat, baik internal (infernal control), built-in (built-
in confrol), self (self control), maupun eksternal (external control). Dilihat dari sudut
ini confrol dapat dilakukan misalnya oleh :

- Atfazan terhadap bawahan;

- Unit kera control terhadap organisasi yang berada di dalam lingkungan

kompetensinya;

- Konsumer atau pelanggang terhadap produser atau penjual,

Dilihat dari aspek pemerintahan daerah, Mardiasmo (2002) berpandangan
bahwa pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan mempunyai perbedaan .tlaik
dari segi konsep maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau
kegiatan yang dilakukan ocleh pihak di luar eksekutif untuk mengawasi kinerja
pemerintah, Pengendalian (confrol) adalah mekanisme yang dilakukan oleh
eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem Idan
kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pemeriksaan
{audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi
dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kirii!!ﬁ'a
pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.

Mengacu kepada pandangan Mardiasmo di atas, terdihat adanya
perbedaan yang tegas antara pengertian pengawasan, pengendalian, n'lm,:rpun

pemernksaan, Peneliti sepakat untuk menjadikan batasan pengertian dari
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pengawasan dan pengendalian untuk digunakan sebagai rujukan dalam
tulisan ini.
2. Komponen internal Control

Dibeberapa Negara, konsep-konsep COSO mengenai pengandalian
intern telah banyak diadopsi oleh organisasi swasta dan enfitas pemerintah
{Tunggal, 2000:28). Di Indonesia, lkatan Akuntan Indonesia mengadopsi
definisi pengendalian intern dari COS0, seperti dinyatakan dalam PSA Na.
68 yaitu pengendalian intern adalah sualu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen dan personil iain entitas, yang didesain untuk
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan
yaitu : (a). keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efiziensi
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
(1Al 2001:319.2).

Pemarintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan iuga
mengadopsi definisi pengendalian intern dar COSO. Dalam Peraturan
Menteri Keuangan itu, pengendalian intern didefinisikan dengan s:i:atu
proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan ulrmﬂ:
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas,
efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demi-k'tan

baik sektor swasta maupun sektor pemerintah di Indonesia mengadopsi

pengertian pengendalian intern menurut COS0.



Fengendalian intern terdiri atas lima komponen yang meliputi: (1)
Conirol Environment, (2) Risk assessment; (3) Confrol aclivilies; (4)
Informalion & communication; (5) Moniforing (COS0, 1894, Konrath, 2002,
dan Whittington, 2001: 242).

Konrath {2002) menggambarkan lima komponen pengendalian intemn

seperti pada Gambar 2.1 sebagai benkut

/L/'T |

| IS ASSEREMENT |

infrastucture

L CONTRIW. AT TIVNTITS ]

IHFORMATIIN AR
CURMURICATION

CONTROL ENVIRONMENT
{Foadation)

Sumber ;: Konrath 2002 : 207
Gambar 2.1, Komponen Internal Control

Berikut diuraikan penjelasan kelima komponen infernal control yang

saling berhubungan itu, yaitu .

1) Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari

berbagai faktor dalam membentuk, memperkual atau memperlemah
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efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Menurut Standar Profesional
Akuntan Publik (2001), faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan
pengendalian adalah integritas dan nilai etika, komitmen terhadap
kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite auditor, filosofi dan
gaya operasi manajemen, struklur organisasi, pemberian wewenang dan
tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur
yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen alau  pimpinan
terhadap pengendalian.

Boynten (2006:332) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian
akan berpengaruh terhadap orang-orang dalam perusahaan dan menjadi
landasan bagi infemal confrol lainnya. Lingkungan pengendalian
mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran dan tindakan dari pimpinan,
dewan komisaris, manajemen, pemilik atau pihak lain mengenai pentingnya

pengandalian dan tekanannya pada satuan crganisasi / entitas.

Penilaian Risike (Risk Assessment)

Sefiap organisasi mempunyai tingkat risikc berbeda yang harus
dikendalikan untuk tercapainya tujuan perusahaan, manajemen harus
mengendalikan berbagai risiko agar mencapai tingkat risiko yang minimal.

Menurwt  Arens (atal, 2008:2768) pengertian penaksiran risiko
adalah “Risk assessmenl for financial reporting is management's
identificafion and analysis of relevan to preparation of financial statements
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3)

4)

in conformity with GAAF". Penaksiran risiko dalam sistem pengendalian
intern adalah usaha manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis
risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan

prinsip-prinsip akuntansi,

Kegiatan Pengendalian {Control Activities)

Arens (2008:277) mendefinisikan aktivitas pengendalian adalah
‘controf activities are those policies and procedures, in addifional to those
nciuded in the other four components, that management has established o
meel its objectivilies for financial reporting.” Dengan demikian aklivilas
pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun cleh
manajemen untuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif.
Aktivitas pengendalian dapat digelongkan dalam pemisahan fugas yang
memadai, otornsasi vyang tepat atas transaksi dan  aktivitas,
pendokumentasian dan pencatatan yang cukup, pengawasan asset antara

catatan dan fisik, serta pemeriksaan independen atas kinerja.

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
Komponan kunci pengendalian rsiko adalah arus komunikasi
internal yang ada dalam perusahaan. Pada organisasi yang sehat, arus
informasi berjalan keseluruh arah dan tidak searah dar atas ke bawah,
Sistern informasi organisasi adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan,

menaklarifikasi, mencatal dan melaporkan lransaksi organisasi dan untuk

47




menjaga  pertanggungjawaban  akuntansi  unfuk  aktiva-akliva  yang
barkaitan. Menurul Standar Profesional Akuntan Publik (2001), system
informasi akuntans| yang efektift harus memenuhi tujuan infermal control
atas transaksi-transaksi keuangan, yaitu : (1) Transaksi-transaksi yang
dicatat adalah valid, (2) Transaksi-transaksi diotorisasi dengan semestinya,
(3) Transaksi-transaksi yang ada telah dicatat, {4) Transaksi-transaksi
dinilai dengan semestinya, (3) Transaksi-transaksi diklarifikasi dengan
semestinya, {6) Transaksi-tranzaksi dicatat tepat waktu, dan (V) Transaksi-

transaksi telah dibukukan ke master file dan diikhtisarkan dengan benar.

5) Pemantauan (Moniforing)

Pemantauan merupakan pengawasan oleh manajemen atau
pengawasan lain yang ditunjuk atas kebijakan efektivitas internal control,
Menurut Arens (2008:298) pemantauan adalah "Mondoring aclivities deal
with on going or perodic assessment of the effecliveness of operation of an
internal conlrol structure by management fo defermine thal ini operation as
infended and that it is modified as appropnate for changes in conditions”,
Aktivitaz pemantauan berhubungan dengan penetapan secara periodic atas
efektivitas dari desain dan implementasi dan infernal control yang dilakukan
oleh manajemen.

Berdasarkan kelima komponen infemal conlrol yang telah

dikemukakan, maka nampaknya antara komponen yang salu dengan
komponen yang lainnya saling berhubungan dan timbul dari  proses
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manajemen, apabila satah satu komponen fidak dilaksanakan dengan
memadai, maka seluruh pengendalian tidak akan bernalan efektif

Pelaksanaan infemal control vang efesien dan efektif harus
mencerminkan keadaan yang ideal, Namun dalam kenyataanya hal ini sulit
uniuk dicapai, karena berbagai keterbatasan {Boynton, 2006:327) diantara nya

« Kelerbatasan dalam pertimbangan  (Judgement). Seringkali  lerjadi,
manajemen dan personil lainnya melakukan perimbangan yang kurang
matang mengambil keputusan, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin
karena kekurangan informasi, keterbatasan wakiu, atau penyebab lainnya.

* Kesalahan menerjemahkan instruksi (Breakdown). Kemacetan pada
pengedalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah manlqerli
dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan,
kebingungan, kesalahan lainnya. Ferpindahan personil samentara atau
tetap, atau sistern atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan, -

* Pelanggaran oleh Manajemen (Management Override). Manajemen bisa
melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk
tujuan-tujuan yang tidak sah, seperti keuntungan pribadi, atau mamll}ual'.
laporan menjadi nampak balk (misalnya membuat laba bersih menjadi lebih
tinggi agar bonus menjadi tinggi atau harga pasar saham naik, atau adanya
pelanggaran terhadap undang-undang). Praktik pelanggaran  oleh
manajemen melipufi pula pemberian informasi yang tidak benar secara
sengaja kepada auditor atau pihak lain, misalnya dengan membuat

dokurnen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi fikiif
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« Kolusi {collusion). Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh pegawai
dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, biza tidak
terdeteksi oleh pengendalian intern. Sebagai contoh, misalnya kolusi yang
dilakukan oleh tiga orang pegawai suatu instansi, masing-masing dari
bagian kepegawaian, operasional / lapangan, dan bagian pengaajian, untuk
melakukan pembayaran gaji kepada pegawai fiktif.

« Biaya dan Manfaat (Cost Versus Benefits). Biaya penyelenggaraan suaty
pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan
diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu
walaupun pengendalian unfuk suatu hal diperiukan, namun kadang-kadang
tidak diterapkan oleh suatu organisasi, karena biaya penyelenggaraan atau
pengorbanannya tidak sepadan dengan manfaatnya. Oleh karena
pengukuran biaya dan manfaat sulit dilakukan dengan tepat, manajemen
harus membuat taksiran kuantitatif dan kualitataif serts melakukan
perimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi hubungan biaya dan
manfaat tersebut,

Pelaksanaan pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pimpinan
Pemerintah daerah bukanlah dimaksudkan untuk meniadakan semua
kemungkinan teradinya kesalahan atau penyeleweangan, namun diadakan
untuk meminimalkan adanya kesalahan dan penyelewengan dalam I:ral.la5-
batas  wilayah yang layak, yaitu dengan memperhatikan biaya }l'ﬂrlg

dikorbankan dengan hasil yang mungkin dicapai. Kalaupun tejadi kesalahan



dan penyelewengan, dengan pengendalian yang baik akan dapat diatasi
dengan cepat dan tepat.

Berbagai aktivitas yang dilaksanakan pemenntah daerah seharusnya
dapat dikelola dengan baik, untuk itu lazimnya para pelaksana aktivitas akan
bekerja berdasarkan rencana yang telah dirancang secara matang; dan agar
rencana yang telah disusun secara matang tersebut dapat dilaksanakan sesuai
dengan yang diharapkan, perlu dituangkan ke dalam, berbagai program yang
selanjutnya secara kuantitatil dituangkan ke dalam rencana proyek dan
kegiatan yang seluruhnya tertuang dalam rencana stratejik, rencana kinerja,
Fencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang berbasis
kinerja sesuai dengan Undang-Undang RI MNomor 17 tahun 20023 tentang

Keuangan Negara.

Sebagai sualu entitas pelayanan kepada masyarakat, institusi
pemerintah hendaknya memahami bahwa pengendalian internal yang akan
diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pemerintah daerah, dimana
jika hal ini diterapkan secara efektif maka akan mencegah teradinya fraud
(kecurangan). Cuomo (2007) mengungkapkan bahwa dengan diterapkannya
pengendalian intern pada organisasi profit ataupun non profit dapat melindungi
asset organisasi dar fraud dan tentunya membantu manajemen dalam
melaksanakan segala akfivitasnya. Dengan dibangun dan
diimplementasikannya pengendalian intern, diharapkan akan menimbulkan
daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pegawai /

pelayan publik (Hemiyett). Oleh karena itu, seluruh aspek penting yang ada di
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dalam struktur institusi pemerintah daerah khususnya pegawai dan pimpinan
harus mempunyai kesadaran dan Komitmen yang kuat untuk melaksanakan
prosedur-prosedur kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya agar tercipta

lingkungan kerja yang baik.

3. Keterbatasan Pelaksanaan /nternal Control

Pelaksanaan internal control yang efesien dan efekiif harus
mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit
untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya pasti akan menghadapi
keterbatasan-keterbatasan. Consideration of intemal Control in a Finaneial
Slatement Audit  (dalam Boynton atal, 2006:327),  mengidentifikasi
keterbatasan yang melekat yang menjelaskan mengapa infemal contral,
sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan
keyakinan yang memadai (reasonable assurance) berkenaan dengan
pencapaian  tujuan pengendalian  suaty organisasi., Keterbatasan-
keterbatasan intemal control tersebut adalah -

(1) Mistakes in judgment (kesalahan dalam pertimbangan)

{2} Breakdowns (kemacetan)

{3) Collusion (kolusi)

(4) Management overide (penolakan manajemen)

(2) Cost versus benefit (biaya versus manfaat). Boynton, 2006:327)

Keterbatasan infernal control menurut Standar Akuntansi Keuangan
(SAK, 2004) adalah sebagai berikut -

{1) Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat

salah dan bahwa internal control dapal rusak karena kegagalan
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yang bersifat manusiawi, seperti kekeliruan atas kesalahan yang
sifatnya sederhana. Di samping itu pengendalian dapat tidak
efeklif karena adanya kolusi di antara dua orang atau lebih atau
manjemen mengesampingkan internal control,

(2) Biaya internal control organisasi fidak boleh melebihi manfaat

yang diharapkan dari pengendalian tersebut,

(3) Adat istiadat, dan kultur,

Dari pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpilkan bahwa
dalam pelaksanaan infernal control terdapat keterbatasan-keterbatasan
sebagal berikut

(1) Pertimbangan biaya, pengendalian berguna dan diperlukan untuk

berlangsungnya pelaksanaan tugas yang efesien dan mencegah
tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Fengendalian juga
harus memperimbangkan biaya dan kegunaannya,

(2} Kelemahan  manusia;  meliputi persekongkolan, salah

menerjemahkan perintah, kesalahan dalam penilaian, kekacauan

pikiran dan kelelahan.

Efektivitas infernal conirol akan berhadapan dengan keterbatasan-
keterbatasan alamiah, termasuk diabaikannya sistem internal control oleh
pimpinan, kesalahan yang dilakukan oleh para pegawai, dan

persekongkolan antara pimpinan dan bawahan.
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C. Internal Auditor
1. Pengertian Internal Auditor

Whittington, at, al, (2001: 776) dan Boynton, at, al, (2001: 980)
mengemukakan penjelasan mengenai auditor intern dalam suaty organisasi
adalah sebagai berikut : Infemal Auditing is an indeperden, objective
assurance and consulting activity designed to add value and inprove an
organizalion's oparations. It help an organizalions accomplish its objectives
by bringing a systematic, discipline approach (to control, and govemannce
processes).

Dari pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa audit intern
membantu organisasi mencapai tujuan melalui PErancangan yang memberi
nilai tambah, serta meningkatkan kegiatan atau operasi organisasai,
aktivitas  independen obyektif, pemberian jaminan  keyakinan dan
konsultasi, serta memberikan suaty pendekatan disiplin yang sis!eﬁatia
unfuk  mengevaluasi dan meningkatkan  efektifitas manajelmﬂn
pengendalian dan proses pengaturan serta pengelolaan organisasi,

Sejalan dengan pendapat Whittington dan Boynton William C. di
atas, the Institut of Infernal Auditoror (IlA 1995 - 3) mengemukakan bahwa -

"Audit intern adalah sualy fungsi penilaian yang independen dalam
Suatu organisasi unluk mengufi dan mengevaluasi kegiatan organisasi
sebagai jasa yang diberkan kepada organisasi lersebul. Kegiatan
penilaisn meliputi penilaian keuangan. operasional serla memilaj

pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada organisasi yang
bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikann ya”,
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Lebih lanjut, the Instiule of infernal  Audifors (llA, 1995 29)
menyatakan bagaimana seharusnya ruang lingkup auditor intern: The
scope of intemal auditoring  should encompass the prevention and
evaluation of the adequency and effectiveness of the organization's system
of internal control and the quality of performance in carrying out assigned
responsibilities ", (1A, 1985 28],

Ciari ruang lingkup pekeraan auditor internal yang dikemukakan olehk
The institule of Intemal Auditors, maka cakupan pekerjaan audilor internal
meliputi audit dan evaluasi terhadap ceukup memadai dan efeklifnya sizstem
pengendalian intern dan kualitas kinerjanya dalam pelaksanaan tanagung
jawab yang ditetapkan,

Sejalan dengan yang telah dikernukakan di atas, maka the Insfifule
of Chartered Accountans in Australia (ICAA) tentang ruang lingkup auditor
intern mengemukakan

The scope and objeclives of infemal auditar vary widley and are
dependerupon the size and structure of the enlity and the requirements
of management. Normally however infernal auditor operates in one or
more of the following areas: (a) Review of accounting system and
related infemal controls; (b) Prevention for management of financial
and operating information; (c) Prevention of the economy, efficiency
and of and effectivenass of operalions including non-financial controls
of an erganization. (ICAA, 1994; 76),

Ruang lingkup dan tujuan auditor intern sangat luas tergantung pada

besarnya organisasi dan permintaan auditor dari Pimpinan organisasi yang

bersangkutan, namun umumnya berkaitan dengan:

(&) mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern;

(b) pemeriksaan atas pengelolaan informasi keuangan dan operasi organisasi:,
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lc) pemeriksaan atas ekonomis-tidaknya, efisiensi, efektivitas, dari operasi,
termasuk pengendalian non finansial dari arganisasi

Sifat layanan auditor intern kepada organisasi meliputi: timeliness,
integrity, realibility, and customer satisfaction (Arens, 2008), yaitu hasil
evaluasi auditor intem disampaikan tepat pada wakiunya, didukung dengan
bukti yang cukup dapat dipercaya, audit telah dilakukan sesuai prosedur audit
yang lazim. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak yang bersangkutan,
diteima dengan baik dan hasilnya akan memberikan nilai tambah bagi

arganisasi.

. Internal Auditor Pemerintah Daerah

Inspekiorat sebagai auditor intern dalam suaty pemerintahan daerah
(Femda) terbentuk karena adanya. kebutuhan Pemda sehubungan dengan
adanya rentang kendall yang semakin luas yang dihadapi oleh pimpinan
Pemda sebagai akibat semakin banyaknya jumiah Dinas/Badan/Satker/Bagian
yang dibentuk pada struktur organisasi Pemda. Disamping ha! tersebut juga
karena adanya kebutuhan sehubungan auditor ekstern yang dilakukan olah
BPK/BPEP/Akuntan Publik,

Inspektorat pada Pemda di samping memberikan jasa utama melakukan
audit, dapat memberikan jasa tambahan yang berkenaan dengan audit, antara
lain membantu pimpinan pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya
penyimpangan, melaksanakan penyelidikan atas penyimpangan yang terjadi,
mengelola hubungan dengan Para auditor ekstemal (BPK, BPKP dan Akuntan

1]



Publik), membantu Pimpinan  Pemerintah  Daarah merancang  dan
melaksanakan pengawasan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan
fungsinya, Inspekiorat sebagai auditor intern harus profesional dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk itu harus memenuhi beberapa
kriteria untuk dapat disebut profesional, yaitu antara lain - telah mempunyai
organisasi profesi, standar perilaku  profesional, kode etk profesi, dan
sertifikasi sebagai auditor internal

Untuk dapat disebut profesional terdapal dua kriteria yaitu pertama,
perkerjaan  tersebul secara teknik sufit, untuk #u dibuluhkan tingkat
pengetahuan yang cukup memadai melalui proses belajar yang sisternatik dan
pelatihan yang lama, kedua para auditor profesional harus memahami
profesinya dan harus mencapai tingkat kecapakan yang memadai,

Inspektorat sebagai auditor profesional harus menjunjung tinggi nilai-
nilai moral tertenfu dan perhatian mereka harus ditujukan pada hal-hal di luar
mengejar keuntungan. Mereka juga harus mempersembahkan dirinya kepada
kepentingan Pemda sebagai kliennya dan layanan jasanya merupakan atribut
yang penting.

Pemda membutuhkan jasa dari seorang ahli yang dapat dipercaya yang
mampu menangani masalah mereka dengan keyakinan, dan objekiivitas serig
mempertahankan standar profesional dalam pekerjaannya. Sawyer, atal,
(2003:18) mengemukakan kriteria untuk menilai kualitas dari profesionalitas
pekerjaan , yaitu meliputi : (1) Service fo the public; (2} Long, specialized

fraining  for entrants (3) Subeription fo a code of ethics; (4) Membership in an
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assoclation and altendance ad meetings : (5) Publication of Joumals afmed at
upgrading practice (6) Prevention fo fest enfrants knowledge: (7) Licensure by

the stale or cerlificafion by a board.

Efektivitas Inspektorat dipengaruhi oleh pimpinan pemerintah daerah,
hal tersebut sejalan dengan pendapat Robbins yang menyatakan bahwa jasa
auditor intern dipengaruhi oleh para manajer yang berkembang melalui proses
di mana para manajer secara individual mengorganisasi dan menafsirkan
kesan indera mereka untuk memberi makna kepada lingkungan mereka
(Robbins, 1996:124)

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat harus dapat berperan
dengan sebak mungkin dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu
melakukan penilaian dan evaluasi lerhadap pengendalian intern dan
memberikan bantuan berupa saran kepada pimpinan pemerintah daerah
dalam rangka pencapaian tujuan pemerintzh daerah yang bersangkutan.
Dengan berperannya Inspektorat secara optimal diharapkan akan berpengaruh
terhadap proses manajemen lebih efektif dan tujuan pemerintah daerah
tercapai. Laporan evaluasi dan penilaian Inspektorat terhadap pencapaian
tujuan pemerintah daerah merupakan umpan balik kepada pimpinan
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian untuk dapat melaksanakan tugasnya Inspektorat pada
Femda harus menempatkan dirinya sebagal fungsional auditor dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya. Untuk itu berdasarkan Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 19 Tahun 1986
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dibentuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang pelaksanaannya diatur oleh
Kepulusan bersama Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara (BAKN),
Serefaris Jenderal Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Nomor : 10 Tahun 1996,
AWSKSISMN996, dan KEP-3BA/K1996 serla Beberapa  Keputusan
pelaksanaannya, antara lain mengatur mengenal jabatan fungsional auditor

yaitu Auditor Trampil atau Auditor Ahli.

Dalam melaksanakan tugasnya auditor Inspektorat akan menghadapi
keadaan dimana tidak mungkin untuk independen sepenuhnya. Auditor akan
menghadapi ganguan yang bersifat pribadi, hal tersebut dinyatakan dalam
Standar Audit Pemerintahan (BPK. 1995 - 22),

a. Hubungan dinas, profesi pribadi, afau keuangan yang mungkin dapat
menyebabkan seorang audtor membatasi tugasnya wuntuk meminta
keterangan membatasi pengungkapan temuan auditer, memperlemah atau
membuat temuan auditnya menjadi berat sebelah, dengan cara apapun.

b. Prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suaty
program yang dapat membuat pelaksanaan audit menjadi berat sebelah:

¢. Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengamﬁilan
keputusan atau pengelolaan suaty entitas, yang berdampak pada

pelaksanaan atau program entitas vang sedang beralan atau sedang

diaudit:
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d. Kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau sosial,
sebagai akibat hubungan antara pegawal, kesetiaan kelompok, organisasi
atau tingkat pemerintahan tertentu:

e. Pelaksanaan audit oleh secrang auditor, yang sebelumnya pernah sebagai
pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran yang
diusulkan oleh suatu entitas atau program vang diaudit;

f. Pelaksanaan audit oleh seorang auditor, yang sebelumnya pema
menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas lembaga / unit kerja atas
program yang diaudil; dan

9. Kepentingan keuangan secara langsung atau kepentingan keuangan yang
besar meskipun tidak secara langsung, pada entitas atau program yang
diaudit.

Independensi

Kode Etik Akuntan Publk menyebutkan bahwa independensi
merupakan sikap yang diharapkan dari secrang akuntan untuk tidak
mempunyal  kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang
bertertangan dengan prinsip integritas  dan  objektivitas, Intergritas
mengharuskan auditor dalam berbagai hal, jujur dan terus terang dalam
batasan kerahasizan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan
masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi audilor untuk tidak

memihak dan bebas dari konfiik kepentingan.




Pincus (1891:42), menyatakan independensi adalah suatu kemampuan
untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas, Integritas merupakan
prinsip moral yang bertindak jujur dan mengemukakan fakta seperti apa
adanya, dan objektivitas menurut mulyadi (1998 #8) adalah unsur karakter
yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menyatakan kenyataan
sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi maupun kepentingan
pihak lain. .

independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak
didalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan
laporan audit audit (Arens et.al 2008:82).

Dalam menjalankan tugasnya, auditor dalarm hal ini aparat pengawas
fungsional harus selalu memperahankan sikap mental independen didalam
menjalankan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam standar dudit
pemerintahan (BPK. RI, 1895:20) bahwa organisasilembaga audit dan para
auditornya harus independen (secara organisasi maupun secara pribadi),
bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang diluar
pribadinya (ekstem), yang dapat mempengaruhi independensinya serta hilams
dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen.

Gangguan independensi yang bersifat pribadi akan mengganagu
kemampuan aparat pengawasan fungsional dalam melaksanakan 1uga$;nya_
Adapun gangguan independensi yang bersifat pribadi (BPK. Rl 1995: 22)

antara lain sebagai berikut :

a. Hubungan dinas, profesi, pribadi, atau keuangan, yang mungkin
dapat menyebabkan seorang audilor membalasi lugasnya untuk
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meminta keterangan, membatasi pengungkapan temuan audit,
memperlemah  atay membuat temuan auditnya menjadi berat
sebelah;

Prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi, atauy tujuan
sualu program, yang dapat membuat pelaksanaan audif menjadi
berat sebelah;

Pada masa sebelumnya mempunyai langgung jawab dalam
pengambifan keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang
berdampak pada pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang
sedang berjalan atau yang sedang diaudil;

Kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau
social, sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompak,
organisasi atau tingkat pemerintahan terdentu;

Pelaksanaan audit cleh secrang auditer, yang sebelumnya sabagai
pejabat yang menyetujui fakiur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran
yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diaudit:
Pelaksanaan audit oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah
menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas lembagafunit kerja
atau program yang diaudit:

Kepentingan keuangan secara langsung atau kepentingan keuangan
yang besar, meskipun tidak secara langsung, pada entitas atau
program yang diaudit.

Gangguan independensi yang bersifat diluar pribadinya (eksterm) juga

dapat mempengaruhi kemampuan aparat pengawasan fungsional dalam

melaksanakan suaty lugas pemeriksaan. Gangguan independensi vang

bersifat diluar pribadinya (BPK. RI, 1995: 23) antara lain sebagai berikut -

d,

Campur tangan atau pengaruh pihak ekstemn yang membatasi atau
mengubah secara tidak semestinya atau secara secara gegabah
terhadap lingkup audit;

Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan
prosedur audit, atau dalam pemilihan transaksi yang harus diperksa;
FPembatasan waktu yang tidak masuk akal untuk penyelesaian suatu
audit:

Campur tangan pihak luar terhadap organisasilembaga audi,
mengenai panugasan, penunjukan, dan promosi staf pelaksana audit
Pembatasan  ferhadap sumber vyang disediakan  bagi
organisasilembaga audit, yang dapat berdampak negative terhadap
kemampuan organisasifiembaga audit tersebut dalam melaksanakan
tugasnya,

Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan
auditor terhadap isi semestinya dan suatu laporan audit:
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9. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan auditor sebagai
Pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan dangan kecakapan
auditor atau dengan kebutuhan jaza audit,

Gangguan independensi yang bersifat pribadi maupun yang bersifat di
luar pribadinya dapat mempengarvhi  kemampuan aparat pengawasan
fungsional dalam melaksanakan tugas audil dan dalam melaporkan lemuan
audit secara tidak memihak.

Untuk mengantisipasi gangguan  independensi terhadap aparat
pengawasan fungsional dalam melaksanakan tugasnya, maka sebaiknya
penugasan pada aparat pengawasan fungsional harus mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut : (1) tidak mempunyai hubungan personal, misalnya
keluarga dan sehabat dekat, (2) fidak pernah bekerja pada enlitas yang
diaudit, (3) tidak mempunyai kecenderungan untuk memihak kepada salah
satu pihak yang diperiksa, akibat keyakinan politik atau kesetiaan pada
kelompokiorganisasi, (4) tidak mempunyai kepenltingan keuvangan pada
instansi yang diaudit. Selain itu harus dipertimbangkan pula kemungkinan
adanya gangguan-gangguan independensi ekstern yang akan berpengaruh
terhadap f;adep-endansi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional, antara lain : (1) terdapat interpensi pihak lain terhadap
penentuan lingkup audit, (2) terdapat pembatasan waktu yang tidak rasional
untuk penyelesaian suatu audit, (3} terdapat pembatasan terhadap sumber
(bukti audit) yang disediakan bagi aparat pengawasan fungsional, (4) terdapat
interpensi pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan aparat pPENgAWASAN
fungsional terhadap isi semestinya dari suatu laporan audit, (5) terdapat
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pengaruh yang merugikan terhadap karier aparat pengawasan fungsional
akibat melaksanakan proses pemeriksaan yang indepanden.

Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik
it calam negerl maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran,
Mamun dalam penelitian ini independensi auditor diukur melalui {1). hubungan
baik dilihat dari hubungan / struktur organisasi maupun hubungan personal
aparal pengawasan intermal dengan pihak vang diaudit, diantaranya
kedudukan aparat pengawas internal sebagal internal auditor gangguan
independensi akibat adanya hubungan personal; dan gangguan independensi
akibat auditan mempunyai keyakinan politik dan organisasi yang sama. (2)
ooyeklifitas, divkur melalui obyektifitas aparat pengawasan sekalipun auditan /
pihak yang diaudit tidak kooperalif, adanya pihak yang berusaha unfuk
mempengaruhi hasil audit dan cbyektifitas aparat pengawasan sekatipun akan
berdampak pada karier.

Indepensi aparat pengawas internal akan dilakukan pengujian terhadap
organisasi atau satuan kerja perangkat daerah yang merupakan pihak yang
disudit maupun terhadap organisasi inspekioran selaku auditor, hal ini
dilakukan dengan tujuan agar terdapat kros cek jawaban antara pihak yang

diaudit maupun pihak yang mengaudit.

4. Kompetensi

Persyaratan kemampuan / kompetensi staf yang melaksanakan audit

(BPK RI, 1995; 19) meliputi -




a. Pengetahuan lentang metode dan teknik yang berlaku dalam audit
pemerintahan, keterampilan dan pengalaman untuk menerapkan
pengetahuan tersebut dalam audit yang dilaksanakan.

b. Pengstahuan tentang organisasi, program, kegiatan dan fungsi di
bidang pemerintahan,

¢. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif baik SBCara
lisan maupun dengan tulisan.

d. Keterampilan vyang memadai untuk pekerjaan audit yang
dilaksanakan misalnya ;

1). Jika pekerjaan audil dimaksud memerukan pengaunaan
sampling statistic, maka dalam tim audit harus ada staf yang
mempunyai keterampilan di bidang sampling statistic.

Z). Apabila pekerjaan audit memerlukan review yang luas terhadap
suatu system yang dikomputerisasi, maka fim audit harus
mengikut sertakan ahli audit computer,

3). Apabila pekerjaan audt meliputi review atas data teknik yang
rumit, maka tim audit harus mengikut serakan tenaga yang ahli
di bidang teknik,

4). Apabila pekerjaan audit menggunakan metode audit yang non
tradisional maka dalam tim audit periu ada tenaga ahli mengenai
metode dimaksud.

&. persyaratan kemampuan / keahlian untuk melakzanakan audit
keuangan dengan tujuan untuk menyatakan suatu opini, adalah
akuntan terdaftar yang memiliki keahlian memadai tentang standar
audit pemerintah,

Selanjutnya dalam Standar Audit Pemerintahan menyebutkan pula
(BPK RI, 1995: 18) bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, organisasi
{ lembaga audit harus mempunyai program pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan bagi stafnya. Para auditor yang berlanggung jawab pada
perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan pelaporan audil, harus

mengikuti program diklat selama B0 jam dalam setiap dua tahun, untuk
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dapat meningkatkankan kecakapan profesionalnya, Dari dua tahun lersebut
paling tidak 20 jam harus dapat diselesaikan dalam satu tahun,

Bagi auditor yang berfanggung  jawab atas perencanaan dan
pengarahan audit, pelaksanaan audil d lapangan dan pelaporan audit, dari
80 jam program diklat tersebut paling tidak harus menyelesaikan 24 jam
program diklat dengan topic yang berkaitan langsung dengan entitas
pemerintahan yang diaudit dan audit pemerintahan, Apabila entilas yang
diaudit mempunyai sifat yang khas, auditor dimaksud perlu mengikuti diklat
yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Menurut Arens et all (2008: 33) bahwa memiliki keahlian dan pelatinan
teknis yang memadai sebagai auditor biasanya ditafsickan  sebagai
keharusan bagi seorang auditor untuk memiliki latar belakang pendidikan
formal auditing dan akuntansi, pengalaman kerja yang cukup dala profesi
yang akan ditekuninya dan selaly mengikuti pendidikan-pendidikan profesi
berkelanjutan, sedangkan Sukrisno Agoes (2004 35) berpendapat bahwa
kemampuan / keahlian staf akan lebih memadai bila didukung dengan
memiliki pEndid.H:an formal sera pengalaman memadai dalam bidang
auditing, karena pendidikan formal auditor, dan pengalaman profesionalnya
akan saling melengkapi satu sama lain.

Dengan demikian aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah
yang akan melaksanakan pemeriksaan ‘atas instansi pemerintah daerah
harus (1) memiliki kesesuaian pendidikan dengan kualifikasi pekerjaan

sehagai aparat pengawasan fungsional, (2) memiliki pengetahuan tentang
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mefode dan teknik yang berlaku dalam audit pemenntahan, (3] memin.
keterampilan untuk pekerjaan  audit yang dilaksanakan, {4) memiliki
pengalaman dalam pekerjaan audit, (5) memiliki pengetahuan dalam bidang
pemerintahan, dan (6) memiliki keterampilan dalam berkemunikasi.

Dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki para internal auditor,
harapan akan adanya jaminan dalam mendeteks! fraud lenty sangat besar,
harus diingat bahwa fraud tidak dapat dihilangkan sama sekali
(Tuanakotta;,2007). Pihak pimpinan harus mempunyai kebijakan zero
tolerance fo fraud (tidak ada toleransi terhadap fraud) dengan memberikan
sanksi yang tegas dank eras sera beraku secara konsisten antara satu
pegawaifpejabat dengan yang lain dari satu period ke pericde.

Pencegahan saja tidaklah memadai, internal auditor harus memaharmi
pula bagaimana cara mendeleksi secara dini terjadinya h:er:urangan-
kecurangan yang timbul. Internal auditor sebakknya memiliki cukup
pemahaman tentang kecurangan untuk dapat mengidentifikasi adanya
indikasl bahwa kecurangan mungkin telah terjadi. Jika dideteksi adanya
kelemahan signifikan dalam control, pengujian tambahan yang dilakukan
oleh internal auditor hendaknya meliputi pengujian yang diarahkan menuju
identifikasi dari indicator-indikator kecurangan vyang lain. Tindakan
pendeteksian kecurangan tidak dapat digeneralisic terhadap semua
kecurangan, Masing-masing jenis kecurangan memiliki  karakteristik
tersendiri. Sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan peru kiranya

pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin
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timbul. Menurut ACFE dalam Amrizal (2004} pendeteksian kecurangan
berdasarkan penggolongan  kecurangan  yaitu kecurangan laporan

keuangan, kecurangan penyalahgunaan asset dan atau kKorupsi.

D. Accountability
1. Konsep Akuntabilitas

Menurut The oxford Advance leamers Dictionary, akuntabilitas
adalah “required or expecled to give an explanation for one’s action. Dengan
kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi
keuangan kepada pihak yang lebih linggi. Dalam hal ini, terminology
akuntabilitas dilihat dari sudu! pandang pengendalian tindakan pada
pencapaian fujuan. Media pertanggungjawaban dalam konsep Iakunt&biiiiaa
tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja. Tetapi juga mencakup
praktek-prakiek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik
langsung maupun tidak langsung (Ismail Mohammad dkk. 2004: 39)

Seiring dengan perkembangan proses demokrasi serta semakin
bertambah majunya pola pemikiran manusia maka didalam kehidupan
bermasyarakat terdapat pemikiran bahwa kekuasaan merupakan amanat yang

diberikan oleh rakyat kepada seseorang untuk memimpin dan mengatur

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan seseorang yang menerima




amanal lersebut harus mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang
memberinya kepercayaan.

Orang atau unit organisasi yang diberi amanah untuk memimpin dan
mengatur kehidupan bermasyarakat dan bermegara, dapat dikatakan sebagai
administrator publik. Administrator pablik pada hakekatnya memainkan
peranan yang penting dalam memformulasikan kebijakan publik dan juga
berperan cukup signifikan dalam hal pelaksaan kebijakan tersebut dan
administrator public merupakan wadah kekuasaan politik dan mempengaruhi
pelaksanaan pemerintahan (David. H. Rosenbloom, 2005). Pelaksana
kebijakan adalah fungsi administrasi yang dijalankan pemerintah, hal ini
sejalan dengan yang dikemukakan oleh Frank. Goodnow (1990 i 18)
administration is the execution of the will of the siate.

Administrasi publik harus dilaksanakan secara akuntabilitas oleh karena
terdapat beberapa aspek dari pekeraan yang menyebutkan h‘mhuinya
misconception of the public inferest, comuption, and subversion. Selain itu
elika dapat dipertimbangkan sebagai akuntabilitas sendiri (self-accountabiiity)
atau semacam inner check terhadap perilaku administrasi public. Inner check
tersebut dapat berupa tekanan / permintaan bahwa perilaku administrator
publik sejalan dengan berbagai standar eksteral (David H.Resenbloom, 2005)

Dapat disimpulkan bahwa etika adalah persoaian pengecekan intern
dengan tanggung jawab perseorangan, sedang akuntabilitas adalah proses
aplikasi pengecekan ekstern terhadap administrator public berkenaan dengan

penyalahgunaan kepercayaan masyarakat dan berperilaku tidak sesuai
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dengan keinginan masyarakal da atau otoritas politik demi kepentingan public
{David H.Resenbloom, 2005)

Perwujudan kewajiban seseorang atau suatu unit organisasi untuk
memperanggung jawabkan pengelclaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebilakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban
yang dilaksanakan secara periodik disebut akuntabilitas (lsmail Mohammad
dkk. 2004: 37)

Dalam Deklarasi Tokyo (1885) yang dikemukakan oleh lsmail
Mchammad dkk (2004: 36) bahwa skuntabilitas merupakan kewajiban-
kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk
mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab hal-hal yang menyangku pertanggung jawaban fizcal, manajerial
dan program,

Menurut Government Accounting Standard Board dalam Concept
Statement No. 1 (GASB, 18589: 56) bahwa "Accountability requires govemment
fo answer to the citizenry fo justify the raising of public resources and' the
purposes for which they are used”.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan
perwujudan kewajiban pejabat pemerintah untuk mempenanggung jawal:ikan
pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan program dan

kegiatan instansi pemerintah yang telah ditetapkan melalui media pertanggung

jawaban secara penodik,




2. Akuntabilitas Kinerja

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada kiasifikasi responsibilitas
manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk  mendukung
pelaksanaan kegialan pada tiap bagian secara efiseien dan efektif,

Elwood, (1993: 368) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas
yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public termasuk pemerintah
daerah, vaitu ;

1) Acoountability for probity and fegality.

2) Process accountability.

3) Program accountability

4} Paolicy accountabifity

Acoountability for probily and legality terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan legal accountability
terkait dengan jaminan adanya kepaluhan terhadap hukum dan peraturan lain
yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana pablik

Frocess accounfabilily termanifestasikan melalui pemberian
pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah biaya., Pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan
misalnya dengan memberikan ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan
lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefesiensi dan pemborosan
yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam
pelayanan.

Program accountability terkait dengan pertimbangan apakah tujuan

yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah

memperimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal yang
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minimal. Policy accountability terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah,
baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah,

Sedang menurut Yango (1991 12) dimensi akuntabilitas meliputi :

1} Tranditional or regulary acoountabiiity

2} Managerial accountability

3} Program accountability

4) Process accountability

Tranditional or regulary acoountability memfokuskan pada transaksi-
transaksi regular atau ftransaksi-transaksi fiscal untuk mendapatkan
informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang
terkait dengan peraturan fiscal dan peraturan pelaksanaan adminisirasi
public. Hal ini diperiukan untuk mempertahankan tingkal efisiensi
pelaksanaan administrasi  public yang mengarah pada perwujudan
pelayanan prima.

Managenal accountabilify menitikberatkan pada efisiensi dan
kehematan penggunaan dana, haria kekayaan, sumber daya manusia, dan
sumber-sumber daya lainnya. Efisiensi pengelolaan sumber daya yang
menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah merupakan cid utama
akuntabilitas manajerial.

Frogram accountability memfokuskan pada pencapaian hasil tujuan
operasi pemerintah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan dengan
program-program instansi pemerintah yang dikaitkan dengan program

nasional, sehingga keberhasilan instansi ini mempunyai sumbangan yang

jelas pada pencapaian program nasional.




Process  gccountability memfokuskan pada informasi mengenai
tingkat pencapaian kesejahteraan social atas pelaksanaan kebijakan dan
aklivitas organisasi. Kebijakan pada dasarmya merupakan ketentuan-
ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk i:agi
seliap usaha dari aparatur pemerintah sehingga terdapal kelancaran dan
keterpaduan dalam mencapai wjuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini
peru  dipetimbangkan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut
terhadap kondisi social.

Sehubungan dengan ity Mardiasmo {2004: 12) menyatakan selain
dimensi yang telah disebutkan di alas, ada dua dimensi lain yang perlu
dilakukan oleh organisasi sektor publik. Pertama, akuntabilitas manajerial yang
dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance acmun!ablilily}
yaitu pertanggung jawaban dalam melakukan pengelolaan organisasi secara
efektil dan efisien. Kedua, akuntabilitas financial merupakan pertanggiung
jawaban lembag-lembaga publik untuk menggunakan dana publik I:pl.:ibﬁtt
maney) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan ‘dan
kebocoran dana, serta korupsi. I

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mmparlanggiung
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi j:'ang

bersangkutan (Ismail Mohammad, 2004: 8)
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3. Akuntabilitas Keuangan ]

Akuntanbilitas keuangan merupakan perwujudan kewajiban pejabat
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang
digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintah, apakah
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.,

Akuntabilitas kevangan merupakan pertanggung jawaban mengenai
'rrrtergr.itas keuangan, pengungkapan dan ketaatan peraturan perundang-
undangan (lsmail Mohammad, 2004 43). Hal ini sejalan dengan };'Elng
dikemukakan oleh Premchand (1 988:18) bahwa : ‘the main instrument of
financial accountability are government budgets, periodically published dats on
public finances, annual account and the investigative and other gaﬁarar
reports prepared by independent agencies”,

Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah
kabupaten dan keta yang menunjukkan pertanggung jawaban p-engera!raan
keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah adalah
laporan realisasl Anggaran. _ '

Menurut peraturan pemerintah republic Indonesia Hnn';ur 24 le:fhun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Fernyataan No 02 Lap:l:sran
Realisasi Anggaran antara lain menyatakan bahwa, fujuan penyajian Lapqran
Realisasi Anggaran untuk pemerintah adalah dalam rangka memenuhi tul_i.uan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undanga n!.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi

lentang  realisasi dan  anggaran entitas pelaporan  secara tersanding.
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Penyandingan antara anggaran dan realisasinya  menunjukkan tingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,

Selain ity dalam laporan realisasi anggaran harus diungkapkan pula
sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan
realisasinya. |

Manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Sualu entitas pelapé:uran
menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya enam b;_rlan
setelah berakhirnya tahun anggaran,

Akuntabilitas keuangan ini secara periodic disampaikan kepada
atasan pejabat pemerintah dan DPR/DPRD. Atasan pejabat p-Emerinitah.
DPRD ingin dan perly mengetahui tidak hanya mengenai apakah dana-dana
pemeriniah telah dikelola secara tepat dan telah sesuai dengan hokum .dan
peraturan yang berlaku tetapi juga apakah organisasi pemerintah, pmgram%dan
kegiatannya mencapai tujuan sesuai otorisasi dan dana, dan apakah
dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, Untuk itu diperiukan media
pertanggung jawaban yang menjadi alat evaluasi oleh pihak yang mermberikan

kewenangan, untuk menilai kinerja pejabat pemerintah. Media paﬂangﬁung

jawaban ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk laporan yang bersifat
periodik. :
Untuk menyajikan akuntabilitas keuangan yang berisi informasi yang

handal dan bermanfaat, untuk menilai kinerja pejabat pemerintah sekaligus
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berguna sebagai bahan dalam melakukan pengambilan keputusan, perlu
diperhatikan cir akuntabilitas yang efektif (Ismail Mohammad, 2004: 49) yaitu:

a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab
terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program
pembangunan yang dipercayakan kepadanya, termasuk pengelolaan
BUMMN/T} yang berada di bawah wewenangnya,

b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenal aspek integritas
keuangan, ekonomis dan efisien, efektivitas, dan prosedur.

c. Akuntabilitas merupakan bagian dari system manajemen untuk
menilai kinerja individu maupun unit organisasi,

d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan system informasi yang
handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, obyektivitas, dan
ketepatan waktu penyampaian informasi,

e, Adanya penilaian yang obyektf dan independen terhadap
akuntabilitas suatu instansi.

f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan atas akuntabilitas.

Akuntabilitas kevangan yang dibuat oleh instansi pemerintah daerah
disampaikan dalam bentuk laporan. Untuk dapat menyajikan laporan
akuntabilitas keuangan yang berkualitas, instansi pemerintah daerah periu
memperhatikan  prinsip-prinsip  dalam menyusun laporan  yang baik.
Government Accounting Standard Board (lsmail Mohammad 2004; 278)
menyebutkan bahwa laporan yang berkualitas mempunyai karakteristik
sebagai berikut

1. Focusing on prf!lcai things, yaitu terfokus pada aspek-aspek krilis

yang menunjukkan capaian kinerja instansi pemerintah. Fokus
kinerja organisasi adalah mengarahkan daya upaya unluk

mencapai sasaran dan tujuan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan tahunan yang telah dibiayai Negara.

2. Relating goals and results, yailu mengaitkan tujuan dan hasilnya-
hasilnya. Laporan kinera menyampaikan informasi mengenai
capaian kinerja dengan membandingkan atara realisasi dengan
yang direncanakan. Ukuran capaian Kinerja tidak hanya terbatas
pada capaian tahunan secara parsial, akan letapl juga
diinformasikan mengenal perkembangan kinerja yang dicapai
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dengan kinerja tahunan sebelumnya dan terhadap target-target
rencana instansi pemerintah.

. Putting resull in context, vyaitu menempatkan hasil dalam
konteksnya, Laporan akuntabilitas diutamakan untiik
menginformasikan  mengenai  kesesuaian antara vang lelah
dilakukan dengan keharusan kesepakatan anggaran dalam
koridor tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah,

- Relaling resources to results, yaitlu mengaitkan sumber daya
dengan hasil yang dicapai, capaian kinerja yang dikaitkan dengan
penggunaan sumber daya menjadi pokok dalam laporan
akuntabilitas instansi pemerintah,

- Presenfing  comparative  information,  yaitu manyajikan
perbandingan informasi. Laporan akuntabllitas yang baik harus
mampu menjelaskan bukan hanya kinerja tahunan akan tetapi
juga memperlihatkan trend dengan periode masa lampau, dan
prediksi pada masa dating. Disamping itu dalam laporan
hendaknya diperbandingkan capaian kinerja dengan pemerintah
daerah lainnya,

- Addressing fthe reliability issue, yaitu mengarahkan pada
kehandalan isu. Laporan harus didasarkan pada data yang handal
dan valid. Kehandalan data akan mendukung kredibilitas informasi
yang dikandungnya. Informasi yang kredibel berarti berguna uptuk
mendukung  keputusan yang akan diambil oleh para
penggunanya.

- Benefit fo the community, yailu bermanfaat bagi masyarakat.
Laporan yang bermanfaat bagi masyarakat adalah laopran yang
mengandung informasi  mengenai  hasil  yang  dicapai,
menunjukkan kontribusi pada pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan, dan membandingkan dengan biaya yang digunakan
untuk kinerja tersebut. ;

. Forward-looking, yaitu berpandangan jauh kedepan. Dalam
laporan hendaknya lergambar mengenal konirbusi instansi
pemerintah melaporkan mengenai  tantangan dan  arah
kebijaksanaan masa depan terutama yang berkaitan dengan
kegagalan di tahun berjalan.




Dari  beberapa pembahasan yang berhubungan dengan
akuntabilitas keuangan, maka akuntabilitas keuangan yang terdapat pada
instansi pemerintah daerah bukan hanya merupakan pemruju:dan
kewsajiban pejabat pemerintah  untuk mempertanggung  jawabkan
pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program
dan kegiatan pemerintah, apakah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi juga berupa berisi laporan kinerja tentang

hubungan penggunaan sumber daya dengan capaian hasil {outcome)

yang bermanfaat bagi masyarakat. I

Jadi akuntabilitas yang berkualitas adalah :

1) Akuntabilitas keuangan berisi pertanggung jawaban pengelolaan
keuangan untuk melaksanakan program  dan kagiéﬂan
pemerintahan, |

2) Akuntabilitas keuangan berisi penilaian kinerja keuangan

3} Akuntabilitas keuangan dibangun berdasarkan system informasi

yang handal. ;
4) Akurtabiltas keuangan harus dinflsi secara obyektif dan
independen.
5) Adanya tindak lanjut terhadap hasil penilaian akuntabl!liias
keuangan.
Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan untuk melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan, mengungkapkan beberapa hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan anggaran seperti mengungkapkan sebab-
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sebab adanya perbedaan antara anggaran dan realizasi, lingkat
ketercapaian target-target yang telah disepakali antara legislatif dan
eksekulil sesuai denagn peraturan dan perundang-undangan, penyajian
realisasi anggaran tahun sekarang dengan realisasi anggaran tahun I{anll.t.
dan penyampaian akuniabilitas keuangan tepat wakiu (PP. Ne. 24 Tahun
2005).

Akuntabilitas keuangan bukan sekedar kemampuan menun;ut-ltkan
bahwa wang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan
menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis,
efektif, dan efisien (Mardiasmo, 2002 121). Dengan demikian
akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penitaian I;ir:erja
keuangan dari asp&l;: ekonomis, efisiensi, dan efeklivitas serta
pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (oulpuf) yang telah dihieiwai,
dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut
(oufcome).

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistimatis u!ntuh:
mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi ui‘liuls;
menentukan efisiensi dan efeklivitas suatu instansi pemerintah dalam
melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas-tugas f‘ang
dibebankan kepadanya (lsmail Mohammad, 2004: 204).

Akuntabilitas akuangan dibangun berdasarkan sistem informasi yang
handal. Informasi yang handal (reffable fnformation) sangat diperdukan

untisk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengindentifikasi risiko.
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Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan
penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan
netralitas dalam pengungkapan (Ismail Mohammad, 2004: 271),

Untuk  menjamin reliabilitas  informasi  yang terdapat pada
akuntabilitas keuangan perlu adanya pihak ketiga yang memhﬁkan
pemeriksaan atas keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas
keuangan. Adanya penilaian yang obyektif dan independen atas
akuntabiltas keuangan merupakan ciri dari akuntabilitas yang efekdif
{lsmail Mehammad, 2004: 49).

Penilaian akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukiran
kinarja dan umpan balik untuk uapaya perbaikan penggunaan k:euarigan
yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan,

Tindak lanjut atas penilaian akuntabilitas keuangan merupakan
suatu upaya untuk secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan
atas kelemahan-kelemahan yang ada dalam melaksanakan program -dﬂn
kegiatan pemerintahan. .

Laporan akuntabiltas keuangan yang disusun  oleh inst;ansi
permerintah daerah (dinas) disampaikan kepada instansi pemeriil'ltah
daerah yang mempunyai otoritas yang lebih tinggi secara berjenjang dan
berkala. Dan akhimya oleh pejabat pemerintah kabupaten dan ?mta
disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat, Dergan
demikian setiap orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh
informasi lentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang
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kebiakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang
dicapai.

Bagaimana akuntabilitas instansi pemerintah bila dikaitakan dengan
fraud?. Salah satu bagian isu kebijakan starlegis di Indonesia saat inj
adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebah perbaikan
akuntabilitas kinerja berdampak pada upaya terciptanya good govermnance,
juga akan berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus
Dwiyanto, 2002). Galam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinarja
instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan
dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas akan mampu memperbaiki
tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Rendahnya
akuntabilitas pemerintah selama ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah
salunya adalah maraknya praktek fraud yang teqadi diberbagai instansi
pemerintah. Salah satu jenis fraud adalah korupsi (Janes, 1990) yang
telah menggiring Indonesia sebagal salah satu Negara ferkorup di
Kawasan Asia Tenggara dan dunia. (waw. renc

Oleh karena itu pencegahan fraud merupakan tantangan pemerintah
untuk ditangani secara serius, salah satu cara pencegahan terjadinya
prakiek fraud adalah pengembangan akuntansi yang baik oleh pemerintah
(Pope, 2003) dan pengawasan terhadap kualitas laporan  keuangan

instansi pemerintah (BPK-RI; 1995).




E. Fraud Prevention
1. Pengertian Fraud

Kata “fraud” berasal dari sebuah kata dalam bahasa latin “fraus"
yang memiliki banyak makna, namun semuanya merujuk pada konsep
‘bahaya”, “pelanggaran®, dan “penipuan”, Kata benda “fraus® ini dapat
diubah menjadi kata sifat yailu “fraudelentus”. {Silverstone; 2007).

Definisi Fraud dalam Black’ Law Dictionary (1990) sebagai

“An intentional perversion of ruth for the purpose of inducing another
in reliance upon it to part with some valuable thing balonging to khim or
fe surender a fegal right. A faise representation of a matfer of fact
whether by words or by conduct, by false or misleading allegations, or
by conceaiment of that which should have been disclosed, which
deceives and is intended fo deceive anolher so that he shall act upon
it to his legal injury... A generic term, embracing all multifarious means
which human ingenuity can devise, and which are resorted to by one
individual to get advanfage over snother by false suggestions or by

suppression of ifruth, and includes all swrpnse, Irick, cunning,
dissembling, and any unfair way by which another is cheated”

Menurut  Theodorus M. Tuanakota (2007) ada ungkapan yang
secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari
fraud. Ungkapan ini adalah *Fraud by need, by greed, and by opporfunity”
Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah fraud, hilangkanlah
atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Sedangkan menurut Arens (2008), ada tiga faktor pendorong

seseorang melakukan fraud, yang dikenal dengan “Fraud Triangle” yaitu :




Sedangkan menurul Arens (2008), ada tiga faktor pendorong
seseorang melakukan fraud, yang dikenal dengan *Fraud Triangie® yaitu :

a. Incentives / Pressure, untuk melakukan fraud lebih banyak tergantung
kepada kondisi individu, tekanan keuangan, kebiasaan buruk dan
kebiasaan lain yang merugikan.

b. Opportunity, untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan pelaky
terhadap obyek fraud, kesempatan untuk melakukan fraud selalu ada
pada setiap kedudukan.

C. Aftitudes / Rassionalization, ini terjadi apabila seseorang membangun
pembenaran atas fraud yang dilakukannya. Pelaku akan mencar alas
an atau pembenaran bahwa fraud yang dilakukannya bukan tindakan
fraud.

Incentives / Prassure

Opportunity Attitudes / Rassionalization

Gambar 2.3. The Fraud Triangle

Jenis-jenis fraud menurut Assosiation of Cerlified Fraud Examiner
(ACFE, 2006), salah satu asosiasi di USA yang menangani pencegahan
dan pemberaniasan fraud, mengkategorikan fraud dalam tiga kelompok
sebagai benkut ; (a) Financial Sfatement Fraud, (b) Asset Misapprosiation,

dan (e] Cormuplion.




Fraud laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai fraud yang
dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan
keuangan yang merugikan investor dan kreditor, Fraud inj dapat
bersifat financial atau non financial Umumnya fraud ini dapat
dideteksi melalui analisis laporan keuangan, yailu analisis verical,
horzontal, dan analisis rasio.

(b)  Assef Misapprosiation
Dalam istilah hukum Asset Misapprosiation adalah mengambil asset
secara sah yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang
untuk mengelolah atau mengawasi asset tersehut
Teknik untuk mendeteksi jenis fraud ini lebih menekankan pada
pemahaman yang baik atas intemal control organisasi. Teknik lain
yang biasa dilakukan adalah - analytical review, stalistical sampling,
vendor or outsider complaints, dan site-visit-observalion.

(c}  Corrupfion
Korupsi menurut AECF, terbagi ke dalam pertentangan kepentingan
(confiict of infrest), suap {bﬁ&e:}'}l, pembenian illegal (legal gratualy),
dan pemerasan (economic extortion), Korupsi dapat dideteksi
melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau
pemasok yang fidak puas yang complain.
Sedangkan menurut Davia (2000), frawd dapat dikelompokkan dalam

tiga kelompok yaitu :
&  Group |, Fraud has been exposed and is in the pubkc dominan.




b. Group Il, Fraud that has been discovered by enfities, buf details have
not been made public.
¢. Group I, Fraud that has not been defectad,

Fraud dalam kelompok pertama adalah fraud yang paling banyak
diketahui umum, fraud untuk kelompok kedua lebih sulit dikelahui karena
adanya lembaga perlindungan hukum yang sering dimanfatkan oleh
pelakunya, sedangkan fravd untuk kelompok ketiga tertutup rapat, dan

hanya diketahui oleh Tuhan dan pelakunya. (Theodorus, 2007).

Fraud Prevention

Banyak organisasi tidak memiliki upaya untuk menghadapi fraud,
ketika fraud teradi dalam suatu organisasi, maka organisasi tersebut
tentunya menghadapi dilemma. Apabila terjadi dugaan fraud, umumnya
organisasi menyelesaikannya secara internal tanpa mau dipublikasikan.
Selanjutnya kasus ditutup dan masalahnya dianggap selesai.

Menurut Bonita Peterson dan Paul Zikmund (Strategic Finance,
2004) ada sepuluh pemahaman f pembenaran yang dapat membantu untuk
mengurangl risiko terjadinya fraud

“1. Fraud is everywhere, 2. Anyone can commit fraud, 3. Understand
the circumstances influencing why people cimmit fraud (motive,
perceived opportunity fo commit and think they can get away with it
morally acceptable excuse), 4. The best deterrent is to increase the
perceplion of detection, 5. Perpetrators are offen employees, 6. There
are only a limited number of fraud schemes (asset misappropriations
alone count for 60-86% of all frauds), 7. Understand early signs and
act upon them, 8 Don't rely on auditorors to defect fraud (they focus
on matenal fraud only), 9. Have an (anenymous) fraud hotfine and
use a fraud questionnaire now and then, 10. Prevention is the best
cure.”
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Selanjutnya Treadway Commission, mengeluarkan  rekomendasi

mengenai peran komite auditor yang dutujukan untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya fraud dalam laporan keuangan, yaiw :

a. Komite Auditor independen (mandatory mdepent auditor commitfes)
menggunakan pimpinan dan luar organisasi,

b. Piagam terfulis (written charter) yang menetapkan tugas dan
tanggungjawab dari Komite Auditor,

c. Komite Audiior harus mempunyai sumberdaya dan wawenang yang

memadai untuk mengembang tanggujawabnya.

Pencegahan fraud pada umumnya adalah akiivitas  yang
dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, system dan prosedur yang
membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh para
perangkat organisisasi untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai
dalam pencapaian organisasi yaitu efekfiflas dan efesiens| operasi,
keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka fraud yang
mungkin terjadi dapat dicegah dengan cara-cara sebagai berikut (Amnzal
2004) :
a. Membangun fntemal Control yang baik.
b. Mengefekiifikan Aktivitas Pengendalian
c. Meningkatkan Kultur Organisasi
d. Mengefektifian Fungsi infemal Audifor



F. Studi Empirik Penelitian Terdahulu.

Studi-studi yang dilakukan tentang intemal control, intemal auditor
penerapan accountability, dan pencegahan fraud secara menyeluruh belum
banyak dilakukan. Umumnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya yang berkaitan dengan internal control infernal auditar,
penerapan accountability dan pencegahan fravd mayoritas untuk Badan-
Badan Usaha milik Pemerintah (BUMN/BUMD) atau Swasta dan sifatnya
parsial,

Beberapa hasil penelitian yang telah dirangkum peneliti khususnya
melihat hubungan intermal confro! dan penerapan tata kelola yang baik
sebagai wujud akuntabilitas diantaranya dikemukakan oleh Halla (1999)
dalam penelitiannya : A View of Corporate Govemance and Conirol In
Finland, menjelaskan bahwa pembagian tanggungjawab sehubungan
dengan infernal conirol diantara semua anggota organisasi dar atas
sampai bawah, yaitu pimpinan puncak menetapkan internal control,
menetapkan efika dan iklim orgasisasi, senior manajemen menetapkan
kebijakan dan prosedur yang lebih rinci  dan perzonal  lainnya
bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya, akan mendorong terwujudnya
accountabilify dan corporate govemance. Hasil penelitian ini sajalan
dengan penelifian yang dilakukan oleh Samid (1996) pada perusahaan
PT.Perkebunan di Sumatera, yang menyimpulkan bahwa satuan pengawas

intern dan gaya kepemimpinan akan mempengaruhi persepsi bawahan




terhadap akuntabilitas dan tata kelola perusahaan dan berpengaruh positif
terhadap peningkatan profitabilitas.

Pendapat Dockery (2000} dalam peneliiannya yang dilakukan pada
beberapa perusahaan di Eropa yang dimual dalam Managenal Finance,
menyatakan bahwa pengendalian internal korporasi  diperdukan  untuk
menjamin  kepentingan pemegang saham dalam mengawasi lindakan-
tindakan manajemen melalui akuntabilitas dan lata kelola (the govemance
mechanism). Mekanisme tatakelola dan akuntabilitas dapat membaniu
untuk membatasi penyimpangan/kecurangan, Selanjutnya Togiman {(2000)
melihat pengaruh Intemal controf dan infernal auditor terhadap peningkatan
kinefja perusahaan-perusahaan BUMMN dan BUMD di Indonesia, hasil
penelitiannya merekomendasikan bahwa pengawasan dan pengendalian
intern  dalam perusahaan penting dan harus  dilaksanakan SACAra
konsekuen agar kinefja perusahaan dapat tercapai. Peneliti lain, Nunuy
(2004) yang melakukan penelitian pada anggota DPRD dan pemerintah
daerah di Jawa Barat menyatakan bahwa untuk mencapai fata kelola yang
baik perlu ada kejelasan fungsi, tanggungjawab, pelimpahan wewenang
dan pemberdayaan pada tingkat unit kerja dinas/badan/kantor. FPamungkas
(2005) yang meniliti pengaruh penerapan pengawasan terhadap kualitas
laporan keuangan dan akuntabilitas pada pemerintah daerah khusus
Yogyakarta, merekomendasikan bahwa akuntabilitas dapat diwujudkan

dengan penerapan pengawasan yang ditunjang dengan peraturan dan

perundang-undangan.




Tahun 2003 Muh, Gandhi malakukan penelitian tentang pengaruh
pemernksaan intem, pemeriksaan ekstern dan penilaian Dewan Perwakilan
Rakyal terhadap akuntabilitas pelaksanaan anggaran departemen. Hasil
penelitian Gandhi menyimpulkan - 1) Pemeriksaan ekstem berpangaruh
secara posilif terhadap penilasian Dewan Perwakilan Rakyat atas
akuntabilitas keuangan departemen. 2) Pemeriksaan intern, pemeriksaan
ekslern, dan  penilaian Dewan Perwakilan rakyal masing-masing
mempunyal pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan deparemen.
Dan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerikszan intemn paling
dominan / besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan
departemen.

Pada tahun 2005, Kery Soefjipto melakukan penelitian tentang
pengaruh peran auditor intem pemerintah daerah dan persepsi kepala
daerah terhadap penerapan syslem akuntansi pemerintah daerah sera
ekuntabilitas publik. Kery berkesimpulan bahwa : 1) Hubungan peran
auditor intern dengan persepsi kepala daerah adalah positif dan relative
rendah. 2) Pengaruh peran internal auditor, persepsi kepala daerah
terhadap penerapan system akuntansi pemernntahan dan akuntabilitas
publik secara parsial dan serempak adalah besar.

Penelii lainnya Lawrence (2000) dengan menggunakan dats
perusahaan tahun 1996, menguiji tingkat aktivilas komite auditor, internal
auditor dan independensi dengan kecurangan (fraud) pemsahaan,
Lawrence menemukan hasil bakwa komite auditor, infemal auditor dengan
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komposisi dan direcior ndependent dan dengan pertemuan sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali setahun dapat mengurangi fraud Cattrysse (2002)
mengatakan bahwa tindakan fraud dapat diminimumkan dengan penera pan
good corporate governance. and accountabifity, juga ECIA (1999) dan
Cattrysse {2002) menyatakan bahwa infermal auditorors yang baik dapat
mencegah kecurangan (fraud). Dibagian lain Cattrysse (2002) menyatakan
Secara umum ada figa alat pencegahan frauvd yaitu : good corporate
govemance, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan
infermal confrol. Menurut Safitri (Indonesia Market Links Network, 2002)
bahwa seluruh keputusan yang dibuat oleh komisariz independen, tidak
terpisahkan dar berqalannya mekanizme infemal control ditubub emiten
termasuk adanya komite auditor. Sementara Ristandi (2006) yang
melakukan penelitian pada pemernintah daerah di propinsi jawa barat
merekomendasikan bahwa infermal control berpengaruh positif terhadap
pensrapan tata kelola dan berpengaruh positif pula terhadap peningkatan
akuntabilitas kinerja pada instansi pemenntah daerah di propinsi jawa
barat.

Glover and Marshall (1998) melakukan penelitian di beberapa
negara Eropa menyimpulkan bahwa intermal auditor memiliki peran
strategis dalam mendukung manajemen mencapal tujuan organisasi, dalam
aspek memastikan keefekiifan penggunaan sistem informasi, meningkatkan
daya guna sumber daya, mendeteksi kecurangan, memeriksa
pengendalian efekironic ecommerce, mengevaluasi pengendalian intern,
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dan memonitor pengendalian lingkungan bisnis. Penealitian lainnya yang
dilakukan oleh Johnsen and Vakkuri {(2001) dengan topik - performance
audiforing in local government yang mengambil lokasi di Finlandia dan
Norwegia, merekomendasikan pemberian informasi antara yang diperiksa
dengan yang memeriksa akan mendorong terciptanya kinerja. Sementara
Sulistyawati (2003) dalam hasil peneiitiannya menyalakan jika audiior dapat
bekefja dengan baik maka akan membenkan dampak pada berkurangnya
tindakan fraud, sehingga akan mewujudkan accountability. Namun, Beasley
(1996) justru menemukan bahwa komite auditor tidaklah signifikan
mengurangi kemungkinan teradinya fraud pada laporan keuangan.

Peneliti lain Paul and Moreney (2008) dengan mengambil data di
Australia dan New Zealand, menemukan bahwa organisasi yang memilik|
fungsi infermal auditor mempunyai kecenderungan yang lebih besar unfuk
mendeteksi dan melaporkan misappropriation of assel fraud dar pada
organisasi yang tidak mempunyai fungsi auditor internal. Hasil penelitian
Moroney  juga menyimpulkan bahwa organisasi yang menggunakan
metode fn-house dalam menjalankan fungsi auditor internal lebih efektif
untuk mendileksi dan melaporkan misappropriation of assef fraud dari pada
organisasi yang menggunakan oufsourcing untuk menjalankan fungsi
infemal auditor, Douglas (2001) dalam penelitian yang dilakukan pada
pemerintah daerah di Virginia, AS, penelitian ini menguji penipuan dalam
pemerintahan lokal, dengan pertanyaan awal Douglas : apakah ingkungan
konfrol pemernintah setempat terkait dengan insiden penipuan, hasilya
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menunjukkan babwa kekustan kontrol lingkungan pemerintah daerah
adalah negatif terkait dengan insiden penipuan.

Dan beberapa hasil peneliian yang telah diuraikan di atas pada
umumnya menyorofi | pengendalian intern, pemeriksaan intern, penerapan
prinsip-prinsip  accountability, dan pencegahan fraud secara parsial.
Peneliti akan mencoba melakukan penalitian dengan melihat secara uluh
pengaruh  dimensi infermal control dan  infemal  auditor terhadap
accountability dan dampaknya terhadap pencegahan fraud dengan
variabel : Intemal confrol  intemal auditor accountability, dan fraud
prevention, dengan pemilihan survel penslitian pada pemerintah provinsi
Sulawesi Selatan,

Selanjutnya atas hasil penelitian-peneliian terdahulu yang telah
dijelaskan dan dapat mendukung penelitian ini dilkhtisarkan dalam bentuk

matriks. (lampiran 1)
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BAE 1l

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS
A. Pengaruh internal control terhadap accountability.

Fimpinan pemda sebagai pimpinan teringgi yang dalam
stewardship theory merupakan penerima amanah (stewards) harus
dapat mempertanggungjawabkan amanah yang dilerimanya kepada
pemberi amanah (masyarakat/principal). Di dalam pelaksanaanya
sangat diperiukan  pengendalian/pengawasan  sehingga satiap
penyelewengan dapat dihindari atau diminimalisasi. Seiring dengan
pengendalian yang dilakukan cleh pimpinanan daerah, dukungan
infemal auditor merupakan suatu alat yang memperkokoh sistemn
infemal conirol dalam rangka terciptanya accountability organisasi
pemda sehingga tujuan dalam meminimalisasi berbagai bentuk fraud /
kecurangan dapat tercapal.
| Perkembangan organisasi yang sedemikian mengalami
kemajuan harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki /
menyesuaikan diri, demikian Parsons dalam funclionalism structural
theory. Selain ftu juga menuniut adanya pengembangan sistem
pengendalian intern yang lebih baik. Pengendalian intern mencakup
lima komponen dasar yang dirancang untuk memberikan keyakinan
bahwa tujuan organisasi dapat terpenuhi (COS0,1994), Kelima
komponen tersebut meliputi : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian
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risika, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi serta (5)
monitoring. Boyton (2006:327) melihat dimensi-dimensi tersebut akan
sangat sultt untuk mencapai pelaksanaan internal control yang efektif
dan efesien secara bersamaan, sementara pencapaian akuntabilitas
pimpinan sangat ditentukan pada sejauhmana fungsi internal control
dapat memberikan keyakinan atas pelaksanaan amanah yang diterima
(Konrath, 2002)
Pengendalian intern akan menghasilkan laporan yang

dikehendaki manajemen diantaranya :
8. mengamankan sumber daya dar pemborosan, kecurangan dan

ketidak-efisienan.
b. meningkatkan keteliian dan dapat dipercayainya data akuntansi.
€. mendorong ketaatan dan pelaksanakan kebijakan organisasi,
d. meningkatkan efisiensi

Hasil sejumlah penelitian sebelumnya mendukung konsep tersebut,
diantaranya manunf:;kkan bahwa dengan pembagian tanggungjawab
sehubungan dengan intemal confrol skan mendorong terwujudnya
akuntabilitas dan tata kelola (Halla: 1999). Dengan safuan pengawss
internal dan gaya kepemimpinan akan berpengaruh terhadap persepsi
bawahan akan akuntabilitas organisasi (samid: 1996), Dockery (2000},

Togiman {2000), Nunuy (2004), serta Pamungkas (2005).
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Berkaitan dengan konsep tersebul maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut -
Hipotesis 1 : Intemal control berpengaruh positif dan  signifikan

terhadap accountability.

B .Pengaruh internal auditor terhadap accountability.

Internal auditor diperiukan antara lain untuk melakukan audit dan
evaluasi terhadap cukup memadai dan efektifnya sistem pengendalian
intern, dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan pertanggungjawaban.
Untuk itu sangat diperiukan aparat pemeriksa intern pemerintah dalam
hal ini adalah inspeklorat yang handal sesuai dengan kompetensinya
dan bertindak independen serta profesional dalam melakukan audit dan
evaluasi kinerna seluruh tingkat manajemen pemerintah daerah.
Parsons, Davis dan Moore dalam  functionalism structural theory
meanekankan bahwa diperlukan bakat dan kemampuan terbaik dalam
melakukan pengawasan antara sub sistem, dalam rangka mendorong
ke arah penyesuaian jika akan mencapai kelangsungan hidup,

internal audit merupakan kegiatan penilaian bebas, yang
dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi.
Kegiatan ini meliputi pemeriksaan untuk menilai efektivitas operasional,
Tanpa fungsi auditor infern, manajemen tidak memiliki sumber informasi
intern yang bebas mengenai kinerja para manajer. The Insfifue of

as



Intemal Auditor (HA, 1995) dan Sawyer al al (2003) mangemukakan
bahwa - “internas auditoring is an independent appraizal funclion
established within an organizalion fo examine and evaluale its activiies
45 4 service lo the organization”

Persyaratan auditer internal diantaranya harusish mandiri,
dinggap mandir apabila mereka dapat melsksanakan pekerjaanya
secara bebas dan objektif, kemandirian auditor internal dapat
memberikan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan tanpa
prasangka. Hal ini dapat dilihat melalui status organisasi dan sikap
objektif dari para auditor intermal.

Persyaratan selanjutnya adalah profesionalisme. Auditor internal
memegang peranan penting karena merupakan sumber bahan
masukan yang independan bagi pimpinan untuk mengevaluasi berbagai
kegiatan. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang
diharapkan maka auditor harus profesional.  Profesionalisme
diindikasikan oleh kompetensi keria antara lain - mempunyai
pengetahuan dan kemampuan teknis audit, standar yang tinggi,
memiliki daya imajinasi, memillki inisiatif, dan mampu berhubungan
dengan bagian lain dalam organisasi,

Badan profesional terkemuka yang dibentuk sejak tahun 1941 di
Amerika Serikat yaitu The Instifute of Internal Auditor (HA) menyatakan

tujuan auditor intern :
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1. Menelaah dan menilai kesesuaian aplikasi akuntansi keuangan dan
pengendalian operasi.

2. Menjamin sejauh mana kelaatan lerhadap kebijakan rencana dan
prosedur.

3. Menjamin sejauh mana akiiva organisasi dipertanggung jawabkan
dan diamankan dari seqala jenis kerugian.

4. Menilai mutu kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang
diberikan.

Dengan demikian auditor intern mempengarvhi - manajer
organisasi, pemilik organisasi  dan auditor independen (auditor
external). Auditor infern memeriksa dan mengevaluasi pengendalian
intern  enfitas secara periodik dan membuat rekomendasi  unfuk
perbaikan. (Boynton et al 2001:377). Togiman (2000), melihat internal
auditor yang dilakukan pada instansi pemerintah dapat mewujudkan
akuntabilitas dan fata kelola yang baik dan dapat meningkatkan kinerja
instansi. Lawrence (2000) berpendapat yang sama, internal auditor
dapal mewujudkan accountability dan good corporale governance,
pendapat tersebut diperkuat Catirysse (200}, Muh. Gandhi (2003) dan
Kery Soetjipto (2005).

Berkaitan dengan konsep tersebut maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut -
Hipotesis 2 : Infemal auditor berpengaruh positif dan  signifikan
terhadap accountability.
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C. Pengaruh internal controf terhadap fraud prevention.

Internal  contral berupaya  untuk menghilangkan  atau
meminimumkan sebab-sebab timbulnya fraud, sebab pencegahan akan
terjadinya suatu perbuatan fraud lebih mudah dari pada mengatasi bila
fraud telah terjadi. Parsons dan Merton dalam functionalism strucfura/
theory menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat, untuk mencapai
kesuksesan materiliekanomi yang tidak sesuai dengan nilai, masyarakat
dapat melakukannya ketika terjadi ketidak bertautannya antara nila
Cultural dan cara-cara struktural sosial,

Kasus fraud dapat dilakukan oleh individu, dan dapatl pula
dengan bekerjasama sejumlah individu (kolusi), dengan melakukan
hubungan yang melewati batasan-batasan sosial antara pimpinan
dengan pegawai atau antara orang dalam organisasi dengan pihak luar
organisasi. Jones and Bates (2000) dalam Public Secfor Auditoring
menyatakan fraud adalah penggelapan  yang meliputi  berbagai
kecurangan, antara lain penipuan yang disengaja (infentional deceil),
pemalsuan rekening (falsification of account), praktik jahat (corrupt
praclices), pencurian (embezzloment), korupsi (corruption). Fraud terjadi
di mana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan
melalui  kecurangan atau  penipuan. Kecurangan semacam in
menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, dan bukan karena

ketidaktahuan



Hasil sejumish peneliian  sebelumnya yang menunjukkan
penyebab teringgi terjadinya fraud disebabkan lemahnya pengendalian
intern diantaranya (KPMG,1998), 1Al (1994), 1A {1995) menyatakan
pelaksanaan infernal confred oleh pimpinan merupakan suatu instrumen
dalam mencapai kinerja dan penanggungjawaban organisasi dan dapat
memberikan peringatan bila terjadi fraud Sedang Dockery {2000}
menemukan bahwa dengan pengendalian intern dapat membantu untuk
membatasi penyimpanganikecurangan. Hasil yang sama dikemukakan
Catirysse (2002) bahwa salah saty alal pencehahan fraud adalah
penerapan infernal control,

Berkaitan dengan konsep tersebut maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut -
Hipotesis 2 : Infemal confrol berpengaruh  positif dan signifikan

terhadap fraud prevention.

D. Pengaruh infernal audifor terhadap fraud prevention,

Kenyataan sekarang fraud di organisasi khususnya di instansi
pemerintah, intensitasnya semakin maningkat. Hasil survai yang
dilakukan oleh Transparency International Indonesia (T, 2005)
menempatkan Farai Politik, Lembaga Legislatif dan Dijen pajak
sebagai Instansi yang paling banyak melakukan tindakan fraud di

Indonesia. Untuk itu diperukan peran kuat dari inspekiorat, Badan
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Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit atas indikasi-indikasi
tefadinya  fraug dengan obyektif dan independen, agar upaya
pemberantasan fraud dapat berjalan dan intensitasnya bisa berkurang.

Menurut  Theodorus M. (2007}  pencegahan fraud dapat
dilakukan dengan mengaktifikan infermal controf dan infernal auditor agar
dapat berfungsi seperti pagar yang menghalangi pencuri masuk
kehalaman rumah. Namun seperti pagar, bagaimanapun kokohnys
tetap dapat ditembus aleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai
keberanian untuk melakukannya.

Hasil penelitian Glover dan Marshall menyimpulkan bahwsa
internal auditor memiliki peran stralegis dalam menditeksi fraud, sedang
Lawrence (2000) menemukan dengan fingginya aktivitas infenal auditor
dapat mengurangi fraud, Cattrysse (2002), Sulistyawati {2003}, Paul and
. Moroney (2008) menemukan dan mendukung penelitian ini.

Berkaitan dengan konsep tersebut maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis 4 : Intemal auditor berpengaruh positif dan  signifikan
terhadap fraud prevention.
E. Pengaruh accountability terhadap fraud prevention.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban sesecrang atau

suatu unil organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan

dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
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dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan melalyi media pertanggung jawaban yang dilaksanakan
secara periodik (Ismail Mohammad dkk 2004: 37). Hal ini sejalan
dengan slewardship theory, yang menekankan manajemen sebagai
steward bertindak sesuaj dengan kepentingan principal.  yang
dianalogikan antara pemerintah daerah dengan rakyainya.

Menurut Government Accounting Standard Board dalam Concept
Statement Mo. 1 (GASB, 1595 26) bahwa “Accountability FEqUires
govemment fo answer to the citizenry o jusiify the raising of public
resources and the purposes for which they are used”

Dari wraian fersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas
merupakan perwujudan  kewajiban pejabal  pemerintah  untuk
mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia
untuk menjalankan program dan kegiatan instansi pemerintah yang
telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik,

Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan  untuk
melaksanakan program dan kegiatan pemenntahan, mengungkapkan
beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran seperti
mengungkapkan sebab-sebab adanya perbedaan antara anggaran dan
realisasi, tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara
legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan, penyajian realisasi anggaran tahun sekarang dengan
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realisasi anggaran tahun lalu, dan penyampaian akuntabilitas keuangan
tepat wakiu (PP, No. 24 Tahun 2005},

Akuntabilitas keuangan bukan sekedar kemampuan menunjukkan
bahwa uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan
menunjukkan bahwa uang publik tersebut dibelanjakan secara
ekonomis, efektif, dan efisien. (Mardiasmo, 2002; 121)

Wujud  akuntabilifas  dalam konteks  penyelenggaraan
pemerintahan adalah penyelenggaraan permerintahan yang solid dan
bertanggung jawab dengan menjaga kesinergian interaksi yang
konstruktif diantara berbagai sektor dan faktor di dalamnya (Osborne
dan Geabler, 1992; OECD & Word Bank, 2000, UNDP, 2000),
(Cattrysse, 2002; ECIA, 1998) menemukan pada hasil penelitiannya
bahwa ada tiga alat pencegahan fraud yaitu: Accountability dan Good
Govemance, pimpinan organisasi yang baik (bersih), dan penerapan
infernal control. Douglas (2001) dan Kery Soetjipto (2005) mendukung
bahwa lingkungan control pemerintah daerah serta akuntabilitas publik
adalah negative terkait dengan penipuan,

Berkaitan dengan konsep tersebut maka dapal dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis § | Accountability berpengaruh positif dan signifikan terhadap
fraud prevention.
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F. Pengaruh internal control terhadap fraud prevention melalui

accountability.

Berdasarkan dengan pemahaman leori, konsep dan dukungan
hasil peneliian pada hiposisi 1 dan 5 maka rumusan hipotesis
berkutnya dapat diungkapkan sebagai berikut -

Hipotesis & : infernal control  berpengaruh  positif dan signifikan

terhadap fraud prevention melalui accountability

G. Pengaruh dimensi infernal auditor terhadap fraud prevention

melalui accountability.

Berdasarkan dengan pemahaman teori, konsep dan dukungan hasil
penelitian pada hiposisi 2 dan § maka rumusan hipotesis berikutnya
dapat diungkapkan sebagai berikut :

Hipotesis 7 : Infemal auditor berpengaruh positif dan signifikan

terhadap fraud prevention melalui accountability

Dari rujukan teori, konsep dan sejumiah hasil penelitian seperti yang
disebutkan sebelumnya, dapat disusun skema landasan teoritis dan
hipotesis secara keseluruhan sebageimana dalam gambar 3.1 dan 3.2

pada halaman berikut.
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Gambar : 3.2 Model Kerangka Konseptual
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BABA IV
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk expianalory research, artinya penalitian ini akan
menjelaskan secara mendalam hubungan sebab akibat anlara variabel
peneliian atau tentang sesuatu hal (Copper, Schindler : 2005; Harapan 2003).
Penelitian eksplanatori mengacu pada teon atau hipotesis yang akan diuji
sebagai penyebab terjadinya suatu fenomena, Fenomena tersabut secara
empiris dilihat pada suaty unit analisis yang dalam penelitisn ini adalah
organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari fakta dan keterangan secara
fektual yang dikumpulkan dari responden baik dengan melakukan wawancara
maupun dengan mengunakan kuesioner yang diberikan kepada Pimpinan
Satuan Kera Perangkat Daerah dan pengawas fungsional pada pemerintah
provinsi Sulawesi selatan. Horizon waktu dari penelitian ini adalah cross
sectional yaitu penelitian pada periode waktu tertentu yang perencanaan
waktunya mulai Juni 2011.

Pemilihan obyek peneliian pada =satuan kerja perangkat daerah
pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan didasarkan pada pertimbangan

bahwa saat ini kecenderungan terjadinya fraud di instansi pemerintah provinsi
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di Sulawesi Salatan, menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan,

sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulizsan inj.

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sa mpil

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ada di pPemerintah provinsi sulawesi selatan, baik dinas, badan
maupun kantor.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan
atau kriteria tertentu sesusi dengan tujuan penelitian, kriteria yang digunakan
peneliti untuk menentukan sampel adalah :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang aktivitas kesehanannya
melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dan
2. Satuan Kera Perangkat Daerah (SKFD) yang menerima alokasi dana

terbesar dalam APBD 3 (tiga) tahun terakhir,

Dasar penentuan krteria tersebut bahwa satuan kerja perangkat
daerah yang aktivitas kesehariannya melakukan pelayanan langsung kepada
masyarakal akan berpeluang melakukan fraud. Demikian pula terhadap
SKPD yang menerima alokasi dana dalam APED yang besar, tenfunya juga

berpeluang akan terjadinya fraud, dengan demikian membutuhkan peran

pengendalain yang intensif serta membutuhkan internal auditor yang tanggubh,




Di Sulawesi Selatan terdapat 56 SKPD. 13 SKPD berbentuk Biro, 19
SKPD berbentuk Dinas, 15 SKPD berbentyk Badan dan sisanya berbentuk
Sekretariat. Dan untuk penelitian ini sampel yang terpilih sebanyak 13 satuan
kerja perangkat daerah, (lampiran 3)

C. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian akan diperoleh dengan cara mengisi kuesioner dan
melakukan wawancara langsung secara terstruktur sesua dengan kuesioner,
namun mengingal kesibukan responden yang sangat tinggi maka wawancara
dilakukan apabila hasil analisis dari kuesioner menunjukkan posilif atau
negative dan signifikan yang menurut peneliti membutu hkan penjelasan lebih
lznjut. Data inilah yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
kuantitatif dan deskriptif,

Kuesioner disusun dalam skala Likert sebagai formasi ilem-item
pengukur variabel peneliian berbentuk permnyataan dengan lima pilihan
responden/jawaban, seperti yang nampak pada tabel 4.1, Penyusunan item-
item pernyataan pada kuesioner dilakukan dengan mengacu kepada strukiur
operasional variable penelifian, Pernyataan dalam kuesioner disusun baik
secara favorable (positif) maupun unfavorable (negatif). Data yang terkumpul
selanjutnya direkapitulasi dalam bentuk coding sheet yang disusun secara

cross sectional antar SKPD untuk diolah dan dianalisis,




Tabel 4.1 Alternatif Jawaban dan Skor masing-masing alternative

Jawaban Skor |
Sangat tidak sesuaittidak setuju 1
Kurang sesuai 2
| Kadang sesuai 3
‘Sesuaj 4 ]
Sangal sesuaj 5

Penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk metengkapi data
primer, baik melalui buku-buku teks, jumaljurnal, dan dari internet yang

relevan serta berhubungan dengan penslitian ini.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk memastikan
bahwa secara keseluruhan instrumen penelitian yang digunakan adalah valid
atau tepat sekalipun digunakan di tempat lain di lain waktu dan reliabel afau
handal sekalipun digunakan berulang-ulang pada kesempatan yang berbeda.

Pengujian intrumen penelitian dilakukan berdasarkan pengujian Uji
Validitas dan Uji Reliabilitas, dengan menggunakan Stalistical Program for

Sosial Sciences (SPSS) versi 20.




. Uji Validitas

Instrumen  (item pertanyaan) dikatakan memiliki  validitas
konstruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur
gejala sesual dengan yang didefinisikan. Pada penelitian ini validitas
data diukur dengan pendekatan construct validity dan teknik uji korelasi
pearson product moment. Validitas Instrumen ditentukan dengan jalan
mengkorelasikan antara skor masing-masing item dengan total skor
masing-masing item (Sugiyono, 2002:114). Rumus korelasi product

momern, sebagai berikut:

NIXY - (£X) (zY)

My =
\/ INEXE - G (N2 - (2
di nama:
ey = korelasi product moment antara X dan Y
= skor bulir pemyataan
Y = skor total butir pernyataan {(Arikunto, 1996; 172).

Kriteria penilaian, jika roe > rage, maka butic pernyataan yang
bersangkutan valid untuk digunakan dalam pengumpulan data; jika re, <

Twbet, Maka butir pemyataan yang bersangkutan tidak valid digunakan

sebagai alat pengumpul data dan harus dikeluarkan dari instrumen.




2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel belum tentu valid sedang instrumen yang
valid umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas nstrumen harus
tetap dilakukan karena reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk
pengujian validitas instrumen. Sehubungan uji validitas dij atas, maka
penelitian ini mengukur reliabilitas data dengan reliabilitas konsistensi
internal (Sugiyono, 2002:11 1).

Pengujian reliabilitas dengan konsistensi internal dilakukan
dengan cara mencobakan instrumen sekali saja kemudian data yang
diperoleh dianalisis dengan teknik ferentu. Untuk menilai reliabilitas
konsistensi internal diantara butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini
digunakan teknik Cronbach’s Alpha (Koefisien Alfa). Suatu Hem
pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki koafisien alfa lebih besar dari
0,6 (Sugiyono, 2002:122). Formulasi perhitungan koefisien Cronbach's

Alfa sebagai berikut:

k s’
i ] - . ]
(k- 1) )
di mana;
M = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir permyataan

Es® = jumlsh varians butir
s° = varians total (Sugiyono, 2000: 102).
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E. Teknik Analisis Data

Sesuai tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji, maka

peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strukfural

Equation Modeliing (SEM) dengan program bantu AMOS (Analysis Of

Moment Struciural) versi 20. Stuctural Equation Modeliing (SEM) adalah

sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah

rangkaian hubungan antar variabel secara simultan. Ferdinand (2002:33)

menyatakan langkah pemeodelan SEM adalah sebagai berikut:

1.

FPengembangan Model Teoritis. Langkah ini bertujuan untuk
melakukan pengembangan sustu model teoritis dengan jalan
eksplorasi iimiah melalui telaah pustaka, dalam usaha mamperoleh
justifikasi atas model teoritis yang dikembanagkan, Teknik ini
digunakan wntuk menguji teori, alau suatu teor yang baru
dikembangkan penelii melaiui pambuktian EMmpiris,
Pengembangan Diagram Alur. Mnd-ét tecritis . yang ftelah
dikembangkan atau dibangun pada langkah pertama dilakukan
dengan cara menggambarkan diagram alur, Konstruk-konstruk yang
dibangun pada diagram alur dibedakan dalam dua kelompok yaitu:
a. Konstruk eksogen (independent vanables) yaitu konstruk
yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam model. Pada

studi ini konstruk eksogen adalah internal contral dan

internal auditor




b. Konstruk endogen vaitu konstruk yang diprediksi oleh satu
atau beberapa konstruk yang ada dalam model. Pada studi
Nt konstruk endogen adalah akuntabilitas dan fraud
prevention.
Konversi Diagram Alur Dalam Persamaan. Pada langkah ini
persamaan struktural dan model pengukuran diterjemahkan dalam
Persamaan,
Pemilihan Matriks Input. Pada langkah ini melakukan pemilihan jenis
input yaitu kovarians atau korelasi Apabila yang diuji adalah
hubungan kualitas, maka matrik yang digunakan adalah matrik
kovarians.
Menilai Masalah Identifikasi, Masalah identifikasi adalah masalah
mangenal  ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk
menghasilkan estimasi yang unik.
Evaluasi Model, Dalam analisis SEM fidak ada alat uji statistik
tunggal untuk mengukur atau memenuhi hipotesis mengenai model,
Untuk  mengukur derajat  kesesuaian antara model yang
dihipotesiskan dengan data yang disajikan, umumnya digunakan
beberapa jenis fit- index (Hair af al, 2002:112). Peneliti diharapkan
melakukan pengujian dengan menggunakan beberapa fit index
untuk mengukur ketepatan model yang dirancang. Evaluasi terhadap
ketepatan model pada dasarya telah dilakukan pada saat model

diestimasi oleh program AMOS.




7. Interprestasi dan Modifikasi Model Interprestasi dan modifikasi
dilakukan terhadap model yang dikembangkan, bila ternyata
estimasi tersebuf memilikj tingkat prediksi tidak seperti  yang
diharapkan yaity apabila terdapat residyal yang besar. Mamun
demikian modifikasi hanya dapat dilakukan bila terdapat justifikasi

. leonitis yang cukup kuat.

Asumsi-asumsi Yang harus dipenuhi dalam prosaes ini, secara
umum adalah sebagai berikut: (1) Ukuran sampel minimum jumlahnya
100 sampel, (2) Memenuhi asumsi normalitas dan linearitas, (3) Tidak
ada outiier, (4) Tidak ads multikolinearitas, dan (5) Fit mods! terpenuhi.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabal 4.2

Tabel 4.2, Syarat Fit Mode!

No. Indeks Syarat ]
: Chi Square Kecil N
2 Frobabilitas Chi Square z 5%
3 RMSEA = 0.08
4. | GFI = 0.90
5 AGFI = 0.90
i
6 CMIN/DF =200
[ TLI =0.80 7
‘_E. CFl =0.90

Sumber: Ferdinand (2002); Hair ef al_(2002),




Tabel 4.2, menunjukkan keseluruhan asumsi-asumsi fif mede!
¥Yang harus terpenuhi, diantaranya: Chi-Square Statistic () dan
Frobabilitas Chi Sguare sebagai alat ukur paling fundamental untuk
mengukur overal fit adalah Likelihood Ralio Chi-Square, yang bersitat
sangal sensitif terhadap besarmya sampel yang digunakan. Karena ity
bila jumiah samped cukup besar (lebih dari 200 sample), maka alat uji
statistik Chi-Square harus didampingi oleh alat ujl lainnya. Mode yang
diuji dipandang baik atau memuaskan bila Chi-Square (y*) rendah,
Semakin rendah »° menunjukkan model semakin baik pula (x*=0),
berarti tidak ada perbedaan Ho diterima dan diterima berdasarkan
probabilitas dengan cuf-off value sebesar p=0,05 atau p=0, 10,

The Root Mean Square Error Approximation (RMSEA) adalah
indeks yang dapat digunakan untuk mengkompensasi  Chi-Square
Statistic dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan
goodness-of-fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam
populasi. Nilai RMSEA <0,08 merupakan indeks untuk diteimanya
madel yang menunjukkan close M model berdasarkan degrees of
freedom.

Goodness of Fit-index (GFI) adalah indeks kesesusian (Fit
Index) akan menghitung proporsi tertimbang dari varians dalam matriks
kovarians sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarians populasi yang

terestimasi. GFl merupakan sebuah ukuran no-slatistikal yang
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mempunyai rentang nilai antara 0 (poor fif) sampai dengan 1,0 (perfect
fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan befter fit. GFI yang
diharapkan adalah sabesar = 0,90,

Adiusted Goodness of Fit Index (AGFI). Tanaka and Huba
yang dikutip Ferdinand (2002:42) menyatakan bahwa GF! adalah
analog dari R* dalam Analisis Regresi Berganda. Fit index ini dapat
disesuaikan terhadap degree of freedom yang tersedia untuk mengu;ji
diterima tidaknya model (Arbuckle and Wotheke, 1989:34). Tingkat
penerimaan yang direkomendasikan adalah sebesar > 0,90 AGF|
maupun CFl adalah kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang
dari  varans dalam sebuah kovarians sampel.  Nilai 0,95
diinterpretasikan sebagal tingkatan yang baik (goed overall model fif),
sedangkan nilai antara 0,%0-0,95 menunjukkan adequate fit.

The Minimum Sample Discrepancy Function (CMIN) dibagi
Degree of Freedom (DF) sebagai salah =aty indikator untuk mengukur
tingkat fit sebuah model. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah Chi-
Square Statistic (X*) dibagi DF sehingga disebut X2 setat. Nilai X2 o <
2,0 atau bahkan 3,0 merupakan indikasi dari acceplable fil antara model
dengan data (Arbuckie and Wotheke, 1999:42).

Tucker Lewis Index (TLI) adalah sebugh alternatif fncramental
fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap
sebuah  baseline model (Ferdinand, 2002:125).  Nilai  yang

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model
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mempunyai rentang nilai antara o (poor fif) sampai dengan 1.0 {perfact
fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan betfer fit. GF| yang
diharapkan adalah sebesar = 0,90

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFl). Tanaka and Huba
yang dikutip Ferdinand (2002:42) menyatakan bahwa GF! adalah
analog dari R* dalam Analisis Regresi Berganda. Fit index ini dapat
disesuaikan terhadap degree of freedom yang tersedia untuk menguji
diterima tidaknya model (Arbuckle and Wotheke, 1989:34). Tingkat
penerimaan yang direkomendasikan adalah sebesar > 0,90. AGFI
maupun CF| adalah kriteria yang memperhilungkan proporsi tertimbang
dari  varans dalam sebuah kovarians sampel  Milai 0,95
diinterpretasikan sebagal tingkatan yang baik (good overall mods/ fit},
sedangkan nilai antara 0.90-0,95 menunjukkan adequate fif.

The Minimum Sample Discrepancy Function (CMIN) dibagi
Degree of Freedom (DF) sebagai salah satu indikator untuk mengukur
tingkat fit sebuah model. Dalam hal ini CMIN/OF tidak lain adalah Chi-
Square Statistic (X°) dibagi DF sehingga disebut X2, Nilai X2 —
2,0 atau bahkan 3,0 merupakan indikasi dari acceptable fif antara model
dengan data (Arbuckie and Wotheke, 1999:42).

Tucker Lewis fndex (TLI) adalah sebuah alternatif incremental
fit index yang membandingkan sebuah model yang diuji terhadap
sebuah baseline model (Ferdinand, 2002:125),  Nilai  yang

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah modal
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adalah penerimaan >095 dan nifaj yand sangal mendekati 1
menunjukkan a very good fit (Arbuckle and Wotheke, 1999:42).

Comparative Fit Index (CFI) seperti hainya AGF] merupakan
kriteria yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians sebuah
kovarians sampel. Besaran CFl pada rentang nilai 0-1. Semakin
mendekati nilai 1 (satu) mengindikasikan tingkat kesesuaian paling
tinggi (8 very good fit). Nilai yang direkomendasikan CF| =0,85,

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikembangkan
pada sub-bab terdahulu, maka struciural equation modelling yang
dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1
dengan formulasi matematis sebagai berikut:

i 7 T AN

sehingga dari persamaan (1) fungsi akuntabilitas (Y) dan persamaan (2)
fungsi fraud prevention (£) dapat ditulis ulang menjadi:

E= P K YO X oo e e (2a)
dimana:
X1 = Internal control
Az = Intemal auditor
Y = Akuntabilitas

£ = Fraud prevention




dy

@ hib

@) @D

Gambar 4.1. Model Analisis

Persamaan (2a) merupakan fungsi difungsi (sistem persamaan
simultan), dimana model yang dkembangkan adalah:

"|"=u,ﬂ+c:1x!+|:[3xg+-&g ............................. {3)




Dimana ag, oy, dan s, adalah parameter
C=Po+ P+ o+ Pa¥ by R e (4)
Dimana [, iy, fiz, dan f adalah parameter
Persamaan 4 dapat ditulis ulang menjadi:
2= P + PsXs + PaXz + P (o + Xy tazizte) tey
= Po+ BaXs + BaXz + (Baco + Paoy Xy + PacsXa + Baey) + &g
= (Ba + Paca) + (B + Pacus) Xy + (fiz + Pyces) X + (Paeq + ;)
=00+ Oy Xy + 0z Xa +
dimana:
1. Intercept
ag = Intercept akuntabilitas ()
Op = (Bo + Pscg) = Intercept fraud prevention (Z)
2. Standard error
e = Standard error akuntabilitas ()

M = (Bse +e;) = Standard error fraud prevention (£)

3. Pengaruh langsung
ay = Pengaruh langsung infernal controf terhadap akuntabilitas
oz = Pengaruh langsung infernar auditor terhadap akuntabililas.
B1 = Pengaruh langsung infernal conirol terhadap fraud prevention

Bz = Pengaruh langsung fntemal auditor terhadap fraud prevention

Bs = Pengaruh langsung akuntabilitas terhadap fraud prevention




4. Pengaruh tak langsung
(Baas) = Pengaruh tak langsung internal control terhadap fraud
prevention melalui akuntabilitas,

(Bawp) = Pengaruh tak langsung internal auditer terhadap fraud
prevention melalui akuntabilitas.

E[iz femy)

5. Pengaruh total
By = (Bt + Paces) = Pengaruh total intermal contra! terhadap fraud
prevention,
Oz = (B2 + f3xz) = Pengaruh total internal auditor terhadap fraud

prevention.

F. Definisi Operasional Variabel

Sesual dengan identilikasi masalah dan tujuan penelitian, dan
untuk mempermudah pemahaman atas variabel fersebut, maka setiap
variable perlu dijelaskan seperti berikut :

1. Variable internal controf pemerintah adalah dimensi yang diukur dengan
indikator  lingkungan  pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, (tabel 4.3,
halaman 124) merupakan serangkaian proses yang dijalankan oleh

pimpinan organisasi satuan kerja perangkat daerah uniuk mengelola
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fungsi dan tanggungjawabnya dalam pengelolasn  sumber daya
organisasi yang dipimpinnya,

2. Mariabel infemal audiior pemearintah adalah dimensi yang diukur
dengan  indikator independensi  dan  kompetensi, merupakan
serangkaian proses yang dijalankan oleh lembaga fungsional
pemenntah yang bertanggungjawab  untuk meanjamin pelaksanaan
program dan kegiatan berjalan secara efekiif dan efesien sesual dengan
hukum dan peraturan yang beraku.

3. Variabel accountabilify adalah proses pengelolaan yang divkur dengan
dimensi akuntabilitas, merupakan akuntabilitas kinera dan akuntabilitas
keuangan  pemerintahan yang berguna untuk  mewujudkan
fanggungjawab publik yang efektif dan memberikan manfaat yang
sebesar-basamya bagi pemangku kepentingan.

4. Variabel fravd prevention merupakan serangkaian tindakan untuk

meminimalisasi peluang-peluang kecurangan baik sﬂl::ar
;;. SeneRaniGn §

maupun secars dengan menekankan pada perbaikan sysia

dan prosedur yang lebih baik dalam organisasi pemerintah.
Pengukuran atas variabel-variabel tersebut di atag, dilakukan
berdasarkan berbagai indikator (fihat tabel 4.3, halaman 124) vyang
selanjutnya akan dituangkan ke dalam bentuk kuesioner,
Untuk lebih memperjelas kedudukan variabel peneliian berkaitan

dengan pengujian hipotesis akan penulis uraikan sebagai berikut -




1. Dalam pengujian hipotesis pertama dan kedua, kedudukan
vanable infernal confrof yang meliputi ingkungan pengendalian
(X11),  penilaian risiko (X1.2).  aklivitas pengendalian (X, 1),
informasi dan komunikasi (X14), sefta pemantauan (X s),
sedang variabel infernal audifor yang meliputi independensi (X, ,)
dan kompetensi (Xa2) merupakan variabel yang independen,
sedangkan variabel akuntabilitas pemerintahan {Y) merupakan
vanabel depanden,

2, Dalam pengujian hipotesis ketiga, keempat, kelima, keenam dan
ketujuh  kedudukan wvariabel internal confrol yang meliputi
lingkungan pengendalian (X, ), penaksiran risiko (Xa.2), aktivitas
pengendalian (X;a), informasi dan komunikasi (%14, serta
pemantauan (X s), sedang variabel infemal auditor yang meliputi
independensi  (Xa;) dan kompetensi (X;2), sers variabel
akuntabilitas {Y) yang mefiputi skuntabilitas kinerja (Y,.2), dan
akuntabilitas keuangan (Ya.), merupakan variabel yang
independen, sedangkan variabel fraud prevention (Z£) merupakan
variabel dependan.

Setelah mengidentifikasi variabel independen dan veriabel dependen
beserta uraian dan indikatornya, maka indikator-indikator tersebut akan
digunakan sebagai pedoman dalam membuat perianyaan-pertanyaan
dalam kuesioner. Setiap indikator dari variabel penelitian dijabarkan ke

dalam daftar pertanyaan. Teknik pengukuran yang digunakan untuk
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mengubah data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu data kuantitatf
adalah Summated Rating Method - The Liken Scale, yang merupakan
sualu pengukuran skala ordinal. Berikut ini diuraikan batasan dari varabel
penelitian sekaligus ditentukan indikator-indikator beserta skala pengukuran

yang digunakan, seperti dalam tabel 4.3, berikut :
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Tabel 4.3 Operasionalisasi Variabal

Variabel Dimensi Indikator Skala
Internal Control = Lingkungan * Nilai integritas dan moral | Ordinal
pengendalian = Berlanggungjawab dan
* COSO(1352) {%14) manmpu
* Boylon (2006) = Palimpahan wewenang
* Konesth (2007 dan langgungjawakb
1D {1995), I1A, 1095) * Kebijakan SDM
* Penilaian risiko = Identifikasi risiko
(%1.2) = Eksistensi dan Akurasi
= Kelengkapan
= Penilaian dan Alokasi
* Kegiatan « Pemisahan fungsi
pengendalian » Olorisasi transaksi
(*1.a) « Dokumen dan catatan
= Pengendalian fisik
o Informasi & * A infomes
Komunikasi (X, |°* Eksistensi
= Kelengkapan dan akurasi
« Ketepatan Walktu
« Pemantauan = Konsistensi
(¥as) = Frekwensi dan penilaian
aktivilas
Internal Auditor | « Independensi + Hubungan Ordinal
(z1) » Obyeklivitas
= AR
e ey = Kesesuaian dengan
"y O O e Kompetensi (X22) | standar profesi
« UNDF, (3000 LAN dan = Pengetahuan dan
- ﬁ“fﬁrujﬂmm kecakapan
» Hiry Bcaljpin (200%) = Pangalaman

» Pendidikan dan Pelatihan
# Sikap




__Variabel T Dimensi Indikator Skala
Accountability | « Akuntabilitas = Perencanaan strategik | Ordinal
(Y} Konerja * Indikator kinerja

kegiatan
"y O S | o Akuntabilitas . Fmﬁm informasi
- m.1m LAN dan Hﬂ'l-'lﬂﬂgilﬂ keuangan kepada
* CECD den Wodd Bank, masyarakat dian
R i PR, pemakai lainnya
+ Mun Gandhy (2003 # Menilai
* Kary Souliptn (2005 peranggungjawsaban
= Benluk dan media
pelaparan
* Pelaparan
Fraud = Menciptakan » Mempekerjakan Oirefinafl
Freverition (Z) budaya kejujuran personel yang jujur
» Lingkungan kerja yang
. hhﬁl;ﬁl‘ = Kode I]'I'"-ahJ

* Shersions [2007)

= LMDP (3001 Werk Bank
[Foai],

" LA o BPEP (2004, B ik
(ERIS)
URDE [2oul], Wiork Bank
LEL=LIR

+ Menghilangkan
kesempatan
melskukan fraud

« Program bantuan
personil

= Mengurangi potensi
kolusi

= Informasi kebijakan

* Pengawasan personel

 Jalur khusus pelaporan
fraud

* Proaktif auditor tentang
frawd

s Ekspakiasi atas
hukuman

125




BAB V
PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Hipotesis

Pada bab ini dibahas mengenai data-dats yang diperoleh
melalui penelitian lapangan. Analisis dibagi ke dalam tiga bagian yaitu :
pertama, analisis deskriptif tentang karakteristik responden, kedua,
analisis deskriptif variabel penelitian dan yang ketiga adalah analisis
structural equation modeling yang digunakan untuk menguji hipotesis,

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan,

1. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Populasi sasaran pada penelitian ini adalah 1,364 orang yang
tersebar di unit organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan purposive sampling maka
terpilih responden sebanyak 167 orang, dari 13 organisasi Satuan Kera
Paerangkat Daerah (SKPD).

Responden pada setiap unit organisasi analisis adalah kepala
satuan kerja perangkat daerah, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala
inspektorat dan fungsicnal pemernksa sebagai sumber informasi tentang

pengaruh fnternal confrol terhadap akuntabilitas dan pencegahan fraud.

Kepala satuan kerja perangkal daerah, kepala sekretariat, kepala




hﬂ—'——“_*___

inspakioral dan fungsional pemeriksa sebagai sumber informasi tentang
pengarul infemal auditar terhadap akuntabilitas dan pencegahan fraud.
Dalam penalitian ini kuesioner vang disebar sebanyak 167
eksenplar  diantar  sendiri kepada satuan perangkat daerah
diantaranya ke : dinas kebudayaan dan kepariwisataan, dinas bina
marga, dinas kelautan dan perikanan, dinas kehutanan, dinas
kesehatan, dinas pendidikan, dinas perkebunan, dinas pertanian
lanaman pangan dan hortikultura, dinas peternakan dan kesehatan
hewan, dinas kehutanan, dinas perhubungan, komunikasi dan
informatika, dinas pendapatan daerah, dinas sosial. dan inspektorat
provinsi, Berkul rincian penyebaran dan pengembalian kuesionar
yang ditujukkan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1 Rincian Penerimaan dan pengembalian Kuesioner

Uraian | Jumlah

Kuesioner yang disebarkan 167
Kuesionar yang kembali 130
Kuesioner yang tidak kembali 37

 Kuesioner yang digugurkan (tidak lengkap) o ]
Kuesioner yang digunakan 128
Tingkat pengembalian (respon rate) 77.84%
Tingkat pengembalian yang digunakan (usable 88,46%
respon rate)

Sumber ; data primer yang diolah, 2012




Tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang layak dan dapal

dianalisis lebih lanjut sebanyak 128 Kuesioner dengan lingkat
pengembalian sebasar 77 84%,

Penyebaran kuesioner dilakukan berdasarkan jabatan tiap-tiap
satuan kera perangkat daersh. Pada tabel 5.2 berikut ini disajikan
nncian pembagian dan pengembalian kuesioner berdasarkan jabatan

Biap-tiap satuan kerja perangkat daerah provinsi sulawesi selatan,

Tabel 5.2 Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner
Berdasarkan Jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Mao. Jabatan Kuesioneryg | Kuesioneryg
Dibagl Kembali

1. | Kepala Dinas [ Inspekiur 11 a

2. | Kepala Sekretariat 30 25

3. | Kepala Bidang 55 43

4. | Kepala Sub bagian az 20

5. | Kepala Seksi 18 13

7. | Kepala Inspekiur 4 4
Pemb. Wil.

8.. | Fungsional 17 17
Jumlah Keseluruhan 167 130

Sumber : data primer yang diolah.




Berdasarkan  subjek penelitian  yang telah disebutkan
sebelumnya, maka profil demografi responden yang berjumlah 128
yang tersebar pada satuan kerja perangkat daerah, telah diperoleh
data mengenai karakteristik responden yang diamati meliputi - umur,
pendidikan formal dan eselon yang akan dijelaskan pada wuraian
berikut.

1. Umur

Umur responden dalam penefitian ini dikelompokkan ke
dalam tiga kelompok umur, yakni: 39 tahun ke bawsh, 40 — 49
fahun, dan 50 tahun ke atas. Distribusi umur responden yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat seperti disajikan
pada Tabel 5.3

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi
usia responden terbanyak pada kelompok umur antara 40 — 49
tahun dengan frekuensi 76 orang responden alau sebesar 59,4%,
Selanjutnya kelompok umur 50 tahun ke atas dengan frekuensi 50
orang atau sebesar 39,1%. Sedangkan untuk kelompok umur 39

tahun ke bawah terdapst 2 orang atau sebesar 1,6%,
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Tabel 5.3  Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan
Kelompok Umur

Kelompok Umur Frekuensi 1
{tahun) [ (orang) )
39 ke bawah 2 1.6
40-49 76 59,4
50 ke atas 50 39,1
Jumiah 128 1000

Sumber : Data primer diolah, 2012,

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden dikelompokkan ke dalam tiga
tingkatan pendidikan, yakni: tingkat pendidikan strata satu (S1),
strata dua (52}, dan strata tiga {53). Hasil penelitian terhadap tingkat

pendidikan responden dapat dilihat seperti pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat

Pendidikan
Tingkat Pendidikan Eriumes
(orang) (%)
Strata Satu (S1) 44 344
Strata Dua (52) 80 62,5
Strata Tiga (S3) 4 3.1
Jumlah 128 100,0

Sumber: Data primer diolah, 2012

Data pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa seluruh responden
penelitian ini memiliki pendidikan minimal pada tingkat strata saty
(51). Sebanyak 80 orang atau 62,5% responden yang diteliti, telah
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memiliki pendidikan pada tingkat strata dua (S2). Sementara itu,

responden yang berpendidikan starat saty (51) sebanyak 44 orang

atau 34,.4%, dan sisanya yakni sebanyak 4 orang atau 3.1% telah

memiliki pendidikan pada tingkat strata tiga (53),

3. Jabatan/Fungsional

Responden dalam penelitian ini terdistribusi dalam posisi
mulai dari eselon II, esslon I, eselon [V, non-eselon, dan fungsional,
Untuk  lebih  jelasnya, distibusi responden  berdasarkan

jabatanifungsional, dapat dilihat seperti disajikan pada Tabel 5.5

Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan/Fungsional

bk Frekuensi

{orang) (%)

Fungsional 6 47
Non-eselon 15 11,7
Eselon IV 33 258
Eselon Il 67 52,3

Esslon I i 55
Jumiah 125 1000

Sumber : Data primer diolah, 2012

Data pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa responden dalam
peneltian ini terdiri dari 67 orang atau 52,3% menduduki jabatan
eselon ll, terdapat 33 orang atau 25.8% yang menduduki jabatan

eselon IV, terdapat 15 orang atau 11,7% yang non-eselon, terdapat 7
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orang atau 5,5% yang menduduki jabatan eselon II, serta & orang alau
4.7% pegawai fungsional.

2. Analisis Deskriptif Karakteristik Variabel

Deskripsi variabal memberikan uralan tentang kecenderungan
masing-masing variabel yang diteliti, baik wvarabel independen,
intervening, maupun variabel dependen. Terdapat 4 variabel laten
dengan 11 wvarabel manifes (indikator) dalam penelitian ini. Untuk
memberikan gambaran mengenai kecenderungan variabel tersebut

' maka dilakukan analisis deskriplif, Hasil analisis deskriptif ini,
demikian pula dengan pengujian hipotesis, didasarkan pada data
tem-item yang telah teruji valid dan refliabel. Seluruh variabel manifes

(indikator variabel laten) yang diuji validitas dan reliabilitasnya diukur

melalui kuisioner dengan skala Liker Hasil uji instrumen dengan I
teknik korelasi item-total melalui Koefisien Korelasi Pearson
menunjukkan bahwa seluruh item untuk setiap variabel manifes teruji
valid. Demikian, pula hasil uji refiabilitas dengan teknik Cronbach's
Alpha menunjukkan bahwa seluruhnya tenji reliabel.

a. Internal control

Internal control (Xy) merupakan serangkaian proses yang
difalankan oleh pimpinan organisasi satuan perangkat keria untuk

mengelola fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber
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daya organisasi yang dipimpinnya. Indikator variabel ini meliputi:
fingungan  pengendalian (X14), penilaian  risiko (Xi1z2), kegistan
pengendalian (X, 3), informasi dan kemunikasi (¥1.), dan pemantauan
(X1 5). Hasil pengukuran terhadap internal control dari 128 pegawai di
Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan responden, yang diperinci
berdasarkan kelima indikator variabel intermal confrol, dapat dilihat
seperti disajikan pada Tabel 5.6

Hasil penelitian terhadap lingkungan pengendalian  (X4)
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
88 responden atau 688% yang menyatakan bahwa lingungan
pengendalian (Xi;) pada Pemerintah Frovinsi Sulawesi Selatan
berada pada karegori tinggl, 20 responden atau 15 6% yang
menyatakan sedang, 19 responden atau 14 8% yang menyatakan
sangat tinggi, 1 responden atau 0,8% yang menyatakan rendah, dan
tidak ada responden yang menyatakan pada kategori sangat rendah.
Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian responden sebesar 509
atau 79,5% dari skor maksimum sebesar 640, Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa lingungen pengendalian (X;:) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi.

Hasil penelitian terhadap penilaian rsiko (Xy2) berdasarkan
penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat 79 responden
atau 61,7% yang menyatakan bahwa penilaian risiko (X;:) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada karegori tinggi, 30
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responden atau 23 4o yang menyatakan sedang, 15 responden atau
11.7% yang menyatakan sangat tinggi, 4 responden atau 31% yang
menyatakan rendah, dan tidak ada responden yang menyatakan pada
kategor sangat rendah. Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian
responden sebesar 489 atay 76,4% dari skor maksimum sebesar 640,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko (X )
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori
tinggi.

Hasil penelitian terhadap kegiatan pengendalian (X13)
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
81 responden atay 63,3% yang menyatakan bahwa kegiatan
pengendalian (X;1) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
berada pada karegori tinggi, 38 responden atau 29,7% yang
menyatakan sedang, B responden atau 6.3% yang menyatakan
sangat tinggi, 1 responden atau 0,8% yang menyatakan rendah, dan
tidak ada responden yang menyatakan pada kategori sangat rendah.
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Tingegi
00| o8| 158 688 | 148 1000/ 79.53%
orang 0 4 30 74 15 128 AES
.HL? » Tﬂ'mﬂl
kY 00| 31| 234 BL7 | 11,7 | 1000 | 76.41%
arang 0 1 as 81 ] 128 480
L Tirggi
% 00| 08| 297| B33z 64| 1000/ 7500%
arang 0 0 33 &3 12 128 441
Ko Tinggi
k] 0.0 00 258| G418 o4 1000 | 78 72%
Qrand (¥} 0 ) 104 20 128 525
Xy s Tingal
g 0,0 0,0 |. 5] 788 | 156 | 1000 | B2,03%

Sumber: Diolah berdasarkan data primer pada Lampiran 4, 2012,

Skor fotal yang dicapai berdasarkan penilaian responden
sebesar 480 atau 75,0% dari skor maksimum sebesar 640, Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian (X, 1) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi.

Hasil penelitian terhadap informasl dan komunikasi (%1.4)
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
83 responden atau 6,48% yang menyatakan bahwa informasi dan
komunikasi (X;4) pada Pemenntah Provinsi Sulawesi Selatan berads
pada karegori tinggi, 33 responden atau 258% yang menyatakan
sedang, 12 responden atau 9.4% yang menyatakan sangat tinggi,
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sefta lidak ada responden yang menyalakan pada kategori rendah
atau sangat rendah. Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian
responden sebesar 491 atau 76,7% darl skor maksimum sebesar 640,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi dan komunikasi
(%14) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
kategori tinggi.

Hasil penelitian terhadap pemantauan (X;s) berdasarkan
penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat 101
responden atau 78,9% yang menyatakan bahwa pemantauan (X1.5)
pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada karegori
tinggi, 20 responden atau 15,6% yang menyatakan sangat tinggi, 7
responden atau 55% yang menyatakan sedang, serta tidak ada
responden yang menyatakan pada kategor rendah afau sangal
rendah. Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian responden
sebesar 525 atau 82 0% dan skor maksimum sebesar 840, Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pemantauan (X;s) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategon tinggi.

Hasil analisis data terhadap kelima indikator infernal controf
(¥4) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki skor pada kategon

tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa internal control

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategon tingai
atau pelaksanaannya telah berada pada kategori baik, sehingga
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diharapkan dapat menunjang pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan

A T T

dan fraud prevention di Provinsi Sulawesi Selatan.

e

b. Internal Auditor

Intenal suditor (X;) merupakan serangkaian proses yang
dijalankan oleh lembaga fungsional pemerintah yang bertanggung
jawab untuk menjamin pelaksanaan program dan kagiatan berjalan
secara efeklif dan efisien sesuai dengan hulium dan peraturan yang
berlaku. Indikator variabel ini meliputi independensi (¥s.) dan
kompetensi (X23). Hasil pengukuran terhadap internal auditor dan 128
responden, yang diperinci berdasarkan kedua indikalor variabel
internal auditor, dapat dilihat seperti disajikan pada Tabel 5.7

H-;:lsil penelitian terhadap independensi (X:y) berdasarkan
penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa lerdapat 92 responden
atau 71,9% yang menyalakan bahwa independensi (Xz.) pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada karegori tinggi, 26
responden atau 20,3% yang menyatakan sedang, ¥ responden atau
5,5% yang menyatakan sangat tinggi, 3 responden atau 2,3% yang
menyatakan rendah, dan tidak ada responden yang menyatakan pada
kategori sangat rendah. Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian

responden sebesar 487 atau 76,1% dari skor maksimum sebesar 640,

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa independensi (X,




intemal auditor pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada
pada kategori tinggi.

Hasil peneliian terhadap kompetensi (¥z2) berdasarkan
penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat 95 responden
atau 74,2% yang menyatakan bahwa kompetensi (X2z) Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan berada pada karegon tinggi, 21 responden
atau 16,4% yang menyatakan sangat tinggi, 8 responden atau 6,3%
yang menyatakan sedang, 4 responden atau 3,1% yang menyatakan
rendah, serla tidak ada responden yang menyatakan pada kategori
sangal rendah. Skor fotal yang dicapai berdasarkan penilaian
responden sebesar 517 atau 80,8% dari skor maksimum sebesar 640
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi (X22) internal
auditor pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
kategor tinggi.

Tabel 5.7 Distribusi frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator

Internal Auditor
R e Ly ol Lo
AR T T o, Eb A T
?ﬁg{# : 1'-.‘ *'ﬁg_ﬁfi?l?f ’].L "'EIIH-\: ] .-'u-_": ek e ot .. ..-.l'- iy _._:"g-':ﬂ;x_
E. e e :_E__}l’::p_-ﬂ ""--. AL ] e, e Jﬁ: : E'.l.l__!._
Sk i P e R
S A i T S
u -
X1 Ther
%, oo| 23
orang 0 4 g] 85| 21 128 | 517 o
X2z Teog
% ool 34 63| 742 164 1000 BO78%
Sumber Diolah berdasarkan data primer pada Lampiran 4, 2012,
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Hasil analizis data terhadap kedua indikator infemal auditor (#z)
menunjukkan bahwa kedua indikator fersebut memiliki skor pada
kategori linggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa internal
auditor pada Pemerintah Provinsi Sulawes Selatan berada pada
kategori tinggi atau pelaksanaannya telah berada pada kategori baik,
sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan akuntabilitas

pemerintahan dan fraud prevention di Provinsi Sulawesi Selatan.

. Akuntabilitas

Akuntabilitas (Y) merupakan penciptaan tatakelola manajemen
pemenntahan yang lebih baik guna mewujudkan akuniabilitas publik
yang efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi
pemangku kepentingan. Indikator variabel ini melipufi: akuntabilitas
kinerja (Y;i) dan akuntabilitas keuangan (Y,z). Hasil pengukuran
terhadap akuntabilitas dari 128 responden, yang diperinci berdasarkan
kedua indikator variabel akuntabilitas, dapat dilihat seperi disajikan
pada Tabel 5.8.

Hasil penelitian terhadap akuntabilitas kinera (¥y.4)
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
93 responden atau 72 7% vyang menyatakan bahwa akuniabilitas
kinerja (Y1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
karegori tinggi, 19 responden atau 14,8% yang menyatakan sangal

inggi, 14 responden atau 10.9% Yyang menyatakan sedang, 2
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rezponden atau 1 6% yang menyatakan rendah, dan tidak ada
responden yang menyatakan pada kategori sangal rendah. Skor total
yang dicapai berdasarkan penilzian responden sebesar 513 atau
80,16% dari skor maksimum sebesar 640. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas kineda (Y;:) Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan berada pada kategor tinggi.

Tabel 5.8 Distribus! frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator

Akuntabilitas
i L . T R g
*??" e s Frekuensi . f =i .
:im;‘qr —'.".F-'\'-__:h-\. . : : .-. : 1 = =l dre Yy o . ..- & -. I.'|. o I - Tﬂlal -HMI.I
i it o Satu-- I e Bl Bl s e et kg Total: | Skor . | " :
!._?:i:'!_:}-: = __P gl ."'il'l:' _-"..".-.-. 3 iz i Tepk s Rﬂpr ir , .-__ X f ]
orang ] 2 14 93 19 128 513
¥ia —1  Tinggl
% 0.0 16| 108 | 27| 148 1000| 80.16%
Orang 0 16 45 80 7 128 | 442
Y2 Tinggl
l % 0o 125 352 469 55| 100.0| 69.08%

Sumber: Diolah berdasarkan dala primer pada Lampiran 4, 2012.

Hasil terhadap akunfabilitas keuangan (Yz)

penelitian
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
60 responden atau 46,9% yang menyatakan bahwa akuntabilitas

keuangan (Y:z) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
karegori tingai, 45 responden atau 32,5% yang menyatakan sedang, 7
responden atau 5,5% yang menyatakan sangat finggi, 16 responden

atay 12.5% yand menyatakan rendah, serta tidak ada respondean yang
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berdasarka il
Sarkan penilaian responden sebesar 442 atau 69,1% dari skor

maksimum sebesar 640. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas keuangan (Y:1z) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
berada pada kategori tinggi,

Hasil analisis data terhadap kedua indikator akuntabilitas (Y1)
menunjukkan bahwa kedua indikalor fersebut memiliki skor pada
kategori  tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
kategori tinggi atau pelaksanaannya telah berada pada kalegor baik,
sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan fraud prevention

di Provinsi Sulawesi Selalan.
d. Fraud Prevention

Fraud prevention (Yz) merupakan serangkaian tindakan untuk
meminimalisasi peluang-peluang kecurangan baik secara individual
maupun secara kolektif dengan menekankan pada perbaikan sistem
dan prosedur yang lebih baik dalam organisasi pemerintah. Indikator
variabel ini meliputi menciptakan budaya kejujuran (Y21) dan
menghilangkan kesempatan melakukan fravd (Y23). Hasil pengukuran
terhadap fraud prevention (Yz) dari 128 responden, yang diperinci
berdasarkan kedua indikator variabel fraud prevention (Yz), dapat

dilihat seperti disajikan pada Tabel 5.9.
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Hasil penelitian terhadap menciptakan budaya kejujuran (Y )
berdasarkan penilaian 128 responden, menunjukkan bahwa terdapat
80 responden atau 6259 yang menyatakan bahwa upaya
menciptakan budaya kejujuran (Yz1) pada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan berada pada karegori tinggi, 30 responden atau
23,4% yang menyatakan sedang, 11 responden atau 86% yang
menyatakan sedang, 6 responden atau 4,7% yang menyatakan
rendah, dan 1 responden atau 0,8% yang menyatakan pada kategori
sangat rendah. Skor total yang dicapai berdasarkan penilaian
responden sebesar 478 atau 74, 7% dari skor maksimum sebesar 640,
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya menciptakan
budaya kejujuran (Yz1) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

berada pada kategori tinggi.

Tabel 5.9 Distribusi frekuensi Jawaban Responden terhadap Indikator

F'“"‘”’"‘t‘:'.e"ﬂ“" R i i—
e e
ﬂéﬁ“ﬁgf‘* Hﬁ“ FRL PR =
jh?ﬁr-gi-'%ﬁ-‘g ','_
B
Yia
% 0.8 4.7
i a1l 1 8 44 G2 13 128 462 vicia
% oe| B3| 3t4| 484 102| 1000 72.19%

Sumber: Diolah berdasarkan data primer pada Lampiran 4, 2012,




W\__—\

Ha=il penalitian tErhEﬂap upaya mEthﬂangkﬂn kESEmpata.n

melakukan fraud (Y25) berdasarkan penilaian 128 responden,
menunjukkan bahwa terdapat &2 responden atau 484% yang
menyatakan bahwa upaya menghilangkan kesempatan melakukan
fraud (¥23) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
karegori tinggi, 44 responden atau 34,4% yang menyatakan sedang,
13 responden atau 10,2% yang menyatakan sangal tinggi, 8
responden atau 6,3% yang menyatakan rendah, serta 1 responden
atau 0,8% yang menyatakan pada kategori sangat rendah. Skor total
yang dicapai berdasarkan penilaian responden sebesar 462 atau
72,2% dar skor maksimum sebesar 640. Dengan demikian, dapat
dizsimpulkan bahwa upaya menghilangkan kesempatan melakukan
fraud (¥22) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada
kategor tinggi.

Hasil analisis data ferhadap kedua indikator fraud prevention
(Y) menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut memiliki skor pada
kategori tinggi. Dengan demikian, dapal disimpulkan bahwa fraud
prevention (Yz) pada Pemerntah Provinsi Sulawesi Selatan berada
pada kategori tinggi atau pelaksanaannys telah berada pada kategori
baik. Namun demikian, masih terdapat 53 responden atau 41,4% yang
menyatakan pada kategori sedang ke bawah, sehingga masih sangat

diperlukan upaya untuk menunjang pelaksanaan fraud prevention di

Pravinsi Sulawesi Selatan.
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3. Analisis Structural Equation Modeling

a. Pengujian model pengukuran

Tujuan dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi
pengaruh internal control dan intemal auditor terhadap akuntabilitas dan
fraud prevention. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka dilakukan
estimasi model persamaan struktural (structural equation modelling)
dengan menggunakan program AMOS wversi 20. Sebelum analisis
kausalitas dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan uji ketepatan model

pengukuran beserta ujl prasyarat analisis.

1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk
Uji ketepatan indikator dimaksudkan untuk menguji ketepatan
suatuy indikator dalam mengukur vanabel laten yang diwakilinya.
Sebuah variabel manifes (indikator) dikatakan tepat untuk mengukur
variabel laten jika memiliki nilai estmasi (estimale) pada sfandardized

regression weights yang lebih besar dari 0,5 (Santoso, 2007).

1.1 Pengukuran Internal control
intemnal control (X;) sebagai variabel eksogen terdir atas
lima indikator, yaitu: lingkungan pengendalian (Xi.). penilaian
dsiko (%2), kegiatan pengendalian (X;5), informasi dan
kamunikasi (¥.4), dan pemantauan (¥4 s). Variabel infemal control

varnabel laten, yang dalam  penelitian  ini

merupakan
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pengukurannya menggunakan kuisioner. Oleh karena itu, peru
dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner tersebut
untuk menjamin akurasi data yang diperoleh. Hasil uji validitas
masing-masing item dalam instrumen internal control (X;) dapat
dilihat pada Tabel 5.10.

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen intemal control (Xz)
seperti pada Tabel 510, terlihat bahwa seluruh item pertanyaan
pada instrumen pengukuran internal control (%;) memiliki koefisian
korelasi yang siginifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
seluruh item pertanyaan tersebut valid digunakan sebagai alst
pengukur internal contral (X,). Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen
internal confrol (X:) menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha
sebesar 0,826, Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa

instrumen internal control (¥} memiliki reliabilitas yang sangat baik

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.




M\

___ Controf
Partl.at?'l[;aan N cz:;:z;g“ Sig. (2-talled) | Keterangan

WY 128 0669+ 0.000 Vallid
X112 128 0.704** 0.000 Valid
X113 1286 |  o0s49 0000 |  Valid
X114 128 0.665"* 0.000 Valid
%115 128 0.660° 0.000 Valid
X121 128 0.744* 0,000 Valid
X122 128 0.749"* 0.000 Valid
X123 128 0.7027* 0.000 Walid
X131 128 0.640°" 0.000 Valid
X132 128 0.678* 0.000 Valid
-} X133 128 0.656" 0.000 Valid
' X134 128 0.573" 0.000 Valid
X141 128 0.685* 0.000 Valid
| X142 128 0.630* 0.000 Valid
X143 128 0.437* 0.000 Valid
X144 128 0.685" 0.000 Valid
: X151 128 0.428* 0.000 Valid
| X152 128 0.469** 0.000 vald
5 X153 128 0.705** 0,000 Valid
X154 128 0.763"" 0.000 Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2012, Lampiran &,

Pengujian ketepatan indikator sebagai pengukur internal

control (X1) menggunakan confimmatory factor analysis (CFA). Hasil

pnya dapat dilihat pada Lampiran 6

sedangkan hasil analisis selengka




Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima variabel manifes
yang diajukan, yakni : lingkungan pengendalian (X,,), penilaian
risiko (X12), kegialan pengendalian (X, 1), informasi dan kemunikasi
(X14), dan pemantauan (X,s) seluruhnya valid digunakan sebagai
pengukur intemal contral (X,), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai
estmasi (estimate) pada standardized regression weights (foading
factor — A) untuk seluruh variabel bernilai lebih besar dari 0.5.
Loading factor (A) untuk seluruh indikator bertanda positf, yang
berarli bahwa infernal control (X,) mempunyai hubungan yang positif
dengan seluruh indikator, yakni semakin tinggi infermal control {X,)

maka akan semakin tinggi pula nilai dari masing-masing indikatomya.

Tabel 5.11 Confirmatory Factor Analysis Internal control

Variabel Manifes Variabel Laten |[Estimate | Keterangan
Lingkungan pengendafian (X,,) | € | Internal Control 0728 Valid
Peniiaian Risiko (X,2) & | Internal Control | 0,737 Valid
Kegiatan Pengendalian (X 1) ¢ | Internal Conirol 0,870 Valid
Informasi dan Komunikasi (X.4) | € | Internal Control 0,812 Valid
Pemantauan (X1} & | Intemal Control 0,761 Valid

Sumber Hasil analisis data, 2012, Lampiran &

1.2. Pengukuran Internal auditor
Internal auditor (X2) sebagai variabel eksogen terdiri atas dua

indikator, yattu: independensi (¥z:) dan kompetensi (X22). Variabel

ntamal auditor (X2) merupakan variabel laten, yang dalam penelitian
intern.
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i pengukurannya menggunakan kuisioner. Oleh karena itu, perlu
dilakukan uji validitas dan reliabifitas terhadap kuisioner tersebut untuk
menjamin akurasi data yang diperoleh. Hasil uji validitas masing-
masing item dalam instrumen intermal auditor (X,) dapat difihal pada
Tabel 5.12

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen internal auditor (¥a)
seperi pada Tabel 5,12, terihat bahwa seluruh item pertanyaan pada
instrumen pengukuran intemal auditor (¥z) memiliki koefisien korelasi
yang siginifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salurub
item pertanyzan tersebut valid digunakan sebagai alat pengukur
infernal audifor (Xz). Selanjutnya, uji reliabilifas instrumen infermal
auditor (Xz) menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,844,

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa instrumen infernal auditor

(¥2) memiliki reliabilitas yang sangat baik untuk digunakan sebagai

alat pengumpul data.




Tabel 512 Hasil Uji Validi
it Uji Validitas [tem Pertanyaan Instrumen [nternal

Fertlmaan N Emﬁgn Sig. (2-tailed) | Keterangan

| X2 128 0.637 0.000 Valid
o 128 0.620" 0.000 Valid
X23 128 0.601* 0.000 Valid
| Xx24 128 D.6az* 0.000 Valid
X25 128 0682 0.000 Valid
| %26 128 0614 0.000 Valid
| | X7 128 0.646% 0.000 Valid
X28 128 0.647"* 0.000 Valid
| X29 128 0.672* 0.000 Valid
l X210 128 0.703" 0.000 Valid
%211 128 0755 0.000 \alid
X212 128 0.747* 0.000 Valid
| X213 128 0.752"" 0.000 Valid

| X214 128 0.752** 0.000 vaid |
| X215 128 0.690" 0.000 Valid
f X216 128 0.698* 0,000 Valid
X217 128 0.780™ 0.000 Valid

X218 128 0.741"" 0.000 Valid B
X219 128 0. 722 0.000 Valid
| X220 128 0677 0.000 Valid
X391 128 0676 0.000 Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2012, Lampiran B.

Pengujian ketepatan indikator sebagal pengukur internal

auditor {Xz) menggunakarn confirmatory factor analysis (CFA). Hasil

lisis CFA secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.13, sedangkan
analss

lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.

hasil analisis s




Tabel 5.13 Confirmatory Factor I Analysis Internal auditor

Variabel Mani :
indsrenderat xifEs ‘-"Briahal Laten Estimate | Keterangan
Kompetensi e Intemal auditor D,952 Valid

“ﬂm I{x‘?.ﬂ — 4 lntE'I'n.H auditor 0,788 Valid

Sumber: Hasil analizsis data, 2012, Lampiran 6.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua wvariabel manifes
| yang diajukan, yakni: independensi (24} dan kompetensi (Xza),
seluruhnya valid digunakan sebagal pengukur internal auditor (Xz),

sebagaimana ditunjukkan oleh nilai  estmasi (estimale) pada

standardized regression weights (loading factor — A) untuk seluruh
variabel bemnilai lebih besar dari 0,5. Loading factor (A) untuk seluruh
indikator bertanda positif, yang berarfi bahwa infermnal avditor (Xz)
mempunyai hubungan yang positif dengan seluruh indikator, yakni
semakin tinggl infernal auditor (X;) maka akan semakin tinggi pula

nilai dar masing-masing indikatornya.

1.3. Pengukuran Akuntabilitas

Akuntabilitas (Y;) sebagai vanabel endogen terdiri atas dua

indikator, yaitu: akuntabilitas kinerja (¥3.4) dan akuntabilitas keuangan
(¥i2). Variabel akuntabititas () merupakan vaniabel laten, yang

dalam penelitian ini pengukurannya menggunakan kuisioner. Oleh

karena itu, periu dilakukan uji validitas dan reliabiltas terhadap

kuisioner tersebut untuk menjamin akurasi data yang diperoleh, Hasil




Ul validitas Masing-masing item dalarm instrumen akuntabilitas ()

dapat dilihat pada Tabel 5, 14,

Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Instrumen Akuntabilitas

Per:-ﬁ;aan N .:Eﬁ::‘::m Sig. (2tailed) | Keterangan
Yt 128 0.653 0.000 Valid
Y112 128 0697 0.000 Valid
Y113 128 0.584% 0,000 Valid
Y114 128 0.583" 0.000 valid |
Y115 128 0.637" 0.000 Valid
Y116 128 0.592* 0.000 Valid
Y117 | 128 0.760° 0.000 Valid
Y121 128 0.801% 0.000  Valid
Y122 128 0.813™ 0.000 vaiid |
Y123 128 0.788* 0.000 Valid
¥124 128 0.612* 0.000 Valid
Y125 128 0.495" 0.000 Valid

Sumber; Hasil analisis data, 2012, Lampiran &.

Berdasarkan hasil uji validitas seperti pada Tabel 5.14, terihat
bahwa seluruh item pertanyaan pada instrumen pengukuran
akuntabilitas [Y) memiliki koefisien korelasi yang siginifikan. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut
valid digunakan sebagai alat pengukur akuntabilitas (). Selanjutnya,
uji reliabilitas instrumen akuntabilitas (Y:) menghasilkan koefisien
Cronbach's Alpha sebes
n bahwa instrumen akuntabilitas (Y;) memiliki reliabiiitas

unakan sebagai alat pengumpul data,

ar 0888 Dengan demikian, dapat

disimpulka

yang sangat baik untuk dig




Pengujian katepatan idikator sebagai

(¥4} menggunakan

pengukur akuntabilitas

confirmatory factor analysis (CFA). Hasil analisis

CFA secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.15, sedangkan hasil

analisis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran &,

Tabel 5.15 Confirmatory Factor Analysis Akuntabilitas

| Varabel Manifes Variabel Laten | Estimate -Heterangan
| Akuntabilitas Kinerja (Y, ,) & |  Akuntabiitas 0,865 vaiid
Akuntabiltas Keuangan (Y., | « Akuntabiitas 0,851 Vald

Sumber. Hasil analisis data, 2012, Lampiran 6.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel manifes
yang diajukan, yakni; akuntabilitas kineda (Y;;) dan akuntabilitas
kevamgan (Y.z2), keduanya walid digunakan sebagai pengukur
akuntabilitas (Y}, sebagaimana diunjukkan oleh nilai estmasi
(esiimate) pada slandardized regression weighls (leading faclor — A)
untuk seluruh variabel bemilai lebih besar dari 0,5, Loading factor (A)
untuk kedua indikator tersebut bertanda positif, yang berari bahwa

akuntabilitas (Y3) mempunyai hubungan yang positif dengan kedua

indi ya yakni semakin tinggi gkuntabilitas (¥;) maka akan

semakin tinggl pula nilai dari masing-masing indikatornya.

1.4. Pengukuran Fraud prevention
Fraud prevention (Yz) sebagai variabel endogen terdin atas dua

P & 21

menghilangkan kesempatan mel3
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prevention (Ys) Merupakan varighel laten, yang dalam penelitian ini
pengukurannya menggunakan kyisioner Oleh karena itu, perlu
dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner tersebut untuk
menjamin akurasi data yang dipercleh. Hasil uji validitas masing-

masing item dalam instrumen frayd prevention (Yz) dapat dilihat pada

Tabel 5.16,

Tabel 516 Hasil Uji Validitas Mtem Pertanyaan Instrumen Fraud

- Prevention

Pe;at?:;aan N .c:iﬁ:nm Sig. (2-tailed) | Keterangan
Y211 128 0614 0.000 Walid
Y212 128 0.737* 0.000 Valid
Y213 128 0 6E9"* 0.000 Walid
Y214 128 0.649" 0.000 Valid
Y215 128 0.804* 0.000 Valid

vzt | 128 0.740" 0.000 Valid
Y222 128 0.791* 0.000 Valid
Y223 128 0.626" 0,000 Walid
Y224 128 0.775™ 0.000 Valid
Y225 128 0.625™ 0.000 Valid
Y226 128 o.g12* 0.000 Valid
Y227 128 0.773™ 0.000 Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2012 Lampiran 6,

Berdasarkan hasil uji validitas seperti pada Tabel 5.18, tedihat

bahwa seluruh item pertanyaan pada instrumen pengukuran fraud

prevention (Yz) memiliki koefisien korelasi yang siginifikan, Dengan

n bahwa seluruh item pertanyaan tersebul

demikian, dapat disimpulka




valid digunakan - sebagai alat pengukur fraud prevention (Y).

lanj i £ gare

menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,913. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen fraud prevention (¥z)

meamiliki reliabilitas yang sangat baik untuk digunakan —

pengumpul data.

Pengujian  ketepatan  indikator sebagai pengukur  fraud
prevention (Yz) menggunakan confirnatory factor analysis (CFA).
Hasil analisis CFA secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.17,

sedangkan hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6,

Tabel 5.17 Confirmatory Factor Analysis Fraud Prevention

Variabel Manifes Variabel Laten |Estimate "‘“ﬂfnﬂﬂ
?"}DF' takan budaya kejujuran | Fraud prevention 0,733 Valid
21
Menghilangkan kesempatan | o | praud prevention | 0,928 Valid
melakukan fraud {Yza) T pre :

Sumber: Hasil analisis data, 2012, Lampiran 6.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua variabel manifes

yang diajukan, yakni: menciptakan budaya kejujuran  (Yz) dan

menghilangkan kesempatan melakukan fraud (Yzz). keduanya valid

digunakan sebagai pengukur fraud
nilai estmasi (estimate) pada standardized re ;

prevention (Yz), sebagaimana

ditunjukkan oleh

weights (loading factor = A) untuk kedua variabe! bemilal lebih besar

dari 0,5 Loading factor (M) untuk kedua indikator bertanda positif,
an 0,5.
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yang berarti bahwa i
fraud prevention (y,) mempunyai hubungan yang
sitif de irdi
po ngan kedua indikator, yakni semakin tinggi fravd prevention

v L
(Yz) maka akan semakin tinggi pula nilai dari masing-masing
indikatornya.

Ukuran Sampel, Uji Mormalitas, Data Qutlier

Ukuran Sampel. Pada umumnya dikatakan bahwa aplikasi
SEM dengan menggunakan AMOS, membutubkan jumiah sampel
yang cukup besar agar hasil yang diperoleh mempunyai kredibilitas
yang cukup. Metode yang digunakan AMOS dalam SEM adalah
maximum lkelihood (ML) dan juga digunakan dalam analisis ini.
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 128 responden.
Berdasarkan hasil analisis, terlinat telah tercantum kalimat "minimum
was achieved” yang berarti bahwa AMOS telah berhasil mengestimasi
varians dan kovarian yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa jumlah item sampel yang digunakan dalam penelitian ini telah
memenuhi persyaratan analisis SEM.

Uji Normalitas. Seperti halnya pada kebanyakan metode

statistik lainnya, SEM juga mensyaratkan data berdistribusi normal

(Ferdinand, 2002). Hal ini menjadi syarat penting yang harus dipenuh
ala tidak berdistribusi nommal, hasil  analisis

disebabkan jika d
dikuatirkan menjadi bias. Demikian

pula jika ada sejumiah data outlier
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di dalam mod '
el, yakni data Yang mempunyai nilai jauh di atas atau

jauh di bawah rata-rata daty 2
Uji normalitas yang dilakukan pada model persamaan struktural

struciu { i
( ral equation maodeliing) mempunyai dua tahapan. Tahapan

pertama adalah menguiji normalitas untuk setiap variabel, sedang

tahap kedua adalah pengujian normaitas semua variabel secara
bersama-sama (multivariate normality) (Sentoso, 2007). Hal ini
disebabkan karena jika sefiap variabel berdistribusi normal secara
individu, tidak berarti jika diuji secara bersama-sama {multivanate)
juga sudah pasti berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas sebaran data yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat sebagaimana disajikan pada Tabel 5.18
Dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka nilai distribusi 2
yang sesuai adalah + 2,58 sebagai nilai pembanding.

Data pada Tabel 5.18 menunjukkan bahwa dan 11 variabel
manifes (indikator) dalam model, seluruhnya memiliki sebaran data

yang mengikuti sebaran normal dengan nilai crtical rafio {c.r.) yang

lebih kecil dari 2.58. Selanjutnya, sebaran dala secara bersama-sama

(multivariate normalify) juga mengikuti sebaran normal dengan nilai

0,688 yang lebih kecil dari 2,58. Dengan

critical ratio (c.r.) sebesar
demikian, dapat disimp

mengikuti sebaran normal,

ulkan bahwa sebaran data dalam model telah

baik secara parsial maupun secara
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Tabel 5.18 Hasil Uji Normalitas Sebaran Data

= Variable 1“;:“ ?“:IH %ﬁ:}r :.n kurtosis £.F.

. : 1604 | -581| -1,342
X12 2000 | 5000 -113| -s21| -.722| -1.668
X13 1000 | 5000 | -339| -1,568| -578| -1331
®id 1000 | 5,000 -453| -2083| -231| -533
X15 1000 | 5000| -579| -2673| -178| -413
X21 1,000 | 5000| -448| -20067| -g10| -14089
X22 1,000 | 5000| -656| -a027| 272| ezs
Y1 1,000 | 5000| -662| -3080| ,198| 457
Y12 1,000 | 4,B00| -430| -1987 | -700| -1616
Y21 1000 s000| -so0| 31es| -a77| -e70
Y22 1000 | 5000 | -184| -gs0| -4z3| @77
Multhvanate 2057 JGEE

Sumber: Hasil analisis data, 2012, Lampiran 4,

Data Outlier. Pendeteksian terhadap data owufliar
menggunakan Mahalanobis yang menunjukkan seberapa jauh jarak
sebuah data dard fitik pusat tertentu. Sebuah data dikatakan outlier jika

mempunyai angka pf dan p2 yang kurang dari 0,05 (Santoso, 2007).

Pemeriksaan terhadap data yang ada menunjukkan tidak terdapat item

yang mem.un-rﬂ,[ angl{a Pf dan PE yand l"i.l.ll‘-ﬂr'lg dari D.DE [Eﬂmplran 7

halaman 296). Dengan dermnikian, dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat

odel, sehingga analisis SEM dapat dilanjutkan.

data yang outlier dalam m




3. Uji Goodness of Fit

Sesuai de
naan model struktural yang telah dikembangkan pada

ngka piki i
kerangka pikir, dan setelah diolgh dengan menggunakan program AMOS

versi 20, maka telah diperoleh hasil analisis structural equation modelling
(SEM) yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Untuk mengetahui ketepatan SEM pengaruh internal control (X4)

dart intermal auditor (X,) terhadap akuntabilitas (Y,) dan fraud prevention
{Yz}, maka dilakukan uji goodness of fit,

Hasil uji goodness of fit sebagaimana disajikan pada Tabel 5.19,
menunjukkan bahwa model struktural yang digunakan, secara umum telah
memenuhi cuf of value, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
model struktural yang digunakan sudah tepat (fit) dengan data yang ada,
sehingga analisis hubungan kausalitas atau hubungan fungsional antar

variabel dalam model, sudah dapat dilakukan.

Tabel 5.19 Uji Goodness of Fit Model Struktural
Kriteria Cut of value Hasil Model | Keterangan
Chi-square Diharapkan kecil 33,468 Fit
Sig. probability =0,05 0,120 Fit
RMSEA < 0,08 0,052 Fit
| CMIN/DF < 2,00 1,339 Fit
TLI > 0,95 0,962 Fit
CFl = 0,95 0,992 Fit
i Secara umum Fit
3 ., ST, .,

Sumber Hasil analisis data, 2012, Lam

piran 7.



b, Pengujian Signifikansj

Pengaruh Internal Controf dan Internal Auditar

: terhadap kuntabilitas
Analisis SEM menghasilkan dua

lenis statistik, yaitu: (1) nilai-
nilai statistie dari dala yang tidak

distandardisasi (unstandardized
regression weights), dan (2) nilai-nilai statistik dari data yang
distandardisasi (standardized regression weights). Nilai-nilai statistik
yang digunakan dalam pembahasan inl adalah *standardized
regression weights™ yang sudah memsnuhi uji goodness of fit, atau
bukan “unslandardized regression weights”. Hal ini dilakukan karens
analisis ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi pengaruh variabel
eksogen terhadap variabel endogen.

Berdasarkan hasil analisis strucfural equation modelling yang
sudah memenuhi kriteria goodness of fif, dapat dilakukan uji
signifikansi hubungan fungsional antar variabel. Pengujian dilakukan
secara parsial dengan menggunakan nilai crifical ratio (CR) dan
probability (P) pada standardized regression wights.

Analisis ini dimaksudkan untuk menguji signifikansi pengaruh
internal controf (X;) dan intermal audifor (Xe) terhadap akuntabilitas
pemerintah (¥y). Hasil estimasi koefisien pengaruh variabel eksogen

terhadap variabel endogen dapat d
sis dala secara lengkap dapat dilihat pada

ilihat seperti disajikan pada Tabel

5.20, sedangkan hasi anali

Lampiran 7.
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Tabel 5.20 Hasil Estimasi Koofi
._Fﬂmﬂ’@mmmfﬂf ien Pengaruh internal Control dan

| == _EF,_Akintahilﬂas
, Estimate ]
I Variable R — | — sE ¥ —
Unstandardized Standardized | Paerht, Manual ¥
_ Sistem
X
| _'r1 & Xy 0,778 0669 0151 | 5158 4430 | 0,000
Y, € X 0,345 025 0164 | 2105 1,561 | 0,035

Sumber: Hasil Analisis, 2011, Lampiran 7.

Koefisien determinasi (Squared Multiple Corrslations = RY) =
0,764 yang menunjukkan bahwa variabel infermal confrol (X1) dan
infemal auditor (X;), secara simultan dapat menjelaskan 76,4% variasi
tinggi rendahnya akuntabilitas (Y,), dan selebihnya (23,6%) dijelaskan
oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam persamaan regresi yang
digunakan. Model hubungan variabel internal control (X4) dan infernal
auditor (Xz) dengan akuntabilitas pemenntah (Y,) dapat dilihat seperti

disajikan dalam Gambar 5.1

[nfermal
Conirol
(X1} oy 0858
sig:0,
. ay 0,256
| al slg:ﬂ,l}
aladitor
(¥z)

5.1 Pengaruh [nternal Control dan Internal Auditor

terhadap Akuntabilitas

Gambar




o

Untuk mengetahui signifikansi
conirol (X

pengaruh  variabel internal

dan i i
) intermal auditor (X,) tarhada p akuntabilitas (Y,) secara

rsial, mak i i i
pa aka dilakukan uji parsia| dengan  knteria  pengujian

menggunakan crifical ratio (c.r.) dan probabilitas sebagal benkut:

b.1. Fengaruh Internal Control terhadap Akuntabilitas

Koefisien standardized regression weights (standardized
coefficlents) pengaruh  wvariabel intemal controf (X;) terhadap
akuntabilitas () sebesar 0,669 dengan nilai critical ratio sebesar
5.156 pada taraf signifikansi 0,000. Koefisien sfandardized regression
weights bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel infernal
controd (¥;) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas (Y1), Ini berarti
bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) intemal controf (K1) akan
dilkuti dengan peningkatan akuntabilitas (Yy), sebaliknya, penurunan
internal control (%4) akan diikuti dengan penurunan akuntabilitas ()
pada taraf signifikansi 0,000, dengan asumsi faktor-faktor lain yang
mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas (Y1) dianggap konstan.

Kontribusi refatif infernal control (Xy) terhadap akuntabilitas (Y1)

sebagaimana ditunjukkan ocleh koefisien dererminasi parsial ()

sebesar 0,448, Ini berarti bahwa varabe
varasi tinggi rendahnya akuntabilitas (Y4),

| internal control (X;) dapat

menjelaskan 44,8%
|Eh \rﬁﬂamr |Elm?ﬂ-

sedangkan 45,2% dijelaskan ©




r e

Nilai cntical ratig
PeNQarh infemal control (X} terhadap

akuntabilita
Las ["ri} E'EbEEEll' 5155 dEngﬂﬂ E'ignlﬁk.ﬂnS-] 0,000, Ini berarti

internal control
i trol (X1) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas(Y,).

b.2. Pengaruh Internal Auditor terhadap Akuntabilitas

Koefisien standardized regression weights (standardized
coefficients) pengaruh  variabel intemal auditor (2] lerhadap
akuntabilitas (Y) sebesar 0,256 dengan nilai eritical ratio sebesar
2,105 pada taraf signifikansi 0,035, Koefisien standardized regression
waights bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel infemnal
auditor (Xz) barpengaruh positif terhadap akuntabilitas (). Ini bararti
bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) infermal audifor (X3) akan
dilkuti dengan peningkatan akuntabilitas (), sebaliknya, penurunan
infernal auditor (%;) akan diikuti dengan penurunan akuntabilitas (Y],
pada taraf signifikansi 0,035, dengan asumsi faktor-faktor lain yang
mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas (Y4) dianggap konstan.

Kontribusi relatif infemal auditor (Xz) terhadap akuntabilitas (Y)
sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien dererminasi parsial (1)
i bahwa variabel infemal auditor (X;) dapal

sebesar 0,066. Ini berart

menjelaskan 6,6% variasi tinggi rendahnya akuntabilitas  (Yy),

oy, dijelaskan oleh variabel ainnya.
aruh infernal auditor (Xz) ternadap

' sedangkan 93,4

Milai crifical rafio peng
} sebesar 2 105 dengan
garuh signifikan terhadap akuntabilitas ¥).

signifikansi 0,035, Ini berart
akuntabilitas (Y4

infernal auditor (Xz) berpen
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Pengaruh Internal control, Internal auditor dan Akuntabilitas
terhadap Fraud Preveantion

Analizis ini dimaksudkan untuk mengetahul dan  menguji
signifikansi pengaruh intermal control (X)), internal auditor (¥z), serta
akuntabilitas () terhadap fraud prevention (Y;z). Hasil estimasi
koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat
dilihat seperti disajikan pada Tabel 5.21, sedangkan hasil analisis data

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 5.21 Hasil estimasi koefisien pengaruh internal control, internal
auditor, dan akuntabilitas (Y,) terhadap fraud prevention

Estimate C.R.
Variable [ o L“ﬂ ; SE. Pactit: | Ml P
e ndardized Siatam
e o X 0,390 - 0,086 1,107 | 0,352 0,318 :I.?EE-
Y2 & X -0,580 -0.084 0,864 | -0670| -0775( 0,503
Y. & Y, 4767 0.940 1,974 | 2415 | 0000 | 0,016

Sumber: Hasil Analisis, 2011, pada Lampiran 7.

Koefisien determinasi (R%) = 0,875 yang menunjukkan bahwa
variabel internal control (Xs), internal auditor (Xg), dan akuntabilitas
(Yy), secara simultan dapat mejelaskan 875% vanasi tinggi
rendahnya fraud prevention (Yz), selebihnya (12,5%) dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak tercakup dalam persamaan regresi yang
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digunakan. Model hubungan variabel intemal control (X,), infernal
auditor (Xz), dan akuntabilitas (Y1) dengan fraud prevention (Yz) dapat
dilihat seperti dizajikan dalam Gambar 5.2,

Intarnal
Coniral
{%:)
B (0,085
Sig: 0,725
Internal
Bz -0 08
auditor e
%) sig:0, 503
Fia 0240
sig 0,016
Akunabilitas
(1)

Gambar 5.2 Pengaruh [Internal control, Internal audifor, dan
Akuntabilitas terhadap Fraud Prevention

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh wvariabel internal

conirol (X), internal auditor (%), dan akuntabilitas () terhadap fraud

prevenfion (Yz) secara parsial, maka dilakukan uji parsial dengan

menggunakan crtical ratio (C.R.) dan probabilitas (P) sebagai berkut.

b.3. Pengaruh Internal Control terhadap Fraud Prevention
Koefisien sfandardized regression weights (sfandardized

coefficients) pengaruh variabel infernal confrol (X,) terhadap fraeud

164 [
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prevention (Y2) sebesar 0,068 dengan rilai crifical ratio sebesar 0,352
pada tarafl signifikansi 0,725 Koefisien standardized regression
weights bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel infernal
control (Xs) berpengaruh positif terhadap fraud prevention (Ya). Ini
berarti bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) infernal control
(Xs) akan dikuti dengan peningkatan fraud preveniion (¥z);
sebaliknya, penurunan infemal econfrol (X1} skan dikuti dengan
penurunan fraud prevention (Y3), pada taraf signifikansi 0,725, dengan
asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya fraud
praveniion (Y3) dianggap konstan.

Kontribusi relatif infernal confrol (X:) terhadap fravd prevention
(Yz) sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien dererminasi parsial (1)
sebesar 0,004. Ini berarti bahwa variabel infemal control (X,) hanya
dapat menjelaskan 0,4% wvanasi tinggi rendahnya fraud prevention
(Y2}, sedangkan 99 6% dijelaskan cleh variabel lainnya.

Nilai cnfical rafio pengarub infernal confrol (%) terhadap fraud
prevention (Ys) sebesar 0,352 dengan signifikansi 0,725, Ini berarti

intemal confrol (%) tidak berpengarub signifikan terhadap fraud

prevention (Ya).

b.4. Pengaruh Internal Auditor terhadap Fraud Prevention

Koefisien standardized regression weights (sfandardized

coefficients) pengaruh variabel infemal auditor (Xa) terhadap fraud
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prevention (Y3) sebesar -0,084 dengan nilai critical ratio sebesar -
0.670 pada taraf signifikansi 0,503, Koefisien standardized regression
weights bertanda negalif yang menunjukkan bahwa variabel infermal
auditor (X2) berpengaruh negatif terhadap fraud prevention (Ys). Ini
berarti bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) internal auditor
(¥Xz) tidak akan diikuti dengan peningkatan fraud prevention (Y3); pada
taral signifikansi 0,503, dengan asumsi faktor-fakitor lain yang
mempengaruhi tinggi rendahnya frawd prevention (Y:) dianggap
kenstan.

Kontribusi relatif intemal auditor (X;) terhadap fraud prevention
(Yz) sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien dererminasi parsial ()
sebesar 0,007. Ini berarli bahwa variabel infernal auditor (X2) hanya
dapat menjelaskan 0,7% wanasi tinggi rendahnya fraud prevenfion
{¥;), sedangkan 92 3% dijelaskan cleh variabel lainnya.

Nilai critical rafio pengaruh infernal auditor (Xz) terhadap fraud
prevenfion (Y;) sebesar -0,670 dengan signifikansi 0,503. Ini berarfi
intemal audifor (Xz) tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud

prevention (Yz).

b.5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Fraud Prevention

Koaefisien sfandardized regression weights (standardized
coefficients) pengarubh variabel akuntabilitas (Y,) terhadap fraud

prevention (Yz) sebesar 0,940 dengan nilai critical ralio sebesar 2,415
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pada laral signifikansi 0.01g, Koefisien standardized regression

weights bertanda  positif yang menunjukkan bahwa variabel

akuntabilitas (Y1) berpengaruh positif terhadap fraud prevention (¥a)
Ini berarti bahwa peningkatan akuntabilitas (Y;) akan dikuti dengan
peningkatan  fraud  prevention {Yz), sebaliknya, penurunan
akuntabilitas (¥y) akan diikuli dengan penurunan fraud prevention
(Yz), pada taraf signifikansi 0,016, dengan asumsi faktor-faklor lain
yang mempengaruhi tinggi rendahnya fraud prevention (Y:) dianggap
konstan.

Kontribusi relatif akuntabilitas (Y,) terhadap fraud preveniion
(Yz) sebagaimana dilunjukkan oleh koefizien derarminasi parsial {1'2}
sebesar 0,884, Ini berarli bahwa wvariabel akuntabilitas (YY) dapat
menjelaskan 8B8,4% wvarasi tinggi rendahnya frawd prevention (Y3),
sedangkan 11,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Nilai critical ratio pengaruh akuntabililas (Yy) terhadap fraud
prevention (Yz) sebesar 2,415 dengan signifikansi 0,018, Ini berarti
akuntabilitas (Y;) berpengaruh signifikan terhadap fraud prevention

(Y2).
¢. Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya model persamaan regresi

akuntabilitas (Y;) dan fraud pravention (Yz), maka dapat dibuat model

lintasan yang disebut sebagai analisis jalur (path analysis) sebagai bagian
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dari structural equation modeliing dengan menggunakan koefisien regrassion
weights. Di dalam sebuah structural equation modelling, di samping
dilakukan analisis pengaruh langsung, juga dilakukan analisis pengaruh tidak
langsung dan pengaruh total. Structural equation modelling yang diajukan
dalam peneliian ini mencakup s jalur pengaruh langsung dan 2 jalur
pengaruh tidak langsung. Hasil estimasi structural equation modelling

tersebut, dapat dilihat seperti disajikan pada gambar 5.3,

Akuntabilitas Bs 10,940
(¥ sig 0,016

Gambar 5.3 Structural Equation Modelling Pengaruh Internal Control
dan Internal Auditor terhadap Akuntabilitas dan Fraud

Prevention

Hasil pengujian fit model (goodness of i) seperti ftelah

dijelaskan sebelumnya, memiliki nilai Chi-Square (%) sebesar 33,469
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dengan probabilitas sebesar 0 120 yang berada diatas cut-off = 0,05,
Hal ini juga didukung oleh hasi| penelusuran CMIN/DF dengan nilai
1339 yang temyata lebih kecil dari cut-off = 2.00. Indikator uji
ketepatan  model lainnya juga ftelah memenuhi cut-off Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa stuctural equafion modelling
tersebut fit dengan data yang ada.

Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan sfrucfural equation modelling yang lelan
memenuhi cut-off (fit), dapal dijelaskan pengaruh masing-masing
varabel eksogen terhadap wvarabel endogen. Pengaruh variabel
eksogen terhadap variabel endogen meliputi pengaruh langsung,
pengaruh fak langsung, dan pengaruh total Besaran pengaruhb
langsung telah dijelaskan pada bagian terdshulu, sedangkan
pengaruh tak langsung dan pengaruh total akan dijelaskan sebagai
berikut.

Terdapat 2 jalur pengaruh tak langsung yang didentifikasi
dalam penelitian ini, yakni: pengaruh tak langsung internal control (X,)
terhadap fraud prevention (Yz) melalui melalui akuntabilitas (Y,); dan

pengaruh tak langsung internal audilor (Xz) terhadap fraud prevention

(Y;) melalui akuntabilitas (Ys), yang akan dijelaskan sebagai berikut,




b.6. Pengaruh tidak langsung internal control terhadap fraud

prevention melalui melalui akuntabilitas

Standardized regression weights pengaruh langsung variabel

intemal control (X:) terhadap akuntabiltas (Y,) sebesar 0,669, dan

slandardized regression weights pengaruh  langsung  variabel
akuntabilitas (Y,) terhadap fraud prevention (Y:) sebesar 0,840
Dengan demikian, pengaruh tidak langsung intemal control (%)
terhadap fraud prevention (Yz) melalui akuntabilitas (Y;) sebesar
0,629. Koefisien pengaruh langsung tersebut bertanda positif yang Ini
berarti bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) internal control
(%1} akan menyebabkan peningkatan fraud prevenfion (Y3 melalui
peningkatan akuntabilitas (), demikian pula sebaliknya.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa internal control

P

(¥X:) berpengaruh siginifikan terhadap akuntabilitas (Y;), sedangkan

akuntabilitas (YY) berpengaruh signifikan terhadap fraud prevention

(¥z). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa internal control (¥;)
memiliki pengaruh tidak langsung terhadap fraud prevention (Ys3)

melalui akuntabilitas (Yy).

T e e R <

b.7.Pengaruh tidak langsung internal auditor terhadap fraud !
prevention melalui melalui akuntabilitas

Standardized regression weighls pengaruh langsung variabel
internal auditor (¥z) terhadap akuntabilitas (Y,) sebesar 0,256, dan
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standardized  regression weights  pengaruh  langsung  variabed
akuntabilitas (Yy) terhadap fraud prevention (Y2) sebesar 0,940.
Dengan demikian, pengaruh tidak langsung internal suditor (Xs)
techadap fraud prevention (Y;) melalui akuntabilitas (Y,) sebesar
0,240. Koefisien pengaruh langsung tersebut bertanda positif yang Ini
berarti bahwa peningkatan (atau perbaikan kualitas) infernal auditor
(%z) akan menyebabkan peningkatan fraud prevention () melalui
peningkatan akuntabilitas (Y, ), demikian pula sebaliknya.

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa internal avditor
(X2} berpengaruh siginifikan terhadap akuntabilitas (Y,), sedangkan
akuntabilitas (Yy) berpengaruh signifikan terhadap freud prevention
(Ya). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa infernal audifor (X;)
memiliki pengaruh tidak langsung terhadap freud prevention (Y:)

melalui akuntabilitas (Y.

Pengaruh total
Pengaruh total adalah hasil penjumlahan pengaruh langsung
dan pengaruh tak langsung. Terdapat 2 varabel eksogen dalam
penelitian ini yakni infemal conirol (X,) dan infemal auditor. Besaran
pengarun total kedua variabel eksogen tersebut terhadap fraud
prevention (Yz) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Koefisien pengaruh langsung infemal conlrol (X} terhadap
fraud prevention (Yz) sebesar 0,086, dan koefisien pengaruh

tidak langsung infemal control (X4) terhadap fraud prevention
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(Yz) melalui akuntabilitas (Y1) sebesar 0,629, Dengan demikian,
koefisien pengaruh total internal controf (X,) terhadap fraud
prevention (Y;) sebesar 0,695 Koefisien pengaruh  total
bertanda positif yang berarti bahwa peningkatan (atau
perbaikan kualitas) infemal control {X1) akan menyebabkan
peningkatan fraud prevention (Ys3), demikian pula sebaliknya.

2. Koefisien pengaruh langsung infemal auditor (¥z) terhadap
fraud prevention (Yz) sebesar -0,084; dan koefisien pengaruh
fidak langsung infernal auditor (X;) terhadap fraud prevention
(Y2} melalui akuntabilitas () sebesar 0,240. Dengan demikian,
koefisien pengarub total infernal audifor (X;) terhadap fraud
prevention (Yz) sebesar 0,156, Koefisien pengaruh tolal
berfanda posilif yang berarti bahwa peningkatan (atau
perbaikan kualitas) infernal suditor (Xz) akan menyebabkan
peningkatan fraud prevention (Y2), demikian pula sebaliknya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien pengaruh total
internal control (X;) terhadap fraud prevention (Y3) sebesar 0,695 lebih
besar dari koefisien pengaruh total internal auditor (Xz) terhadep fraud
prevention (Yz) sebesar 0,156. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
internal control (X,) lebih kuat pengaruhnya terhadap fraud prevention (Y3)

dibandingkan dengan infernal audior (Xz)-

Berikutnya akan diuraikan mengenai hubungan-hubungan kausal

yang terjalin antar variabel penelitian yang mengacu pada hasil pengujian
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structural equation modeling. Pada bagian ini pula akan diuraikan sejauh
mana hipotesis yang telah dirumuskan mendapatkan: pembuktian empiris,
kemudian hasilnya dikomparasikan denganteor, konsep dan temuan-
temuan yang relevan dari penelifian sebelumnya. Dari hasil perbandingan
tersebut akan diketahui teori mana yang mendapatkan penguatan atau
dukungan serta teori baru apa yang dimunculkan melalui penelitian ini.

Mengacu pada hasil pengujian model structural yang telah
dikemukakan pada bab sebelumnya, maka semua hipotesis yang akan diuji
sudah dapat dinilai apakah diterima atau ditolak. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya bahwa penerimaan atau penolakan hipatesis
didasarkan atas nilai critical ratio atau nilai t hitung.

Pada peneliian ini digunakan tingkat signifikansi 0,05 dalam
mengevaluasi keberartian hubungan kausal antar wvariabel laten. Oleh
karena itu nilai CR atau t hitung yang lebih besar 1,708 adalah signifikan,
sedangkan nilai f hitung yang lebih kecil dari 1,708 dinyatakan tfidak
signifikan. Selain itu, nilai probabilitas (p) yang lebih kecil atau sama
dengan 0,05 dapat pula dijadikan patokan untuk menyimpulkan bahwa
pengaruh varable laten yang satu terhadap vanable laten lainnya adalah
signifikan.

Untuk mengetahui apakah pengaruh variabel laten antara satu
variabel dengan variabel laten yang lainnya positil atau negatif maka dilihat

dari hasil perhitungan yang diperihatkan oleh koefisien estimasinya

(standardized regression weight), apabila hasil standardizednya positif
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berarll pengaruh variabel laten antara satu dengan variabel laten yang

lainnya positif, demikian pula sebaliknya apabila hasil standardizednya
negatif berarti pengaruh variabel laten antara satu dengan variabel laten
yang lainnya negatif. Selanjutnya untuk mengetahul seberapa besar suatu
variabel laten menjelaskan atay berkontribusi kepada variabel laten lainnya

dapat dilihai dari hasil perhitungan determinasinya.
B. Pembahasan

1. Pengaruh Infernal Confrof terhadap Akuntabilitas.

Nilai t yang dihasilkan oleh pengujian pengaruh infernal control
terhadap akuntabilitas sebesar 5156 jauh lebih besar bila
dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,708 serla nilai
signifikansi p lebih kecil dan 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga
hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Kemudian bila diperhatikan
koefisien estimasinya (standardized regression weight) adalah
bertanda positif sebesar 0,669, menunjukkan adanya pengaruh positif
internal control terhadap akuntabilitas sebesar 0,662. Demikian pula
jika diperhatikan kontribusi relatifnya yang ditujukkan cleh koefisien
determinasi parsialnya sebesar 0,448, menunjukkan 44,8% variabel

infernal control menjelaskan variasi tinggi rendahnya akuntabilitag,

sedangkan sisanya 45,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.
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Pada model struktural pengaruh intemal control terhadap
akuntabilitas bersifat langsung maka dengan signifikannya hubLngan
ke dua variabel laten ini, menandakan bahwa secara langsung
infemal  control berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap
akuntabilitas. Dengan demikian maka hipotesis 1 yang menyatakan
bahwa infermal control berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas, dapat diterima.

Makna dari temuan ini bahwa internal confrol memberi
konsekuensi positif terhadap akuntabilitas individual dan organisasi
satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi Sulawesi selatan.
Usaha membangun infemal contro! yang baik, melalui komponen-
komponen | lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, memberi
peluang penguatan yang positif terhadap akuntabilitas individual dan
organisasi pemda yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya
akuniabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Secara rinci
pengaruh masing-masing komponen infemal conifrol tersebut dapat
dibahas sebagai berikut :

1. Tingginya nilai lingkungan pengendalian pada pemeriniah

provinsi Sulawesi selatan dapat dipahami sebagai suatu
pencapaian atas komponen lingkungan pengendalian

seperti : integritas, efika, komitmen terhadap kompetansi,

gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian
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wewenang dan tanggungjawab sera kebijakan sumber
daya manusia.

Tingginya nilai lingkungan pengendalian telah memperkuat
konsep Boynton (2006:332) yang menyatakan bahwa
lingkungan pengendalian akan berpengaruh terhadap
orang-orang dalam suaiu organisasi dan menjadi landasan
bagi internal control. Hasil penelitian ini juga mendukung
hasil penelitian yang dilakukan Halls (1999), Pamungkas
(2005} yang menemukan bahwa dengan pembagian fugas
dan tanggung jawab sehubungan dengan infermal control
akan mendorong terwujudnya akuntabilitas. Hakekatnya
adalah komitmen ftotal dar pimpinan puncak organisasi
yang tercermin pada keseluruhan sikap, kesadaran dan
tindakan dari pimpinan.

2. Komponen penilain rsiko dalam lingkup pemearnntahan
khususnya bagi setiap satuan kera perangkat daerah
pemerintah provinsi Sulawesi selatan, berdasarkan hasil
analisis telah mendapat perhatian atau telah dikelola
dengan baik melelui identifikasi dan analisis risiko.
Identifikasi risiko  terhadap berbagai hal diantaranya
pembahasan  perencanaan  strategis, pertimbangan-
pertimbangan terhadap temuan audit, berdazarkan temuan

penelitian ini menunjukkan respon pemerintah yang cukup
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tinggi, demikian pula terhadap analisis risiko, yaitu dengan
mengenali risiko baik risiko yang berasal dari dalam unit
Organisasi maupun risike yang berasal dari luar unit
organisasi, diantaranya keterbatasan anggaran, sumber
daya manusia, telah mendapat perhatian pimpinan
organisasi didalam mewujudkan sualu proses pencapaian
misi organisasi, yailu dengan menekan tingkat risiko.
Penekanan fingkat risiko di dalam pemerintahan di
pamefintah daerah menunjukkan kemajuan yang lebih
positif yang ditandai dengan keseriusan pemerintah daerah
dalam maengidentifikasi dan menyusun resiko-risiko yang
kemungkinan akan leradi, seperti disajikan didalam
dokumen-perencanaan strategik daerah, (Arens 2008
276)

Dari hazil penelitian menunjukkan bahwa dokumen
perencanaan strategik pada setiap satuan kera perangkat
daarah semakin mendapatkan perhatian dan apresiasi oleh
karena dapat dipercaya sebagai dokumen yang dapat
mengarahkan pimpinan satuan kefja perangkat daerah dan
sebagai  alat kendsali ;ufﬂh berbagai elemen yang
berkepentingan terhadap pencapaian tujuan dan  misi

organisasi
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Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dokumen

Perencanaan satuan kerja perangkat daerah sebagai alat

kendali, telah dapat disusun dengan memperhatikan
peluang-peluang dan risiko yang kemungkinan akan muncul
lerutama yang berkaitan dengan dimens kegagalan dan
atau keberhasilan dari masing-masing program  atau
kegiatan yang telah diputuskan. Disinilah substansi
keterkaiatan hubungan antara penilaian risiko terhadap
akuntabilitas.

3. Hal lain yang juga ikut menentukan tingkat pengaruh
internal control terhadap akuntabilitas adalab dimensi
kegiatan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian imi
menunjukkan  bahwa kegiatan pengendalaian  yang
diantaranya adanya kejelasan pemisahan fungsi diantara
unit dan para pegawai sera tersedianya informasi dan
perlindungan barang milk daerah, berada pada kategori
tinggi yang berarti bahwa kedua hal pokok tersebut cukup
menentukan kontribusi  sistem  pengendalian  internal
terhadap akuntabilitas. Hasil temuan tersebut telah dapat
memperkuat konsep Arens (2008:277).

4. Informasi dan komunikasi dalam sistem intermal conirol

pemerintah daerah berkaitan dengan keseimbangan

informasi, pengolahan data yang berbasis komputensasi
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sefla ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu.
Dari hasil analisis penelitian pada satuan kerja perangkat
daerah pemerintah Sulawesi selatan menunjukkan bahwa
UnSuUr yang membentuk terwujudnya dimensi informasi dan
komunikasi rata-rata menujukkan nilai yang membari
pengaruh  positif, meskipun masih terdapat beberapa
komponen yang dinilai masih memiliki pengaruh yang
kurang, seperi belum terpenuhinya dengan baik
keseimbangan informasi. Demikian juga halnya dengan
ketersediaan laporan kuangan yang masib terbatas, sera
pengolahan data informasi yang berbasis kompulersasi
belum terwujud pada beberapa unit di satuan kerja
perangkat daerah.

Meskipun  kecenderungan  pengaruh  dimens
informasi dan komunikasi menujukkan adanya pengaruh
yang berpariasi, namun secara umum dimensi tersebut
tetap dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap
akuntabilitas pada SKPD pemerintah provinsi Sulawesi
selatan.

5. Bagian fterakhir dan dimensi infermal confrol  adalah
antauan. Hasil analisis menujukkan bahwa beberapa

pem
komponen tidak berjalan dengan baik yang diindikasikan,

aﬂ!ara lain : |Eﬂ'|ah'|11r.ﬁ kﬂrﬁﬁlm-‘ii 'I-EII'I"IECIED FI-I'G-E-EUUF
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Pemantauan, lemahnya penelaghan informasi, kurangnya
tindak lanjut hasil pemantauan dan lemahnya konsistensi
terhadap kebijakan,

Hal ini menunjukkan bahwa dimensi pemantauan untuk
mewljudkan peran internal control yang kuat, memberikan
nilai  pengaruh  yang kurang  signifikan  terhadap
akuntabilitas.

Dengan melihat hasil penelitian secara keselurvhan atas
pengaruh infernal confrol terhadsp akuntabiltas pada satuan kerja
perangkat daerah pemerinlah provinsi Sulawesi selstan, terdapat
beberapa dimensi yang belum berjalan sesual dengan yang
seharusnya. Variasi pengaruh dimensi tersebut memperkuat kKonsep
Boynton (2008 : 327) yang menyatakan bahwa pelaksanaan intemal
control yang efisien dan efekiif akan sulit untuk dicapai secara
bersamaan.

Temuan ini juga telah memperkuat teori Konrath (2002) bahwa
internal control seabagal suatu fungsi vital yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan dalam organisasi, sangat berpengaruh atas
pencapaian akuntabilitas, Atau dengan kata lain akuntabilitas dapal
diwujudkan bilamana infernal control  dapat diperkuat melalui

penjaminan keandalan pelaporan keuangan, evektifitas dan efisiensi

pelayanan pemda, serta tingginya kepatuhan terhadap hukum.

proses




Dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, asumsi

teofi Ini telah terbukti, dan secara empirik hasil penelitian telah

mendukung konsep COSO (1994) Tinggi rendahnya akuntabilitas
pemerintahan sangat ditentukan oleh seberapa besar perhatian
pemerintah terhadap pelaksanaan komponen intemal control yang
meliputic (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3)
kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikaksi, (5)
pemantauan.

Dari hasil peneliian ini dikelahui pula bahwa, komponen
intermnal control pada pemerintah provinsi Sulawesi selatan yang dinilai
masih menunjukkan nilai kontribusi vang paling rendah dari lima
komponen yang ada yakni fungsi pemantauan (monitoring). Kegiatan
monitoring hakekatnya bisa menjamin akliftas kebijakan keuangan
pemda secara periodik dengan harapan dapal segera memberi
perbaikan atas kemungkinan kesalahan yang terjadi. Rendahnya
fungsi pemantauan dilingkungan pemerintahan sulaswesi selatan
fidak hanya berdampak pada akuntabilitas publik tetapi juga akan
berpengaruh sangal dalam terhadap keyakinan para pimpinan dan
semua pegawai dilingkungan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Internal Auditor terhadap Akuntabilitas.
g dihasilkan aleh pengujian pengaruh infemal auditor

Nilai t yan
ar 2,105 jauh lebih besar bila

terhadap akuntabilitas sebes




e

dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,708 serta nilai i
signifikansi p lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,035 sehingga

hubungan tersebut dinyatakan signifikan, Kemudian bila diperhatikan

koefisien estimasinya (sfandardized regression weight) adalah

bertanda posilif sebesar 0,256, menunjukkan adanya pengaruh positif

internal auditor terhadap akuntabilitas sebesar 0,256. Demikian pula

jika diperhatikan kontribusi relatiimya yang ditujukkan oleh koefisien

determinasi parsialnya sebesar 0,088, menunjukkan 66% wvarabel

infernal sudifor menjelaskan variasi tinggi rendahnya akuntabilitas,

sedangkan sisanya 93 4% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pada model struktural pengaruh infemal sudifor terhadap
askuntabilitas bersifat langsung maka dengan signifikannya hubungan
ke dua variabal laten ini, menandakan bahwa secara langsung infernal
auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.
Dengan demikian maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa internal
auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas,
dapat diterima.

Makna dari temuan ini adalah keberedaan lembaga-lemabaga
fungsional auditor masih sangat efektif dalam membentuk opini
manajemen publik di pemerintah daerah. Hal ini dapat memperkuat

konsep Robbin (1996 124), yang menyatakan bahwa jasa infemal

auditor dipengaruhi oleh para manajer yang berkembang melalui




Proses secara individual mengorganisasi dan menafsirkan kesan
indera mereka dalam memberi makna kepada lingkungan.

Internal suditor yang tidak hanya memberi tekanan pada
perlunya obyektifitas dalam mengelola sumber daya publik, tetapi
yang lerpenting adalah usaha untuk membangun budaya disiplin
dalam penggunaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya
organisasi sehingga dapat memberi nilai  maksimum  dan
menghindarkan berbagai aklivitas yang dapat merugikan MNegara.

Beberapa hal peneliti temukan terkait pangaruh intermal auditor
terhadap akuntabiltas, khususnya vyang berkaitan dengan
independensi dan kompetensi  ketika panalii melakukan wawancara
langsung dengan kepala inspektorat provinsi Sulawesi selatan,
diantaranya :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indepedensi lembaga
auditor di provinsi sulawesi selatan telah memberikan
dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan
gkuntabilitas pada organisasi secara menyeluruh. Usaha
auditor dalam berperan serla menciplakan akuntabilitas
pada satuan kerja perangkat daerah tidaklah mudah diraih
Beberapa kendala sering auditor temukan ketika proses
audit sedang dilakukan misalnya terkail dengan obyeklifitas
auditor, adalah adanya kondisi yang tidak kooperatif dari

unit satuan kera, dan bahkan seringkali ada pihak-pihak
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¥ang mencoba mempengaruhi beberapa hasil temuan audit,
namun usaha unfuk selalu mempertahankan obyektifitas
telzh terbentuk, sehingga segala kendala dapat diatasi
sekalipun itu akan berdampak pada karier auditor itu sendiri.
Kondisi yang demikian, telah memperkuat temuan Togiman
(2000), Muh.Gandhi (2003) yang menemukan bahwa
internal auditor di instanst pemernntah dapat mewujudkan
akuntabilitas dan tata kelola yang pada akhimya akan
meningkatkan kinerja instansi pamerintah.

2. Kompetensi internal auditor merupakan kunci utama bagi
usaha mendorong terciptanya akuntabilitas dilingkungan
satuan kerja perangkat daerah pemerintah Sulawesi
selatan. Kinerja infemal auditor sangat tergantung pada
derajat kapabilitas serta kompetensi yang dimilikinya. Hasil
penelitian menunjukkan signifikansi pengaruh  internal
auditor  terhadap akuntabilias ditunjang oleh tingkat
pendidikan  dan pelatihan, pengalaman, penguasaan
terhadap program dan fungsi pemerintahan, serta keahlian
dalam berkomunikasi.

Temuan penelilian ini secara empink dapat mendukung

sepenuhnya teori yang dikemukakan oleh Whittington (2001) bahwa

infermal auditor adalah unit yang dapat membantu organisasl untuk

memberikan manfaat yang lebih tinggi oleh karena dengan
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pendekatatan  dap disiplin  yang sistematis akan melahirkan

pengendalian manajemen yang kuat. Disinilah keterkaitan hubungan
antara internal auditor dan akuntabilitas.

3. Pengaruh Internal Conitrol terhadap Fraud Prevention.

Nilai t yang dihasilkan oleh pengujian pengaruh internal control
terhadap fraud prevention sebesar 0,352 lebih kecil bila dibandingkan
dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,708 seria nilai signifikansi p lebih
besar dar 0,05 yaitu sebesar 0,725, sehingga hubungan tersebut
dinyatakan fidak signifikan. Kemudian bila diperbatikan koefisien
estimasinya (standardized regression weight) adalah bertanda positif
sebesar 0,066, menunjukkan adanya pengaruh positif intemal control
terhadap fravd prevention sebesar 0,066, Jika diperhatikan kontribusi
relatifnya yang ditujukkan oleh koefisien determinasi parsialnya
sebesar 0,004, menunjukkan bahwa 0.4% variable infemal confrol
menjelaskan variasi tinggi rendahnya fraud prevention, sedangkan
sisanya 99,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pada model struktural pengaruh internal confrol terhadap fraud
prevenfion  bersifat langsung maka dengan lidak signifikannya
hubungan ke dua variable laten ini, menandakan bahwa secara
langsung internal control berpengaruh tidak signifikan terhadap fraud

prevention. Dengan demikian maka hipotesis 3 yang menyatakan
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bahwa intemal control berpengaruh positif dan signifikan terhadap
fraud prevention, tidak dapat diterima

Mencermati kecenderungan hasil penelitian ini dan dikaitkan
dengan teor dan atau hasil temuan penelitian sebelumnya, Dockery
(2000), dan Glover (1998) vyang menyatakan bahwa dengan
penerapan pengendalian intern dapal membantu untuk membalasl
penyimpanganfkecurangan, maka hasil penelitian ini, pada satuan
kerja perangkat daerah provinsi Sulawesi selatan tidak terbukti / tidak
mendukung preposisi atau teor tersebut.

Terlepas dari hasil penelitian yang tidak mendukung konsep
internal conlrol dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, namun bila
dilihat dari funclionalism structural theory, maka keadaan [ fakia ini
justru dapat diterima. Pengaruh yang fidak signifikan antara infernal
confrol lerhadap freud prevenfion adalah fakta yang membuktikan
bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam sistem fraud preveniion.
Apabila fraud prevention dilihat sebagai suatu sistem, maka
keseimbangan sistem tersebut sangat ditentukan oleh sejavhmana
sub system (infernal controf) menunjukkan performakinerja atau
sejauhmana dukungan sub sistem, demikian penekanan Parsons
dalam teori fuctionalism structural.

Kecenderungan rendahnya pengaruh infermal control terhadap

pencegahan fraud di satuan kerja perangkat daerah pemernintah
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s ! selalan dapat disebabkan oleh sejumlah  kondisi

diamtaranya:

1. Rendahnya komitmen satuan kerja perangkat daerah untuk
menciptakan lingkungan pengendalian organisasi, terutama
penerapan secara wutuh praktek pendelegasian atau
pelimpahan kewenangan yang dapat berdampak pada
munculnya sense of belonging. Selain ity lingkungan
pengendalian yang tidak didukung oleh praktek
pendelegasian yang kuat juga akan berdampak pada
rendahnya oloitas untuk  menciptakan  kemandirian
organisasi. Penyebab lain yang muncul adalah rendahnya
koordinasi antar lini dan anlar pegawal pemerintah. Hal
lersebut juga diperkuat dar hasil wawancara peneliti
dengan beberapa informan di sejumiah satuan kedqa
perangkat daerah.

2. Dalam hal penilaian risiko, rendahnya pengaruh infermnal
control terhadap pencegahan fraud lebih disebabkan oleh
lemahnya fungsi penilaian kinerja secara  obyekdif,
transparan dan responsive dalam setiap organisasi satuan
kerja perangkat daerah. Instrumen LAKIF (laporan
akuntabilitas instansi pemerintah) yang selama ini dijadikan

sebagai alat ukur kinera, belum menjadi kebutuhan unit

organisasi yang bersangkutan, akan tefapi hanya dipandang
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sebagai kewajiban rutin untuk menyiapkan dokumen

informasi yang bersitat eksternal.

Terkait dengan aktivitas pengendalian, rendahnya kontribusi

intemal  confrol terhadap pencegahan fraud, lebih

disebabkan oleh lemahnya tindakan pengendalian secara
berkala, bahkan ada indikasi bahwa kurangnya findakan
inspeksi dari pimpinan baik secara kolektif maupun inisiatif
dari pimpinan puncak satuan kerja perangkat daerah. Hal ini

didukung oleh hasil wawancara oleh beberapa informan di

sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

4, Khusus yang terkail dengan informasi dan komunikasi, hal
yang memberikan konfribusi lemahnya pengaruh internal
control terhadap pencegahan fraud adalah lemahnya
mekanisme penyediaan informasl  organisasi  yang
responsible. Hal ini didukung oleh praktek pemerintahan
yang fidak carefpeduli dengan laporan  bahkan
kecenderungan umum unit — unit organisasi  belum
menempatkan laporan sebagai sebuah kebutuhan baik
dalam rangka pengambilan keputusan maupun  untuk
perancangan kebijakan yang berkelanjutan.

& Berkaitan dengan menitoring, lemahnya pengaruf infermal
conirol disebabkan oleh belum efektifnya tindak lanjut dari

proses evaluasi secara  kontinyu, terutama yang




berhubungan dengan tindak lanjut yang berkaitan dengan
dampak kecurangan.

Makna dari beberspa temuan di atas bahwa pemerintah
provinsi Sulawesi selatan belum dapal memberikan perhatian yang
sungguh-sungguh  terhadap pentingnya intemal control  yang
selayaknya menjadi bagian dengan manajemen satuan kerja
perangkat daerah. Rendahnyalterbatasnya perhatian pemerintah
terhadap infermal confrol dapat dinilai menjadi sebab dari
kecenderungan terjadinya kecurangan dalam organisasi pemerintah
Pencegahan terhadap kecurangan dalam organisasi selayaknya
dirmulai dari efektifnya fungsi intemal control.

Tidak diterimanya hipotesis tiga menggabarkan adanya korelasi
yang lidak signifikan antara substansi infemal control yang diwakili
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemaniauan, dengan pencegahan
kecurangan pada hampir semua satuan kerja perangkst daerah di
provinsi Sulawesi selatan. Rendahnya penerapan infemal confrol
mengakibatkan tingginya peluang tefadinya  kecurangan yang
dipersepsikan oleh responden di semua satuan kerja perangkat
daerah. Hasil ini menunjukkan pula bahwa secara impirik memberikan
dukungan terhadap konsep triangle fraud.

Unful mendukung hasil pengujian hipotesis dimana internal

control tidak signifikan berpengaruh terhadap fraud prevention, maka
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telah dilakukan wawanears terhadap beberapa pejabat eselon untuk
memberikan dukungan dan klarifikasi atas temuan tersebut. beberapa
hal yang dapat dikemukakan sebagai alasan tidak signifikannya
Pengawasan yang dilakukan oleh para pejabata eselon dilingkungan
saluan kerja perangkat daerah di Sulawesi selatan adalah sebagai
berkut :

1. Terjadinya  fraud disebabkan oleh manipulasi bentuk
pertanggungjawaban, hal ini disebabkan oleh sejumiah
komponen pembelanjaan yang tidak dapat diakomodir
melalui perencanaan anggaran, seperti : Pembiayaan
peringatan har ulang tahun (RI, Provinsi, SKPD dan hari-
hari besar lainnya). Dan atau peraysan kegiatan
kebudayaan local.

2. Adanya representasi anggaran daerah yang diperunfukkan
bagi tim penganggaran untuk pemenntah pusat.

3. Adanya model transaksional dalam pemerintahan daerah
sebagai dampak dari pilkada langsung, akibatnya sulit
menghasilkan SKPD yang memiliki komitmen untuk
mencegah fraud.

Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut dia atas,
bila dikaitkan dengan aspek akuntabilitas dimana menuntut adanya
dukungan penyiapan pertanggungjawaban secara normative yang

mempersyaratkan adanya mekanisme dan prosedur serfa ferlib
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o ' maka akuntabilitas pelaporan  keuangan dapat

diwujudkandan dan memungkinkan entitas pemerintahan memperoleh
hasil audit dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)", Disinila
cerminan bahwa tidak ada jaminan enfitas pemerintah yang telah
memperaleh status WTP dapat terhindar dari bentu-bentuk fraud,
Dengan demikian hasil wawancara tersebui telah
mendukung sekaligus dua hipotesis (hipotesis 3 & 6), yailu bahwa
intermal control tidak signifikan barpengaruh terhadap fraud prevention
dan namun demikian infernal control dapat berpengaruh signifikan

apabila melalul akuntabilitas.
4. Pengaruh infernal Auditor terhadap Fraud Prevention.

Milai t yang dihasilkan oleh pengujian pengarch infernal audifor
terhadap fraud prevention sebesar -0,670 lebih kecil bila dibandingkan
dengan nilai f tabel yaitu sebesar 1,708 serta nilal signifikansi p lebih
hasar dari 0,05 yaitu sebesar 0,503, sehingga hubungan tersebut
dinyatakan fidak signifikan. Kemudian bila diperhatikan koefisien
estimasinya (standardized regression waight) adalah bertanda negatif
sebesar -0,084, menunjukkan adanya pengaruh negatif infernal
audifor terhadap fraud pmvﬁn!ﬁ:n.sehesar -0,066. Demikian pula jika
diperhatikan koniribusi  relatifnya yang  ditujukican oleh koefisien

determinasi parsialnya sebesar 0,007, menunjukkan 0,7% vanable
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infernal auditor menjelaskan variasi tinggi rendahnya fraud prevention,
sedangkan sisanya 99,3% dijelaskan cleh variabel lainnya.

Pada model struktural pengaruh infernal auditor terhadap fraud
prevention  bersifat langsung maka dengan fidak signifikannya
hubungan ke dua variable laten ini, menandakan bahwa secara
langsung infermal auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap fraud
prevention. Dengan demikian maka hipotesis 4 yang menyatakan
bahwa intemmal auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap
fraud prevention, tidak dapat diterima.

Memaknai kecenderungan hasil penelitian ini dan dikaitkan
dengan teori dan atau hasil temuan penelitian sebelumnya, Theodorus
M. (2007) dan Paul {(2008) yang menyatakan bahwa pencegahan
fraud dapat dilakukan dengan mengaklifkan infernal control dan
infernal auditor sehingga dapfit memproteks:  peluang-peluang
terjadinya manipulasi dan bentuk kecurangan yang lain, maka hasil
penelitian ini tidak terbukti / tidak mendukung hasil penelitian, konsep
atau teor tersebut.

Terepas dari hasil penelitian yang tidak mendukung konsep
infernal auditor dan hasil-hasil peneltian sebelumnya, namun bila
dilihat dar functionalism structural theory, maka keadaan / fakta ini
justru dapat diterima. Pengaruh yang tidak signifikan antara intemnal
fraud prevention adalah fakta yang membukiikan

auditor terhadap
bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam sistem fraud preveniion,

192




ettty

Apabila fraud prevention dilihat sebagal suatu sistem, maka
keseimbangan sistem tersebut sangat ditentukan oleh sejauhmana
sub system (infernal auditor) menunjukkan performalkinerja atau
sejauhmana dukungan sub sistem, demikian penekanan Parsons
dalam teori fuctionalism structural

Makna dari temuan ini sekaligus juga member penekanan
terhadap konsep infermal auditor bahwa dilingkungan pemerintah
provinsi Sulawesi selatan eksistensi infemal auditor belum memberi
dukungan signifikan terhadap freud prevention dalam organisasi,
Tingginya fraud dilingkungan satuan kerja perangkat daerah, sebagai
akibat belum kuatnya fungsi dan peran proteksi infernal auditor yang
seharusnya menjadi unit fungsional dalam menciptakan ciear
govemance Kedududkan internal auditor yang belum kuat
menjalankan peran secara independen menjadi  pintu masuk
terciptanya persepsi negatif terhadap peluang fraud dilingkungan
pemenntahan.

Selain lemahnya independensi intemal auditor fersebut,
temuan lain yang menyebabkan tidak diterimanya hipolesis keempat
tersebut yakni rata-rata responden juga mempersepsikan bahwa
internal auditor belum berhasil mewujudkan tingkat kompetensi yang
baik untuk organisasi intenal auditor. Rendahnya kompetensi oleh
sehagian pegawal dalam organisasi inpektorat provinsi juga kurang

ruhnya dalam  fraud pravention di sejumlah satuan kerja
penga
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perangkat daearh. Hasil ini menunjukkan pula bahwa secara impirik
memberikan dukungan terhadap konsep triangle fraud.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil pengujian
hipatesis ke 4 yang menyatakan bahwa intemnal auditor tidak signifikan
berpengaruh terhadap fraud prevention, maka salah =atu hal yang
terungkap dari hasil wawancara tersebut adalah sulitnya menciptakan
status independensi dan institusi intemal audit di lingkungan
pemerintah daerah. Hal ini disebabkan status organisasi yang
dibentuk oleh pejabal politik dan merupakan salah satu satuan kerja
perangkat daerah yang bertanggungjawab pada pejabat politik dan
pengangkatan pimpinan infernal auditor juga dilakukan oleh pejabat
politik.

Hal lain yang terungkap pada diskusi tersebut adalah, peran
inspektorat dalam mendampingi satuan kerja perangkat daerah dalam
melakukan implementasi program dan kegiatan, sehingga terwujud
fertib administrasi dalam rangka proses penyusunan [aparan
perfanggungjawaban.

Keterangan tersebut di atas, telah mendukung hipotesis bahwa

jintemal auditor dapat pencegaha fraud apabila melalui akuntabilitas.

5. Pengaruh Accountability terhadap Fraud Prevention.

Nilai 1 yang dinasilkan oleh pengujian pengaruh akuntabilitas

rhadap fraud prevelion sebesar 2415 jauh lebih besar bila
te
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dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,708 serta nilai
signifikansi p lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,016, sehingga
hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Kemudian bila diperhatikan
koefisien estimasinya (standardized regression weight} adalah
bertanda positif sebesar 0,940, menunjukkan adanya pengaruh positif
akuntabilitas terhadap fraud prevention sebesar 0,940, Demikian pula
jka diperhatikan kontribusi relatiifya yang ditujukkan oleh koefisien
determinasi parsialnya sebesar 0,884, menunjukkan 88 4% variabel
akuntabilitas menjelaskan variasi tinggi rendahnya fraud prevention,
sedangkan sisanya 11,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pada model struktural pengaruh akuntabilitas terhadap fraud
prevention bersifat langsung maka dengan signifikannya hubungan
ke dua variable laten ini, menandakan bahwa secara langsung
akuntabilitas berpengaruh  positif dan  signifikan terhadap fraud
prevention. Dengan demikian maka hipotesis 5 yang menyatakan
hahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud
prevention, dapat diterima.

Memperhatikan hasil penelitian ini, serta dengan mearujuk pada
teori Osbome dan Geabller (1992) yang menyatakan bahwa terdapat
tiga alat pencegahan fraud yaitu accountability dan good govemance,
pimpinan organisasi yang baik (bersih) dan penerapan internal control.
Makna dari temuan ini adalah bahwa persepsi akuntabilitas

provinsi  Sulawesi selatan telah berhasil

dilingkungan pemerintah
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mencipatakan kondisi dan budaya organisasi yang lebih positif,
khususnya persepsi terhadap pencegahan kecurangan dalam
pemenntahan. Akuntabilitas yang muncul sebagai suatau keharusan
dalam era baru pemerintahan dan manjadi kekuatan yang dapat
membangun persepsi positif dan kuat bagi sebaglan atau seluruh
saluan kerja perangkat daerah dipemerintah provinsi Sulawesi
selalan  yang akhimya memberi dampak positif  terhadap
kecenderungan perilaku fraud dalam pemerintahan.

Elemen akuntabilitas seperti akuntabilitas kinerja dan
akuntabilitas keuangan, dinilai sangat berpengaruh dalam
menciptakan kuitur organisiasi satuan kefja perangkat daerah
menjauh dar kecenderungan kecurangan. Praktek kecurangan dalam
pengelolaan sumber daya organisasi dengan sendirinya terproteksi
oleh isu positif tentang pentingnya akuntabilitas dalam era
keterbukaan ini, terlebih lagi bila dikaitkan dengan penilaian kinerja

pemerintah yang salah satu indikatornya adalah akuntabilitas.

6. Pengaruh [ntenal Control terhadap Fraud Prevention melalui

Accountability.

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, pengaruh infernal

control terhadap akuntabilitas, dengan nilai t yang sebesar 5,156 jauh
ngkan dengan nilai t tabed yailu sebesar 1,708

lebih besar bila dibandi




serta nilai signifikansi p lebih kel dari 0,05 yaitu sebesar 0,000,
sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Kemudian bila
diperhatikan koefisien estimasinya (standardized regression weight)
adalah bertanda positif sebesar 0,669, menunjukkan adanya
pengaruh positif internal control terhadap akuniabilitas sebesar 0,669,
Demikian pula jika diperhatikan kontribusi relatifnya yang ditujukkan
oleh koefisien delerminasi parsialnya sebesar 0,448, menunjukkan
44,8% wvariabel infemal confrol menjelaskan variasi tinggi rendahnya
akuntabilitas, sedangkan sisanya 452% dijelaskan ocleh wvariabel
lainnya.

Demikian pula hasil yang diperoleh pada pengujian pengaruh
akuntabilitas terhadap fraud prevention, nilai t sebesar 2,415 jauh
labih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebasar 1,708
serta nilai signifikansi p lebih kecil dar 0,05 yaitu sebesar 0,018,
sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan, Kemudian bila
diperhatikan koefisien astimasinya (sfandardized regression weight)
adalah bertanda positif sebesar 0,840, menunjukkan  adanya
pengaruh  positif akuntabilitas terhadap fraud prevention sebesar
0,840, Demikian pula jika diperhatikan kontribusi relatinya yang
ditujukkan oleh koefisien determinasi parsialnya sebesar 0,884,
menunjukkan g8 4% variabel akuntabilitas menjelaskan variasi tinggl
pravention, sedangkan sisanya 11.6% dijelaskan

rendahnya fraud
Dengan demikian, koefisien estimasi

oleh -,Iran-,abEI IEiﬂnfﬂ.
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(standardized regression weight) pengaruh tidak langsung intermal
controf terhadap fraud prevention melalui akuntabilitas bertanda positif
sebesar 0,629,

Selain pengaruh tidak langsung tersebut, juga dapat dilihat hasil
pengujian hipotesis mengenai pengaruh langsung infernal confrol
terhadap fraud prevention yang menunjukkan koefisien sebesar 0,068,
dengan demikian koefisien secara total yaitu hasil penjumiahan
pengaruh langsung dan tidak langsung, koefisien pengaruh ftotal
intemal control terhadap fraud prevention menunjukkan angka yang
positif sebeasar 0,695,

Dari hasil pengujian hipotesis diketahut bahwa infermal control
berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, serta
akuntabilitas berpengaruh posiif dan signifikan lerhadai;; fraud
prevention, sehingga dapat disimpulkan bahwa intemal control
berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud prevention. Dengan
demikian maka hipotesis 6 yang menyatakan bahwa infemal control
berpengaruh positif dan signifikan terhadap frawd prevention melalul
akuntabilitas, dapat diterima,

Makna dari temuan ini menunjukkan teradi penguatan pengaruh
internal control jika melalui akuntabilitas bila dibandingkan dengan
imtemal control dengan tidak melalui akuntabilitas, terjadinya pengaruh
yang signifikan bita melalui jalur akuntabilitas dapat disebabkan oleh

karena internal control yang dikembangkan lebih menekankan pada
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aspek akuntabilitas fidak hanya memberi fokus perhatian pada

onentasi internal akan tetapi juga mengarah pada perianggung

Jawaban organisasi pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya
balk secara vertical maupun secara horizontal, atau dengan kata lain
keterpaduan antara intermal control dan  akuntabilitas dapat
mewujudkan colektive  action dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang lebih kredibel,

Hal ini berarti bahwa pengaruh yang signifikan internal control
melalui  akuntabilitas terhadap pencegahan fraud sekaligus
meamperkuat konsep yang dikembangkan oleh Lembaga Administras:
Megara Republik Indonesia (LAN-REZ004) bahwa membangun
birokrasi yang kredibel hanya dapat diwujudkan bila manajemen
internal control dan akuniabilitas dapat diterapkan secara bersama-
sama.

Dengan demikian, maka berdasarkan hasil temuan di atas
untuk  mendorong  terciptanya efektifitas  pencegahan fraud
dilingkungan pemerintahan daerah fidaklash cukup bila hanya
memfokuskan perhatian pada internal control tetapi harus secara
rnal control dan akuntabilitas publik,

bersama-sama komponen inte
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T. Pﬂﬂgamh hﬂﬁﬂﬂ“ Audifor tﬂfhadﬂp Fraud Prevention melalui

Accountability.

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, pengaruh infemal
Auditor terhadap akuntabilitas, dengan nilai t yang sebesar 2,105 jauh
lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu sebesar 1,708
serta nilal signifikansi p lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,035,
sehingga hubungan tersebut dinyatakan signifikan. Kemudian bila
diperhatikan koefisien estimasinya (sfandardized regression weight)
adalah bertanda posilif sebesar 0,256, menunjukkan adanya pengaruh
positif internal auditor terhadap akuntabilitas sebesar 0,256, Demikian
pula jika diperhatikan kontribusi refatifnya yang ditujukkan oleh
koefisien determinasi parsialnya sebesar 0,088, menunjukkan 686%
varnabel intenal auditor menjelaskan wvarasi tinggl rendahnya
akuntabilitas, sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan oleh variabel
lainnya.

Demikian pula hasil yang diperoieh pada pengujian pengaruh
akuniabilitas terhadap fraud prevention, nilai t sebesar 2,415 jeuh
lehih besar bila dibandingkan dengan nilai t tabel yartu sebesar 1,708
serta nilai signifikansi p lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018,
gan tersebut dinyatakan signifikan. Kemudian bila

sehingga huburn

diperhatikan koefisien estimasinya (standardized regrassion weighi)

dalah bertanda positi sebesar 0,940, menunjukkan adanya
a
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pengaruh  positif akuntabilitas terhadap fraud prevention sebasar

0.940. Demikian pula jika diperhatikan kontribusi relatifiya yang
ditujukkan oleh koefisien determinasi parsiainya sebesar 0,684,
menunjukkan 88,4% variabel akuntabilitas menjelaskan variasi tinggi
rendahnya fraud prevention, sedangkan sisanya 11,6% dijelaskan
oleh vanabel lainnya.

Dengan demikian, koefisien estimasi (standardized regression
weighf) pengaruh tidak langsung infemal awdifor terhadap fraud
prevention melalui akuntabilitas bertanda positif sebesar 0,240,

Selain pangaruh tidak langsung tersebut, juga dapat dilihat hasil
pengujian hipotesis mengenai pengaruh langsung infemal audidor
terhadap fraud prevention yang menunjukkan keoefisien sebesar -
0,084, dengan demikian koefisien secara total yaitu hasil penjumlahan
pengaruh langsung dan tidak langsung, koefisien pengaruh total
internal suditor terhadap freud prevention menunjukkan angka yang
positif sebesar 0,156.

Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa infemal audifor
berpengaruh  positit dan signifikan terhadap akuntabilitas, seria
skuntabilitas  berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud
prevention, sehingga dapat disimpulkan bahwa intemal suditor
positif dan signifikan terhadap fraud prevention yaitu

berpengarun
melalui akuntabilitas. Dengan demikian maka hipotesis 7 yang
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menyataka ]
yalakan bahwa infemal auditor berpengaruh positif dan signifikan

terhadap fraud prevention melsiyi akuntabilitas, dapat diterima.

Bila  memperhatikan tingkat signifikansi pengarub  intermal
suditor, bak langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui
akuntabilitas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini memperkuat
teori, konsep dan hasil penelitian sebelumnya (1A, 1995), Sawyer at al
(2003) Cattrysse (2002), dan Kery Soetjipto (2005), menyatakan
bahwa pencegahan fraud dapat dicapai jika infernal auditor dan
akuntabilitas dilaksanakan secara beriringan, hal ini terbukti dari hasil
perhitungan dimana tingkal signifikansi pengaruh internal audior
bersama-sama dengan akuniabilitas lebih besar dibanding dengan
infemal auditor secara langsung.

Basarnya pengaruh penerapan  akuntabilitas  terhadap
pencegahan fraud memberkan indikasiidugaan bahwsa ketastan para
pimpinan unit satuan kera perangkat daerah untuk melaksanakan
kewajibannya dalam penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas
keuangan dengan sebaik-baiknya sesudi dengan peraturan dan
pedoman yang ada. Karena hal tersebut merupakan perwujudan
syatu  instansi pemerntah untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan dalam pengelolaan sumber-sumber

dana yang percayakan kepadanya.

ragraf 14 (2000: pas 14) mengaitkan penerapan akuntabilitas
p.a .
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keuanga i
angan sektor publik dengan masalah peraturan perundangan,

yaitu ketika menjelaskan tentang pertanggung jawaban laporan
keuangan yang bertujuan menyediakan informasi bagi para pengguna
untuk  mengidentifixasikan sejauh manakah sumber daya yang
diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan peraturan perundangan
yang berkaitan dengan anggaran: dan mengidentifikasikan pula
sejauhmana sumber daya yang diperoleh dan digunakan telah sesuai
dengan peraturan perundangan.

Pelaksanaan akuntabiltas kinerga instansi  pemerintah
nampaknya juga telah memberkan pengaruh yang signifikan terhadap
pencegahan fraud, keberhasilan tersebut tidak tedepas dari dukungan
kompetensi yang dimiliki oleh para aparat di satuan kerja. Hal ini telah
mendukung konsep Soemaro (2003:42) yang menegaskan bahwa
kompetensi aparatur yang tercermin dari kemampuan, pengetahuan,
keterampilan, sikap dan kekuatan mental merupakan enargi yang jika
dibina dan dikembangkan dengan baik akan dapat meningkatkan
akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian usaha pemerintah daerah khususnya saluan
kerja perangkat daerah Sulawesi selatan dapat mengefektifkan
pencegahan fraud dengan mendorong berfungsinya instilusi infemal

auditor, dan mendorong pula akuntabilitas publik secara kuat.

Penguatan internal auditor dapat diinisiasi melalui berbagai

kebijakan namun, yang paling strategis adalah membangun
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independensi dan kompetensi institusi intemat auditor. Walaupun hasil
penelitian menunjukkan bahws rata-rata tingkatl pendidikan sumber
daya aparatur pada intemal auditor, khususnya tenaga fungsional
memillki tingkat pendidikan yang tinggi (S1 dan $2), namun tidaklah
menjadi  jaminan ferbangunnya kompetensi institusi tersebut
Kompetensi yang dimaksudkan minimal memenuhi tiga unsur, yang
pertama, (1) ftingkat keahlian substansi sudifor (2) keahlian
kemunikasi dan (3) kemitmen.

Bagian terakhir dari pembahasan hasil penelitian ini, peneliti
akan menguraikan analisis bila dikaitkan dengan karakleristik
responden (umur, tingkat pendidikan dan jabatan).

Dilihat dari karaktenstik responden, hasil penelitian ini cukup
memberikan indikasi bahwa dimensi internal confrol dan intemal
audifor lerhadap pencapaian akuntabilitas pada umumnya
mempersepsikan adanya hubungan positif dan signifikan. Responden
yang rata-rata berada pada pemangku jabatan eselon |l dan
berpendidikan sebahagian besar master (52), serta berada pada
kelompok umur 40 — 49 tahun, mempersepsikan adanya hubungan

yang signifikan terhadap usaha-usaha / keinginan untuk menciptakan

akuntabilitas di pemerintahan daerah.
Sebaliknya dalam hubungan yang sama dengan karakteristik
imensi intemal control dan internal audit

responden yang sama pada d
terhadap fraud prevention

justru mengindikasikan pencapaian yang
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berba i

da, dimana pads kelompok umur yang sama, dengan tingkat
pendidikan yang sama, dan level eselon Yyang sama justru pencapaian
fraud  prevention tidak signifikan. Indikasi inl secara empirik
mendukung konsep “fraud triangle”

C. Kontribusi Teoritis dan Kebijakan

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian dengan fokus akuntabilitas, seperli yang sudah
disebutkan di bagian awal, khususnya dalam matriks peneltian
sebelumnya (feorfical mapping), temyalta telah ditemukan beberapa
hasil. Pada umumnya hasil penelitian tersebut menyimpulkan, bahwa
internal conirol dan intermal auditor dapat meningkatkan akuntabilitas
organisasi, Seperti yang dilakukan oleh Halla (1999), Togiman {2000]),
Demikian juga penelitian terhadap pencegahan fraud juga sudah
banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Dockery (2000), Paul
{2008).

Berkaitan dengan penefiian ini yang bertujuan mengetahui
dimensi-dimensi yang berpengaruh terhadap pencegahan fraud,
khususnya dimensi infernal control, internal auditor dan akuntabilitas.
Peneliian ini akan berkontribusi terhadap studi akuntansi sektor publik
institusi pemerintahan daerah. Secara spesiiik

dengan lokus organisasi
memperkaya studi akuntansi sektor publik dan lebih

penelitian ini dapat
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khusus lagi memberi tambahan bagi khasanah studi
Disamping itu, penalj

fraud prevention.
tian ini sangat berkepentingan untuk menelaah
model desain fraud prevention di sekior publik,

Selain kontribusi tersebul, kontribusi Isin yang dapat ditawarkan
dalam penelitian ini bahwa, dalam rangka fraud prevention dilingkungan
pemerintahan daersh maka dapat diperkual dengan menggunakan
model inangle fraud prevention yang meliputi internal contro, infernal
auditor serta akuntabilitas, kontribusi teoritis yang peneliti tawarkan ini,
sesuai dengan dasar pemikiran functionalism structural teori yang

dipopulerkan oleh Parsons. Model tersebul nampak seperti gambar

berikut

Accountability

Fraud
Prevention

Intarnal Control Internal Auditor

Gambar 5. 4 Triangle Fraud Preveniion Model

2.  Kontribusi Kebijakan

Penaliisn ini juga depat berkontribusi techadap penysmpurnass
kehiiakan dalam mendorong terbangunnya akuntabilitas dan pencegahan
jakan

penyalah gunaan kewenangan hirokrasi di pemerintahan daerah. Berkaitan
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gengan hal tersebut, maka kontribusi kebijakan yang dapat ditawarkan hasil
penelitian ini yaitu :

1. Untuk menciptakan akuntabilitas dan pencegahan fraud, maka
pemerintah daerah seharusnya memfokuskan perhatian dengan
menyusun kebijakan daerah yang terkait dengan inisiatif untuk
penguatan infernal control dan infernal audifor, baik melalul perda
maupun  melalui peraturan gubernur. Substansi utama yang
semestinya dimuat dalam kebijakan tersebut menyanghkut
keharusan organisasi SKPD untuk menerapkan secara utuh
dimensi-dimensi ilemal confrel dan infermal audifor dengan
menekankan pada punishment dan reward. Hal ini sesuai
functionalism structural theory yang menekankan penlingnya
pemberian insentif atau reward kepada pemangku jabatan yang
lebih tinggi.

2. Kebijakan lain yang dapat dirumuskan cleh pemerinizh daerah
adalah dengan melakukan restrukturisasi terhadap organisasi
inspektorat provinsi, terutama yang berkaitan dengan kaduduk.an
dan alur penanggungjawahﬂn. Dengan perubahan - struktur
terssbut maka dengan sendiringa akan  menciptakan

yang selama ini merupakan titk terdemah dari

independensi
alarm pemerintahan daerah.

infernal auditor d
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KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan

Berdasarkan temuan dar hasil analisis dan pembahasan yang
dikemukakan sebelumnya, maka penelitian tentang intemal control,
internal auditor, akuntabilitas serta fraud prevention dapat dirumuskan
kesimpulan sebagai berikut :

1. Terbukli terdapat pengaruh secara langsung dan signifikan antara

internal control dengan akuntabilitas serta antara intemal auditor
dan akuntabilitas. Hal ini memberi keyakinan bahwa telah tercipia

akuntabilitas publik dilingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi

 Tidak terdapat pengaruh |

Salatan yang efeklif dan telah memberikan hasil yang baik, hal ini
terwujud melalui perhatian atas peningkatkan peran dan fungsi
serta adanya tata kelola unit infemal control dan infemal auditor

oleh para pimpinan pada masing-masing satuan kerja perangkat

daerah,
angsung dan signifikan antara internal
confrol terhadap fraud prevention dan juga tidak terdapat pengaruh

langsung dan signifikan antara internal audifor terhadap fraud

E-Eﬂw Alas femuan tEIEEbL'Il dﬂﬂﬂt memberi kE‘?‘EHII'IEI'I
FHH T
ama, Wﬁﬂﬂgﬂl 18 hﬁﬂﬂﬂlgall fli'ﬂl'..l'dl,l cli pl'ﬂ-'l.l'il'l-Ei.

cukup hanya dengan memperkual infermal

bahwa : pert
Sulawes Selatan ticdak
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control melalyi -
slalui komponen; lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, kegiatan Pengendalian, informasi dan komunikasi sera

pemantauan.  Kedua, Demikian juga halnya bahwa untuk

mencegah fraud di Sulawesi Selatan tidak cukup hanya dengan
memperkual infermal audifor terutama penguatan inspekiorat
provinsi melalui strategi peningkatan indepensi dan kompetensi
orgamisasi. Fraud prevention dapat dicapal secara bersama antara
intemal control dan intermal auditor dengan akuntabilitas.

. Akuntabilitas sebagai variabel intervening dalam panelitian ini telah
terbukti berpengaruh sangat kuat terhadap frawd prevention.
Dengan melalui akuntabilitas, maka infernal confrol dan infemal
auditor terbukti berpengaruh pesitif dan signifikan terhadap
pencegahan freudi di Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta ini
meyakinkan bahwa usaha fraud prevention dalam suatu organsasi
harus diinisiasi dan dikelola secara simultan antara komponen

infernal control, intemal auditor dan akuntabilitas. Penguatan

sacara bersama-sama ketiga komponen tersebut menjadi sangat
efektif dalam usaha mencegah kecurangan (fraud) dalam

penyelenggaraan permerintahan. Fraud prevention dalam

manajemen pemerintahan dapat  diwujudkan  dengan

mengembangkan
control, infernal auditor dan akuntabilitas.

triangle fraud prevention model ysitu internal
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B. Saran dan Rekomendasi

Fraud prevention di pemerintah daerah provinsi Sulawesi
selatan melaui intemal control, infernal auditor, serta akuntabilitas
periu mendapat perhatian yang lebih proporsional, mengingat dampak
atau implikasi yang akan ditimbulkan sangat besar. Beberapa saran
yang dapat peneliti rekomendasikan antara lain
1. Lemahnya pengaruh infernal auditor terhadap pencegahan fraud di

lingkungan pemerintahan khususnya di pemerintah  provinsi
Sulawesi selatan, terbukti lebih banyak disebabkan oleh : (g8)
kedudukan organisasi inspektorat, restrukiurisasi orgamsasi
inspektorat sudah seharusnya segera dilakukan, terutama yang
berkaitan dengan kedudukan dan alur pertanggungjawaba. (b)
tingkat kompetensi rala-rata sumber daya yang dimiliki institusi
inspekioral, segera disusun strategi percepatan peningkatan
kompetensi para pegawai pada institusi inpektorat provinsi.

2 Untuk membanguan akuntabilitas di provinsi Sulawesi safatan
maka disarankan unfuk memperkuat dimensi pengawasan dan
pengendalian secara lebih sistematik dan  berkslanjutan,

manginget indikator infernal control yang paling lemah adalah

komponen pemantauan { monitoring di sejumiah satuan kerja

perangkat daerah.
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Fraud i i i
prevention di Sulawesi Selatan sebaiknya dijadikan sebagai

program strategis dan dimuat dalem dokumen rencana strategis

pemenntah daerah Terakomodasinya pencegahan fraud dalam

dokumen rencana strategis akan memudahkan pemerintah dalam
hal ini eksekuif maupun legislative untuk menggalang inisiatif
melalui tiga pilar yakni: 1) pilar penguatan intemal control, 2) pilar

penguatan infemal auditor, dan 3) pilar penguatan akuntabilitas.
4. Untuk lembaga pendidikan, sebagai lembaga pencetak para
. intelektual bangsa, fravd merupakan perilaku yang harus dicegah
dan dieliminir, peneliti menyarankan agar segera membuka
I programijurusan yang berorientas pada oulput yang disamping
memiliki kecerdasan intelekiual tetapi juga memiliki kecerdasan
spiritual, yaitu memiliki kepedulian sosial dan memiliki hati nurani,
5. Untuk mengoptimalkan fraud prevention dalam pemerintahan,
maka peru dilakukan penelitian lanjutan untuk memperkaya
model-model pencegahan fraud dan sekaligus dapat mengatahui

e —

dimansi-dimensi penting lainnya.
C. Keterbatasan Penelitian

Maksud dari penefitian menguji pengaruh intemal control dan
| auditor terhadap akuntabilitas dan pencegahan fraud, adalah

internal au

berguna terutama dalam insiansi

menghasilkan informasi  yang
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merint _
pemenntah  dalam  ha meminimalisasi  ferjadinya  kecurangan-

kecurangan yang sering tefjadi atau bahkan yang sudsh menjadi
budaya dilingkup pemerintah dasrah.

Informasi hasil pengujian telah peneliti paparkan pada bagian
sebelumnya, namun peneliti masin mengakui masih ada beberapa
keterbatasan yang dapat mengganggu keakuratan informasi yang
dihasilkan.

Beberapa di antara keterbatasan tersebut adalah :

1. SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang terpilih hanya
untuk SKPD yang menernma alokasi dana yang besar
dengan tingkat kesibukan yang cukup besar karena rala-rata
merupakan unit kerja yang mefakukan pelayanan langsung
kepada masyarakat.

2 Responden yang dipilih hanya barasal dar beberapa satuan
kerja peangkat daerah, dan diutamakan hanya pada para
peiabat yang sedang menduduki jabatan eselon, sehingga

cenderung akan maemberikan penilain yang positif terhadap
berbagai aspek terutama dalam pelaksanaan pengendalian /
dilakukan responden sendir, peneliti

perigawasan  yang

kuatir terjadi over-estimate dalam menilai dirinya sendiri.

3 Informan yang dipilib oleh peneliti  untuk menggali |/

an informasi dalam menduking hasil pengujian

mendapatk
nipolesis terutama uniuk

hasil hipotesis yang bertentangan




d
engan konsep dan hasil-hasi penalitian terdahuly, peneliti

memilihnya kareng hubungan kekerabatan / teman, yang

menunst peneliti kemungkinan akan berpengaruh terhadap

jawaban yang diberikan,

- Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, tentu sangat
rentang dengan bias, walaupun peneliti melakukan cross
chek terhadap jawaban responden, tetapi tentu kekawatiran
terhadap hasil yang bias tidak dapat dihindari.
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Tahun Penelitian @simpulan | yang dilakukan peneliti
Peneliti Persamaan | Perbedaan |
an
Gandhi | Universi -
{G:ema F'a;:;:?;n ! | ?gw memperkuat | Fokus pada | Penelitian
Pareiria ungsi Pemeriksaan | Pemerksa | Gandhi focus
e Intern dan Iriterm pada
Pemeriksaan Pemeriksaan Akuntabilitas
saan Meni ; epartemen,
Ekstern dan Dawﬁma?nﬂm SRR A
Penilaian Dewan | Pengawas penelifian inl
3 ; focus pada
Perwakilan Eksakutif, akuntahi
Rakyat Terhadap kinl;r:j.a i
%Uﬂtﬂtl-ll“a‘-':‘r akuntabilitas
gEuangan keuangan pada
epartemen. unit SKPD
Nunuy Universitas Agar melaksanakan | Fokus pada | Penelitian Nunuy
Mur Padjadjaran / desentralisasi fungsi | penerapan berokus pada
Afiah Pengaruh akuntansi ke tingkat | prinsip- aspak
(2004) | kompetensi unit kerja Dinas/ | Pinsip GG | manajemen
anggota DPRD, | Badan / Kantor s palaksanaan
kompetensi untuk lebih SHOHIAN. | oD,
it daesah sysiem
aparatur memberdayakan pmgar:gga:an
pemerintah unit kerja Dinas [ dan kualitas
daerah, Badan / Kantar, informasi
pelaksanaan serta mencegah keuangan,
sistemn informasi | overdoad tugas sedangkan
akuntansi, dalam bidang penelilian ini
penganggaran akuntansi di focus pada
serla kualitas Sekretariat daerah mpmmmﬁmaﬂ
informasi yang menyebabkan ik chat
keuangan rendafinya kualitas internal auditor
terhadap prinsip- | informasi keuangan dalam
prinsip tata kelola | dan terhambatnya penerapan GG
pemerintah saluran informasi dan pencegahan
daerah yang baik | pemerintah daerah ol
kabupaten kota
di Sulawesi
___| selatan
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=

“Nama Sumber =
penelitiT | Publikasi REhmi"’E"daE" ! Posisi dengan penelitian
ahun Judul mpulan ___yang dilakukan peneliti
Penelitia Penelitian Persamaan | Perbedaan
n
‘Bambang | Universitas T e :
Pamungk | Padjadjaran / ?ﬁ? komendasikan | Fokus pada | Penelitian
(2005) | Pengaruh SR penerapan | Bambang
- ga - Upaya mewyjudkan | pengawasan | berfokus pada
kualita
ualiias akuntabiliias dan penerapan
DEfElinudr:n ﬁmﬁ dengan z:jrltabﬁitas aﬁhmitanl_ -Ii!E.E:‘I sector
peru ng- u a public
undangan, sejumiah ketentuan | Pemerintah | penerapan
panerapan peraturan daerah pengawasan di
akuntansi PefLInCiEng- Yogyakarta,
keuangan _undangan, sedangkan
' Pihak terkalt dengan penelitian ini
sektor publik PICSES penyusUnan locus pada
g:zgpemsr:ﬁan j:"ﬁill:nﬁ#ﬂpaﬁ standar peran mmn
awa untansi pEmEri
terhadap pemerdntahan daerah dan
kualitas laporan | mempercepat proses internal audior
keuangan panatapan SAP dalam
pemerintah dan akuntabiltas dan
akuntabilitns pancegshan
e . fraud di pemprov
kinerja instansi ailkael

L pemerintah :

Paul, Accounting and | -Organisasi yang Topik Peneltian Paul

Coling Finance 48, memiliki fungsi peneiitian dkk focus pada

and AFAANZ 1 auditor intemal mengensl misappropnatio

Robyn Internal audifor, | dalam ﬂrgiﬂ'lﬁaﬂ L"u'“dﬂ': L ?mu;:ssets

Moroney | alffemative meampuny Fraud :

{2008) intemnal sudifor | kecendrunganyang |’ sedanghar;.l r
struciures and lebih besar untuk m;mn
the level of menditeksi dan pimpinan pamda
misappropriatio | melaporkan dan pemeriksa
n of assets misappropriation of internal datam
frauwd assels fraud dﬂ!" pelaksanaan

pada organisasi akuntabilitas dan
yang tidak pencegahan
mempunyai fungsi fraud di
auditor intarnal pemerintah
. organisasi yang daerah_selatan

menggunakan

metode in-house

dalam

menjalankan e
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“Nama
peneliti/
Tahun
Peneliti
an

Sumber
Publikasi / Judi
Penelitian

" Rekomendasi /
Kesimpulan

Posisi dengan penelitian
yang dilakukan peneliti

Persamaan Perbedaan

—_fur'lgsi auditor
intermal lebih
efeklif untuk
mendeteksi dan
melaporkan
misappropriation of
assefs fraud dari
pada organisasi
yang
meanggunakan
outsourcing

Kartini
H Idris
(2012)

Dimensi fntemal
Confrof dan infermnal
Auditor dalam
Accountabilty dan
Fraud Provernion
pada Pemerintah
Provins) Sulawesi
Selatan

-infemal Conlrol dan
Intermal Auditor
barpangaruh terhadap
Akuntabilitas,

= Infermal confrod dan
infermal awditor Udak
barmpenganih angseng
terhadap pencegahan
fraud, nemun

berpengaruh secara
signifikan dalam fraud

prevention bila melalui
akuntabilitas
-Direkomendasikan
untuk pengembangan
triangle fraud
prevention model
(infernal control,
intemal auditor serta
akuntabilitas) di
instansi pemerintah
dalam fraud

Feneglitian ini
fokus pada frawd
prevention di
organisas
satuan kerja
perangkat
daarah provinsi
Sulawesi selatan

Fumngsi
Intemal
Contmol dan
Intemal
Avdifor

preveantion.
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Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN Confidential

PROGRAM p

ASCASARJANA

UNIVERSITAS HasAN UDDIN
MAKASSAR

Diisi Oleh Pimpinan SKPD/Kepala Bidang

Informasi Umum

Petunjuk Pengisian :

Mohon bapak/ibu berkenan mengisi perlanz.flaanl'pamystaanﬁnfnrmasi berikut,
sesuai dengan keadaan dan keyakinan bapak/ibu,

Nama

Umur
EselonfJabatan
Menjabat Sejak
Pendidikan Terakhir
Nama Instansi
Alamat

Nomor Telepon
Nomor Faxcimile

10. Tanda-tangan / Paraf
Catatan *) Coret yang lidak sesuai

© N Do AW

+ 20-29 thn,/30-39 thn /40-48 thn /50 keatas...”)
- Non Eselon/Eselon I/E=elon lIFungsianal .*)
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I Petunjuk Pengisian

imohon b i
E;Tng mauagaimgﬂsgrm memberikan jawaban atas pernyataan yang dinilai
tanda silang (X) pada pilik an kondisi organisasi saat ini dengan memberikan
teiak seaua). (2] kUrang’:; dn jawaban yang ada. Pilihan [gwaban {1) sangat
Jawaban-jawaban tersebut berkatar o2, S25U2h (4) sesual, (5) sangat seuai.
infernal Auditer terhad berkaitan dengan pengaruh dimensi infemal Conlrol,
Fraud (kecurangan) s Accountabiily dan implikasinya terhadap pencegahan
: ganj. Fﬁﬂ'ﬂhﬂﬂ; tidak terzedia jawahan dapat memilih satu jawaban
vang paling mendekati kondisi yang bﬂpﬂﬂibu hadﬂﬂ'i.

1. INTERNAL CONTROL

;[F;Jﬂf_lq k'irJJGEiE;Ef pada bagian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang
tsl obyekll mengenai pelaksanaan infemal controf dalam  organisasi van
bapakiibu kendalikan, : R

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

PILIHAN JAWABAN

Mo PERNYATAAN 1 2 3 4 5
sangat | kwang | Esdang | sesual | samgat
Kk secual | seswoal fudial
!t'l-llﬁﬂ

1 | Organisasi telah membuat kebijakan untuk
meciptakan lingkungan organisasi yang
berintegritas dan berefika

2 |Setiap pengambilan  kepulusan  di
organisasi telah mempertimbangkan nital
etika

3 | Diorganisasi telah dilakukan pelimpahan
kewenangan pada setiap hidang!ba;_uan

4 | Unluk mencapal tujuan organisasi maka
dilakukan koordinasi SOM yang potensial

5 | Guna mendukung pelaksanaan kegiatan
organisasi talah memiliki SDM yang telah

memiliki keahlian & keterampilan
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B. PENILAIAN RISIKO

T e

No

PERNYATAAN

B

PILIHAN JAWABAN

sangat

aesual

2

hl.r.nn.g
oG

3

kadang
sosual

4

widual

Eangal
Sagual

setiap pembuatan kepulusan Elratagi
organisasl selaly melakykan indnntiﬂkglsi
resiko yang akan terjadi *

Organisasi selalu melakok

3 _ an pengolahan
data dan infermasi unfuk mienaksir risikg
yang mungkin akan munecud

Organisasi  melakukan [
ani pembandin
penilaian_capaian kinerja dengan saaa?aar?

C. KEGIATAN PENGENDALIAN

No

PILIHAN JAWABAN

PERNYATAAN

Banrgal
Lk
SRk

2

kurang
Sdtfiaal

3

kadang
sesual

4

sosual

sangat
sesual

Qrganisasi telah didukung  oleh

pemrosasan data dan informasi
Frosedur dan kebijakan urmuk melindungi
assel secara fisik dan non fisik sudah

handal

11

Pimpinan selalu mengadakan pengecekan
secara mendadak dalam organisasi

12

Dalam  organisasi  telah  dilakukan
pemisahan dengan jelas fungsi diantara

para pegawai
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p. INFORMASI DAN KOMUNIKAS)

No PILIHAN JAWABAN ]
PERMNYATAAN 1T 3 3 7 5
sArgal burang | kadsng | #esad | sandgal
3 | Sislem informasi o ,:,‘fh‘,, - e
menghasilkan  informas ;ingﬁa;' d:gat
| akurat dan tepat waktu ngkap.
14 | Informasi telah mengalir seimbang dar; -
| |atas kebawah dan dari bawah k.emi,m;
15 | Satiap kegiatan transaksi selah di olah
dangan komputer
16 ||'|!ﬂf|'|'|l_El‘Ei hE'UHi'lgEI'I yang diEEji'i.-En telzh
tersedia dengan lengkap |
E. MONITORING
PILIHAN JAWABAN
No
PERNYATAAN 1 2 3 4 5
wpngal kuprang | kadanp | seswsi | Sangat
1k wagdal sesial piaual
LRI
17 | Dalam pelaksanaan kegitan ferdapal
mekanismel/prosedur  monitoring dan
evaluasi
16 | Inspekiorat {internal awddt) rutin
mengadakan penslaahan informasi guna
mendukung internal kontrol _
19 | Setiap hasil evaluasi atas rencana
dilakukan tindak lanjut
50 [Seialy konsisten dalam melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan

KOMENTAR DAN CATATAN :

komentar dan

unyai
EMERr am dafta

pelum tercakup dal
ng telah disedia

Apabila Bapak/fibu
penelitian ini yang
dalam kertas kosong ya

Terima kasih atas partisi

" <] dan bantuan Bapa

gtau catatan sehubungan dengan
r perianyaan di atas, mohon di catat

kan di bawah ini:

kilbu dalam mengisi kuesioner ini.
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2. INTERNAL AUDITOR

bapaklibu berada, Pelaksanaan intemal audit di lingkungan kerja
PILIHAN JAWABAN 7
No PERNYATAAN 1 2 3 a 5
sangay kurang | kadang | sesunl | samgel
LLiL Sogual sasuai LLLITES
e — sesual

1| Auditor intemal selalu memperiahahankan
sikap independensinya atau tidak berpihak

2 | Obyektifitas hasil kerja auditor internal
dijamin  melalui  peninjauan  pimpinan
auditor internal

3 | Aparat auditor internal melakukan evaluasi
alas kesengajaan dalam mengabaikan
pengendalian  intemmal oleh  yang
mempunyai kewenangan

| 4 | Auditor  internal  selalu  mengevaluasi
otorisasi pengaunaan sumber daya

5 | Aparat auditor internal melakukan evaluasi
resike pengendalin yang mungkin tegjadi

| 7 | Dalam melakukan  pemeriksaan

| keuangan, aparatl audilor intern

mengevaluasi ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan

g | Dalam melakukan  pemeriksaan

keuangan, aparat auditor intern melakukan

pengujian bukti audit atas kebenaran dan
e lakukan  pemeriksaan

9 | Dalam me

keuangan, aparat auditor intem melakukan

audit anggaran dalam suatu program

10 | Dalam melakukan pemeriksaan

keuangan, aparat auditor intem melakukan

audit anggaran berkaitan dengan ouicome

program :

i1 | Dalam melakukan  pemerksaan

: Lkan
at auditar intem melak
keuangan, apar  pengadaan baran

pemeriksaan prosedy y
77 | Dalam _mmelakukan pemenksaan aparat

auditor  inteém melakukan al.ndi:jenal::
pengadaan  barand ses:_:L g
kehutuhan dan biaya yan W
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[ B i

|
PILIHAN JAWABAN

No PERNYATAAN T T T

{ = Sangat | kirang bxdang | soswal | sangar

13 D‘EI?-H"I - I11E|-EI|{IJHEIn Pemeriksg é.":;'.*_ m i
auditor intern melakukan audit N aparat

[t perlindungan dan pemelinaraan agset
i Dals_trrr mealakuks En'aanasag___

PEnQounsEaEn Sumb
(staf, peralatan, & fasiligs - s

15 | Dalam  melakukan
afm Pemeriksaan aparal
auditor intermn melakukan pemerikg.:an
Eerha::’_ap ketaatan perolehan
pemeliharaan, dan unaan asset

16 [:Ian_am melakukan pemernksaan aparal

:tudlln:(ﬁintﬂm melakukan  pemeriksaan
as teria kehematan, efisisns

efeklifitas el dan

17 Dala_lm  melakukan pemerksaan aparat
auditor intern mengungkapkan temuan dan
rekomandasi untuk perbaikan

18 | Dalam melakukan pemeriksaan aparal
auditor intern  memantaw  tindak tanjut
rekomendasi terdahulu

19 | Dalam melakukan pemeriksaan aparat
auditor intern melakukan pemeriksaan
khusus  untuk  mengetahui  indikas|
kecurangan

20 | Dalam melakukan pemerlksaan aparat
auditor intern melakukan pemeriksaan
khusus terjadinya indikasi pengeluaran
ilegal

21 | Dalam melakukan pemeriksaan _aparat
auditor intern melakukan  pemersiksaan
khusus indikasi penyalahgunaan

keweanangan

KOMENTAR DAN CATATAN :

Apabila bapak/fibu mempunyai kementar dan atau catatan &ehuhuggan dengan
aparal pengaawagan internal yang belum tercakup dalam daftar kuesioner, mohon
ticantumian dalam baris kosong yang telah disediakan di bawah ini :

Tetims kasih atas partisipasi
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V\_

3. ACCOUNTABILITY

Tujuan kuesioner pads bagian in

kondisi obyektif menganai
bapak/ibu berada, e

alkﬂdalah untuk mendapatkan gambaran tentang
Sanaan accountability di lingkungan kera

A, AKUNTABILITAS KINERJA

e
o PILIHAN JAWABAN
No PERNYATAAN 1 2 3 4 5
#angat | kurang | kadang | sesual sangak
dk LLATH sesial BEsuaj
- - LRI
1 | Sebagal wujud keterbukaan organisasi
setiap pengamhbitan keputusan pimpinan
selalu melibatkan pejabat terkait dalam

_Perencanaan dan pelaksanaan

2 | Pengelolaan informasi aseet organisasi,
selalu mendukung kebebasan pers
3 | Evaluasi realisasi anggaran  dikaitkan
dengan tingkat capaian tujuan kegiatan

4 |Evaluasi terhadap laporan  realisasi
angoaran ada indikasi bahwa dats
keuangan yang disajkan bebas dani
kesalahan material :
3 |Ewvaluasi terhadap laporan realisasi
anggaran telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku

6 |Dalam mengukur kinerja SKPD telah
dilakukan penilaian obyekiif & Indipenden
alas laparan realisasi anggaran

T | Evaluasi terhadap realisasi anggaran
tahun lalu telah dilakukan findak lanjut

| terhadap penggunaan sumber daya
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KEUANGA

B.  AKUNTABILITAS
—_—|__

Mo PEHN"‘I’AT#.AH

—

9 | Pengelolaan Operasional  [Ren
selalu  diumumkan meala|i
media cetak dan publikasi lainnya

8 | Pengelolaan Hauﬁgan SKPD selafn,

dimuat di media catak alau pulikagi talnnya

N

Blra &

sesun|
a3l |

—_——‘_——]_—'_PILIHAH JAWABAN

1 2 3 4
BN | hwrang | kadsng | sesus
tdk #esuai | sesual

aanga
Assual

10 | Laporan anggaran SKPD
kesempatan  kepadg instansi
masyarakat untuk menilaj laporan

sesual dengan kewenangan

selaly memberi

atay
lersebul

11 | Laporan realisasi anggaran diun
sabab-sebab adanya perbedaan

anggaran dan reaslizsasi

gkapkan
antara

12 | Evaluasi terhadap laporan
anggaran SKPD  disampaikan

tepat wakiu

realisasi
dengan

KOMENTAR DAN CATATAN :

i ' ' tatan sehubungan dengan
Apabila bapakfibu mempunyai komentar dan atau ca 1
EELIMEIJHI-IE;; yang belum tercakup dalam daftar kuesioner, mohan dicantumkan

dalam baris kosong yang telah disediakan di bawah ini -

Tenmakasmataspamsmasldan Eéﬁmn Bapak/lbu dalam mengisi kuesioner ini.
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4. FRAUD / KECURANGAN

Tujuan kuesioner pagdg bagian in
el E |'| "-“ Hlﬂal h
disi obyekii ; ah untuk
|'|il}l1k n?k if n‘lengelna! Pelaksanaan o l'l‘hel_rl'ldapaﬂ;gn gambaran tenta ng
lirgkuingan kefja bapakiiby barady. cegahan fraud (kecurangan) di

A. MENCIPTAKAN BUDAYA KEJUJURAN

— — )
PILIHAN JAWABAN
Mo PERNYATAAN 1 2 3 4 5
sangat | kurang | kadamg | sesial sangal
Lk sasusl | sosusi s@%iual
Sessl

Dalam rekrutmen pegawai pertimba
utama adalah aspek keiujuran e

Selalu dilakukan pelatihan kepada pegawal
tentang kesadaran akan kecurangan dan
akibat yang ditimbulkan

SKPD selalu menciptakan lingkungan kerja
yang kondusifl dan positif bagi pegawai

SKPD  selalu memberikan sosializas)
tentang kode perilaku  yang mudah
dr'rneng_eﬂf

SKPD selalu membuat program  untuk
memberi kemudahan bagi pegawai vang
mengalami masalah "

B. MENGHILANGKAN KESEMPATAN MELAKUKAN FRAUD! KECURANGAN

PILIHAN JAWABAN

No PERNYATAAN 1 2 5 [ 4 | &
sangal | kurang | kadang | sesual | sangat
Ll sasual | sesual i
sesual
& | SKPD mempunyal sistern internal control
____| yang menyeluruh
7 |SKPD  mempunyai  program uT!.u_k
mengurangi peluang terjadinya  Koles!,
misalnya rotasi, 2 ;
& | Pimpinan selalu membear infiormasi ti;a;:dﬁ
pihak rekanan tentang MHJHE;HWE ng
suap dan tindakan kecurangan k S
9 [Pimpinan selalu mengawasi ?:sili!aﬁ
pegawai termasuk gaya hidup dan
— | pribadi
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L —

[~ s

No PERNYATAAN

PILIHAN JAWABAN

sadigal
AEEUal

fo | Pimpinan mempunyar Jair &
USUS va
mdah untuk melaporkan I:a-:urangan 3

a

11 | Pimpinan selalu melakukan audy proakiif

12 | Pimpinan  menciptakan okpekiasi atas
hukuman yang tegas dan konsisten alas

pelaku penyimpangan

KOMENTAR DAN CATATAN -

Apabila bapakfibu mempunyai kementar dan atau eatatan sehubungan dengan
pencegahan fraud (kecurangan) yang belum tercakup dalam daftar kuesioner,

mohon dicanturmkan dalam baris kosong yang telah disediakan di bawah in -

Terima kasih atas parlisipasi dan bantuan Bapak/lbu dalam mengisi kuesioner ini.
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I,

KUESIQ NER PENELITIAN

Canfidential

PROGRAN PAS
CASARY
UNJE’EHEIT&S HASF.HUDJ?:I':I'?
MAKASSAR

Diisi Oleh Internal Auditor

Informasi Umum

Fetunjuk Pengisian :

Mohon bapakfibu berkenan mengisi pertanyaan/pemyataanfinformasi berikut,
sesuai dengan keadaan dan keyakinan bapak/ibu.

1%
12,
13.
14.
15.
16.

17.
18,

19

Nama

Umur
Eselon/Jabatan
Pendidikan Terakhir
Mama Instansi
Alamat

Nomor Telepon
Nomor Faxcimile
Tanda-tangan / Paraf

- 20-29 thn,f30-39 thn,/40-48 thn, /50 keatas,
- Non Eselon/Eselon IVEselon IIIfFungsional
. SLTA/DISarana Muda/S1/52/S3 ...

Catatan "} Coret yang lidak sesuai

")
S
-
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Cara Pengisian

Di bawah ini adalgh

: . Perftanya
memberikan jawaban

tanda silang (X) pgdaa;ﬂfuﬁm Anyaan/pernyataan tersebut dengan memberika
menurut bapakfiby tenis yang lersedia yang paling sesuai atau pali i
(erhadap ﬂcﬂ:}unrﬂb}myngﬂ;]:ng-amh dimensi fntemal Controf m;:lrr;g? ,tffr:?.-}

_ mplikasinya ;
kecurangan). Apab : =inya  lerhadap ncegah
( pabila tdak tersediz jawaban yang tepalljf ;fl?:i:kﬁgu E;:L::

memilih satu jawaban van E :
Nadai yang paling mendekati dengan kondisi yang bapakibu

1. INTERNAL CONTROL

;:r"rj":-is'“.IE mtj;esmer Pada bagian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentan
ondisi obyektif mengenai pelaksanaan internal control di lingkungan nrganiaas?
SKPD yang bapakfibu audit

A, LINGKUNGAN PENGENDALIAN

PILIHAN JAWABAN

No PERNYATAAN 1 2 3 4 5
Eangsl burang | kadang | soswusi | sangat
tdk E SdEdiAl | sesual SR LR
BERUAY

1 |Tingkat kepedulian pimpinan SKPD
dalam hal pengawasan/pengendalian

intern

2 | Kepala SKPD, selalu mamberi tauladan
|| dalam pengendalian internal
3 |Kepala SKPD selalu menjalankan

peran pengendalian internal secara
| baik
4 | Pimpinan SKPD EEIEII.J_

memperimbangkan fungsi

pengendalian internal dalam
| penyususnan program _ 0
3 | Pimpinan nﬁmparﬁmbair;gka;n g?{tsgﬁt

i U

| pegawai untuk mencapa hI:! = i

6 | Duk SpDM  dalam
ukungan dalam pelaksanaan

dan keterampilan
_]_R_t_—;fg_fatan
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FENILAIAN RisiKg

i e NS

 PILIAAN JAVVABAR 1
No PERNYATAAN =
T 1 T I o o e
FANQar | kursng kadang | sesusi | sangat
Ik Sl nan ELATET LT
7. | Dalam meW—— ~Sesual
pimpinan SKPD selaly HEAR B,
memperhitungkan timbulnya risikg
dengan _mengld-erul:iﬁkaslhan fnsiko vang
akan lerjadi dalam pelaksanaan,
& | Data dan informasi yang lersedia telan | |
membantu pimpinarn SKPD untuk
melakukan penaksiran resiko
i F'imp_:-inan SKPD selaly melakukan
analisis kinerja dengan membandingan
antara rencana dengan capaian
10 | Pimpinan SKPD selaly
memperhitungkan timbulnya risiko
dengan mengidentifikasikan rislke yang
akan terjadi dalam pelaksanaan, !
C. KEGIATAN PENGENDALIAN
— PILIHAN JAWABAN |
No PERNYATAAN L R W
sangal burang | kadang | sezual sangat
bk fesual | sesual sndual
sesual
1] Pimpinana SKPD selalu mendasarkan

_| Pertanggungjawaban.

adanya pemisahan fungsi yang jelas
diantara para pegawai dalam

 pembagian tugas. _
Pimpinan SKPD selalu memberikan
kewenangan berupa oforisasi fransaksi

—_| Yang jelas kepada bawahannya.

Pimpinana SKPD selalu memintahﬂ
dokumen dan catatan sebagal bu

kegiatan, dan sebagai alat

isi t
Pengendatian fisik terhan_:lal_: Asse
SKPD, selalu menjadi prioritas utama

| pimpin SKPD.
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PERNYATAAN

[ e,

PILIHAN JAWABAN

1 4 3 4 5
AL | kimang | kadeng | sesusi | sangat
(15 | Pimpinan SKPD pedyll aias ————— oy | " | e —
kelengkapan pendukun
data informasi {hardhwi,pﬂmmzf:?a
brainware) untuk kebutuhan informas "
dalam pengambilan keputusan,
16 | Pimpinan SKPD melakukan
pengecekan secara mendadak pada
semua bagian
C. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PILIHAN JAWABAN
No PERNYATAAN 1 2 4 | k| 8
sangat kisahp | kadang | sodual | sangat
bk U sasual SREuUaE
; BRSuai
i7 | Sistemn informasi yang dimiliki SKPD,

memadai untuk menghasilkan informasi
yang akurat, dan tepal wakiu,

Pengendalian intern, didukung arus
informasi yang telah mengalir
seimbang sesuai kebutuhan, baik dari
bawah ke atas maupun dari atas ke

EE

bawah ? _
Sefiap transaksi yang terjadi di SKPD

dikelola dengan komputerisas

| m——

informasi keuangan yang disajikan dan

dikomunikasikan lengkap tersedia?
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D. MONITORING

_—
i SO

PILIHAN JAWABAN
No PERNYATAAN B 3 4 5

Eafgat | kurang kadang | sesual | sangat
tdk sREus | sosued smsual

21 | Dalam pelaksanaan kegiatan SKPD |

didukung oleh adanya
mekanismelprosedur monilering dan
evaluasi

22 | Bagian internal auditl inspekioral —
secara rutin mengadakan menalaahan
atas sistem informasi yang benalan
guna mendukung terciptanya
efektivitas intemal contror?

23 | Pimpinan SKPD selalu konsisten
dalam melaksanakan kebijakan yang
| diambilnya.

KOMENTAR DAN CATATAN :

' i i hubungan dengan
Apabila bapakfibu mempunyai komentar dan atau catatan se i
internal control yang belum tercakup dalam daftar kuesioner, mohon dicantumkan

dalam baris keseng yang telah disediakan di bawah ini

Terima kasih atas partisipasi dan bantuan Bapak/lbu dalam mengisi kuesioner ini.
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¢ INTERNAL AUDITOR

Tujuan kuesioner pads bagian in;
bt ; ; adal
kondisi obyeklif mengenai Pﬂlak&anaa:l:;rmm Mendapatkan gambaran tentang
ermal audif di lingkungan SKPD..
A, INDEPENDENS|
5 PILIHAN JAWABEAN T
E el
No RNYATAAN 1 3 3 3 3
sangat |
Rl e il e
-3
t | Kedudukan aparat pengawasan inlem
sebagal  internal  auditor zalaly
mempernahankan sikap
independensinya atau tidak memihak.
2 | Sebelum laporan pelaksanaan kegiatan
aparat intermal  auditor dikeluarkan,
pimpinan selaly melakukan
pemeriksaan
3 | Sebagai internal auditor selalu obyektif
malakukan pemeinksaan
4 |Selalu berusaha untuk melakukan
internal  audit dengan  obyektif
sekalipun auditan tidak kooperatif )
5 |Berusaha untuk terus  obyektf
sekalipun ada pihak lain yang
mempengaruhi hasil pemerksaan
§ |Selalu berusaha  untuk nf:yekhf
menyampaikan laporan pemeriksaan
sekalipun berdampak pada karir
B. KOMPETENS! (Pengetahuan, Keterampilan, Etika dan Komitmen)
FILIHAN JAWABAN
1 2 3 4 ]
No PERNYATAAN SO CFONBE) - S [,
idk sesiai | sesual sesua
sesEal

internal

]
Latar belakang pendidi nlrL ihler
auditor ~ sesuai dengan u:w ke
pekerjaan sebagal aparat peng

fungsional pemerintafl. ____———

247




WLCSIMEEYd MO NYYAYONE3A Svhid

800z

MINDT3S3 | Y.V 305 | o
VIVSINSINYS N NYWAYONBESA SYNIT 15 oLoz MNOTESE | SYLYIW 05 | 4L
WLWSIMSIHY S NW NYWAYONEIH SYNIO z8 B00z il NO1353 6v-0v | ol
| VAYSIASIHYS NYD NYYAYONSIN SYNID 15 0L02 Il NOT2S3 6roF | Gi
| WLYSIMEIHYE NYQ NYYAYONEE SYNID 15 LLOZ MNDTES3 | svlvDios | m
__ WLVSIMSIHYd NvO NYYAVONEH SYNI 28 9002 mNo1Es3 | svivaios | e
__ WEHYIN WNIE S¥NIC zs DT | NOT3S3 NON BE-0E | 2l
| WEMYIN WNIB SYNID Z3 SO0E A NOT3S3 Brov | Ll
[ VEIHYIN YNIE SYNID 2s 5002 M NOTEE3 BrOv | Ol
__ WOUYIN WNIE SYNIQ s ¥OOZ A NOT3S3 Br-0v | m\/
| VOV ¥NIE SYNIC V8 100z Al NOY3S3 Brov| 8 |
__ WHYIN YNIE SYNIC 28 8002 WNOTESE | svivaMos| & |
| YOV YNIE SYNIC 2s 0402 Il N353 Brov| 9 |
WUV YNIB SYNIO zs 0402 NINOTES3 | SWAVH0S | s __
YOI ¥NIE SYNIC zs I NOT3S3 R di
WOHYIN YNIE SYNID Il NO383 sror | ¢
WOUYIN YNIB S¥NIO Il NOT353 oy | 2 |
VEHYI YNIE SYNID IINOTESE | S¥LY 305 |
L yrag m_._mﬂwmq.. TR S
o e gl s T T i { |

vapUuodsay SRURWUSDY & Ui

L

T




NYNWHINId NV NYLAYIE0 SYNIG £s 9002 il NOT13S3 aror | it |
NYNYIHES NWE NY LAY I35 SYNID z8 002 Il NOTESE arov | o€
NYNWHIHEH NYO NYLIYITH SYNID zs 9661 i NOTIS3 | Sviv a5 | sE
NYNWAHINTd NYO NYLIY TN SYNIO 1S BO0Z INOT3SE | SYLYIN0s | ve
NYNVMIHIS NYQ NY LAY TSN SYNID 15 6002 INCT3S3 | Svivan0s | s
__ NYNYLHIA SYNID zs LLOT NNoTESa | svivaos | e
( NYNYLHZH SYNIO 75 LHOZ A NOT3S3 B0y | LE
| NWNY LMHIA SYNID zs 5002 NOT3S3 NON BE0E | D€ |
__ NYNYLNHEM SYNIC £s pLOZ Al NOTV3S3 Brov | &7 |
| NYNYLAMEN SYNIO IS Loz I NOTES Brov | 2 |
| N¥NYLOHIA S¥NID zs LHOZ M No13s3 | svivawes| s |
__ NYNY.LIHIH SYNID zs LLOZ Not3sa | svivasos| ez |
| NYNY.LIHSA SYNIO V5 L0z i NDT353 Bi-0F | mmii
VLVSIMSIEYd NYO NYWAYONEIH SYNIC S 00z | TYNOISONNA rov | vz |
VLYSIMSIHYd N¥D NYYAYONBEIH SYNID 28 040z A NOT3S3 Bvdv | €2 |
WLYSIMASIEYD NYO NYYAYONEIH SYNIO zs H00Z NO1353 NON evov| 2z |
VAYSIMSIHY NYO NYWAYONEIH SYNID 15 oLoZ Al NOTESS Brov | 1z |
VAVSIMSIHYd NYO NvWAYONa3X SYNId 15 HLOZ INOT3S3 | SWAvaN0s | 02
W LYSIMSINYd NvO Il NOT3S 0% [ 5.

r o FTRAN




TEEINS AONE HYNIVD NYLVdVONId SYNIO | £s 5002 Al NOT3S3 erov| o5 |
135S AOHd HYHIV0 NYLYdVONId SYNI £s B00Z i NOEES Brov | S5 |
135S ADHd HYEIVE NYLYdYONId SYNID IS BO0Z IINOT3S3 | Svivanos | s
T3S NS ADHd HYHIYD NYLYdVONId SYNID 5 60T I NGT3S3 | Swivanos | g
T3S INS ADH HYHIVE NY LY vaONTd SYNIT z8 BO0E il NO383 Br-ov | 25
q 135S MO HYHIYO NYLYdwONId SYNIO £S B00Z I NGT3SE | SYAY 3405 | 1§
| NYLYHISIN S¥NI Zs OLOZ TYNOISEIN B0F | 05
__ NY LYHISTH SwNId 1S 8002 NOT353 NON grov | &v |
| NVLYHISIN SwNIO LS S00Z Al NOT383 erov | gv
| N¥LYHISTH SwNIC zs L0z AN NOTES3 B0y | LY
__ NYLYHISEN SWNIQ 15 0LOZ NG1353 NON Brov | ov
| MY LYHISIH SYNIC 1S oz | NOT3S3 NON | grow | ov
__ NYL¥HISIN SYNIO IS 3002 AINDT3S3 | B-0% | b
| NYLYHISIH SYNID s V0T Il NCTIS3 | SYLYIA0S | v
NYLYHISTA SYNIC s 8002 MNOTES3 | Swivanos| zv
NYNYHIH3d NYO NYLIYTEN SYNIQ zs 0LOZ Il NOTEST B0 | o
NYNYAIEID NYO NYLMYTEH SYNID 25 L00Z WNOISENNS Brov | 0
NYNYHINTd NYD NYLMY I SYNID £ Il NOT3S3 Br0v | 6¢
_ NYNYAIS34 NYD NYLNY 3% Sia z8 Il NOT3S3 | SWivaNos | &¢
d_ % R s it b i T 5
LAlpEr fs&gnﬁn B T i zE.,qmtw \ SaMnwn N
filsonahe il B ] A




1I5INS ADH NYNNETHEId SYNIC zs BO0Z lil NOTES3 6v0v | St
T35S ADMd N¥NNEIHEId SYNID £s B00Z NCI=s3 | swivasos| w
135NS AOHd NYNNEIHHI S¥NI zs b0z NNo1353 | Svivanos | e
135 INS ACH NYNNE3YHId SYNIO s BO0Z MNOTSS | Svivanos | 2
135 INS ACHd NYNNBZHH3d SYNIO 15 0002 I NOT3SE | SWAVINOS | i
| TFSINS A NYNNETAYIS S¥NIO €5 800z NOT3IS3 | SYLVIA0S| 0L
| vYWEOSNI NYO ISYHINTWOY ‘NYDNNENHEI SvNIa s BB6L Al NOT3S3 Bv0v | 69
| WlLLYNEOINI NV ISYHINTINOY ‘NYENNENHESd SN 5 0LOZ I NCTIE53 | SYAv 3% 05 | &e __
__. WHILYWEHO SN N0 ISYHINAWSH 'NVYSNNENHEEd SYIg 3= &h0z M NQTEE3 | SYlY 3405
| WHUYWHOINI NV ISYMNINMINGY ‘NYONNENHE3d SYNIO zs LboE Il NOTES3 Bt-0v ﬂ .__
| WILYWHOSNI NV ISYXINTINOH ‘NYENNBNHEIE SYNID z8 6002 il NO1ES3 eror | oo |
| WLYWHOSNI NV ISWHINANGH 'NYSNNENHY3d SYNIO 15 010z I NOT3S3 | SVAVW3N0S| va |
| WOILYWHOINI N ISYMINAWOM ‘NYONNBNHEEd SYNIG 23 5007 M NOT3S3 | Svivanos| 9 |
| WHILYWHOSNI NvO ISYAINIINOM ‘NYONNBNHE3d S¥NIO Zs 6002 I NS Bvov | 29 |
__ 135 INS ADHd HYE3V0 NY.¥dYONId S¥NIO E 600Z | TYNOISONNA erov| 13 |
125INS AQHd HYY3YO NYLYdYONId S¥NIC 1s B0 NOT353 NOM Br-or | o8
13SINS ADHd HYH3Va NYLYdYONId S¥NIT 25 002 NOT353 NON Grov | 65 |
135S ADYd HYIV0 NYLYdYONTE S¥NIO & 8002 NO1383 NON Brov | 95 |
13EINS ACH HYHIWO NY LYY ONI Svnia 8 002 MOT3S3 NON 6rov | i |
__ . .:..m...- = iy .,.m.,._...u.. S .”... ..,.ﬂ... T ; e Ry IR e o e IR ] T |
1 : }_mz.._.._.un:rrt EaLleih, %e o 7 azeﬂ_u_ﬂzun# - s 2 17 P =1 T
_ i e VA el i - L g ML AT L e et AR b M b

5




NYAEH NYLYHIS3N NYO Ny WNEEL3d SYNID S 0L0Z i HOT353 6-ov | vE
NYMZH NYLYHISTH NvO NvX¥NEILId SNIO E 002 Il NO7353 BrOF | €6
NYALTH NYLYHISTH NV NYDIVNLIL3d SYNIC 7S 0002 MNCT353 | swlvIos| zs
NYM3H NYLYHISTN NvD Ny syNEaLEd SYNIa £s 6002 WNOTES3 | SWivIWos | 16
NYMIH NYLYHISEN NYD NYXYNYELFd SYNIQ s Z00Z il NOT353 Br-0v | 08
| NYAM3H NYLYHISTH N¥D NyXvNETLId SYNID 5 6002 Il NOT3SE | SYAVINOS| &8
__ NYWASH NYLYHISTH NY NeHvNEI L3 SN zs 5002 INOT353 | BYAV 3OS | @e
| wHALINNLIOH N¥O NYONYd NYIWYNYL NYINYLEEd SYNId 1S BO0Z | TYNOISONNA aroy | e |
| WHNLINHILIOH N¥O NYDNVd NYWYNYL NYINYLH3d SYNIO = B00Z MINOT3SE | SYi¥ 305 | 98 |
| WHALIMNILION N¥O NYONY NYIYNYL NYINYLE3d SYNIO = 8002 A NOT3S3 Brov | 58 |
| WHLINYLLION NYQ NYONYD NYIWYNYL NYINYLHIE SYNID 15 010z A NOT3S3E gvov | ve |
| WHNLINMILIOH Nvd NYONY NYIYNYL NYINYLESE SYNIQ zS L00Z i NOT3S3 | rov | e |
| WEMLIMALTOH NV NYONYD NVINYNYL NYINYLH3d SYNID z3 5002 MNOT3S3 | Svivanos| zg |
| WHNLINHILION N NYSNYD NYWYNYL NYINYLESd SYNIC s 8007 I NOT1383 grov | @ |
13SINS ACHd NYNNBINEZd S¥NIG zs BODZ M NOTI3S3 6ror | 08 |
138115 ADHd NYNNFTHHId SYNIT 1S BO0Z MNOT3S3 | SWLv3ios| 6L |
1ISINS ACH NYNNEZHEI SYNIC z3 5002 Al NOT3S3 BrOv | B
1S ING AOHD NVNNEZHYId SYNIC 25 BO0Z nnomEsa | svawvados | o |
TSNS A0k NYNNEDId SNI 28 6002 HINOT3S3 | SWivaMos | s |
T i ok BT e e T e P _
A . zﬁ_n.uamn. ; é_énm.u_w o H._,_.q.E.mS.. ‘ dnnin N
s R N e I g J




135INS "ACHd HIANISIT 25 600z M NODT3S3 | SWAvINO0S| ELk
1E5INS ‘AOHd HIONSHSId s B00Z Il NOT3S3 | SYivIN0s | Zu
! TESINE ‘AOH4 NIONIH5IT z3 8007 N NOTISS | SYLYIHO0S | bil m
| 13SINS ‘ACHd HIONILSIT 28 8002 WINOT3S3 | SWLVIN0S | Ob
| WISOS SYNIO L5 LHOZ TWYNOISONNS 0¥ | BDL
__ TIE0S S¥NIC vS 6002 NOT353 NON Bror | soL |
| TWISOS SYNIC b5 LLOT Al NOT3S3 &7-Or H
__ T¥ISOS SYNI 15 FLOE iNGT3S3 | S¥ivanos | oL |
| TWISOS S¥NIO 1S LLOZ il NO13S3 evor | sou |
| TWISOS SYNID 1S 5002 A NOTES3 6v-ov | voi |
| TISOS SYHIG zs BO0Z INOTES3 | SYAVIIOS | £0L |
| WISOS SYNID 28 BO00Z MNOTESE | svivanos | zou |
| TVISOS SYNI Zs BUOZ MNoT3s3 | svivaios | o |
T TISOS SYNID s 0L0Z IiNOT3sE | svivanos | ool |
TWISOS SYNIC zs 1102 I NOT3S3 erov | 68 |
NWMIH NYAYHISIH NvO NYXYNHLSd SYNID 25 0L0z Al NOT3S3 6vov| 88 |
NYANIH NY LYHESTH NYa NvXYNY313d SYNID zs 5002 Al NO3S3 BrOF | L5
NYANIH NYLYHISIM NYO NYAYNEELId SYNID £5 0402 Al NO13S3 Br-OF | 23
| z{_,urm_._ NVLYHISIH NYO NHIYNLIL S mﬁz_n_ 15 S00Z A zn:mm.m_ 60F | 5 ,.
e : W R : ] ;
- e e e i pisany | o | o




1SS AOHE LYHCLIHISHI zs 002 B0F | ®ZL
135S AOY 1YH0LHIJSNI g oLoz Al NOT3S3 &r0F | LZ)
TI5INS AOHD LyHOL¥34SNI 25 oLOZ A NOT3SS 0¥ | SZi
13SINS AOH LYHOLNILSN| s oLz MNotasa | svavaos | sz |
TISING ADH LYHOLHSISNI 78 LO0Z TYNOISDNNA arov | w2l |
135N ACH LYHOLAIISHI 2s oLoz A NOT3SS gvov | £z |
135S ACH LYHOLIIENI £S 002 SYLY 3¥ 05 __ zL |
12515 AOHd LYHOLHISEN] zs 0LOZ Al HOT3S3 sror | 1zv |
TFSING ADH HIONIHSID 15 9002 Al NOT353 Bv-0v | 024 |
1355 ‘ADHd HIONILSIO 1S BO0Z A NOT3S3 Brov | 6L |
135N ‘ACHd HIONIJSIO g5 8002 Al NOT3S3 Bi-OF | hL |
T35INS ‘AOHd HIONIISIO ey 900z mNoT3sa | svlvasos | sy |
13SINE "ADHd HIONIdS5Ia LS 5661 NOT3S3 NON Grow | 91t
13SINE ‘HOHd HIANILSI L5 Ge6L NO1353 NON 5F0F | SiLi
T3SNS ‘AOHd MIANISSI] 75 800z N NOTSS3 PR iprye
T ———— i
e W_...".”-...glﬁwmm_n._m.m.n_i. ﬁﬁvmw A o

[ T Py T

.|||.. ...!._._




Lampiran 4. Tabulasi Datg

ot e

LFra ey

22 %123l g i %

T P 1
P—

1

18] x121| x4

Al
4

e

3

-

X143

T

= T,
'r- <0 .. £
i 0 o T B

xi12

Lt

XA

1
Bl e

Sy

4

10

1

12
13
14
15
16
1r
18
19
20

21

23
24
25
Fi
28




L3
-

& BNy

T e [ e

ipCh M

Sl

A KI2A K132 3z 3| x5 | mas

g

__4

L

| —

' Intemai Contol -

P T s —

S e

b S R

5
4

sl=|m|mlsiaimlie

1:3) x4

SR T A

-

e ] - et

" 1.-I.: X

]

e

K1

B

X114,

Lo 8
40
41
42
43
44
45
47
4K
48
51
57
58
58
&0
61
&2

63
G
65
Gh
Gr

68




1
e
T

sy
-

H.1,

=

A

122} Kii2.3f %

il

.-;.5 4":1

199
e

(341

......

4
4
5

Mo it
72
73
T4
(]
i
a1
83
s
87
B
&0
1
a7
8
100
101
102
103




See
.m........ﬂq..._d._....._zn.u_.:15133234444543
L
.--..1l...

gt Tty o | o | o | | | | [ oo [ | r [ | e e | | e | |
S

R L AL

P v N R T e Y R R P T A 1 T O I Y

- -.x._u

I1EJ
L o

A el Bl e N B - BT R T B - S - - - R - T
b
L

ik el e e e s T T B I M- S I I B O R P T Y
[P |

s T A N e I I el e S e jy e
....m.n....“.

% e
F i ek Bl B el I el e U0 - I S T T BT S I

e
o _‘

S

ety el A Nl B R R T T e e e A A T e

s _

Foeyd
Fnl“;uaddd.d.ﬂﬂraﬁ.ﬂﬂﬁﬂd4454544
nuql.wm..ﬁ'.

A
i

"".:”.-..._."..M..ﬂ..ﬂ.__ﬂ.._ﬂ_.._.vd.45544.ﬂ5¢455551ﬂ.4
] M_n.“...
ST plo|lz|o|ole|lv|e|~|a|w = oo | | - | o




1.0 hy L
R

4

1831 X154

K

o i . [

LN

|

1.3

41x15

4

e
4 o]

(T 1] 'S dn
Hﬂ] e
&
—.l.b._._.'L LGS

-

Al Caritich
%144 X1

¥,
bemiza
- "!"lk'r "
4

Nl
o

T
My

5

] e

i

rt

-]

g

41X :-rl

£

kel e e

V
i
[

[ixta:

3

e g

A1k

Mo
E

1n

11

12
13
14

15




T 1
: | |
- Wl AR AT IR AR A A | M| w || w|m d.hﬂ__.
. s _.
-......m”r_... a|w|w|m|= MW s || W T ur | = o BE R B B s O B
R e
......___1..._....._... || |m]|m aT | e | W | e | W u | Wwi|wiw|w|w|w|Tiw
i
G Ao
Sl - o || o] o || |=| |- 11 o |@m g la || s |w|=|=
.....r...iu-n
I
.—HH. = | = = = || e = T|lw|w|=|=|= o gle|w|ws|ws]lslim|malm
;| el
i
s
H = | - o |oa = |0 |- o |w|=|w|w|= uw o | = .3__.1__3__.& m e | e | -
g e
o | |
”....H..a..__n. o | o || ow| e el | o frlu s g|lm|lwlvglvsig|mlealcn]s
e
L .‘.I“.
Pt B | wlw|m|s | | e | e o | w wlealw|= ||l e;) -
LT
. | !
m | = o o e I B ) M|l |w|T|m 13 (g} |l d|lolas |+ | =
...E...
o |
M.....d. T || w|m |- ot B ol I O ol - ) - i O B I~ o < T 7 .E_.,..u._
A e | e ~|lmoilm | o= glwv|wa|e|o|o 3 =
..__3_ 3 mlm|m | F |- w |w|7T|w| = | 0 ] @85 H_mu.__ W__h. &




= __ﬂ.._.
> “._.n.“,..“.ﬂ_qa ey | = Cd ||| = |3 | = ar | o | W W || o nlyuivTv| || 9w |w |5
S e
T
- it | Y - | = ARG E AR AN m|w |- ap | || - vl |lvslv|gs|g|=|=
- L
i .”.”__l..m..w._...ﬂ = | = mlm|em|s| =@ M s = = || wm |- w|mlm|lo|e|=s|=|=
T ELl
,._._m_,.._hﬁ o | m s |=w | m|w|=|= = |= | = T | = |= W w|w|w|w|=|w|=
] oo
: 2
e e e |0 e | e el |m s |wm | o | e | || = R RN =
i i)
.m.._..fu........_.
m,|$....r...._..w_”.....3 ™| = w | m g |m|w| = |m|= ol |=wmlem ar | = | = = 5__5__1..___1___4#!#]#4’
Ao
-] ._....._.
e e e | - |m M|l |w|m o | o |=w|=n wlinin|lslg|lasle]|es|=
e /
P
m,m.h_d. w1 | = ™| e miwler|w|w|m sl e | wp | =y | o 12 5__5 df&i.ﬂf&_ﬁ.ﬂf?;
[P s i
N T
o _
...._r.._....333_ m | e G A A = lea | an o | o | = w g lwle|lo|v|s|me
i |
» _-.l ]
m.qrﬂ_.m__ﬁ m.._ﬁ = 8 el I ElER =28 2 8B %_m_,_m._m“ﬁ e




H .
=] B

K152 X153 %164

._.-_:

L

3

4
2
5
2

3
3
-

3

=

49
100
101
102
103
104
105
106
107
108

104
10
111
112
13
114
115
18
117
118
118
120
121
122
ETE

| 174






..-..d-.r.u.-.— — .— -
.”..m.,..m.q l_d e | | | | [ o | w || |a | e | w o | o |
.p....a..;...". Lo LA - AE-ER- AR - AR BECAR 03| 3 | ok | W | | e | d | o | P
1
..n..._.uu
.ﬁ.__.m_.d. g|w | mlw|lw|m|w|m|w e | | | [ | | o |w |
g S it
m AR AR A AR AL AR AR AT AR AR o || w
o | e | ||| m E I T T I I .Fﬁﬂ
o || | w | oa T @Sl FE__Efai._d/dJEr/
[ e B - o |lpa = | w ﬂiiﬂaﬁv’.ﬁ/# o | W
e T - IR R o T R - o O e TR O T E#q/ﬂ 3/1‘/
1 1
LoER B E T B o e Bl o B O Tl ||| |20 e | T ._..____._..___
1
]
m x| o|m g|lm|ls|m|m|lv o|m|e B_ﬁm
™ o LT ] ] P o (=3 — —
RlE|ele(=|2|e znuimﬁ_wn_mwa
|



H
[}

o

L P

. | T
4

22 (w323 paaa

= e T
=

il '.-.,.'=I

By _.'s_z

T 1

Bl Y T
4

2151 %518 | %2

e

-.::.E :.I&":I'
=L B
4




-
=
™

Bt F T l
i N ..r-
.....m:.#._q LN wy | o | W - ;e |m o |w|u|w | W || w
........“_.”,..___m..,.-...- L] AR w e | = - w|w|w w|=lm|=s|=|=|=
Tl
A
“_..m:"dd:._ o o o || - (o] o || m alw|w|w|win|s
2"l "....
PR R
.-....m...dﬁﬁ = (|| W | |- w o || W o (v | | | |
.”......m.“,n_”._.
P (e = || = AR o o || & o ||| -
T.. =T = | @ | = o = | W | ™ 3_73. 514###5/17’
- w || e Lo L ] IO = | W | = | W)
= oy | ol | o (4] M| | iy | = d..)d.__._ﬂ _ﬂ.#ﬂ./d‘d
1 |
| _—
- &1 | | o e = | = | b T T e T N T ] =5 d.’d.
|
= | ey | e £ o | = | o2 L= 7T T T o |w |- |
; |
=} ._......._ w3 | U m | = _ I
Y - - L 3 (Fp! P
| = ..__E_ _H._.E__ o= |~ = | - .wm— o = || e B 2|8 _.n.ui.“._..wa...n )
_—




| &

ey
3

[ B B

2ix223 024

o4

267

3

ar
1]
)
100
i
102
103
104
106
106
107
108
104
110
111
112
113
114
115

116
17
118

118
120







F:

269

it = [ _
| i
......—-,__..._I. 1‘5.5 MR A A A AR AR AR A AL A A A A A ]
o ....ﬂ...-.
..|. _..H . _ .
i T |
SO e | g | D | WD T I - I I - T I I I I I I B
S |
- ¥ -l..l. |
- L
B TN e | | ||| ||| || T | T Ml || FlT|F|F || 4—
e S _
y b T _
+ k| wp | o | wy | w il |wF|ea || s | || ew | w | oW glwvilv|w|w|w|w _._u.__
L, ﬁ_
o
STl
...n,__..h____a W | e o R I N T T I - Y wr | | w b osp |owp ._-._.l. 7]
1 #
=1 1
L
mu.kd. = | u | e o = ||| mlmla] || ca| o o | || w |- ..-.)_a. E.ﬂ
it
........n_.“... ol |- |||l ws gl ||| |lwlawldlesiw ||l
..“ ”........\3 |- | | |||l leslmic|=s|leelog|on] e .ﬂ;?_ﬂd/?_’ﬂi.ﬁ/.ﬁ/ﬁl
_......_. __ _ __ __ 1
Fepd s m |0 Edﬂﬂﬁﬂaﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬁa.ﬂldﬁ__
d ' l
b 1
|
b I O - o R I b A - S O I - ol - e T B N I o e o - ol 1t O T B o - § .n.__...._.
3 |
". o = || w3 Car O B e o IO I - - Y - o 2 - O T - o e o = O I o - - R o - Y o)
ik D= | A |k | WD D s S S |
“_.-..__ﬁ.P Ll = e e g o = S e ) = = Rl A .n_..m_ﬁ HISI&SIR =
— A




'
H

O I IC
. ....”.l.ﬂ..L ﬂ
; .m...ﬂ uwy (= ey | ol | |0 |00 |or | | = |02 Wl | || = || w | m
i
T
] - T (m | g (oo w W wn e || @ e | oW [m
C
._...._..pd. w0 | WD ||| g | T | ||| e | w | wF |
- =
A - vl i|wm w|w|w|w|w|a|=|s|n wloles|=|w|=|=|=
I X!
_m. 7] hes Wy |wr | pd | | & || || | oo w | un i [y | e | o | 4;
_.M.ﬂ__.ﬂ - glwin|w|w|w|w|=F| 5w ||| T T —#7—# 37’47’47’
e !
o 1‘4‘4 < mimis (w5 | |=|=|=|=|w o bl |- .ﬂiﬂl#/af.#/#/
.4\4‘4 < w|=w||w|m || mlsls s |@|w]|e o _...._Hd 4_’37’4’37’#./3/
..".?mm.." w | = - T|lwfio | w | = |g|m|w|w|=|=|=|w | | 4__3 Gddiaﬂﬂ_
s e ]
.wm....ﬂ. < [ - W (o wm s | o oo ||| =|w wmlo|lo|le|w|lm ol _.1...
o L OB E I
.l-.. I
”:””.W.w,d = - Wl | wm T || ||| =@ o | Dw lw|s|o|g|lal=s; m
BT m F—
L il e fu) ] = ] = - oL
,_m.in:ﬁ B aqnﬂuuim;.mﬂmﬁ H_Em?mm_m_nm




#15

o=
vk

'.ﬂ
T
ol e

X2 214 %3344 w3

r]

T at =

XA210%04 111500 54

]
F)
4

73
T4
75
7T
18
a0
a1
B2
B3
a5
aa

271

d







i
=y

s 1

e

5L 2
2

4

- .-.l:
4 %3

1i -
wr b o

..."- Bt
i
e
vy

o

4

i | i:-EI ?li--l

&
4

4

125

126
127

128




wiglw|lm|leolw|lwe| vl o

Tiw wlws M w(ls|lagilesn|ldgiglg|lwialsls|lolslolal =
334334ddd33#4143234(/443ﬂ_

|

_l_
54#4#5d3¢4544455444.ﬂ.4“4
Q| = || ™ P = =
il Rl R R B R g g e b A P Es T A R R







276

n-.ul...._n_._._uw._n.-ﬂ.ﬂﬁﬁ&ﬁisak#rsfﬁlﬁﬂﬂﬁ

,

443534355451#3_—#55_4114?_

e

almr|lwlvwn|lajs|a|lw|wrlw|lwls]|=|Fl=|w|Fi=wldo]=])=T]|w0n

]

__

2234332#44EBE#EJE)E_/E/B#A#__
1

™
T2

73
74
5
i
7
TE
Ta
B0
B1
B2
B3
a4
85
a6
ar
BB
&9
an
a1 |
u




277

4‘5.“4.142.#‘543445545“553

.__.13453323352333457’4d44#233/
|

o '_-
e i B

I1 .-..‘ : i H

5#2445315455434554

4
4
5
4
4
]
4
3
4
4
i
b
5

A
I
i

I:in.
o
K3
95

g

__W

g8
a9
100
101
102
103
104
105
105
107
108
105
110
111
112
113
114
115
116
117
118
118
1240
121
e
A
123




278




279

| W | o || | o gl | wig|m|iad|T || =
|
wr | | o | T || W [1a] b O e TR T T T B P ]
| || | e o 413324.1.3_,4_?
o | || T | ] 3355;1,5 5’25
ol || e || ] l__ﬁﬁlﬂfﬁi#na&
W || rfme e | o H’E#aﬂ_?_i.ﬁ#d
|
o B I I T o3 4.&.2213)4—/412 J_d__
|
|
Lo T I B B T 3234313331_1
|
—
]
oo |y | S e || W
_.Iq-.l_..l..l..l &d Hﬂﬁcmhﬂmﬂ“mnﬂl
._I | N S




280

15514311334511/112243

31141455443/53334441

45
45
47
48
a8
50
51
52
53
54
55
56
&7
oB
59
60
1
b2
63




281

JEERERREE:

_...;.ﬂ;.ﬂ.l.llﬁ_.ﬂ.ﬂl

A L ous er | u e | e houy | e f o | ou

ARARRERAER

o

i)

T8

a1




282

.43.5_.4 - |

|

|

|
3‘453232&343434.&.——2’*i354.n.__

wmiml=|=h=|
|

Eﬂﬂﬁﬁﬁﬁ.ﬂﬁﬁ.ﬂ.ﬂdiﬁdﬂ,d.ﬂﬁdi

J |

1
4
3
3
=
2
4
1
4
4
4
3
1
3
3

-
siglzle|z|2le|zie|elei=l2ig)s]n]a/5|8|8]18 8
..I.....-..Iil..lil..lil...l—...l.l...l...l.l_.l._.l_.__.l.__..l __..l_i..-.....l.

R ey |




283

TR

T
....n.__..__.....m_ miw|ow almly m|wvlvs | mlulw | @ ojm|ls|w|lalslsioioo|ols|slea] s
"...H..x
”J.ni.r... — i Jr
Hf“.b g|w|lvjanlgs|mnlole|alsls|o|n|v|nlslialolsmnln|s|asles|slale]|sielal
- e |
) _
- m T awnialg(r|in|r|cso | sl (ot ||| @ e wlm] -
e ..”.....1..“ -
........... = ] i |
el e S e e S R R R S R R I BT T ST T
A




264

3544.”433.435-44333311’3333

oWl ||| @l T || uwr| T M| T —m || =

1
5
4
4
&
]
4
3
5
3
2
F |
4
4
-]
4
4
i
4
E:
5
4
4
|
4
&
.
‘I
El
2
2
3
4_:—l

s [ Naman

'1“2._
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
&
3
4
4
2

i
4
3
3
5
4
4
3
4
b
4
1
3
A
3
3
5

fic
b
32
E
4
35
3
7
38
30
40
&1
42
43
44
45
45
47
48
48
50
54
o)
53
54
55
56
57
56
55
60
&1
62
-




285

| | | | o - o T = v T - - o O

| | || ur Bl ||| | T |TT ™
o | o | e | @ | 5ﬂ2.ﬂ.443442!33—
]

5 | | w | w | um mim|l—|lwiw | |w |||
1

M wm || w | @ dﬁﬂdd’35445434
o | e | | W | U L B A O T o T M T L TR e o
@ lm|Tiw 514‘4#44)4/4443
[ - i T 43255&.441224_3
o lal

] 75 =3 L
ol - - um.umm%wmmm_f.m_%




hs:

6
)

r
VIS B oty

35|

4
F
i
&
4
i
3
4
&
|
3
i
4
4
4
3
.
4
2
4
]
4
4
3
F
2
]
3
3
4
il
T
[

__

s | |
...“.........h.qd\da.dﬂ.?di122&3443435ﬁ3431114d53443.

..._n.‘.n.d.4333‘1442435334255443.&34‘&.35.4.4_#

| |
..-..43d4234.a_._..522#4533325443332)5/3344d—FA_

4
3
|
3
3
2
2
4
4
4
o
2
F|
4
5
2
2
4
3
4
L
3
3
3
4
4
4
3
4
3
&
ﬂ_
4

95
a7
)
a9
100
101
10
103
104
105
106
o7
108
104
11
111
112
113
114
115
116
"y
118
119
120
121
122
123
124
125
L]
T




V\—-—\_

Lampiran 3. Indikator Variahe

:_‘E" [ _ = RETL -"-F T 1: i e =
ot B h | B R
A o Lol natraaw 1k
W14 % Pl ~.T1-1 -T;I.f-. Mzl [r2d
1 46 4[' 4.3- 4.5 4.3 410 &0 L L’ S P
2 | 40 43 18 m - : 47 | 34 | 44 | 47
R TR AT d'g 149 | 40 | w0 | a0 [ 38 | 40 | 21
- L] § 3 B 4 '& ‘.3 413 414 3.“ 4.4 4In
4 31 :‘l,_.u 3|3 E,ﬂ 4.1:' 3.? 4‘5 3.9 EIE 4.5 4.1- i
& 4,2 4,0 4,3 40 5.0 a7 | 45 4.0 40 | 44 44!
6 | 48 | 43 | 40 | 40 | 43 | 40 | 43 | 41 | 38 | 40 | 40
7138 | 40 | 30 |40 | 38 | 40 | 37 | 38 | 36 | 36 | 30
g |38 |27 | 25| 233 |35 | 35|39 | 3430/ 268]3z1
9 | 44 | 43 | 43 | 38 | 43 | 45 | 41 | 39 | 40 | 42 | 49
w)| 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 28 | 28 | 37 | 28 | 28 | 29
11 | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 38 | a0 | 40 | 28 | 40 | 37
12 | 42 4.3 38 a8 40 38 | 39 36 &8 4.4 ar
13] 30 | 23|28 |28 |38 |27 |24 |33 | 2424|286
1| 48 | 47 | 43 | 43 | 45 | 43 | 47 | 44 | 38 | 40 | 25
15 4 E' 40 3.3 3.3 4.';' 3|? 4,[’ ﬂ..'n 3,5 4.0 3.3'
% | 36 |23 |32 |28 |26 | 38| &7 | A7 1 %6 | 36 | ¥
71 40 157 [ag | sa |48 |28 | a9  ar | & ] 49 ] W
: ' 38 | 30 | 23 | 33 | 24 | 24 | 28
B |32 |27 | 3g ] 3o ' - ;
' a3 | 35 | 42 | 29 | 38 [ 36 | 31
w42 | a7 | 35 | A0 | % o T
a8 42 4.3 4.3 4.8 4, Ly
0| 42 | 40 | 38 | 38 1 % 22 | 34
! —E 40 33 28 4.3 3,6 ' v
21 | 40 | 43 ﬂnﬂ___'?._ —T 27 | 23 | 41 | 28 | 40 | 37 |
22 | a0 | 50 | 40 ,_3'__—-4—'5—'—4,:, 30 | 43 | 36 | 38 | 33
A ' : -
23 | a2 | 47 | 33 _.3_-—-—;&——3:?' 30 | 43 | 42 | 40 | 38
24 | ag | 43 | 33 _“;”._—#'—3——‘—'3 s | 41 | 39 | 32 | 42 | 3@
| & 3 i F [
4,3 38 < L 29 | 24 | 34 | 24
25 | 48 = I eI
95 4.6 43 3.8 _'_'___,__._d.E-—-'—'_'ﬂ 3 3.5 39 32 24 24
27 | 38 | 30 | 33 _._"f-———'—'-‘—i-,r' 2 | 43 | 38 | 44 | 40
—t——Tas | 33 | %0 | 11— 44 | 40
25 | 40 | 43 | 38 | =" L——7 0 [ 30 | 43 | 38 | 4% | 40
—d LT | 30 33 | b1 o 32 23
2% | a8 | 33 | 30 | “ b—T3s [ 41 | 38 | & - o
[0 | AL
[ 50 | a4 | a7 | 40 L= 1b—

R RO 287




-\_‘_'—i—\_
i ||-||:E|-.na| } : T
i :Q.ngrlﬂn" : l- -"'-t-ul'lt-ﬂt.‘-llgtaa FrElud '
e _-f.,_j oo F'r:mrsanfm
: 4.8 4.9 38 | 44 | 39
40 140 | a7 | 35 | a8 [ a1’
4,0 4,0 40 a4 38 4 0¥
40 | 40 | 40 | 38 | a0 | 40
43 | 43 | 4B | 42 | 42 | a7
43 | 49 | 49 | 42 | 42 | 47"
ar q'.ﬂ 4.1] d.u ﬂ.l:l ALD ‘In .‘Iﬂ 4Iu 3.5 ‘|u Elu |
36 | 40 | A7 | 35 | 38 | 40 |40 |39 | 39 [ 36 | 35 | 37
3% | 44 4.3 40 | 43 | 40 | 40 | 43 | 43 | 40 | 44 | a1’
40 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 (35 | 38 | a7 | 32 | 38 | 30
41 | 38 | 33 | 33 | as | as |20 | 20 | 36 | 20 | 38 | 30
42 | 50 | 50 | 50 | 40 | 38 | a8 | 45 | 49 | 456 | 48 | 49.
43 | 30 | 30 | 28 | 33 | 40 | 32 | 37 | 37 | 34 | 34 | 39,
44 | 36 | 33 | 35 | 35 | a5 | 42 | 41 | 40 | 34 | 38 | 37
45 | 44 | 50 | 40 [ 43 | a0 | 38 | 35 | 40 | 38 | 42 | 43
46 | 42 | 40 | 36 | 40 | 40 | 43 | 38 | 40 | 40 | 28 | 37 |
47 4,2 4,3 4.0 4.0 4.0 4.2 41 &3 4.0 4.0 :‘Lﬂé
4 g
48| a0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 ]| 40 | 40 } %
a7 | 40 | 35 | 40 | 39]
48 | 40 | 37 | 35 | 43 | 48 | 37 :
30 a0 3.0 319 an 32 34 3.3
B0 | 30 | 30 | 33 | 9 : 42 | 50
50 &0 5,0 &0 5.0 N ! i
51| 80 | 50 | 80 - : 47 | 38 | 40 | 40
0 | 40 | 40 | 42 | 48 | 4 -
: 4, . ! !
40 | 40 T ag | 48 | 40 40 | 38 | 36 | 39.
53 iE 4,0 3.5 '_:_.__.E_IH-._ 40 4.9 4,0 36 20 3.7
54 | 34 | 33 | 30 | KA ¢I5 as | 47 | 47 | 34 | 40 | 34
4.5 410 : oy
55 4,2 4|ﬂ —-;Ir'_.d_li_'_._;a-_ #IE 4I5 3.1 3|E‘ E.D 4|1 I:
. | [
6| 28 33 ‘_'IE'_-_:;,_E-_-_H_ 3z | 40 40 | 30 | 40 3.?:
. = " [
| 57 | 40 | 40 __3_-__,|_.;D—-—-—3';" 30 | 35 | 27 | 18 | 10 | 10,
18 : T 32 | &7
58 | 28 | 3.0 | _._,___,_3._3#—-;-“—" a7 | 38 | 40 | 24 .
56 | 22 | 4p | 33 | 2P L——o a7 | &7 | 82 ]| 80 | 30
s m a5 | 30 | M1 —T T2 | a0 | 30
60 | 36 | 33 | 3P L~ qp | 00 | 36 | : :
- — 4,0 10 Ml I
; a5 | 30 | A0 1
|61 ]| 40 | 40 | 9% | —

289




Akiintabilias

L ] 1=
X

Thiad |
eyantion ;

T P e

3T

£ VR

e

3.4

3.4

4,0

34

4.4

401

ar

36

3,4 29
2 36 30
3,6

4.5

3.8

AT

2.6

2.4

168

4,0

3.3

34

2.8

AT

31,

4.0

39

4.6

3.4

4 5

34

3.5

3.5

34

4,0

39

38

3.5

3.3

2.9

4.0

4.4

40

a4

4.0

10

46

48

3.2

3.9

3t

4.0

Tl

a8
4.4

5.0

4.8

4.8

4.0

48

4.2

40

4.4

m -
m

35

34

a8

24

T
L)

|

‘.a

L]
el

|

T

45|

46

4.6

38

ar |

|
|

4.7
4,0
4.0

34

4.9

43

4,0

4 10

4,0

4.0

4.0

i

| —




I ! ‘I’Iiﬂrnalﬁ
sig Uik (b g
R R e
RN ke q,_%.. '-‘%rf R
4 | 38 4,0 18
24 | 38 3.0 33
g5 | 40 4.0 10
9 | 42 | 40 | 43
sHiAp s Lan ) 2 | S e as o 3,0 a:ﬂi
98 | 48 | 43 | 40 | 40 | 43 | 40 | a3 wr | 3m [ 4p | ap'
ag 42 4.3 38 a8 4.0 38 1.9 36 28 ad 71
= by
Wo| 3> 133133 128 |36 | 38| 57 | a7 [ 20 [ 35 [ a9
i 4.':‘ 4.-3 :]-.E 415- 4l|:| 3.3 E,B 4.3 3.5 2.2 3,-’! .
10246 | 43 | 38 | 33 | 38 | 38 [ 38 | 31 | 24 | 24 | 24,
03| 42 | a0 | 40 | 40 | 38 | a0 | 40 | 40 | 34 | 38 | 40
14| 44 | 43 | 40 | 43 | 40 | 40 | 43 | 43 | 40 [ 44 | a1
05| 44 5,0 40 | 43 | 40 | 38 | 35 | 40 | 3E | 42 | 43
106 40 | 40 | 35 [ 30 | 40 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 _a:nﬁ!'
101 | 28 | 23 | 25 | 30 | 28 | 23 | 29 | 24 | 20 | 28 | 16,
08| 32 | 33 [ 35 [ 40 | 38 | 40 | 40 | 398 | 38 | 40 | 37
109| 40 | 40 | 33 | 38 | 38 | 33 | 38 | 38 | 34 | 38 | 37/
i 40 | 44 | 44
10| 42 | 40 | &3 | 40 | 50 [ 37 | 43 4.8 e !
3,9 4 | 30| 2 A
11| 36 | 27 | 25 [ 33 | 36 | 35] 38 | = _
112 32 27 1.0 a0 3.8 a0 2.3 | 24 24 29 .i
40 318 34 4.3 4.2 4.0 38
13| 38 | 43 | 33 | 40 :
' - a5 | a1 | 36 | 22 | 32 | 23|
14| 34 | a7 | 40 | 40 | 40 | = '
' . - a3 | 493 | 49 | 42 | 42 | 4T
48 | 50 | 50 ; '
115 5,'] Epu k] e 35 4 E ﬂ 5 4.9 d-.E d‘E d.ﬂ 1
40 | 38 § " 4 .
11E Elﬂ Elu 5|ﬂ _.—i_a-_ 3 ? al? q‘|ﬂ 3|E‘ 4.” 3.5 |
M7 | a0 | 37 | 38 | 43 _:,:]'_"_u a9 | 40 | 38 | 30 | 37!
18| 34 | a3 | 30 __E.d—ﬁ"l__a'? 38 | 40 | 24 | 32 | 27 ;
3| 4 : ’
19| 32 | 40 | 33 ‘j—'_‘_:ﬁ-_ <5 | 41 | 40 | 32 | 38 | 34,
120 | 40 | 40 | 33 _E_..-;_'-E—-H—s'r"lﬁ 34 | a2 | 48 | 28
il B ——1 35 : _
121 38 | a7 | 35 -'—'—_",ﬁ_'l_-r - 30 | 42 | 36 | 42 | 46
= =T 43 | & L —
122 | 35 | 4.0 _ﬂ_.__ﬁ——r——lﬁ 2g |35 | 36 | 30 | 26 | 34
- —_— 3. 1 | el ——
23| 3@ | a7 | 30| T A—""""

291







Lampiran 6 : Llj

_GRELATIONS

d w142 X143 X144 X153
IﬂlmIW,THu-TA.IL H25EG

Klls y

X1

IIUII I- t i

correlations
rasetl] D:\My Books\TES1s
[fatd \Kartini\Rar tini\Kartini - Ui val-mel.sav
Correlationg
==
B i1 X112 #1713 W14 w118 PIeT
xHL P bompioton 4 B4 455 e | am 508
5. {2-tallod) 000 000 000 000 000
M 128 128 128 128 128 128
[x1t2  Pasmson Gomelafion LBl i aER BT I Ea5
Sig. [2-talled) 000 800 000 000 000
N 128 128 128 128 128 128
%113 Pearson Comrelation A58 368 1 A an BBE
Sig. (Z-lailed) A0ada 000 000 000 .0aa
M 124 128 128 128 12!._ 128
£114  Pearson Comelation ABE 560 J2gg 1 542 B34
Sig. (2-tailed) 000 000 000 - 000 1000
W 138 128 12 128 128 128
K115 Pearson Correlation A9G BT4 an 542 1 E,::u
Sig. (2-iaifed) 00 009 000 s s
M 128 128 128 128 ;‘:ﬂ 1
1 iy &
Xi2) Pearson Comeiaion | 08 | 45 | 58 | 6% pisk
= - mﬂ .I:H:I:I ﬂf-l]' m g
Sig, (2-talled) -123 p ok 128 128 128
i ™ e 478 B15 Frte 554
X122 Pesrson Cometation A= gt goo | 00| 000 | 000
Sig. {2-tsiled) 00 5 s 128 128 128
N L - ol AR5 A4 583
X123 Pearson Comelation - pa0 000 000 000 000
Sig. (2-taded) 000 ' a8 128 126 128
128 128 o - ol T
e N 1] 37z 4T azp A0 .
X131 Pearson Comelation -3;; “a0i 000 000 000 A
Sig. (2-tailed) j 128 128 128 b2 5
128 EH 336
M 351
Frr = 438 52 000 000
o e = : 000 000 i o I1E£| 18
Sig. (2-1ailed) g 128 128 128
M __-___,_.—--

283

1 X132 %133 %134 =




V’

- |
.;.I_I.;.--— “ml:'ﬂl"mm‘l .'5':."’ ad _:m,?" 11;? .'!'.13.2 ]{133 :13“_ -I
Sig. (2-taled) 000 000 ' 488 418 166 :
M 128 128 ol M. 000 021
17 Pearson Correlation o —-_:::”1; 128 | 128 128
5ig. (2-tailed) .00 00g il A0 408 223 1
N 128 Iua T b 000 000
i 128 178
i Pemrion Comlition B A e S
5 -taibed] : :
H}E b ‘?:: i 000 000 000
Lo 128 128 128 128
e r = -
yi14  Pearson Correlation 515 ABS e YT 0 T |
L. 128 128 13 14 174 i | |
g1 Pearson Comelation A3z Ata AlG ABE - 288 |
Slg. [2-4aflad) Joaa oD Lt K00 file] £04
M 128 128 128 128 128 128
3111 Pearsen Comelation S94 |  s83 | om0 | 3| 52 sz
Sig. (24ailed) 000 000 001 0o 000 000
N 128 128 128 128 128 128
N7 Pearson Comelation 1 5ER o s 423 383
Sig. (2-tailed) 0D 000 poo 000 000
N 128 128 128 128 128 128 |
¥i¥3  Pearson Comatation A5E 1 AE2 3';:: -'-'::n 3:“ |
Sig. (2-1ailed) 000 000 : =l |
i 138 128 128 128 128 1
i e 1 450 | 284 380
X131 Pearson Comelation 454 L ol e
000 000 0o £ ;
Sig. (2-tailed) : 128 128 128 128 128
N e = - 20| =28
= . "I am A50 1 3
X132 Pearson Comelation 58 gl ‘00 000 0N
Sig. (2-talled) 000 s S 129 128 123
o 128 ] -
1
E

204

:
|
|
|




qiz  Pearson Comelstion M| meer = 125 128 128
Sig, (2-taded) 000 000 B 138 | 282
N 128 155 -.1]2 o A2 004
a Pearson Cormetation =0T " 1 128 128 128
Sig. (2-tailed) 000 oM ':" o 235 | 303
N i ; M1 000 1008 om
| — : - 128 1z 128 128 128
y1i4 Pearson Comelation Az T ey - i
Sig. (2-tailed) oo | o0 il
oo W 28] 124 128 128 128 136
1115  Pearson Cometation am an T P T rir
Sig. [2-4aied) 000 oo 28 003 210 o2
ul 128 128 128 128 128 128
1 Pearson Corelation Ad7 a9 KT} g 145 13
Si. (2-15i1ed) 000 000 g 060 R ik 016
N 128 128 128 128 128 128
W22 Pesrson Comelation a0 | Mz 223 | 483 | 240 453
Sig, (2-talled) 000 000 o1 000 008 0885
M 128 128 128 128 128 128
%123  Pearson Comelation s | =208 | 290 | 23 208 203
Sig. {2-tailed) OO 001 A0 A0 e 022
M i A28 138 128 128 128
Y13 Pearson Correlation Siz | 388 | 2M | 4| 3w 373
:Hl- e 128 128 128 1:BF 128 128
X132 Pearson Correlation 418" 5% it i 2 s
00 00 Ja
Sig. (2-tailed) oo | o004 128
i '8 198 128 128 128

— T

|
E
|
|
|
!
f

295




.--"'.-_
';ﬁ;-F_m Correlation 402 i -"';;m?
. (2-tail ;
g P 000 | 000
2 b 128 o
-iﬁm Cormrelation E T
. {2-tailed) : -
:19 @ ﬁ: 000 1 000
S 124 128
y13  Pearson Cormelation 2380 T m
‘_____H s ﬁﬂn -le. 128
jid  Pearson Cosmelation 405 T ol
5'9 [2-tailed) JTJ'EIEI 600 000
M 124 126 126
(4115  Pearsan Comelation 234" adn B0
Sig- (@1alled) 000 £00 000
M 128 128 128
1H  Pearson Correlalion Fy &2 ETr N
Sig (2-1ailad) 000 oo .0oo
N ' 128 128 128
W22  Pearson Comelafion 480 858 749
Sig, (2-alled) 000 000 D00
M 128 128 128
123 Pearson Comelation AT 524 7]
Sig. (2-ailed) 000 000 000
M 128 128 128
K13 Pearson Comelation arz | Aed E;:ﬂ
Slg. (2-talied) 000 000 :
H 1m0 128 123._
o - BT
N132  Pearson Comelation A28 545
Sig. (2-tailed) oo [ o00 ) 0%
i 128 126 124

296




V

s
Wcmmrm I yo Ihan %114 e e
Sig. (2-tailed) J00n 000 480 .l-l'_'l.?' 3T _521"- ,'?I
y 28 | g | | W@ e ow| |
7 Pearson Gomelation T 188 18 128 e |
Sig. (2-1ailed) o7 i A 258 | 208 | am|
___,_._._" 128 128 T: i o o0 .
w41 Pearson Comelation e e . L 1 126
Sig. (2-tailed) oot s} it 412 3 a3
| k: e 128 128 128 120 178
iz  Pearson Comelation 387 ang 00 " - # : -
Sig. (2-tailed) e s : . Aot azm
2 L1 000 o001 it
o 13 124 144 128 194 10
43 Pearson Comelation 28 205 341 ey T3 Ty
Sig. (2-1ailad) 010 20 A1 RF. T Fivn
N 128 128 128 128 128 128 |
T4 Pearson Cormelation 526 | A4S0 | 451 a4 | 250 | 309
Si. (2-tailad) .ooo .00g 000 00 oa3 000 ;
M 128 128 128 128 128 128
4151  Peamson Comelation 20 A38 28 A3 412 445
Sig, (2-1alled) o7 A2 ooe 085 210 A03
M 128 128 128 128 124 128
X522 Pearson Comelation 2| 282 | 403 | 23| am 1yl
Sig, (2-ailed) oot 004 om oo ooz 018
M 128 123 128 L L2 b2
53 Pearson Comelation . A 380" A 334 ‘:::I
. o0 O00 000 000 fii i .
3'11. {2-1ailed) e i i 128 128 ;:13‘.
- - = AZ5 A5 440
X154  Pearson Comelation AT8 h;;} et 000 o 000 | |
Sig. (2-tailed) oo : 328 128 128 128
M 128 ___12'5_ — = = =]
o - o4 T 665 BB 744 |
L Pearson Codmetation 564 i 000 A00 000 000
Sig. (2-tailed) sl i jon 128 128 128
N 128

297




| "
Wmnm 43 — X1 032 | %33 | xia+
sig, {2-taled) 00| | | T e
H 128 128 l:[“ 000 S0
4 Pearson Cometation = 28— 2o 128 128
sig. (2-1ailed) 000 o 3‘::] 281 a2 1
M i) 128 -123 o e
S Person Comelation |~ 480" | aag | mm T ane
gig, (2-tailed) 000 000 Ford i g i
_,_._._“ i 128 128 128 128 128 |
jH2  Pearson 'F:-nrralathm 412 3| 3| sml | 3 |
EIig. {2-tailed) um 0 000 00 000 00 :
M 128 128 124 128 12 iz | -
({143 Pearson Correlation 2| 380 | e | a7 A8 181
Sig. [2-alhed) on 004 oz Fie 058 o3
8 128 128 128 128 126 128
14 Pearzon Correlation AB3 | a2 | 388 394 a1
Sig. (2-1816d) 000 000 oo 00 000 000
M 128 128 128 128 128 128
#1151  Pesrson Comelation 240 209 | a4 | 3 20 AT
Sig. (2-1ailed) AL el e 000 M3 ;
M 128 128 138 128 12-5. ‘IEB_
K152  Pearson Corelatson -153 203 313 i e o
Sig. (2-ailed) 086 it 00 00 fejls 000
H 128 128 'I_E:q.n 1.1‘3; 123- 128
K153 Pearson Cormelation -4'5'3'“ 567 'I'E;} jﬂi *;:u ﬁ
000 :
Sig. (2-1allad) f:: i pae 128 128 128
N | s w45 | 45 | a8
X154  Pearson Cormelation 8 3 000 000 000 000
3ig. (2-tailed) -W'z; on| 18| | 1m| 128
W A a0 | &8 | 86 573
X1 Pearsan Corralation ™9 | ow| w0 pof oo
Sig. [2-tailed) -00d '123 128 128 128 128
| N 126

208




e Xiap
ﬁﬂ-;—m Comelation S0 AD7 e 144 X154 1162
=1, {E%M} 00 00 168 T .m. —
N 128 128 iﬁ RLEY 013 018
T Pearson Carelation A "—-_5—13-:——._“31 115_ 128 128
Sig. (F-taded) 000 000 5 Sl A07 B4
N 128 128 '1::: 0o 230 000
1 Pearson Comelation 3 " o 28 128 128
Sig. (2-taded) : A28 365 188
M 128 -?:; 003 i il ] 34
128
P Corlaton | | g™
i, o o000 | 000 000 001
= N . LS 124 128 128 128 i28
143 Pearsoen Corelation 255 AT2 i A e ETTy
Sig- (2-taied) oo 000 0 ol pei
H 14 128 128 128 128 128
1144 Pearson Comelation 428 | 363 AT 1 04| A
Sig. (2-tanad) 000 000 000 050 000
M 128 128 128 128 128 128
X151  Peamson Comelation 265 a0 | 22| 04 A a7
Sig. (2-tailed) 000 000 003 000 £00
M 128 128 128 128 128 126
X152 Pearsan Correlation 188 Tl 195 a7 387 1
Slg. (2-talled) o34 001 Rurry .oan 00
K 128 128 128 128 128 128
— —_ - ETTH 36 353 411
X151  Pearson Comelation 508 264
: 00a R ] 00 000 R
i o o 128 128 128 128
N | W T e |
X154 Pearson Corelation 503 Ao ot | oo| ow| e
Sig. (2-alled) J00d o .123 128 128 128
l__ N 125.. _'1_33“ 437 B35 AZH 488
M Pearson Comelation e B::u o0a 000 000 000
Sig. {2-tailed) -:";: e a8 128 128 128
|l W

269




g K54
rﬁ;ﬂ'—-F—mﬁm Comelation AT X1
Sig. [2-taibed) 000 i {56
N 128 | |
’:,:T;'_.P_ﬂ-ﬂrtm Comelation _3'-5"'_‘—'55-:—-_._’,!%"_
: - T
Sig. (2-1ailed) 00 000 08
e Pearson Comelation Epa L ™ ;
Sig. (2-talled) 000 Fie] 1000
it 128 128 128
y2  Pearson Comealation Ay o T |
Sig. (2-tailed) 000 000 00D . |
= H 12‘5- 1%h 158 :
43 Pearson Comelalion 341 288 _43.?"' i
Sig. (2-talled) 000 o0 000 '
M 128 128 1728
(4 Pearson Correlation SOE 500 Bas
Sig. (2-1aied) 000 000 000
M 126 128 128
%1151 Pearson Comelation 353 348 | 48
Sig. (2-failed) 000 000 000
H 128 128 128
K152 Pearson Comelation 411 270 )
Sig. (2-tailed) 000 002 000
B 1248 128 ‘IE.H-“
X155 Pearson Comelation 1 463 ?::.:u
Sig. (2-taled) A :
N 128 128 L
(154 Pearson Codrelation 583 T ?::tt
Sig. (2-taled) 000 e %
x Pearson Comelation 705 o
oo ;
Sig. (2-tadled) 3 128
128
N 128
o [2-1aded)-
- ignificant at the 0.0 I&¥
Correlalion la sig ﬁdﬂﬁﬂ}-

\ '-E{I‘I’I’El‘uﬂﬂ i‘wﬁﬂmmmﬂ.m |B'I||-B:l

400




V

|l.’IH[1']TT
-Il'.i'll‘":-"' AELES:-:{‘.I.:L]. %11 2 %113 ¥114

i

K115
1 K142 X143 XL X151 x5 gy, MO K122 %123 5031 %132 %130 X134

" [scALE | 'ALL VARIRBLES') arp

Ir[II]D'E'i-':'F‘LPH'F'" .
Reliability 1i
|u“_a EEt]- ] 0z ."I.H:Ir Bﬂﬂkﬂ III.TESI Sﬁﬁﬁﬂfti ﬂi‘kﬁ-ﬂtt ini VEark ini = u'jl val-Rel.sayw :
scale: ALL YARIABLES

i

Case Processing Summary |

H o |

Ceses  Wold 128 100.0 i
Excluded” o 0 '

Total 128 100.0 I

4. Listwiza daletion based on all varables in ibe procedure. |

Reliability Statistics

Cropbach's
Alpna M of lbems

526 20 |

301




\f

ARELATIONS

15 5216 X217 X218 X219 xaaq 22
IPH;M'J':'I‘H'E'THIL HOSIG

1 %32

%28 %27 gap

MIS5 IHG=FARIRWIEE,
E,:,nefatinns
pasetl] D:NMY Books\TESTS\Kartin:
jo ﬂILln;'\Eartinl".,i{a:_-tini - 04§ val-Bel.ssv
Correlations
b | ¥ag x2a %24
wl  Peareon Comatation 1 el Al X6
. 514 Aat 379 ETT
Sig. (2-alled) 000 i i il 3o
) i 124 126 128 128 123
i Pwaron Domelalion £28 1 4% | sez | 80| 238
Slg. (2-tafled) 000 000 0on 000 007
N 128 128 128 124 128 128
@1 Pearson Corelation Bl4 453 1 s | 2 Ty
Sig. (2-iailed) 000 000 000 03 013
H 128 128 128 128 128 128
124 Pearson Comelation A1 5820 | 438 1 B56 | 431
Sig. (2-tailed) 000 000 000 - 00 000
M i3a {28 128 128 128 13&_
55  Pearson Comalation amw | &0 262 556 1 523
Sig, (2-tailed) 000 000 003 000 000
H 128 128 128 12 128 128
— A ¥ T s 1
¥5  Pearson Correlation az7 238 218 AN o
Sig. (2-tanad) 000 et it i
: 128 128 126 128 128 28 |
» L . Y T 202 418 A58 P54
27 Pesrson Correlation ; % o e 000 o
Sig. (2-tailed) D:: '“H 128 128 124 128
1 A - 5 1r
e M v £l ATR 380 /308 288
XH  Pearson Comelation A4 i 000 003 000 oo
5y (2-tadled) AN i 128 128 128 128
N ___7_5'_"_,,_._.7“-1-“—-—'“4" 472 412 297
2 Pearson Comolation A0 e 000 000 000 fo1
Sig. (2-tailed) ﬂ':: S i o | 128 ;::3;
- “ ,._.—En-—'—'_'“_.m 313 324 sif
| | | = =] o] X
Sig. (2-tailed) S 128 128 128
i N e

SR LTy

K29 ¥21D w211 H212 %213 ®214

302



Yy

tﬂm.unm
g— X T s
] Famﬂm'&htm ~348 PPTh xi; 20 %311 =212 i |
5ig. (2-tailed) 000 D00 e 401 ME o |
N 128 128 0 D00 000 i
2 Pearson Comelation 22 A - 128 128 128 ]
sig. (2-tailed) o | el S| W | ||
M 128 128 '?:: 0 a0d 000
o Pearson Comelation 0y P —— s 128 128
Sig. (2-talled) 02 ot n;: 403 492 484
N 128 128 by 00 00
— ; - 128 128 128 128
y¢  Pearson Comelation A8 00 an ETre " o
Sig. (2-1ailed) 000 000 e s ' el 3::41
o 128 | 426 | w36 | s | iz | o
s Pearson Comelation A5G A5 a1z ETT T o
Slg. (2-walled) oo oD Ko 000 000 B0 o4
N 126 128 128 128 128 128
25 Pearson Gomelation TE4 206G T E 354 381 s ;
Sid, (2-tailad) 000 001 001 000 00D oo '
M 126 128 128 128 128 128
47 Pearson Comelation 1 ET 333 386 A3z aa |
Sig. (2-tailed) 000 000 000 00D 000
N 128 128 128 128 128 128
¥ Pearsen Comelation 358 1 533 B4 BOT 4T3 |
Sig. (2-tailed) oo oo 000 000 {000 i
N 128 128 128 128 128 28 |
128 Pearson Cormelation 3| s 1 '5;; -5;: 4‘;:: |
Sig. (2-1ailed) 000 000 - .iBﬂ- e
M 128 128 128 128 = l
=% 2 1 H13
K0 Pearson Comelalion 255 555 B4d 000
000 000 A o |
Sip- (-talled) 3 2 128 128 128 128
H 128 12 - i
g |
|




\/”

"
ﬂm[‘“
ong
'___'f:-—-_ | X213 X214 | o
L P L :"I-;:I ._,5_3_"' .m" -::?" E‘EE KT X218
. [Z=1alled) Az ™ -
Sin oD 000 001 A3 208
M 128 128 ReLi] o] 0
= Pearson Comelation B 128 128 128 120
- AT w = v
Sig. (2-tailed) 000 i ﬂ:ﬂ A0 BT e
N 128 128 2 a0 000 000
ﬁmﬁunulﬁﬁm g P o =% 128 124 |
Sig. (2-taied) 0oo iiig ' 06 430 276
M 129 398 A3 D3 000 oot
= . 128 128 128 128
o F?mﬂ;wlnn i 487 485 | 4| e | a6 |
R N0 A0 000 2000 000 000 | ..
. 28| %) | e | |
125  Pearson Comelation 451 544 Sgg 434 531 841 | .a
Sig. (2-talled) 000 000 500 T i il
M 128 128 128 128 1248 128
125  Pearson Correlation 35T 481 00 4 AR A1
Sif, [2-1aRed) 000 000 000 000 000 000
M 128 128 128 128 128 128
= =T ™ o = r -
el Pearacn Correlation MG S8 B25 BaT ] i)
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000
N 128 123 128 128 128 128
WE  Pearson Comelation 367 348 A3 430 408 303
B4, (E-tailed) Jpog 1] {ni] A0 000 oo
M 128 128 128 128 128 128
] - -y [ 507 512
00 Pearson Corretation 805 456 298 et it o]
Sig. (2-taded) gop | o) o[ MY
128 o i TN M.
Era S| | s | A | o] AW
120 Pearson Comelation Iﬂm .vIII'D i) Ei1) 000 000
Sig. (2-tailed) 3 . 170 128 128 128
N 128 | 128 -

304




V’

Lampiran 6 ; Ljj Validitge dan U
" Ui Reliab ;
. hlmﬂﬂ HUIEiUHEr
“ﬂilllum
|
— T e
ol paarson Corelation 254 -__2?0_-____;;2_11 =
sig. (2-taled) 001 e '?: 537
AHN
M i)
[ = —!1_ 1H 128 1
wn  Pearson Comalatien 33K “—'EE-E:-—-_.__T 28
Siig. (2-tailed) 000 s J!:]':u A20
— 128
w3 Pearson Comelation o5 p— ;1:_ 128
g P, 00 00 -Jm H;:
... 128 128 128 s
f4  Pearson Gomelation A ey Ve e
i, {2-1ail :
Sig. 2 ed) L 000 P o
= 28 | e | m |
i Pearson Comelathon AED .3'53' 35" e
Sig. (2-120ledy oon o0 o oD
N 128 126 128 128
B8 Pearson Cormelalion 413 T T T
4. (2-tailed) 000 000 00 oo
M 128 128 128 1
%7 Prarsen Comelafion Al 2718 A58 848
Elg. (2-talled) 000 00z Rl A0a
H 128 144 1248 128
¥d  Pearson Comelation 54 A58 504 BT
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000
M 128 128 124 1‘.1.|!H
7 - i
¥19  Peargon Comelation B0 A75 l:::u -EDT:D
Sig. (2-taited) 000 000 : o
N 128 128 L 3
- = 483 | 703
210 Pearson Comelation A ATT Imu o
Sig. (2-tailed) £oo i
M 128 128 128 L

305




g_ Comelations
121 B
- X3z |
o Prarsen Lowralalion AR 70 X323 Wi — xo8
0. (2-laded) . Agg a-
<z Pearson Correlation Iﬁ""_‘—'ﬁn—-—._:'l&__ 128 128 128
Big. (2-1alled) 000 e <484 ae T —
N 128 198 f"" 000 000 o0 | -
[Z17 Pearson Comelation T R 28 128 128 128
Sig. (2-tailed) 000 A 501 451 T
i e A o0 [ oo 000 000
. X 12 128 128 128 128
14 Pearson Correlation ADR i w - &
Sig. (2-taled) ) —d 487 e AFT
s ; 0 00 000 000 000
- ] ‘liﬁ.‘_ i3 15 138 5 is4
15  Pearson Cormelation BT ATE mq_"‘ .“5'-' mn .5-[.3'“
E- i) L 000 003 oot 080 00
N 128 128 128 128 128 128
18 Pearson Comrelation 422 0 J-WH .4?'?“ T Ty
Sig. (2-1had) 000 i) (L] .ogo 000 J000
N 128 128 128 L 128 128
17 Pearson Comelstion 493 Er 4% 506 | 53 484
S5. (2-tailed) Jooa 00 2000 il 000 000
M 128 128 128 128 128 128
K218 Pearson Comeiation 299 FEs 278 447 541 A81
Sig. (2-tailed) o] .00 001 Re ] i) 00d
| W 128 128 128 128 128 28
X219 Pearson Comelation 294 335 -3; ﬁ _4;: -“';;ﬂ
. oM ; /
Sig. (2-tailed) oot :
" = - v :::" s:::“ ﬂ::"
K20 Pearson Correlation 250 2{;':2 J;:n 'm ..{:m 500
Slg. -alied) Gy gz 148 128 128 128
21 M LA | A | aoe | a3 | 28
21 Pearson Comelaticn 295 8 o0 000 a0 001
5ig. (2-tailed) oot .123 i 128 128 128
N 128 .—-—;'Er-'—'ﬁ'{“' A2 B2 B4
2 Pearson Cometation gar et 00 000 00 800
[ Elg, (2-4ailed) 000 128 124 173 128
128 138
= =M

306




l:m.hm
"_.--_ K7 _.'I.E-__l__—_
'.El."-_' - ; 432" [ o] 2 1 xaw X211 %212
Sig- (2-tailed) 000 00 - 613 1 87
N 128 -123 o i oo |
<7z Pearson Correlation | 45 = N 12 T |
sig. (2-1allad) 000 ~H48 S Bar 1
! 128 T:: 000 | oo | om0
13 Pearson Cometation T 128 128 128 128
Sig. (2-tailed) 200 | o j;fﬂ Tl Bl R
M 126 128 198 I::: ME; jreiz
4 Pearson Correlation 58| g o i ,515:1“ ;f:"
Sig, {2-tailed) 000 000 000 00 st 'm
N _ 13 128 138 138 126 M|
5  Pearson Corelation 525 313 e aah e TN :
Sig. {2-tallad) RuEs SO0 o 00D [ea) 000
N 128 128 128 128 128 128
26 Pesrson Corelation Ba7 430 el I A4 435
Sig. [2-44iled) 000 000 003 000 £00 000
N 128 128 128 128 124 128
X7  Peanson Correlation 558 | 405 | so7 | ssy |  esa | BS0
Sig. (2-taded) 000 000 000 000 000 000
N 128 128 128 128 128 128
@B Peason Corelaion | G600 | 308 | 812 ) 487 ) T4 ) AT4
Sig. (24ailed) o0 | 01| moo| 000 | 000|000
" 128 178 128 128 i L2
K19 Pearson Comelation AD4 354 380 381 5‘; -5;;
Sig, (2-taiked) o0 000 00 )] ] ;
N 128 128 s ok L ad
e = ™ i ATT 455 5653
278 A55 -
3320 Pearson Comelation o o 000 00 L0 S0
Sig. (2-talled) .123 i 130 128 128 128
| N i g . 483 A2 568
X2 Pearson Comelation -1 s o 000 000 000
Sig. (2-tadfled) i e 128 128 128 128
sl B | | | "
2 Peanson Comelation e o000 000 o0 ety 000
Slg. (2-tailed) aa can 128 128 128 128
N 128
S

07




e ’:"Dr'l'nlmum_
X213 o
; 14
Y, o Coin LT o o ST YT T
Sig. (2-taled) 000 0o -3:; o 85D 474
N - 000
| — —II.I_E“_ 128 128 ARG e
wie Pearon Comalation Bag PYTRE ma 128 128 128
Sig. (2-talled) 000 000 i o 550 | 4™
M 128 128 i 000 S0y o0
213 Pearsan Comelation F rYVal 128 128 128
Sig. (2-tailed) i ﬂ‘;: 440 4B e
000
._.—-—N 128 128 128 128 T:: ?";;
ﬂ1+ PG“D“ '::'I:l:l'ﬂal'mn 514"' 3 -m- EEE“ .5?2". 1I-'
Sig, (2-tailed) 000 oo |  oon g 'ﬁ;ﬁ
s L _ ) | s | | we|  iw
w115 Pearson Comelation 514 553 1 50 ABE 530
5. (2-1ailed) oon 0D oo o o)
N 128 128 128 128 128 128
%216 Pearson Comelation 430 | B3| a6 1 59| 556
Sig. {2-taled) o0 SO Jooa 000 000
N 128 128 128 128 128 128
X217 Pearson Gorrelation 548 ET2 | Am8 | BT 1 BT
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000
N 128 128 128 128 128 128
K28 Pearson Correlaton Aia 58 530 558 B0 1
Sig. (2-tallad) 000 oon 000 000 000
M 128 128 128 128 el .
5 - n u B8
#2719 Pearson Correlalion Ame | o4 | Aee | aGD | AR
Sig. (2-kailed) - F 128
N 128 128 128 128 i £
= _ =" FTE an 73 AE3 B16
-tailed) ' 128 128 128
N am| Wl | T
%221 Pearson Correlation o 3:; 000 007 000 000
S (2-tailed) 000 ; 128 124 124 128
: 12 ) B T T
T I 752 550 i '
2 Pearson Comelafion 752 e 500 500 000 000
Sig. (#-alled) -E':': 128 128 128 128 128
— N




s e T _
Sig. (2-tatled) 000 el 755
M 128 o el IR
Wﬂmlﬂm BAT _-_-T“?.?‘- 128 128
Sip. (2-taibed) 000 25 ] 747
N 128 128 A0 | ooo
13 Pearson Comelation Aag" 121 128
e ' 425 Al _?Er
S i | o | |
128 128 oy
| = %
y2i4  Pearson Comelafion 504 s T o
Sig. (2-tasled) 000 000 D00 200
L Bal Wl 1|
35  Pearson Comolation A58 am _HTT
Slg, (2-taded) PO oy 000 OO0
N 128 128 128 128
¥ts  Pearson Comelation AB0 a3 6 n
Sig. (2-13ibe) Ri L] o7 000
M 128 128 128 128
%217  Pearson Comelation 495 | A | e | e
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000
M 128 128 128 178
EIE  Pearson Camelation BER 516 491 T
Sig. (2-tailed) 000 00D L0 itk
M 128 128 128 18
X219 Pearson Corelation 1 B3 &75 .?uz:ﬂ
000 ;
Sig. (2-talled) A 2 o
N 128 128 it —=
r o B6a .
20 Pearson Comelation 43 1 o 00
Sig. (2-tailed) L0090 :
128 128 128 193“
L N = ae8 1 BTG
XH  Pearson Comelafion BTE : i 000
Sig. (2-talled) 000 . 128 128
128 128 | |
e = 678 1
X2 722 BT7
Pearson Comalaton ' i 200 800
Sig. {2-tailed) - R 128 128
" 124
e
mited).
.05 level (2-adled).

", Comelsiion is significant at the

309




\/”

-1'1?!5[1111“‘
CARTABLES=XZ1 X33 wa3 4o, X25 %

26 x37 ¥
ys X216 X217 X218 X219 354 %28 K29 %210 211 %312 k213 X214
E'SEF'LE: 'ALL VARTABLES') ALL

(MODEL=RLPHA.
Ha|iahi"w

atasetl] DiiMy E""“"“"‘-TESTE‘Hﬁartinixm:timxmruni Uji val
- Uji va

scale: ALL VARIABLES

-Ael.sav

Case Processing Summary

N 5 5

cases  Valid 128 10a.0 i
Exoluded™ o o i

Total 128 100.0 !

& Ustwise delelion based on all varables in the procedure,

Relisbility Statistics
Cronbiach's
Alphia M al llems
ek 21 |

210




CORBRELATIONS

fYARIRBLES=Y111 Y112 ¥113 y114
/PRINT=THOTAIL Wosig

f /MISSING=PAIRWISE,

Correlations

pakaSetl] Di\M
[ 1 DMy Books\TESIS\Kartini\Kartini\Kastind - Uil val-Rel.sav.

Cormelations
¥ Y112 ¥113 Y114 Y115 Y118
Y111 :::i‘:::ng:;almiun i 368 o s o o
o 0 0 i) i) S
128 128 128 128 128 128
¥112  Pearson Correlaan _ﬂ:ﬁ.ﬁﬂ 1 A Fr .31-EH _241?"_
M 128 128 128 128 128 128
¥113  Pearson Comalatlon AT A3 1 274 200 A%y
Sig. (2-ailed) 000 000 002 018 000
N 128 128 128 128 128 128
¥114  Pearson Correlation 242 | 486 | =274 1 e 63
Sig. (2-ailed) 008 000 2 000 068
M 128 128 128 128 126 128
¥415  Pearson Correlation 307 NG 208 AD4 1 55
Sig. (2-1alled) 000 000 e 000 i
o 178 128 128 128 128 128
Y116  Pearson Comalation Bl 2417 433 183 545 !
Sig. (2-4ailed) £00 A0 A% o i
i 498 12;]1.1 125“ 151"5_ 123“ '1£'EI'_
| N7 PeamonComeistion | 818 | &3 | A6 | A | 41| 427
i Sig. (2-tailed) oA T Y I el
' N 128 i} 2 e L L
Y121  Pearson Gomelation sl ""; '?;;, 1:; jofﬂ 3;:[:
Sig. (2-tailad) 19':; 'EE i3 128 128 126
- : iz 78 24 380" A7 368"
Y122  Pearson Gorrelation il Iixﬂ 00 000 000 1000
Sig. [24alled) '?;" el 128 28 | 12
N g 530 36 A3 366 | 40
Y123  Pearson Correlation - ol 000 000 00 000
Sig, (2-tailed) ‘:’:: 2 i 128 128 128
M

¥115 Y116 ¥117 w121 Y122 ¥123 Y124 ¥12h ¥1




CURRELATIONS

JVARIABLES=Y111 y113 Y113
/PRINT=THOTAIL Wosg &

/WISSING=PRIRWESE
Correlations
[Cata3etl] B:\My Bookgyp .
"'|. EEISEHEEI—-I“L\-K‘H'tiﬂi‘ﬁ,ﬂa:tini I “j i val-Eel
Comrelationg
114 Y112 1
e - — 13 1 w4 Bl AT
Slg. (2180 ’ AN e H] 307 ADE
- pHnled) R 000 008 00 000
. :
e 125* 128 128 128 128 128
365 1 435 ABE 315 241
Slg. (2-tailed) 000 000 000 000 06
M 12q* 128 128 128 128 128
¥113  Pearson Comelation A37 FEh 1 i 208 433
Sig. (2-1ailed) 0o .0oa v 018 000
H 12E 128 128 128 128 194
Y114  Pearson Carelalion Fr ABE 2T i T 63
Sig. (2-tailexd) 06 00 2 a0 D65
M 128 128 128 128 128 128
Y415  Pearson Comelation a07 ET 208" 204 1 BAE
Sig. (2-1ailed) 000 000 o8 000 000
M 128 128 128 128 128 128
Y116 Pearson Cemelation a8 | 21| A3 | a6 [ s [
M 158 izl 28 128 28 28 |
Y117 Pearsan Comelation 518 B3 468 A . A
5@_ ﬂ. i oo i) L] .00 A0 i
= =1 281 402 330 324
Y121  Pearson Cormalation 518 545 o e s
Sig. (2-alled) 000 40 o - 28 128
158 128 128 128 e 5
M — - 244 %R0 Aar 365
Y122  Paarson Comelation e 000 000 000
; 000 000 e
Sig. (2-talled) ik 128 128 128 128 128
N | 315 | 4% | 266 | 340
¥123  Pearson Correlation o 500 000 000 000 000
Sig, (2-tailed) wd - 128 128 128 128
s 128 y B

¥114 ¥1
T YIS Y116 w117 121 Y122 Y123 Y124 Y125 Y1

§

. SEVL]
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S Correlations
117
¥i11  Pearson Comslation e ] w2 7123 | viza | vizs
Sig. (2-tailed) = 518 A74 Ty A 103
] 128 fm Ao 000 000 247
Y112 Pearmon Corelatan B MH- 1'2'““ 128 128 128
Sig. (2-tailed) el : I:E]ED ATE 50| 308 A6 |
N o " X i) 000 a7
(Y113 Pearson Correlation ABR ;ﬁ- ;iﬂ 12&:_ 128 128
; - ; 315 ET e 308
i A 000 005 000
N 128 120 : o i
128
Y114  Pearson Comelalion Al i T ;:;-- 12!. 125..
Sig. [2-tailed) 000 000 ; P L f}:z 'E;:?
3 4]  in 128 126 | 28 120
¥115  Pearson Correlation AR 30 aET TR -‘-il-'?in P
Si. (2-taded) oon 030 00 000 000 000
M 128 128 128 128 128 128
¥116  Pearson Comelation A27 a4 366 340 20 E0G
Sig. (2-1allad) 000 000 000 000 000 000
7] 128 120 128 128 128 126
¥117  Peamon Comeiation 1 571 22 &1 267 A4
Sig. (2-taiked) 000 000 000 000 050
N 128 128 128 128 128 124
Y121  Pearson Comelation 8T 1 B3z | mes | A | 300
M 428 128 128 123- 'Iiﬂ.. 11!H
Y122  Pearson Comelation 522 832 1 -?::Tn L‘; 3;:;
Sig. (2-talled) a0 X0 : :
N 128 28 128 1248 115“ 124
= - g 1 A58 AT
Yi23 Pearson Comelaion | 813 | 658 T:n oo | s
ilg. (2-taited) = 128 28 128 128 128
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— —— {:UTl'B'l.'IUUm
| ik}
Yilt  Pearson Comelabion 553
e ;
. | 2-taiad) 000
N M 123
Y112 Pmnnﬂma{gﬁnr—'—lﬁ-n—zn—
Sig. (Mailed) o
. 128
Y113 Pearson Comelation soa |
e, 128
Y114  Pearson Conedalion 583 |
Sig. (Z-1ailed) oo
- N 138
i1  Pearson Comuelation BT
Sig. (2ailed) o0
M 128
¥116  Pearson Correlation 592
Sig. (2-Lailed) .0oa
M 128
Y117  Peasrson Corelstion TED
Sig. (2-taded) 000
M 128
Y121  Pearson Comelation Fili g
Sig. (2-tailed) £00
M 128
¥122  Pearson Comelation 813
Sig. (2-taked) oo
H ‘IEEF
¥123  Pearson Comelation TE8
Sig. (2-tailed) i
N 128
Correlations
vz | vor | v | VilE _f NI
i1 ol o 6 A72 310
24  Pearson Comrelalion A4 000 o0 o0 L0 0o
Sig. (24eiled) e 18 128 128 | 128 ] 138
M — i -—-—;;‘;f"—}m' 238 513 509
125  Paarson Corelation ;ﬁ 7 ooo | 007 i ‘:;:
Sig, (2-tailed) s | | wl 1 L
N ———r gz | 58 A .
o | 653 ! oon fi1] .00
1 Peaieon Comelation 000 000 Aom 4 E 198
L . E *
Sig. (2-alled) 148 128 128
] B

e
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V\___—.

= Correlations
— Y117
l yvizd  Pearson Comslatian = 12 "1’122_" Yiz3 Y134 vi2e
Sig. (2-aiked) i i 448 438 1 345 |
M 126 ':H::I LoD 0o 00
Yizs Pearson Corelation —'—:,T,;--—-—ﬂ“m 128 128 128 128
Sig. (2-tailed) 050 : g 40 A70 345 1
N 00 058 000
128 128
L RO D o A01” 3112:' ?1:;‘ ;12:' ::f.
Sig. (2-ailed) 800 . ; :
! 000 000 06
Y] 128 \25 JOOH) 0
135 174 128 128
Comelations
1
viz4  Pearson Comrelation B12
S, (2-1iled) Bici
M 128
V125  Pearson Comelaion 455
Big. (2-taded) aon
] 1248
b Pearson Comalalion 1
Sig, (2-failed)
M 12E

= Comeladion i significant al the 001 level (2-@iled).
* Comelation is significant at the 0.05 level (2-4ailed).
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[VARTABLES=¥111 ¥11p ¥1 H
FRCRL ARIABLES ") ALL Y117 ¥121 ¥122 ¥123 Y124 Y125
l JMODEL=RLFHA,
Reliability
Sakl] D:\My B
[pataSe Y mha‘-.rﬁ:stsi.m.rti.nnEaru.qj_w“um-_ - Uji Val-Rel.sav

geale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary
N %
Cagoe  Walid 128 100.0
Excluded® ] 0
Total 128 100.0

o Listwise delefion based on all varables in the procedure,

Reliability Statistica
Crenbach's
Alpha M of llems
a8 | 12
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~oRRELATIONS

i T314
/PRINT=THWOTAIL NOSIg Y13 Y221 w222 223 ya24 vazs vazs v227 v2
| SHISSIHG=PRIRWISE, i
1
|
correlations i
i 3
[pataSetl] D:iMy Books\TESTs\ka .
Itiﬂi\“ﬂ.rtlni‘ﬁhrtini - Uji Val-Ral.sav .
= Comelations . 2
Y211 ACAF] i
yri1  Pearson Correlation 3 el 1213 14 o YHE I RET
Sig. (2aibed) poric Nl L 83 448 | 54| |
B 2 00 000 200 a0 |
o 128 128 128 128 12|
YEIZ ;ew&n.mfﬁuﬂ'dﬂmn 520 P TR o o e B
N 124 14 128 128 128 128 |
Y213  Pearson Comelation AT 570 1 EEY 53 Az |
. 3 1
Sig. (2-tailed) 000 .000 00a 000 oo |
N 128 128 128 178 138 2e |
¥214  Pearson Comakalion ETTH 800~ B53 1 40 308
Sig. (2-tafled) 00 R 000 il 000
H 128 128 128 124 128 128 -
¥YH5  Pearson Corelation ey B4 538 540 1 4 | |
Sig. (2-tailed) 000 000 000 D00 e
| N 178 123 128 128 123“ 128
YZH  Pearson Comelation el = s ":[:;. ¥
Sig. (2-tailed) .00 000 i oo : £y
" 128 158 ‘ii‘él“ 128 1.:."3" ‘IE-H-_ L
= = 1 FrT e B33 BT | i
Y222  Pearson Gomelation A5H 35 |
Sig. (2-tailed) 128 178. 123 128
128 128 " = s
> | 98 | 206 | 383 | 487
Y23  Pearson Correlation 20 ik 000 020 000 o0g | |
Sify. (2-taibed) 'n:;; '123 138 128 128 128 | ;|
s : e 4% | |
Y234  Pearson Comelation a3 ' 000 000 000 000 000
SBig. (2-tailed) b 128 128 128 128 128
12'3 . IET“ Al A48
= N —— 57| 27 :
¥225  Pearson Comelation :m oo om | o) 0 E
. 128 1
Sig, (2-tailed) 138 126 128 -
2 128




ORRELATIONS
JVARIABLES=YZ11 ¥213 ya;, Y2
JPRINT=TWOTALL MOSIqG
/MISSING=PAIRWISE,

correlations

14 ¥215 Y221 vo3p Y221

(patasietl] Di\My Books\TBSIs\kary Ini\Eartini\Karring
in

T

Y224 W2IIS Y226 ¥WI2T ¥2

- Wil Val-Rel.sav .

cﬁﬂ'ﬂlﬁum
sk Y33
= W
7211 Pearson Conelation - . Y214 | vas | v
Sig. {2-miled) = # AR 44| 548
M I . 00 000 100 000
Pearson Cormelation s L iy iza 128 128
TEid B2a : a Bavid] i A8 o o Ty
25g. (2-tailed) 000 oo o0 000 s
H o 126 128 128 128 '
Y3 Pearson Correlation AT &0 ] B5Y B3 FEnn
Sig. (2-laiked) D00 00 ik 000 000
M 128 138 126 128 128 138
Y214  Pearson Comelaton 3R3 BOD BB 1 540 388
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000
M 128 128 128 128 128 128
- r = =
Y35  Pearson Comelation 448 (G0 Ll S50 1 256
Sig. (2-tailed) 000 000 200 0 000
M 128 128 128 128 128 128
H = L Uy P
Y21  Pearson Comelation 548 ATH 420 ﬁ -"f:ju 1
s et 194 28 128 128 f24
H L - % 633 B1T
= ‘T 1 A48 J :
Y222 Pearson Comalation ABE 510 o8
000 000 i) Rk OO A0
5y (2-dalled) '1 oy 28 128 128. 128 128
i 2| am | 208 | 383 AST
Y223  Pearson Comelation e 008 i) 2o K] .0o0
St (2-tailad) WEN Ts| | 1es| e | 1
128 = - -
M i =i =12 413 FrE (B8 ko
Y224  Paarson Comslaton 337 .n-ErD 000 000 000 [0od
Sig, (2-tailed) '”:: 28 128 128 128 :f;_
- - B A e
Y135  Pearson Correlation :ﬁ ) 001 a0z ?‘; =
- : : 128
Sig. (2-1ailed) o Sin 128 -
M

.
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v T

211 Peamson Corslation = W::E Y24 | s . —
Sig. (2-1ailed) ) : s 337 T T
L 128 | goy | 0| te8| o0 | oo
¥212  Pearson Correlation -_-37?‘_‘—-5?—- . 128 128 128
Gig. (2-1ailed) 00 I.IJI:E. Bz 2497 55T 33
— o 124 128 -:.: a1 0 00
y213  Pearson Comelation ET T Fre e i 128 128
Sig. (2-tailed) s =l = 278 405 Ty
N 128 128 ﬁ ok s i
y214  Pearson Comelasion A48 £y T ;::.. ;i:‘ﬂ _ﬂl:l..
Pk 000 | 0| 0| om| wooo| oo
2 19 | b | oz | s | qaa |
Y215 Pearson Comelation 633 (o T e g
g (i) 00D o0 oD 000 000 000
N 128 128 128 128 128 128
Y224  Pearson Comalation BT AST AR A o e
Sig. (2-1aied) 00 00 o0 .0oo 0o 0a0
N 128 128 128 128 128 128
Y222  Pearson Comelation 1 It 0L T 626 585
Sig. (2-tailad) 000 000 000 000 000
M 128 128 128 128 128 14
Y771  Pesrson Comelation 513 1 ADB Frre ATZ BOE
Sig. (2-tailed) 000 Lot o o R
b 128 128 128 128 126 128
Y224 Pearson Comelaion | 601 | 406 o ] W]
: 000 ot o0 | ooo 000
B anind i 8 128 128 128 128
" - i T 1| 81| o Be4
Yi25  Pearson Comelation 3;':: d:u 7 o0a 000 i)
ﬁg. (2-tailad) ITEE ks 138 125" 124 128

il

-

T et

[
=¥

I~

)

a1y



pm— Emﬂnm
— Y2
ya11  Pearson Comelation Bl
Sig. (2-talled) i
N 128
v212  Pearson Connglation "_'—?'3—?4-.-
Sig. (2-tailed) ok
L 128
¥2i3  Pearson Comelation _ﬂﬁg"_
Sig. (2-taled) 000
.. 128
v214  Pearson Comelation B4D |
Sig. (2-failed) 000
M 1.i&
¥215  Pearson Comelation B4
Sig. (2-tailad) D00
M 138
y221  Pearson Coelation 740 |
Gig. (2-Liléd) 000
M 128
¥222  Pearson Comelation T
Sig. (2-taled) 00
M 128
¥223  Pearson Comelation 825
Slg. (2-taded) ]
[} 128
=
Y224  Pearson Correlaton J7B
Sig. (2-tailed) 0
M 123'-'
¥225  Pearson Coretation 625
Sig. (2-tailed) D00
N 128
Carrelations
- Y214 ¥215 ¥az24
w211 1212 Ly - ﬁ&g- r—y
L —— 557 4B8 A16 .
'1'22'5 Paarson Eﬂﬂ'ﬂlﬂm 'HH 000 0] Ry 1] JHED A
Sig. (2-tailed) ol | m]| el WL R
| n B | R | A A%
Y227 Pearson Comelation | 3! oo | o] ow0| M0 %
: ? 00 128 124 128
Sig. (2-tailed) 128 128 o -
198 _._.—-—-r"_'ﬁ" B4 ]
Y2 = Cometation B4 000 000 000 i
SN :
: ooo | 001 Ul qes| 1w ] 1
i, (2-tailed) 128 ____1315____
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= Comelation is significant at the 0.07 level (2-taked).
* Gorrelation is significant &1 the 0,05 level (2-4ailad).

B C )
T
T : Yaza
MR T 82| P LS Y25 | y2o8 Yo7
T e oo | S = 1| 743
X 128 'E i 00 P
vez?  Pearson Comelation 505 r— ____1;_5* 128 i 4
Yo. b ol Bl B -
= ' oo | ooo
et 2| 2 3| 2] .
Sig. (2-tadled) 00 000 'ﬁm -E;fu _i::} 771
: ] v 28 | 1 128 | ?:;
':ﬂ-l'ﬂ:l.lunm
Y2
¥226  Pearson Comelatian Bz
Slg. (2-tailed) oo
N 128
¥227  Pearson Comelation Ty
Sig, (2-tailed) 000
N 128
2 Fearson Comalation i
Sig. [2-1albed)
M 18

¥ pip S
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REL {ARILITY

] 1‘-&14 "f i
JSCALE ('ALL VARIABLES. 215 y33, vo _.
boAL 22 ¥223 %

/MODEL=ALEHA, L 224 ¥225 v2z6 Y22
Reliability

|}

J

patafetl] Di\My Boaks\p _ :

l 4 IEi'.EIE"n.i"ua";'.'..mni."-.'.M'uE.:r1:_i-1'|i."-.ﬁl.'a..ﬂ;;i.;-dr L T i:

= BAV:

Scale: ALL VARIABLES d

I|

Case Processing Summary il

ica = - _.!

Cates  wWalid 128 100.0 i

Excluded" 0 o I

Total 128 100.0 ':

a. Lisbaize deletion basad on all vardabies |y the procedisg,

Reliability Statistics i

Cranbach's i
Alpha M of Hems i
813 12 |
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Motes for Group {Group number i}

The model is recursive,
semple size = 128
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Varinble Summary (G R humber 1)

Yoouwr model

ﬂbﬂmrﬁd1 Endﬂmuﬁ ?ﬂﬂﬂb]ﬂ

X13
X4
X135
X222
X21
Yi2
Y11
Y22
Y21
X12
X11

Unohserved, endogenous variables

Akuntabilitas
Fraud_Prevention

Unobserved, exogenous varables

Internal_Control
exld

exl4

eX15
Interna_Auditor
en22

eX2l

ey 12

eY1l

eYZ22

eY2l

eY2

eYl

exnld

exll

Variable counts (Group number 1)

MNumber of variables in your model:

Number of observed "-"Hl'iﬂ.l:!lﬂs:

Number of unobserved vamhlr-s_
ariables:

Number of exogenous vart il
Numher of endogenous vana les:

containg the Tollowing variabies (Group number 1)
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Assessment of mormality (Group number

Variahle
X1l
X12
Y
Ya2
Y11
Y12
X21
X222
X15
X14
X113
Multivariate

min
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
104D
1,000
1,060
1.0
1,000

meas
5,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Iy

skow
=347
=113
=35
-453
-579
- A48
- 655
- 662
=430
-&90
- 184

cr.
-1,604
=321
-1,568

2,673
2,067
3,027
-3,060
-1,987
3,186

-, 581
122
~576
-21]
179
- 610

272
198
-, 700
377
- 423
2,057

i e i e

e e s s

— = FaL
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&4
105
19
75
0
29
45
62
87
63
1

13
68
15
9%
108
47
72
&6
18
36
122
16
101
82
78
G
T
38
B
61
23
66
127
46
20
128
126
a7
67
123
85
29

26,621
26,078
22330
22 290
21,959
21,369
20,168
19,331
19,195
19,019
18,927
18,833
18,304
18,143
17,709
16,647
16,525
15,286
15,284
15,031
14,994
14,923
14,867
14,842
14,749
14,726
14,658
14,437
14,399
14,305
13,800
13,524
13,426
13,405
13,304
13,258
13,018
12,637
12,542
12,309
12,291
12,131
12,024

025
030
043
D55
058
061
062
064
A75
078
039
119
123
170
170
181
183
186
189
190
194
195
199
210
212
217

260

268
274
277

18
324

341
342

362

A41

42
0
638
562
524
A48
F99
436

374
345
555
619
620

538
489

s
712
778
T8
757

57
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56
92
116
57

8,019
7943 718 858

7883 724 843
7882 724 09
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Samphe Moments IGrowp numbgr 1)

sample Covariances !l]hulp number 1)

X1
X112
Y2l
Y22
Y11
Y12
X2l
X22
XI15
Xi4
X13

x11
297
w267
165
192
53
60
153
129
a6
70
205

X12

87
J92
210
JAT2
68
L1 HD
140
72
2202
239

Y21

l“ﬁ
310
175
LAR
175
190
J18
161
vl 4

Condition number = 56,687

Eigenvalues
2,193 383 218 208,147 114 ,087 071 ,067 059 039

Determinant of sample covariance matrix = 000

Y22

1
=247
327
L03
L85
143
211
251

Simals 4 yrinEeiiaie Maneng gl B

Y11

233
234
45
NET]
130
159
77

Y2 %7 X2 %15 X4 X3

A18
9T 262

JB3 199 768

A19 119 117 211

201 137 119 164 290
JT8 072 4B 163 207 39

X1 X1z YZI YT Tl ¥12
X11 1,000
X12 788 1,000
Y2l As4 462 1,000
Y22 Sie 496 6B2 1,000
¥ii 580 572 544 750 1,000
Y12 451 418 575 Mz M43 1,440
x21 7R - ] | 584 588 595 |
w2z 457 A3 558 523 60 54T
Xi5 584 603 384 457 587 402
14 580 602 447 575 610 ST6
X13 676 602 592 o6l G50 495
Condition number = 49,963
Eigmvahlaa

6,702 1,084,723 591 479 346

Sample Means (Grosp mumber 1}

X1l

X12
059 3860 3,733 3605 3

Y2l

¥l

¥11

306,243,213 180 34

yiz X2l

ogy 3419 3748

XX XI XI5 X114 XI13

52 1,000

605 514 40 692 1,000

X2 XI5 X4 X3
3939 3,998 3765 3688
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Notes for Model (Defay)t model)

Result (Default model)

Minimum was achieved
Chi-square = 33,469
Degrees of freedom = 25
Probability level = 120

.-...
i i B R S A ey o 5 e
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Estimates (Group osmber § - ﬁ'lfl.-l!ll:ldili

Sgalar Fauilmates (G rosp mimber | - lHI'lI.Illn'IHHH

Musimum Likefibood Estimutes

Regression Weights: [Group number | . Diefault modei)

Akuntatrilitas
Akuntobilitas
Fraud_ Prevention
Fraud_Prevention
Fraud Prevention

x13
X4
XI5
X2
pod |
Yi2
Yl
Y2
Yl
X1z
xii

FErET TR e T

Internal_Control
Interma_Aundior
Internnl_Conmol
Inl:mn__ﬁ.u-:lin'
Akunmbliias
Intermal Coatrol
Intermal Control
Tnternal Contrel
Interma_Auditor
Intermn_Auditos
Akumiabilitas
Akumibilitas
Frasd Previmtion
Frasd Prevention
Internal_Control
Internal_Control

Estimate
o]
L6
L]

=580
4,767
1,000
Si4
T8
1,004
1LI78
1,030
149
224
J73
057
LA30

125

62
61
46
A
[R5

Standardized Represaioa Weaghii: [Group sussber | - Deluoll moded)

Akuntabilitas o
Abkuntabilitas o
Fraud_Prevention <-—
Fraud_Prevention <—
Fraud_Prevention <—
X13 o
x4 i
X15 e
m A
x21 o=
Y12 =
Yil o
m el
Y21 b
X12 =
X11 et
Itercpts: (Group number
Estimate
x13 3,688
X14 3,763
%15 3,998
X2 3992
%l 3,748
Yid ]’4 4
Yit 3089

Internal_Controd
Interna_Anditor
Iternal_Cortrol
Interna_Auditor
Akuntalbilitas
Internal_Control
Internal_Control
Internal_Control
Interza_Auditor
Iaterna_Auditor
Aluntabilias
Akuntahilitas
Fraud Prevention
Fr-ﬂ_ﬁurﬂ:llhm
hmﬂﬂf_‘,ml'.mt
Intcrnal_Control

]_muﬂlﬂ]

C.HE
75497
78,731
of 993
85,025
82,867
58 835
03,276

SE

‘048

[yE ]
i
L L]
(22 ]

wid
i

5,156
2,105

a5z
670
2415

11,339
9,980

8428

12,036
3,663
3,758
918
0704

LLE ]
LR
LLE ]
LEE ]
LEE ]

P
X

= :_-' Ry

o b i e

R

331



Y
Y
X1z
XUl

3,605
3,713
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